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PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR e TAHUN 2023 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU 

TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Bengkulu 

Mengingat 

merupakan bagian integral yang tidal{ terpisahkan dari 
system perencanaan pembangunan nasional dengan arah, 
tujuan, kebijal{an sasaran dan prioritasnya bertujuan 
untuk meningkatkan basil pembangunan daerah bagi 
masyaral{at secara adil dan merata agar masyaral{at lebih 
sejahtera; 

b. bahwa masa jabatan Walikota Bengkulu berakhir pada 
Tahun 2023, mal{a untuk mewujudkan. perencanaan 
pembangunan daerah pada masa transisi, perlu disusun 
rencana pembangunan daerah yang terarah; 

c. bahwa untuk melal{sanal{an ketentuan Diktum Ketiga 
huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan 
Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah 
Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimal{sud huruf a, dan huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026; 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038) 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), 
sebagaimana telah beberapa kali diibah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 entang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona 
Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/ atau Stabilitas Sis tern 
Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 



L 

WALIKOTA BENGKULU 
PROVINS! BENGKULU 

-4-

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 ten tang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 5887), sebagaimana 
telah diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 6402); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 
2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6542); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6542); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6633); 

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka menengah Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebgaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Daerah; 

37. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan 
Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah 
Otonom baru Saru;. 

38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Sengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sengkulu Tahun 2008 Nomor 4); 
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39. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05); 

40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1); 

41. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu 
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 1); 

42. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6 ); 

MEMUTUSKAN: 

TENT ANG REN CANA PERATURAN 
PEMBANGUNAN 
2024 - 2026. 

WALIKOTA 
DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bengkulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. 

5. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana 
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan 
tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah Kota Bengkulu. 
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6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari 
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
badan, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 
kelurahan. 

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota 
Bengkulu dalam jangka waktu tertentu. 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 

9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang 
selanjutnya disingkat RPO adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tahun tahun 2024 sampai dengan 
tahun 2026. 

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renstra- PD, adalah dokumen perencanaan PD 
Kota Bengkulu untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tahun 2024 sampai dengan 2026. 

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Parangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen 
perencanaan PD Kota Bengkulu yang disusun untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 

PENYUSUNAN RPO 

Pasal 2 

(1) RPO memuat tujuan, sasaran strategi, arah Kebijakan 
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta 
Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka Pendanaan bersifat 
indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. 
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(2) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan 
pembangunan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 
sampai dengan Tahun 2026. 

(3) Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan 
bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah Tahun 2014-2026. 

Pasal 3 

(1) RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

1.4 Mak.sud dan Tujuan 

1.5 Sistematika Penyusunan 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Massa 
lalu 

3.3 Kerangka Pendanaan 

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 
DAERAH 

4.1 Permasalahan Pembangunan 

4.2 Isu-isu Strategis Daerah 

BAB V. VIS!, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN 

5.1 Visi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027 

5.2 Visi RPJMD Kota Bengkulu 2018-2023 

5.3 Misi Daerah 

5.4 Tujuan dan Sasaran 
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BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII. KERANGKA PENDAAN PEMBANGUNAN DAN 
PROGRAMPERANGKATDAERAH 

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
DAERAH 

BAB IX. PENUTUP 

9.1 Pedoman Transisi 

9.2 Kaidah Pelaksanaan 

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasa14 

RPD Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada: 

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 
Tahun 2020 - 2024. 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 
2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Bengkulu 2021 - 2026. 

3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kota Bengkulu Tahun 2007 - 2027. 

4. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Bengkulu Tahun 2021 - 2041. 

Pasal 5 

Penjabaran RPO lebih lanjut dituangkan dalam: 

1. RKPD; 

2. Renstra PD; dan 

3. Renja PD. 

Pasal 6 

RPO wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka 
penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bengkulu. 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 7 

(1) Walikota melakukan pengendalian terbadap RPO. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 

meliputi pengendalian terbadap : 
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 
b. pelaksanaan RPD. 

Pasal 8 

(1) Pengendalian RPD oleb Walikota dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleb Bappeda. 

(2) Pengendalian oleb Bappeda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program 
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPD. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan basil pemantauan dan 
supervis1 RPD kepada Walikota, disertai dengan 
rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian RPD diatur 
pada Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 9 

(1) Walikota melakukan evaluasi terbadap RPO. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
evaluasi terhadap: 
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 
b. pelaksanaan RPD; dan 
c. basil RPD. 

Pasal 10 

(1) Evaluasi RPD oleh Walikota dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleb Bappeda. 



 

 

 

 

WALIKOTA BENGKULU 
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan 
dokumen RPD, pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; dan 

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi 
Kepala PD dalam rangka pancapaian RPD. 

(3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode 
berikutnya. 

(4) Tata cara evaluasi RPD sebagaimana diatur pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal   27 Maret 2023          

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

H. HELMI HASAN  

Diundangkan di Bengkulu  

pada tanggal  27 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  

Cap/dto              

ARIF GUNADI 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 
 
 

 
 

NAYU ALDILA PUTRI, SH 
NIP. 197810102005022004 
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR …8…. 



PEME INTAH KUTA BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU N0.8 TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU 
TAHUN 2024-2026 





1. 1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematik untuk 

pemanfaalan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka peningkalan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempalan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualilas 

pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan 

pembangunan daerah tersebul, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui 

urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu 

kesatuan Sislem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sislematik, lerarah, terpadu dan 

berkelanjutan. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 T ahun 2004 tenlang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang 

Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 

lerdiri alas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) unluk jangka waklu 20 (dua 

puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) unluk jangka waktu 5 

(lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) lahun. 

Sehubungan dengan akan berakhirnya RPJMD Kata Bengkulu Tahun 2019-2023 atau 

periode keempat pelaksanaan RPJPD Kata Bengkulu Tahun 2007-2027, Pemerintah Kata 

Bengkulu berkewajiban menyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kata Bengkulu. 

Sejalan dengan kondisi di alas, Kebijakan Pemerinlah melalui lnslruksi Manieri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 lentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan Masa Jabalan Kepala Daerah berakhir pada T ahun 2023 dan Daerah Otonom 

baru, menginslruksikan Bupali/ Walikola yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar 

menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

merupakan kebijakan unluk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

lentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupali dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah 

dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024. Selain itu pada 
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Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2016 Pasal 201 (9) dilegaskan bahwa untuk mengisi 

kekosongan kepala daerah ditunjuk penjabat Gubemur/ Penjabat Bupali/ Penjabat Walikota sejak 

Tahun 2023 hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2024. 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan 

Daerah (RPO) Kola Bengkulu Tahun 2024-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah 

Kola Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kola Bengkulu 

selama periode Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan 

menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah 

karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 

Tahun 2024-2026 juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai 

dokumen perencanaan strategik daerah, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah Kola 

Bengkulu Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kola Bengkulu 

Tahun 2007-2027 khususnya periode lima lahun keempat yaitu lahun 2023-2027. Dengan 

demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPO Tahun 2024-2026 mengacu pada target RPJPD 

Kola Bengkulu di tahun berkenaan. Selain ilu juga, arah kebijakan pembangunan Rencana 

Pembangunan Daerah telap memperhalikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana 

dialur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Bengkulu Tahun 2021-2041. 

Dalam rangka mewujudkan sinergilas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, 

terinlegrasi dan berkelanjulan, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kola Bengkulu Tahun 

2024-2026 ini senanliasa memperhalikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kola Bengkulu 

Tahun 2007-2027, dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi 

pembangunan, isu-isu stralegis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku. Proses penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekalan 

Teknokratik yakni pendekalan perencanaan dengan menggunakan melode, asumsi dan kerangka 

berpikir untuk mencapai lujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain ilu juga, penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah senantiasa mengedepankan kelerlibalan berbagai pihak 

(Pemerinlah, Swasla dan Masyarakat) sebagai upaya menginlegrasikan sumber daya daerah 

unluk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aklual yang dihadapi. 

Proses dan lahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

dilaksanakan sesuai dengan lnstruksi Menleri Nomor 52 Tahun 2022 seperti gambar 1.1 berikut: 
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Gambar 1.1 
Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Oaerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 

lltpemattkan ; 
• RTRW 
• RP JMN T ahun 2020-

2024 
• RP JMD Prow,s, 

~Tahon 
2021-2021; 

• Evaluasl 
Pembangunan 
Oaerah 

• lS1.HSu Strategis 
• Kel>jakan Nawnal 

Penetapan Pe!wal tenlang 
RPO Kola Bengi<ulu T ahun 

2024-2021; 

Rangkaian proses penyusunan Rencana Pembangunan Oaerah di alas menunjukkan bahwa 

Rencana Pembangunan Oaerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan mempertlalikan 

kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan polensi yang dimiliki Oaerah, serta 

sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerinlahan dan pembangunan daerah dan nasional. 

1.2. Oasar Hukum Penyusunan 

Peraluran perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPO Kola 

Bengkulu T ahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Ort. Tahun 1956 lenlang Pembentukan Oaerah Otonom 

Kola Kecil Oalam Lingkungan Oaerah Provinsi Sumatera Selalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tenlang Pembenlukan Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP} Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua alas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupali 

dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganli 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573) 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua alas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 T ahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic 

Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6633); 

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan alas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi 

Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik lndoensia Tahun 2020 Nomor 

1781 ); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

32. lnstuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. 

33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor4); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05); 
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35. Peraturan Daerah Kola Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tenlang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kola Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran 

Daerah Kola Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kola Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kola Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kola Bengkulu Tahun 

2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor6 Tahun 2022, lentang Organisasi dan Tata Ke1a 

Perangkal Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kola Bengkulu. (Serita Daerah 

Kola Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6 ); 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat 

arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya 

kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah memiliki 

keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. 

Oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 

senantiasa berpedoman pada RPJPD Kola Bengkulu Tahun 2017-2027, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kola Bengkulu Tahun 2021-2041 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020- 2024 dan 

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renslra PD Tahun 2024-2026 dan dijabarkan 

ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan 

dokumen perencanaan lainnya dan dokumen pengangaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 

berikut: 
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Gambar1.2 
Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan 

dokumen perencanaan lainnya dan dokumen pengangaran 
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Sumber: UU Nomor 25 Tamm 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan lnstruksi Menferi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2022 (Hasil Analisis) 

Hubungan anlardokumen RPD Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya dapal dijelaskan sebagai berikut: 

1. RPD Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 dan RPJMN 

Tahun 2020-2024. 

Penyusunan RPD Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 juga memperhalikan Peraluran 

Gubemur Nomor 5 Tahun 2021 lenlang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan 

Peraluran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 lenlang RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana 

diamanalkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraluran Menleri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, 

lujuan, sasaran, kebijakan, slrategi dan program pembangunan dalam RPD Kola Bengkulu 

dengan arah kebijakan umum serta priorilas pembangunan nasional dan provinsi yang 

memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakterislik daerah. 
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Tabel 1.1. 
Keselarasan RPO Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RPJMO Provinsi Bengkulu 

Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 

Keterilaitan dengan Keterkaitan dengan 7 
No Tujuan dan Sasaran Misi RPJMO Provins! Agenda Pembangunan RPO Kota Bengkulu Bengkulu Tahun 2021-

2026 Nasional RPJMN 2020-2024 

1. Meningkatnya MISl2: PN 1: 
Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Memperkuat Ketahanan 
yang lnklusif Pengelolaan Sumber Ekonomi untuk Pertumbuhan 

Daya Alam dan yang Berkualitas dan 
Lingkungan Hidup yang Berkeadilan 
Berkelanjutan dan 
Bermanfaat yang 
Sebesar-besamya bagi 
Keseiahteraan 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sektor 
Unggulan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah 
Meningkatnya PN 1: 
Pertumbuhan Sektor Memperkuat Ketahanan 
Unggulan Terhadap Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan 
Daerah Berkeadilan 

PN 6: Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan lklim 

2 Meningkatnya 
Pemerataan Ekonomi 
Menurunnya Angka 
Kemiskinan 
Meningkatnya kualitas 
sarana orasarana oublik 
Meningkatnya Lingkungan 
Hiduo Yana Berkualitas 
Meningkatnya 
Pemerataan Pendaoatan 

3 Meningkatnya MISII PN 2: 
Pembangunan Membangun Ekonomi Mengembangkan Wilayah 
lnfrastruktur Berkelanjutan dan lnfrastruktur Secara untuk Mengurangi Kesenjangan 

Merata dan Berkeadilan dan Menjamin Pemerataan 
untuk Mewuiudkan PN 5: 
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Keterkaitan dengan Keterkaitan dengan 7 
No Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Provinsi Agenda Pernbangunan RPO Kota Bengkulu Bengkulu Tahun 2021- Nasional RPJMN 2020-2024 2026 

Pertumbuhan yang Memperkuat lnfrastruktur untuk 
Berkualitas dan lnklusif Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 
Meningkatnya Kualitas 
Sarana Prasarana 
lnfrastruktur 
Meningkatnya Kualitas 
Kinerja Lalu Lintas dan 
Anakutan Jalan 
Meningkatnya kualitas 
sarana prasarana publik 
Meningkatnya Lingkungan 
Hidup Yang Berkualitas 
Menurunnya Risiko 
Bencana 

4 Meningkatnya Sumber MISl4: PN 3: 
Daya Manusia Berkualitas Membangun Sumber Meningkatkan Sumber Daya 
dan Berdaya Saing Daya Manusia yang Manusia yang Berkualitas dan 

Berkualitas, Berdaya Berdaya Saing 
Saing, dan Berbudaya, PN 4: 
Toleransi dan Religius Revolusi Mental dan 

Pembanaunan Kebudavaan 
Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan 
Meningkatnya Prestasi 
Olahraga dan Peran Serta 
Pemuda Dalam 
Pembangunan 
Meningkatnya Kualitas 
Derajat Kesehatan 
Masvarakat 
Meningkatnya MIS! 5: MIS! 5: 
pemberdayaan Memperkuat Memperkuat Pemberdayaan 
perempuan, perlindungan Pemberdayaan dan dan Perlindungan Perempuan 
perem puan dan anak dan Perlindungan dan Anak serta kelompok 
pengendalian laju Perempuan dan Anak disabilitas secara terpadu 
pertumbuhan penduduk serta Kelompok 

Disabilitas secara 
Terpadu 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
perempuan, perlindungan 
oerempuan dan anak dan 
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Keterkaitan dengan Keterkaitan dengan 7 
No Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Provinsi Agenda Pembangunan RPD Kota Bengkulu Bengkulu Tahun 2021· 

2026 Nasional RPJMN 2020-2024 

Pengendalian Laju 
Pertumbuhan Penduduk 
Meningkatnya Kehidupan PN 3: 
Masyarakat Yang Meningkatkan Sumber Daya 
Harmonis Manusia yang Berkualitas dan 

Berdava Saina 
Meningkatnya Harmoni MIS! 4: Membangun PN 4: 
Sosial, Wawasan Sumber Daya Manusia Revolusi Mental dan 
Kebangsaan dan Polilik Yang Berkualitas, Pembangunan Kebudayaan 
Masyarakat Berdaya Saing, dan 

Berbudaya, Toleransi 
dan Reliaius 

5 Meningkatnya Tata Kelola Misi3: PN 7: 
Pemerintahan yang Memperkuat Memperkuat Stabilitas 
Akuntabel dan Bebas KKN Kelembagaan Polhukhankam dan 

Pemerinlahan, Transformasi Pelayanan Publik 
Mewujudkan Birokrasi 
Yang Bersih, Efeklif dan 
Profesional Serta 
T ransformasi Pelayanan 
Publik 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berkinerja tinggi dan 
akuntabel 
Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerinlahan yang 
berkinerja linggi dan 
akunlabel 

2. RPD Kota Bengkulu 2024-2026 dengan RPJPD Tahun 2007-2027 

Arah Pembangunan dalam RPO mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kola Bengkulu tahun 2007-2027. Rencana Pembangunan 

Daerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 mengikuti/mengacu pada sasaran pokok 

pembangunan tahap IV (Periode 2022-2027) dalam RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027. 

Tabel 1.2 
Keselarasan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RPJPD 

Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 
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NO RPO Kota Bengkulu Tahun 2024- RPJPO Kota Bengkulu Tahun 2007-
2026 2027 

1. Tujuan I Mewujudkan Kola Bengkulu yang 
Mewujudkan Pertumbuhan yang ber1<ualitas dan berdaya saing serta 
inklusif mampu memenuhi tuntutan kebutuhan 

dan kemajuan pembangunan. 

Mewujudkan perekonomian yang kokoh 
dengan memanfaatkan sumber daya 
lokal secara optimal melalui industri. 

Mewujudkan Kola Bengkulu menjadi 
ousat iasa dan oerdaaanaan. 

Tujuan 2 Mewujudkan Kola Bengkulu yang aman, 
Mewujudkan Pembangunan nyaman, dan indah secara 
lnfrastruktur Ber1<elanjutan ber1<elaniutan. 
Tujuan 3 Mewujudkan Kola Bengkulu yang 
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya agamis dan berbudaya. 
Manusia Dan Kesejahteraan 
Masyarakat Mewujudkan Kola Bengkulu menjadi 

ousat layanan pendidikan 
Tujuan 4 Mewujudkan Good Governance and 
Mewujudkan Tata Kelola Clean Governmen 
Pemerintahan Yang Efeklif, Efisien 
Akuntabel Dan Bebas KKN 

Selain itu, Program Prioritas RPO Kola Bengkulu Bengkulu Tahun 2024-2026 juga merupakan 

penjabaran dari Fokus Pembangunan RPJPD Kola Bengkulu Tahun 2007-2027 tahap IV, 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 
Keselarasan fokus Pembangunan RPJPD Tahun IV dengan Program Prioritas RPD 

Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 

NO 
Fokus Pembangunan RPJPD Kota 

Ben kulu Tah IV 2022-2027 
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 
ber1<ualitas dan ber1<esinambungan sehingga 
pendapatan per kapita mencapai lingkat 
kesejahteraan yang setara dengan 
kota/kabu aten be en hasilan 
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Program Prioritas RPD Kota Bengkulu 
Tahun 2024-2026 

Terwujudnya Pemerataan Pendapatan 



NO Fokus Pembangunan RPJPD Kota Program Prioritas RPO Kota Bengkulu 
Benakulu Tahao IV (2022-2027) Tahun 2024-2026 

menengah dengan tingkat pengangguran 
terbuka dan penduduk miskin yang lebih 
rendah. 
T erwujudnya pengembangan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan 
daya saing yang bertumpu pada kekuatan 
lokal serta berwawasan lingkungan yang 
berkelaniutan. 
Terwujudnya keseimbangan antara ruang Terwujudnya Kualitas Sarana Prasarana 
terbuka yang hijau dengan area untuk lnfrastruktur 
oemukiman, oerkantoran, dan bisnis. 
Terjaganya kelestarian kawasan cagar alam Terwujudnya Lingkungan Hidup yang 
dan kawasan pantai. Berkualitas 
Terjaganya kelestarian kawasan cagar alam Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana 
dan kawasan oantai. 
T ersedianya air bersih yang higienis 
mencukupi dan berkelaniutan. 
Tertatanya jalan raya yang aman dan 
nyaman untuk oeialan kaki. 
Tercapainya pemerataan pendidikan dalam Terwujudnya kualitas Pendidikan 
konsep "education for all" (pendidikan untuk 
semua) sehingga seluruh warga masyarakat 
bisa menaakses oada lavanan oondidikan. 
Tercapainya kualitas sumber daya manusia Terwujudnya Kualitas Derajat Kesehatan 
termasuk meningkatnya pemberdayaan dan Masyarakat 
partisipasi perempuan dalam pembangunan, 
juga meningkatnya kesejahteraan jiwa 
anggota masyarakat luas, meningkatnya 
produktivitas tenaga kerja serta menurunnya 
angka pengangguran dan angka kemiskinan. 
Hal ini ditandai dengan meningkatnya lndeks 
Pembangunan Manusia (1PM) dan lndeks 
Pembanaunan Gender (IPG}. 

Terwujudnya Pemberdayaan dan 
PertindunQan BaQi Peremouan dan Anak 
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat 
vana Harmonis 
Terwujudnya Pertindungan bagi Pemerlu 
Pelayanan Keseiahteraan Sosial (PPKS} 

Terciptanya sistem kepemerintahan yang Terwujudnya Penyelenggaraan 
baik terutama dalam rangka peningkatan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan 
sistem pemerintahan yang efektif dan efisien Akuntabel 
serta produktif, di antaranya seperti, 
terciptanya etika birokrasi dan budaya keria 
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-. 

NO Fokus Pembangunan RPJPO Kota Program Prioritas RPO Kota Bengkulu 
Benakulu Tahap IV (2022-2027) Tahun 2024-2026 

sesuai prinsip good governance dan 
lunlasnya penanggulangan penyalahgunaan 
kewenanQan aparalur oemerinlah 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPO) Kola Bengkulu 2024-2026 menjadi 

pedoman/acuan PD unluk menyusun dokumen Rencana Slralegis (Renslra) PD Tahun 2024-2026. 

Renslra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) lahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan 

kinerja lahunan perangkat daerah unluk menunjang pencapaian T ujuan dan sasaran 

pembangunan jangka menengah sebagaimana lermuat dalam RPO serta penyelenggaraan 

pemerinlahan yang menjadi kewenangan Kola. Selanjulnya, RPO sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan lima lahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerinlah Daerah (RKPD) sebagai 

perencanaan lahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi seliap perangkat daerah dalam 

menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkal daerah termuat dalam Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) seliap lahun selama 5 {lima) tahun 

3. RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 

Tabel 1.4 
Keterkaitan T ujuan anatar RPO Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kola 

Bengkulu Tahun 2021-2041 

NO 
Tujuan RPO Kola Bengkulu Tahun 2024- Tujuan dam Kebijakan RTRW Kola 

2026 BenQkulu Tahun 2021-2041 
Tujuan: Tujuan : 

1. Mewujudkan Pertumbuhan yang Mewujudkan Kola Bengkulu sebagai 
inklusif pusat industri, pendidikan, 

2. Mewujudkan Pembangunan perdagangan dan jasa, dan pariwisata 
lnfrastruktur Berkelanjutan berskala nasional yang berkelanjutan 

3. Mewujudkan Kualitas Sumber berbasis miligasi bencana. 
Daya Manusia dan Kesejahteraan 
Masyarakat 

1.4. Maksud dan Tujuan 

1.4.1. Maksud penyusunan RPO Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah: 

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk 

periode tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 
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1.4.2. Tujuan penyusunan RPO Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah 

daerah. 

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra 

PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Renja PD) dan perencanaan penganggarannya; 

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan 

perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Bengkulu; 

4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi 

kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; 

5. Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan dan fungsi anggaran DPRD agar sejalan dengan aspirasi masyarakat 

serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan. 

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sislimatika dokumen 

RPO. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar -dasar analisis, 

gambaran umum kondisi daerah yang melipuli aspek geografi dan 

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum 

dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

BAB Ill GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis 

terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan 
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BAB IV 

BAB V 

BABVI 

BAB VII 

BABVIII 

tahun 2019-2022, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan 

kerangka pendanaan. 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu 

strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan. 

TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan 

dicapai dalam periode jangka menengah daerah. 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPO dengan 

efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan 

rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki 

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah 

kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan 

antarbidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja 

sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka 

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang 

ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai 

pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya .. 

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKA T DAERAH 

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka 

pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, 

target kinerja dan pagu indikatif. 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator Makro Pembangunan, 

lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (IKD). 
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BAB IX PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab dua ini menyajikan gambaran tentang kondisi umum daerah Kola Bengkulu sebagai 

bagian dari proses perencanaan. Kondisi umum Kata Bengkulu dianalisis melalui empat aspek, 

yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan 

umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan empat aspek tersebut disajikan berdasarkan 

ketentuan lnstruksi Manieri Dalam Negeri (lnmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Kepala Daerah dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. 

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

Subbagian ini memberikan gambaran umum Kola Bengkulu dilihat dari aspek geografi dan 

demografi. Kedua aspek tersebut disampaikan secara sistematis mulai dari karakteristik lokasi dan 

wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi. 

Gambaran aspek geografi dan demografi Kata Bengkulu dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Karakterislik lokasi dan wilayah di Kola Bengkulu dapat dilihat dari beberapa hal meliputi: 

letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Penjabaran 

kondisi tersebut dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitalif yang 

relevan. 

2 .. 1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif 

Secara historis, Kola Bengkulu merupakan lbukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Batas 

wilayah Kola Bengkulu juga diperbaharaui berdasarkan Peraturan Manieri Dalam Negeri Nomor 

47 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kola Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah 

Provinsi Bengkulu dan Peraturan Manieri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang Batas 

Daerah Kata Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kola Bengkulu memiliki luas 

wilayah yang mencapai 151,70 kilometer persegi (km2). Secara administrasi, batas wilayah Kola 

Bengkulu terdiri dari: 
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Sebelah Ulara 

Sebelah Selalan 

Sebelah Timur 

Sebelah Baral 

: Berbalasan dengan Kabupalen Bengkulu Tengah; 

: Berbalasan dengan Kabupalen Seluma; 

: Berbalasan dengan Kabupalen Bengkulu Tengah; 

: Berbalasan dengan Samudera Indonesia; 

Gambar2.1 
Peta Wilayah Kota Bengkulu 

0 l"EMERINTAH "'OTA ■ENGKULU 
PROV'NSI 8£-UI.U 

Sumber: RTRW Kola Bengkulu Tahun 2021-2041 

Kola Bengkulu lelah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 

kecamalan yailu Kecamalan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangkahulu. 

Pada lahun 2008, wilayah Kola Bengkulu bertambah 5 kecamalan yailu Kampung Melayu, Ralu 

Agung, Ratu Samban, Singaran Pali dan Sungai Serul sehingga jumlah Kecamalan Kola Bengkulu 

menjadi 9 kecamatan dengan wilayah kecamalan di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

label 2.1 
Luas Wilavah Kota Benakulu Berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Selebar 40,66 26,56 

2 Kampung Melayu 45,07 29,66 

3 Gading Cempaka 10,03 6,60 
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No Kecamatan Luas(km2) Persentase (%) 

4 Ratu Agung 7,46 4.90 

5 Ratu Samban 2,99 1,92 

6 Singaran Pali 10,98 7,22 

7 Teluk Segara 2,60 1,8 

8 Sungai Serut 8,74 5,75 

9 Muara Bangkahulu 23,41 15,40 

Kota Bengkulu 151,7 100,00 

Sumber. Kola Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022 

Kecamatan dengan wilayah terluas merupakan Kecamatan Kampung Melayu yakni 

mencapai 45,07 km2 atau 29,66 persen dari luas total Kola Bengkulu. Sedangkan kecamatan 

dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Teluk Segara yakni sekitar 2,60 km2 atau 1,8 persen 

dari luas total Kola Bengkulu. Pembagian wilayah berdasarkan kecamatan dan kelurahan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Pembagian Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan 

Jumlah 
No Kecamatan Kelurahan 

Kelurahan 

1 Selebar 6 Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, 

Sukarami, Sumur Dewa 

2 Kampung 6 Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai, 

Melayu Sumber Jaya, Teluk Sepang 

3 Gading 5 Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Baral, Padang 

Cempaka Harapan, Sidomulyo 

4 RatuAgung 8 Kebun Beier, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing, 

Nusa lndah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah 

Patah 

5 Ratu Samban 9 Anggut Alas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang 

Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jali, 

Pengantungan, Penurunan 
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Jumlah 
No Kecamatan Kelurahan 

Kelurahan 

6 Singaran Pati 6 Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang 

Nangka, Panorama, Timur lndah 

7 T eluk Segara 13 Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun 

Roos, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, 

Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang 

8 Sungai Serut 7 Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka 

Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya 

9 Muara 7 Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang 

Bangkahulu Limun, Pematang Gubemur, Rawa Makmur, Rawa 

Makmur Permai 

Sumber: Kata Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022 

Kola Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Teluk Segara memiliki 

jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan. Sementara itu, jumlah kelurahan paling 

sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan. 

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis 

Posisi Kola Bengkulu secara astronomis terletak di antara garis koordinat 3°45'-3°59' 

Lintang Selatan dan 102°14'-102°22' Bujur Timur. Sedangkan posisi Kola Bengkulu secara 

geografis terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Jarak antara ibu kola kecamatan dengan ibu 

kola Kola Bengkulu di Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Jarak dari lbukota Kecamatan ke lbukota Kota Bengkulu 

Jarak ke lbukota 
No Kecamatan lbu kota Kecamatan 

Kota Bengkulu (km) 

1 Selebar Pagar Dewa 18,83 

2 Kampung Melayu Padang Serai 22 

3 Gading Cempaka Jalan Gedang 11 

4 Ratu Agung Nusa lndah 10 
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Jarak ke lbukota 
No Kecamatan lbu kota Kecamatan 

Kota Bengkulu (km) 

5 Ralu Samban Penurunan 10 

6 Singaran Pali Dusun Besar 10 

7 Teluk Segara Jilra 9 

8 Sungai Serul Surabaya 5 

9 Muara Bangka Hulu Pemalang Gubernur 2 

Sumber. Bengkulu Dalam Angka Kecamalan, BPS, 2022 

Jarak anlara ibu kola kecamalan dengan ibu kola Kola Bengkulu berkisar anlara 2 hingga 

22 km. ibu kola Kecamalan lerjauh dengan ibu kola Kola Bengkulu adalah Kecamalan Kampung 

Melayu yailu Padang Serai yang mencapai 22 km. Jarak paling dekat antara ibu kola Kecamalan 

dengan ibu kola Kola Bengkulu adalah ibu kola Kecamatan Muara Bangkahulu yaitu Pematang 

Gubemur yang hanya berjarak 2 km. 

2.1.1.3 Geologi 

Wilayah Kola Bengkulu secara umum tersusun oleh endapan permukaan (surfifal 

deposits) berumur kuarter, batuan sedimen dan gunung api (sedimentary and volcanic rocks), dan 

baluan lerobosan berumur lersier. Saluan berumuran tersier dan kuarter didapal dari pembagian 

umur batuan berdasarkan ilmu geologi. Saluan tersier lerbentuk dari 37-38 juta tahun yang lalu 

dan baluan kuarter lerbenluk dari 0,01-1,8 juta lahun yang lalu. 

Kondisi permukaan wilayah Kola Bengkulu dapal dijelaskan dengan penggunaan urulan 

slraligrafi. Slraligrafi merupakan studi mengenai sejarah, komposisi, umur relatif, dislribusi 

perlapisan tanah, dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah Bumi. Urutan 

slratigrafi dari baluan lermuda sampai tertua di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

a. Undak Aluvium. Saluan ini merupakan endapan permukaan termuda, berumur holosen 

kuarter yang tersusun oleh pasir, lanau, lempung dan kerikil yang dibenluk oleh endapan 

sungai, panlai dan rawa. Saluan holosen kuarter lerbenluk dari 0,01 juta tahun yang lalu. 

Endapan ini penyebarannya hampir di seluruh Kola Bengkulu, mulai dari bagian ulara 

hingga bagian selatan, namun tidak mencapai batas kola di sebelah limur, dengan luas 

sekilar 62,8 persen. 

b. Aluvium. Saluan ini berumur holosen kuarter yang lersusun oleh bongkah, kerikil, pasir, 

lanau dan lumpur. Endapan permukaan ini penyebarannya hanya pada sebagian wilayah 
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Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Singaran Pali 

(seluruh kawasan Danau Dendam Tak Sudah} dengan luasan berkisar 15 persen. 

c. Endapan Rawa. Endapan permukaan yang berumur holosen kuarter ini lersusun oleh 

pasir, lanau dan lumpur dengan sisa lumbuhan. Penyebarannya hanya terdapal pada 

bagian Utara Kecamalan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Singaran Pali, dengan luas 

total sekitar 3 persen. 

d. Batu Gamping Terumbu Karang. Endapan permukaan yang berumur plistosen kuarter ini 

tersusun oleh batu gamping terumbu. Batuan plistosen kuarter terbentuk dari 1,8 juta tahun 

yang lalu. Penyebarannya sporadis pada beberapa kecamatan, umumnya berbatasan 

langsung dengan laut, yaitu Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Ratu Samban, dan 

Kecamatan Ratu Agung. 

e. Formasi Bintuhan. Batuan ini merupakan baluan sendimen dan gunung api yang diduga 

berumur plistosen kuarter dan lersusun oleh konglomerat aneka bahan, breksi, balu 

gamping lerumbu, balu lempung tufan, berbatu apung, kayu lerkesikan. Umumnya 

lerdapat di bagian Timur Kecamatan Muara Bangkahulu. 

f. Andesit. Andesit merupakan batuan terobosan, yang diduga berumur pliosen tersier. 

Penyebarannya di Kola Bengkulu umumnya di Kecamatan Selebar. 

2.1.1.4 Hidrologi 

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan sumber daya air lintas 

kabupaten/kota yang berada di wilayah kola. Sislem jaringan sumber daya air yang 

berada di wilayah kola yang lerdiri dari: 

1. Sumber air yang meliputi: 

a. Air permukaan meliputi Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Jenggalu, dan Sungai 

Air Hilam merupakan subDAS Air Bengkulu;dan 

b. Air tanah merupakan Cekungan Air Tanah (CAT} yang berada di wilayah kola. 

2. Prasarana sumberdaya air yang meliputi : 

a. Sislem jaringan irigasi terdiri dari: 

► D.I Tebat Besar Surabaya; 
► D.I Air Lagan; 
► D.I Air Kayu Angus; 
► D.I Air Napal;dan 
► D.I Air Betungan. 
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b. Sistem pengendali banjir yaitu sistem pengendali banjir pada Sungai Air 

Bengkulu. 

c. Jaringan air baku untuk air bersih terdiri dari: 

► Sungai Musi Ka bu paten Bengkulu Tengah - Air Bengkulu ;dan 

, Sungai Nelas - Air Jenggalu. 

2.1.1.5 Klimatologi 

Kondisi iklim Kola Bengkulu tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara berkisar 

antara 23 derajat Celsius (0 C) hingga 32°C. Detail mengenai kondisi iklim Kola Bengkulu dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 
Kondisi lklim Kota Bengkulu per Bulan Tahun 2021 

Curah Suhu Suhu Suhu Kelembap Kecep Penyinar 

No Bulan Hujan Udara Udara Udara an Udara atan an 
Maks Rata-Rata Angin Matahari (mm) 1°Cl Min (°C) l°Cl (%) (knot) (%) 

1 Januari 490.90 33.60 21.40 27.30 84.87 2,36 61,77 

2 Februari 259.80 35.20 21.10 27.70 83.08 2.32 73.48 

3 Maret 488.30 33.90 21.00 27.47 84.71 2.41 68.91 

4 April 510.50 34.20 21.90 27.61 85.89 2.27 77.33 

5 Mei 179.30 35.40 22.20 27.84 83.81 2.39 66.41 

6 Juni 225.30 34.60 21.00 27.14 84.21 2.24 79.91 

7 Juli 132.40 35.00 21.60 27.27 82.74 2.59 83.39 

8 Agustus 118.60 33.80 19.80 27.41 82.44 2.50 92.26 

9 September 295.00 33.10 20.90 26.81 84.89 2.83 72.04 

10 Oktober 493.90 32.20 20.50 26.62 85.07 2.26 51.49 

11 November 555.70 33.80 21.00 26.75 85.88 2.27 56.83 

12 Desember 498.30 32.40 21.40 26.46 84.52 2.41 47.70 

Sumber: Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022 

Curah hujan bulanan di Kola Bengkulu pada tahun 2021 berkisar antara 118.60-555. 70 

milimeter (mm) dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember dan curah hujan 

terendah terjadi pada bulan Agustus. Kondisi tersebut diikuti dengan temperatur suhu udara yang 

bervariasi mulai dari 19.80°C-35.40°C. Rata-rata suhu udara maksimum di Kola Bengkulu 
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mencapai 27.84°C, sedangkan rala-rala suhu minimum mencapai 26.46°C. Kelembapan udara 

maksimum di Kola Bengkulu lerjadi pada bulan April, sedangkan kelembapan udara minimum 

lerjadi pada bulan Februari. Kecepalan angin rala-rala mencapai 2,83 knot, sedangkan kecepalan 

angin lerendah terjadi pada bulan Juni yang mencapai 2.24 knot. Lama penyinaran malahari di 

Kola Bengkulu berkisar anlara 47.70-92.26 persen. 

2.1.1.6. Penggunaan Lahan 

Perkembangan dan kemajuan pembangunan mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan. Perubahan lersebul dilakukan melalui prosedur adminislrasi unluk kepenlingan 

pembangunan lahan lerbangun dan nonlerbangun. Penggunaan lahan pada wilayah Kola 

Bengkulu dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.5 
Penggunaan Lahan di Kota Bengkulu 

Danau 49,50 0,33 
Galian Pasir 63,70 0,42 

534,20 3,52 
169,76 1, 12 

5738,94 35,45 
Kolam 8,41 0,06 
Lahan T erbuka 1068,17 7,03 
Pasir 32,40 0,21 
Rawa 30,03 0,20 
RTH 12,22 0,08 
RTNH 16,63 0, 11 
Sawah 743,87 4,89 
Semak Belukar 992,64 6,53 
Sun ai 298,79 1,97 
Tambak 8,47 0,06 
Tambak lkan 92,41 0,60 
TPU 22,31 0,15 

Lahan Terban un 
Fasililas Hankam 41,48 0.27 
Fasililas Kesehalan 27,07 0.18 
Fasililas Olahra a 58,83 0,39 
F asililas Pendidikan 220.37 1.45 
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Fasilitas Peribadatan 23.29 0.15 
lndustri 58.44 0.38 
Lemb arakatan 3.73 0.02 
Pelabuhan 7.10 0.05 
Perda an an dan Jasa 624.02 4.11 
Perkantoran 25.75 0.17 
Perkantoran Pemerintah 151.37 1.00 
Permukiman 3542,80 23.31 
Terminal Bis 2.86 0.02 
Kilan Pertamina 6.30 0.04 
Bandar Udara 188.93 1.24 
Gardu lnduk 0.77 0.01 
Kawasan Pariwisata 32.42 0.21 

$umber: Bapelitbang Kota Bengkulu, 2017 

Dari label di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan Kola Bengkulu secara keseluruhan 

didominasi oleh lahan nonterbangun seluas 10.181,49 Ha (66,99%) yang terdiri dari Kebun Sawit 

sebesar 5738,94 Ha (35,45%) dan semak belukar sebesar 992,64 Ha (6,53%) berada di 

Kecamatan Selebar. 

Sedangkan untuk lahan terbangun di Kola Bengkulu seluas 5015,51 Ha (33,01%) yang 

didominasi Kawasan permukiman sebesar 3542,80 Ha (23,31%) dan perdagangan dan jasa 

sebesar 624.02 Ha (4,11%) yang merata di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, 

Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Potensi pengembangan wilayah Kola Bengkulu dikategorikan berdasarkan pol a ruang. Pola 

ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah. Pola ruang berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kola 

Bengkulu Tahun 2021 - 2041, meliputi: 

1. Kawasan peruntukan lindung seluas lebih kurang 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh 

liga) hektar, kawasan peruntukan lindung melipuli: 
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a. Kawasan yang memberikan per1indungan terhadap kawasan bawahannya merupakan 

kawasan resapan air yang melipuli Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan Selebar dan 

Kecamatan Sungai Serut dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar. 

b. Kawasan per1indungan setempat meliputi: 

► Sempadan pantai dengan luas lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hektar, melipuli : 

1) Dataran sepanjang tepian laut ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter 

dari litik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan 

2) Dataran sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik curam atau terjal 

ditetapkan paling sedikit berjarak 50 (limapuluh) meter. 

► Sempadan sungai dengan luas lebih kurang 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar, 

melipuli: 

1) Sempadan Sungai Air Jenggalu dan Sempadan Sungai Hitam ditetapkan paling 

sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di sisi kiri kanan sungai. 

2) Sempadan Sungai Air Bengkulu yang tidak bertanggul ditetapkan paling sedikit 

berjarak 25 (dua puluh lima) meter kiri dan kanan sungai. 

c. Kawasan konservasi, melipuli: 

► Kawasan Suaka Alam (KSA) merupakan Cagar Alam Dusun Besar dengan luas lebih 

kurang 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar meliputi: 

1) Kecamatan Singaran Pali; 

2) Kecamatan Gading Cempaka; 

3) Kecamatan Selebar; dan 

4) Kecamatan Sungai Serut. 

► Kawasan Pelestarian Alam (KPA), melipuli: 

1) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai, seluas lebih kurang 967 

(sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, 

Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Ratu Agung. 

2) Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah, seluas 89 (delapan puluh sembilan) 

hektar melipuli Kecamatan Singaran Pali. 

d. Kawasan cagar budaya seluas 7 (tujuh) hektar berupa benda cagar budaya yang meliputi: 

► Situs Masjid Tak Beratap Nala dan Rumah Fatmawati di Kecamatan Ratu Samban; 

► Gerga Tabut Berkas, Gedung Pengadilan Kuno, Rumah Bekas Kediaman Bung Karno, 

Makam Sentot Ali Basyah, Benteng Marlborough, Tugu Robert Hamilton, Tugu Thomas 
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Parr, Makam lnggris, Masjid Jamik Bung Kama, Bangunan Kantor Pas Brokoto, Rumah 

Demang Taha, Rumah Demang Karim, Rumah Demang Kader, Rumah Demang 

Mursalin, Rumah Demang Manan, Eks Rumah Ka. Pelni Pondok Besi, Rumah Dr. Abu 

Hanifah Bubungan Tiga Samping Bank Indonesia, Gedung BKOW, Rumah Kediaman 

Gubemur Bengkulu, Situs Gedung Nasional (KNID) Bubugan Tiga, Jel (Penjara 

Malabro), Rumah Sebrang Jell Milik Sinsui, Eks Sekolah China, Bunker Jepang Pangkal 

Jembatan, Rumah Tradisional Pak Arifin, Bangunan Eks Rumah Residen Abdullah, 

Rumah Residen Rejamat Gedung Kolam, Rumah Ka. PLN Gedung Kolam, Gereja Saint 

Yohannes Samping Rumah Gubemur, Gedung Eks Sekolah Milo (Bangunan Asli 

UNIHAZ), Kawasan China Bazar/China Town, Titik Tri Angulasi Patak 1 Bencolen di alas 

Tulisan Tapak Paderi, Situs Tugu Azimut Kola Ben coolen Km 1, KlentengNihara 

Kampung China, Bekas Bangunan Gudang Garam dan Kompleks Makam lnggris di 

Kecamatan Teluk Segara; 

► Makam Syekh Burhanuddin (penyebar Islam di Kola Bengkulu) dan Karbala di 

Kecamatan Ratu Agung; 

► Bungker Kampung Klawi, Bungker Kampung Klawi 2 dan Bungker Kampung Klawi 3 di 

Kecamatan Sungai Serut; 

► Bungker Sukamerindu 1, Bungker Sukamerindu 4, Bungker Sukamerindu 6, Bungker 

Sukamerindu 9, Bungker Sukamerindu 10, Bungker Sukamerindu 12 dan Bungker 

Sukamerindu 13 di Kecamatan Sungai Serut; 

e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota ditetapkan sebesar 30 (liga puluh) persen dari luas wilayah 

Kola Bengkulu, meliputi: 

► Kawasan RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kola. 

RTH publik seluas lebih kurang 726 (tujuh ratus dua puluh enam) hektar berupa: 

1) RTH Taman Kota/Kecamatan tersebar di seluruh kecamatan; 

2) RTH Pemakaman, meliputi: 

• Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kecamatan Selebar; dan 

• Tempat Pemakarnan Umum tersebar di seluruh kecamatan 

3) RTH Jalur Hijau diarahkan berada di seluruh Kecamatan; 

4) RTH Sabuk Hijau melipuli Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Gading Cempaka, 

Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu; 
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S) RTH Sempadan Jalur Kereta Api meliputi Kecamatan Kampung Melayu dan 

Kecamatan Selebar; 

6) RTH Taman Lingkungan diarahkan berada lersebar di seluruh kecamatan. 

► Kawasan RTH privat sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah kola. 

2. Kawasan perunlukan budidaya seluas lebih kurang 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh 

sembilan) hektar, kawasan peruntukan budidaya meliputi: 

a. Kawasan pertanian meliputi : 

► Kawasan lanaman pangan dengan luas lebih kurang 790 (tujuh ralus sembilan puluh) 

hektar ber1okasi di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamalan 

Singaran Pali, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamalan Selebar. 

► Kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 54 (lima puluh empat) heklar ber1okasi 

di Kecamalan Muara Bangkahulu. 

Kawasan lanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian lanaman pangan 

berkelanjulan (KP2B) dengan luas lebih kurang 462 (empal ralus enam puluh dua) hektar 

ber1okasi di Kecamalan Singaran Pali, dan Kecamalan Selebar. 

b. Kawasan pertambangan dan energi yailu Kawasan Pembangkil Tenaga Listrik di 

Kecamatan Kampung Melayu dengan luas lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hektar. 

c. Kawasan perikanan, meliputi: 

► Kawasan perikanan budidaya berupa perikanan darat dengan luas lebih kurang 125 

(seralus dua puluh lima) hektar di Kecamalan Kampung Melayu; 

► Prasarana penunjang perikanan, meliputi: 

1) Prasarana penunjang perikanan tangkap berupa lempat pelelangan ikan Pulau Baai di 

Kecamatan Kampung Melayu; dan 

2) Prasarana penunjang perikanan budidaya berupa balai benih perikanan di Kecamalan 

Kampung Melayu. 

d. Kawasan peruntukan induslri dengan luas lebih kurang 1.218 (seribu dua ralus delapan 

belas) hektar meliputi: 

► Kecamalan Kampung Melayu;dan 

► Kecamatan Selebar. 

e. Kawasan pariwisala, meliputi: 
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► Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan 

Kecamatan Ralu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empal puluh empal) heklar; 

► Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singaran Pali; 

► Pulau Tikus di Kecamalan Teluk Segara; 

► Kawasan Sungai Muara Jenggalu di Kecamalan Gading Cempaka dan Kecamatan 

Kampung Melayu; dan 

► Taman Remaja di Kecamalan Singaran Pali. 

f. Kawasan permukiman, melipuli : 

► Kawasan Perumahan dengan luas lebih kurang 5.899 (lima ribu delapan ralus sembilan 

puluh sembilan) heklar melipuli Kecamalan Muara Bangkahulu, Kecamalan Sungai 

Serul, Kecamalan Teluk Segara, Kecamalan Ratu Samban, Kecamalan Ralu Agung, 

Kecamalan Gading Cempaka, Kecamalan Singaran Pali, Kecamalan Selebar, 

Kecamatan Kampung Melayu. 

► Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan luas lebih kurang 2.359 (dua ribu liga ratus 

lima puluh sembilan) heklar di Kecamalan Muara Bangkahulu, Kecamalan Sungai Serut, 

Kecamalan Teluk Segara, Kecamatan Ralu Samban, Kecamalan Ralu Agung, 

Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan Selebar, 

Kecamalan Kampung Melayu. 

► Kawasan Perkantoran dengan luas lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga} hektar, 

meliputi: 

1) Kawasan perkantoran pemerinlah, melipuli: 

• perkanloran pemerinlahan provinsi; 

• perkanloran pemerinlahan kola; dan 

• perkantoran pemerinlahan kecamatan dan kelurahan. 

2) Kawasan perkantoran swasta, melipuli Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan 

Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu 

Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan 

Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu. 

► Kawasan peribadatan, seluas lebih kurang 7 (tujuh} hektar meliputi Kecamatan Teluk 

Segara, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan Gading Cempaka. 

► Kawasan Pendidikan seluas lebih kurang 248 (dua ratus empat puluh delapan} hektar 

melipuli Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk 
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Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading 

Cempaka, Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu. 

► Kawasan kesehatan dengan luas lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar meliputi 

Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, 

Kecamatan Singgaran Pali, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara 

Bangkahulu, Kecamatan Selebar dan Puskesmas tersebar diseluruh kecamatan; 

► Kawasan olahraga, dengan luas lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hektar meliputi : 

1) Kawasan olahraga yang tersebar disetiap Kecamatan; 

2) Kawasan sirkuit seluas lebih kurang 60 (enam puluh) hektar di Kecamatan Selebar; 

► Kawasan Transportasi dengan luas lebih kurang 1049 (seribu empat puluh sembilan) 

hektar, meliputi: 

1) Kawasan bandara dengan luas lebih kurang 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) 

hektar di Kecamatan Selebar; 

2) Kawasan pelabuhan dengan luas lebih kurang 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar 

di Kecamatan Kampung Melayu;dan 

3) Kawasan terminal dengan luas lebih kurang 5 (lima) hektar. 

► Kawasan Sumberdaya Air seluas lebih kurang 106 (seratus enam) hektar meliputi 

Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Kampung 

Melayu. 

► Kawasan Sektor Informal bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor 

informal di Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk segara, Kecamatan Singaran 

Pali, dan Kecamatan Selebar. 

g. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar 

meliputi : 

► Komplek Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha Kecamatan Singaran Pali; 

► Polda Bengkulu Kecamatan Gading Cempaka; 

► Polres Bengkulu Kecamatan Teluk Segara; 

► Komplek Brigade Mobil Polri Kecamatan Sungai Serut; 

► Koramil 0!Hl7 Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan 

Kecamatan Kampung Melayu; 

► Korem - 041/Garuda Emas Kecamatan Gading Cempaka; 

► Pangkalan TNI Angkatan Laut Kecamatan Kampung Melayu; 
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► Komando dislrik militer 0407 di Kecamatan Gading Cempaka;dan 

► Denpom 11/1 di Kecamalan Gading Cempaka. 

2.1.2.2. Kawasan Rawan Bencana 

Pemerinlah Kola Bengkulu mengidenlifikasi dua ( 2) polensi bencana di Kola Bengkulu 

yailu: bencana tsunami dan banjir. Berdasarkan RTRW Kola Bengkulu, Pemerinlah Kola Bengkulu 

lelah mengidenlifikasi kawasan rawan bencana yang tersebar di beberapa wilayah dengan 

deskripsi sebagai berikut: 

a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami 

Kawasan rawan bencana tsunami di Kola Bengkulu meliputi kawasan sepanjang pantai di 

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, 

Kecamatan Ratu agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamalan Sungai Serut, dan 

Kecamalan Kampung Melayu. 

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir 

Kawasan rawan bencana banjir di Kola Bengkulu meliputi Kelurahan Tebeng, Kelurahan 

Sawah Lebar Baru Kecamalan Ratu Agung, Kelurahan Benliring, Kelurahan Rawa Makmur 

Kee Muarabangkahulu, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Tanjang Agung, Kelurahan 

Sukamerindu, Kelurahan Semarang, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut, 

Kelurahan Lingkar Baral Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Padang Serai Kecamatan 

Kampung Melayu, dan Kelurahan Penurunan Kecamalan Ralu Samban. 

2.1.3. Demografi 

Subbab demografi juga menjadi bagian panting dalam proses pembangunan sualu 

daerah. Subbab demografi mendiskripsikan ukuran, struklur dan dislribusi penduduk serta 

perubahan jumlah penduduk dalam kurun waklu lertenlu. Penyajian data demografi Kola Bengkulu 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.3.1. Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kola Bengkulu mengalami peningkatan seliap 

tahunnya. Jumlah penduduk Kola Bengkulu mengalami peningkalan dengan rala-rata 

pertumbuhan penduduk selama 4 tahun lerakhir sebesar 1,605 persen per tahun. 
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Tabel 2.6 
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah 376.480 367.644 372.330 378.604 

Pertumbuhan (%) 2,36 1,19 1,87 1,00 

Densilas (Ribu jiwa/KM2) 2.485, 17 2.435 2.185,63 2.495,74 

Sex Ratio 100,75 102 101,98 101,86 

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022 

Jumlah penduduk Kola Bengkulu dari lahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkalan 

sebesar 8.423 jiwa. Semenlara ilu, laju pertumbuhan penduduk dari lahun 2018 hingga 2021 lerus 

mengalami penurunan dengan rala-rala laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,605 persen. 

2.1.3.2 Struktur Penduduk 

Slruklur penduduk merupakan komposisi penduduk dari suatu daerah yang 

dikelompokkan pada krileria-krileria lertentu. Analisis slruklur penduduk di Kola Bengkulu 

didasarkan pada krileria slruklur umur, jenis kelamin, dan agama. Struklur penduduk Kola 

Bengkulu berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut: 

Grafik 2.2 
Struktur Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2021 

70-7""""""' 

CG 64 ;lh,tZ.CXQJWJ 

JO ]¢ W.>&Sl¼..4.MMWit!l&hM 

A4Z (5 QQ ,.J!k\fl,,M.;;Ytz,Rt J.JH,,...~.,l§IJ$¼ ... iif.i!i 
, J U rnWIL@!i 4 Jb',E..,,i-+,.Hi\%9, MM!-l -kRIJ,h,i.;::;;um;:;s;; 

WWW J 41 

we:z z s □ :zz:::u ;;:,z; 

%& A.¼lih:H!Ctu - I!! i m.'lU kl 

" fJ f4ll ,@WA,,$.,.,, .J._,.,,.,.1~.,Mt.thi&M..t,¼&J.,.,,)ll@_,-;1¥1 

= L. &IJBM!@J.;fmZ&YJL, a : D%i&.#J 

-20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 

~ Laki-lakl ·,- Perempuan 

Sumber: Kola Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022 

- 34 -



Komposisi penduduk Kola Bengkulu berdasarkan jenis kelamin menunjukkan grafik yang 

seimbang. Menurul komposisi penduduk berdasarkan kelompok umumya, sebagian besar 

penduduk Kola Bengkulu merupakan kelompok umur muda, didominasi usia 30 hingga 34 lahun. 

Kondisi lersebut dilunjukkan dengan benluk piramida penduduk Kola Bengkulu yang lenmasuk 

dalam kalegori ekspansif (piramida penduduk muda). Capaian ini mengindikasikan cukup lingginya 

lingkal kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Kola Bengkulu. Dasar piramida yang cukup lebar 

menunjukkan relalif besamya rasio kelerganlungan penduduk muda, sedangkan puncak piramida 

yang menciul tajam menunjukkan rendahnya rasio keterganlungan penduduk lua. 

2.1.3.3 Distribusi Penduduk 

Distribusi penduduk menggambarkan sebaran penduduk di suatu daerah. Gambaran 

distribusi penduduk panting untuk mengelahui daya dukung dan daya lampung lingkungan. 

Persebaran penduduk Kola Bengkulu saat ini masih belum merata. Konsentrasi penduduk terbesar 

Kola Bengkulu berada di Kecamatan Selebar sebesar 21,88% yang merupakan pusal penmukiman 

penduduk sedangkan wilayah terpadat adalah Kecamalan Teluk Segara sebesar 7.959,42 

jiwa/km2. 

Konsentrasi penduduk paling banyak selelah Kecamalan Selebar lerdapal di Kecamatan 

Muara Bangkahulu, Kecamalan Ratu Agung dan Kecamalan Singaran Pali. Kecamalan yang 

memiliki dislribusi penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Ratu Samban. Kepadatan 

penduduk Kola Bengkulu berdasarkan kecamatan ditunjukkan dalam label berikul : 

Tabel 2.7 
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 

di Kota Bengkulu Tahun 2021 
Persentase Kepadatan No Kecamatan Penduduk LuasWllayah Penduduklilwa/kmr 

1 Selebar 21,88 46,36 1786,95 
2 Kamouna Melavu 11,99 23,14 1961,02 
3 Gadina Cemoaka 10,23 14,42 2685,16 
4 Ratu Aauna 13,26 11,02 4557,17 
5 Ratu Samban 5,62 2,84 7490,49 
6 Sinaaran Pali 10,83 14,44 2840,72 
7 Teluk Sooara 5,80 2,76 7959,42 
8 Sunoai Serut 6,69 13,53 1870,66 
9 Muara Banokahalu 13,70 23,18 2237,79 

Kola Benakulu 151,70 2495,74 
Sumber : Kola Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022 
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Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Selebar, Ratu Agung dan Muara 

Bangkahulu. Jumlah penduduk di keliga kecamatan tersebut lebih banyak dibanding dengan 

jumlah penduduk di kecamalan lain. Konsentrasi penduduk umumnya mengikuti pusat 

pertumbuhan dan pusat pemerinlahan. Jumlah penduduk paling sedikil berada di Kecamalan Ralu 

Samban dengan tingkal kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 7.490,49 jiwa/km2. 

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Subbab ini mendeskripsikan aspek kesejahleraan rakyat yang lerfokus pada liga hal yaitu: 

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya 

dan olahraga. 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Aspek kesejahleraan dan pemeralaan ekonomi menyajikan deskripsi kondisi ekonomi 

makro daerah Kola Bengkulu. Kondisi perekonomian difokuskan pada empat poin penting yaitu 

jumlah Produk Domeslik Regional Brulo (PDRB), slruklur ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi, 

dan PDRB per kapila. Keempal poin lersebul merupakan unsur penting pembangunan ekonomi 

makro di Kola Bengkulu. 

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domeslik Regional Brulo (PDRB) merupakan salah salu indikalor penling untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di sualu daerah dalam suatu periode tertentu, baik Alas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) maupun Alas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasamya merupakan 

jumlah nilai lambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sualu daerah tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu 

daerah. 

PDRB Alas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada tahun be~alan, sedang PDRB Alas Dasar Harga Konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan 

untuk mengelahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan slruktur ekonomi suatu 

daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara 

riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB 
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juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitungdeflator PDRB 

(perubahan indeks implisit}. lndeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga 

berlaku dan PDRB menurut harga konstan. 

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian 

dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu: pertama, PDRB alas 

dasar harga berlaku (ADHB} yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun berjalan; kedua, PDRB alas dasar harga konstan (ADHK} yang 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kedua basis perhitungan PDRB tersebut 

digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk 

perencanaan pembangunan. PDRB Alas Harga Berlaku Menu rut Lapangan Usaha Kola Bengkulu 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

Grafik 2.3 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu 

Tahun 2017-2021 (miliar rupiah} 
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Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022 

Kola Bengkulu memiliki nilai PDRB yang relatif linggi dan terus mengalami peningkatan 

selama lima tahun terakhir. PDRB Kata Bengkulu tahun 2017 dihitung berdasarkan harga berlaku 

berada pada kisaran 19277,49 miliar dan naik sebesar 5697,43 persen menjadi 24974,92 miliar 

pada tahun 2021. Kondisi perekonomian tersebut bisa dikategorikan kondusif bagi aklifitas 

produksi sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat Kola 

• 37 • 



Bengkulu. Data nilai PDRB Alas Dasar Harga Berlaku {PDRB ADHB) di Kola Bengkulu per 

kabupaten/ kola adalah sebagai berikut: 

Tabel2.8 
PDRB ADHB Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 - 2021 

(milyar rupiah) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ben!i(uluSm 5 ll2,90 5 707,51 5 819,78 6196,48 

R~ang Lebong 8~.05 9368,98 9 537,30 10 091,53 

Ben!i(ulu lJtrcl 7~.33 8250,04 8416,32 9 854,65 

Kaur 3 239,54 3524,51 3612,3.\ 3~.87 

Seluma 4 215,21 4613,17 4 730,45 5053,60 

Mukomuko 4 744,40 5155,27 5 265,07 5 662,69 

Lebong 3092,46 3 3.\6,03 3400,86 3 627,79 

Kepahiang 3 981,49 4 318,93 4 409,81 4 748,46 

Ben!i(ulu Ten~ 4 253,69 4~,57 4672,10 546624 

Kola Ben!i(111 21223,09 23210,40 23 498,49 24974,92 
Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka ,BPS 2022 

(6) 

Kola Bengkulu merupakan wilayah administrasi dengan PDRB tertinggi di Provinsi 

Bengkulu yang mencapai 24.97 lriliun pada tahun 2021. Nilai PDRB Alas Dasar Harga Berlaku 

Kola Bengkulu lerus mengalami kenaikan sejak tahun 2017, dari 19,27 triliun menjadi 24,97 juta 

pada tahun 2021. Pertumbuhan PDRB juga dinilai menggunakan harga konstan. Berikut adalah 

pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu Alas Harga Konstan: 
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Grafik 2.4 
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu, Tahun 2017-2021 
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Sumber : Kola Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022 

Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Alas Harga Konslan mengalami fluktuasi. Penurunan 

lerjadi pada tahun 2020 karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami 

peningkatan PDRB sebesar 3,47. Faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB 

Kola Bengkulu adalah pertumbuhan PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB 

perikanan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Pada periods ke depan sektor pariwisata akan 

digunakan unluk meningkatkan pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu. Data nilai PDRB Alas Dasar 

Harga Konstan (PDRB ADHK) di Provinsi Bengkulu per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.9 
PDRB ADHK di Kota Bengkulu 2017-2021 (miliar rupiah) 

5 791,95 6 078,95 6003,03 6274,23 

4 000,30 5 ,'04,59 5216,35 5425,36 
Kaur 2153,49 2 260,79 2 263,55 2 333,30 

Seluma 2 735,84 2 870,67 2 870,32 2932,95 
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3166,01 3 325,26 3 326,06 3429,92 

2023,99 2124,50 2126,72 2192,26 
Ke 2673,15 2 803,86 2 805,56 2894,35 

2 750,44 2 887,02 2 885,34 2951,44 
Kola Bengkulu 14552,35 15 15301,49 15833, 19 

339,35 
Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022 

Nilai PDRB Alas Dasar Harga Konslan {PDRB ADHK) Kola Bengkulu lertinggi dari seluruh 

kabupalen/kola di Provinsi Bengkulu yailu sebesar 15,83 lriliun pada lahun 2021, meningkal dari 

13,79 triliun pada tahun 2017. 

2.2.1.2. Struktur Ekonomi Wilayah 

Nilai PDRB Kola Bengkulu dapal dilihal dari slruktur penopangnya dengan menampilkan 

data kontribusi dari tiap sektor. Penopang PDRB Kola Bengkulu pada tahun 2021 terdiri dari 15 

sektor. Kondisi slruklur ekonomi di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

Grafik 2.5 
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (persen), 2021 
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Struktur perekonomian wilayah di Kola Bengkulu dilihat dari sektor lapangan usaha 

berdasarkan Alas Dasar Harga Berlaku yang memberikan distribusi persentase (kontribusi) 

terbesar adalah sektor perdagangan dan sektortransportasi yaitu sebesar 20,76 persen dan 16,B1 

persen dari total PDRB ADHB. 

Tabel 2.10 
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 

menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020• 2021** 2022 

A Pertanian, Kehutanan, dan 2,03 2,67 0,45 3, 11 
Perikanan 

B Pertambangan dan 0,01 0,01 -0, 11 0,03 
Penggalian 

C lndustri Pengolahan 0,72 0,32 -1,97 2,42 
D Pengadaan Listrik dan Gas B,36 5,66 12,21 7,49 
E Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Lim bah dan Daur 4,31 3,51 0,84 1,5B 
Ulang 

F Konstruksi 5,74 6,16 2,46 1,96 
G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 8,14 7,26 -4,33 5,51 
Sepeda Motor 

H T ransportasi dan 6,41 6,93 -4,87 0,94 
Pergudangan 
Penyediaan Akomodasi dan 

9,34 11,43 -0,57 1,90 Makan Minum 
J lnformasi dan Komunikasi 7,B4 7,65 4,32 6,25 
K Jasa Keuangan dan 

0,02 -1, 13 14,98 7,27 
Asuransi 

L Real Estate 3,18 3,44 1,04 0,17 
M,N Jasa Perusahaan 5,37 5,15 -2,53 -0,97 
0 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 5,08 3,68 2,93 3,04 
Sosial Wajib 

p Jasa Pendidikan 2,61 2,94 1,66 3,03 
Q Jasa Kesehatan dan B,54 9,24 6,47 11,82 

Kegiatan Sosial 
R,S,T,U Jasa lainnya 9,00 9,41 -0, 15 1,26 

PDRB 5,48 5,41 -0,25 3,47 
Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022 

Potensi ekonomi Kola Bengkulu bila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Alas Dasar Harga 

Konstan 2021 menurut lapangan usaha yang bertumbuh baik adalah sektor Jasa Kesehatan dan 
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Kegiatan Sosial dimana laju pertumbuhannya mencapai 11,82 persen yang diikuti dengan laju 

pertumbuhan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,49 persen. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan tahun 2017, 2018 dan 2019, laju pertumbuhan selalu didominasi oleh Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum turun hingga -0,57 dan tahun 2021 hanya 1,90. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

wabah Covid-19 yang sangat menghambat pergerakan penduduk. 

Tabel 2.11 
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020" : 2021 .. 2022 

A Pertanian, Kehutanan, dan 7,61 7,44 7,54 7,72 
Perikanan 

B Pertambangan dan Penggalian 0,13 0,12 0,12 0,12 
C lndustri Pengolahan 3,39 3,25 3,29 3,27 
D Pengadaan Listrik dan Gas 0, 11 0, 11 0,12 0,13 
E Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 0,25 0,25 0,25 0,25 
Ulang 

F Konstruksi 4,75 4,79 4,91 4,82 
G Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 20,18 21, 17 20,30 20,76 
Sepeda Motor 

H T ransportasi dan Pergudangan 17,78 18,13 17,34 16,81 
I Penyediaan Akomodasi dan 

2,07 2,18 2,19 2,17 Makan Minum 
J lnformasi dan Komunikasi 7,15 7,25 7,56 7,63 
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,62 4,30 4,86 5,14 
L Real Estate 4,85 4,73 4,75 4,56 

M,N Jasa Perusahaan 6,62 6,66 6,48 6,33 
0 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,52 7,33 7,66 7,53 
Wajib 

p Jasa Pendidikan 8,48 8,28 8,41 8,33 
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

2,59 2,71 2,91 3,15 Sosial 
R,S,T,U Jasa lainnya 1,26 1,31 1,31 1,30 

PDRB 100 100 100 100 
Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022 
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Sebagaimana dapat dilihat pada label Distribusi Persenlase PDRB Alas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kola Bengkulu Tahun 2017-2021 di alas, pada tahun 2021 

perekonomian Kola Bengkulu didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecera, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 20,76 persen. Selain dominan, 

kategori ini juga meningkat peranannya dari tahun 2020 tercatat sebesar 20,30 persen. Peranan 

kategori ini lebih dilopang oleh perdagangan besar dan eceran selain perdagangan mobil, sepeda 

motor atau reparasi mobil dan sepeda motor. Kegiatan ini mencakup kegiatan jual beli barang dan 

jasa, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal ini lerlihal dari munculnya gerai minimarkel 

modem yang semakin menjamurdi Kola Bengkulu. Usaha perdagangan non-formal seperti warung 

dan kaki lima juga lumbuh di Kola Bengkulu. 

2.2.1.3. Laju lnflasi 

Kekualan ekonomi sebuah daerah umumnya dinilai menggunakan indikator laju inflasi. 

Pertumbuhan ekonomi yang linggi lidak lerlalu berarti jika inflasi di daerah tersebul berada pada 

angka yang linggi. Berikut adalah data mengenai laju inflasi di Kola Bengkulu tahun 2017 hingga 

2021: 
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Grafik 2.6 
lnflasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%) 
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Sumber: BPS Kola Bengkulu, 2022. 

2.42 

2021 

Laju inflasi pada lahun 2020 mengalami penurunan cukup linggi jika dibandingkan dengan 

tahun 2019, 2018 dan 2017, pada tahun 2021 inflasi Kata Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 

1,53% hal ini diakibatkan masih belum lerkendalinya perekonomian nasional disebabkan pandemi 
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Covid-19. Aktivitas pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yang selalu berkomitmen menjaga 

momentum capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran inflasi nasional melalui 

berbagai upaya pengendalian yang dilakukan. 

lnflasi yang terjadi di Kola Bengkulu selama tahun 2021 adalah 2,42 persen dan inflasi ini 

lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu 1,87 persen. Tingginya laju inflasi di Kola Bengkulu 

sangat dipengaruhi oleh permintaan ternadap barang pokok dan penling. Pada Juni 2022 Kola 

Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2021 

yang mengalami inflasi sebesar 0,31 persen. Laju inflasi tahun kalender Juni 2022 sebesar 3,81 

persen lebih linggi dari bulan Juni 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,30 persen. Sedangkan inflasi 

dari tahun ke tahun pada Juni 2022 sebesar 4,95 persen lebih linggi dari bulan Juni 2021 sebesar 

1,89 persen. 

2.2.1.4. PDRB per kapita 

PDRB berfungsi unluk mengukur produksi barang dan jasa di sualu wilayah perekonomian 

dalam selang waktu lertenlu. PDRB memiliki dua basis pernitungan yailu: pertama, PDRB alas 

dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai lambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun berjalan; kedua, PDRB alas dasar harga konstan (ADHK) yang 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang 

berlaku pada salu lahun tertentu sebagai lahun dasar. Berdasarkan harga konstant 2010, nilai 

PDRB Kola Bengkulu pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkalnya 

produksi di seluruh lapangan usaha. Dimana nilai dari PDRB ADHK Kola Bengkulu lahun 2021 

mencapai 15.833, 19 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan angka lahun 2020 yang 

hanya berada diangka 15.301,49 miliar rupiah. Selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan PDRB per 

Kapita di Kola Bengkulu sebesar 1,76 persen. Pertumbuhan PDRB per Kapita tahun 2021 ini 

meningkal bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang terpuruk ke angka -1,50 

persen akibat pandemi Covid-19. Kenaikan PDRB alas dasar harga konstan ini didorong oleh 

meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dibandingkan tahun lalu. Berbagai sektor 

ekonomi mulai bangkil setelah sempal terpuruk pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. 

Secara lengkap PDRB Kola Bengkulu dan PDRB Per Kapita Kola Bengkulu dapat dilihat pada 

label berikut : 
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Tabel 2.12 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Bengkulu 

Tahun 2017-2021 

VariabelNariable 2018 2019 2020" 2021 .. 

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiah) 
- ADHB/ at current price 21.223,09 23.210,40 23.498,49 24.974,92 

- ADHK/ at 2010 Constant Price 14.552,35 15.339,35 15.301,49 15.833,19 
PDRB oer Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Ru iah/Thousand Rupiah) 

.. ADHB/ at current price 56.372,42 63.132,81 63.112,01 65.965,82 
ADHK/ at 2010 Constant Price 38.653,72 41.723,39 41.096,58 41.819,93 

- PertumbuhanPDRB per Kapita 
ADHK 2010/ xcGrowth of Per 
Capita GRDP at 201 OConstan 3,12 7,94 -1,50 1,76 
Price 
Jumlah Penduduk (orang) 376.480 367.644 372.330 378.604 
Pooulation (PeooleJ1i 
Pertumbuhan Jumlah 
Penduduk (Persen) 2,29 -2,35 1,27 1,69 
Population Growth (Percent) 

** Angka sangat sementara 
Sumber: BPS Kola Bengkulu,2022 

2.2.1.5. lndeks Gini 

Tabel 2.13 
Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 

2022 

Kemerataan pendapatan penduduk ditunjukan melalui angka koefisien gini, dimana angka 

koefisien gini berada antara angka O (nol) sampai 1 (satu) dan angka nol menunjukan kemerataan 

pendapalan sempuma masyarakal dan angka 1 menunjukan ketimpangan sempuma. Di tahun 

2021, koefisien gini unluk Kola Bengkulu pada tahun 2021 adalah 0,38 persen lidak mengalami 

kenaikan alau penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2020 yaitu juga diangka 0,38 persen. 

Jika dilihat dari target capaian RPJMD Kola Bengkulu untuk tahun 2021 adalah 0,34 masih dibawah 

koefisien gini Kola Bengkulu. 
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2.2.1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran lenlang pertumbuhan produksi maupun 

pengeluaran masyarakal sualu wilayah pada periode lertenlu. Pertumbuhan ekonomi lidak hanya 

lerkail dengan pertumbuhan PDRB masing-masing seklor polensial, namun juga lerkail dengan 

faklor lenaga kerja dan lingkungan hidup sebagai faklor pendukung. Pertumbuhan ekonomi Kola 

Bengkulu dijabarkan sebagai berikut: 

Grafik 2.7 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu (%), 2017-2020 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu (%), 2017-202 
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Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka 2022. 

Pertumbuhan ekonomi Kola Bengkulu lahun 2017-2019 hampir menyenluh angka 6 

persen. Kola Bengkulu mengalami pertumbuhan ekonomi lertinggi pada lahun 2017 sebesar 5,64 

persen. Capaian lersebul merupakan capaian lertinggi di Provinsi Bengkulu dan berada di atas 

rala-rala pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu lahun 2017 di angka 4,99 persen (Sadan Pusat 

Slatistik Provinsi Bengkulu, 2017). Angka lersebul dapal dimaknai bahwa secara umum kondisi 

perekonomian Kola Bengkulu merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kabupaten

kabupaten lain di wilayah Provinsi Bengkulu. Seklor penyumpang pertumbuhan ekonomi lerbesar 

adalah perdagangan dan lransportasi. Hingga pada lahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kata 

Bengkulu terpuruk di angka -0,25 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu terpuruk di 

angka -0,02 persen akibal pandemi Covid-19. 
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2.2.1.7. Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan Kota 

Bengkulu. Kemiskinan adalah keadaaan dimana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan di 

Kota Bengkulu 2021 adalah sebesar 17,89 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 

yaitu sebesar 17,65 persen. Persentase angka kemiskinan Kota Bengkulu ini bila dibandingkan 

dengan Angka kemiskinan Provinsi yang ditahun 2021 sebesar 15.05 persen dan angka 

kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen (data seplember 2021), masih lebih linggi persenlase 

angka kemiskinan Kola Bengkulu. Angka kemiskinan di Kola Bengkulu tahun 2021 mengalami 

kenaikan 1,36 persen hal ini dipengaruhi oleh masih belum slabilnya perekonomian nasional pasca 

dampak dari pandemi Covid-19. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi termiskin ke tujuh secara 

nasional di tahun 2021, sementara di Pulau Sumatera menempati posisi ke dua. 

Grafik 2.8 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bengkulu 
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Sumber: BPS 2021 dan BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota Bengkulu 2022 

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa alau proporsi penduduk miskin (PO) lelapi 

juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). lndeks Kedalaman 

kemiskinan (P1) mengukur sejauh man a perbedaan anlara rerala pengeluaran miskin dari garis 

kemiskinanannya. lndeks keparahan kemiskinan (P2) mengukur lingkal kelimpangan pengeluaran 

dianlara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin linggi pula ketimpangan pengeluaran 

diantara penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan di Kola Bengkulu dari lahun ke tahun 

terus mengalami penurunan dan penurunan ini pun diikuli dengan penurunan pada indeks 

-47 -



keparahan kemiskinan (P2} dimana lahun 2021 berada pada 0,87 lurun dari lahun 2020 yang 

sebelumnya berada di angka 1,02. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (P1} Kola Bengkulu 

juga mengalami penurunan dimana di lahun 2020 berada di angka 3,51 lurun menjadi 3,31 di lahun 

2021. Bila dilihal dari jumlah penduduk miskin terjadi penurunan penduduk miskin di Kota Bengkulu 

berkurang 2.180 jiwa dimana lahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 69.120 jiwa menjadi 

66.940 jiwa di lahun 2021. 

Tabel 2.14 
Perkembangan Komponen Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2019- 2021 

Tingkal Kemiskinan (PO) 

lndeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1} 

lndeks Keparahan Kemiskinan 

(P2} 

Garis Kemiskinan 

% 

% 

% 

Rp. 

Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022 

18,82 

4,53 

1,38 

18,09 

3,89 

1,22 

642.314 660.442 

70.440 69.200 

17.65 

3,51 

1.02 

702.578 

69.120 

17,89 

3,31 

0.87 

740.612 

66.940 

Tingginya angka kemiskinan di Kola Bengkulu selalu jadi pennasalahan dan pertanyaan, 

lelah dikaji oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD} Kota Bengkulu. 

TKPKD menyimpulkan pada suatu pertanyaan yailu mengapa garis kemiskinan Kota Bengkulu 

(Rupiah/Kapila/Bulan} jauh lebih besar dari garis kemiskinan Provinsi Bengkulu dan Nasional, 

bahkan bila dibandingkan dengan kola-kola besar lainnya di Indonesia pun garis kemiskinan Kota 

Bengkulu jauh lebih linggi. Dimana Garis Kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus 

mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2021, garis kemiskinan Kola Bengkulu adalah sebesar 

740.612 rupiah/kap/bln lebih tinggi 548.934 rupiah/kap/bln bila dibandingkan garis kemiskinan 

Provinsi dan 486.168 rupiah/kapila/bulan, dan lebih tinggi dari garis kemiskinan Nasional. 

Pennasalahan ini pun oleh TKPKD Kola Bengkulu lelah melalui berbagai rapat dan koordinasi 

dengan stakeholder terulama dengan BPS Kota Bengkulu sebagai sumber data yang digunakan 

Pemerintah. Secara lengkap garis kemiskinan Kola Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional dari 

lahun 2018 sampai 2021 dapal dilihal pada grafik berikul ini : 
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Grafik 2.9 
Perkembangan Garis kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 
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Sumber : BPS, BPS Provinsi adan BPS Kola Bengkulu 2022 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur aspek 

kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada konteks Kola Bengkulu, analisis kinerja alas fokus 

kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator melipuli: lndeks Pembangunan 

Manusia, Harapan Lama Sekolah, Raia-Raia Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, 

Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Rasia Penduduk yang Bekerja. 

2.2.2.1. lndeks Pembangunan Manusia 

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan 

bagi masyarakat untuk menikmali umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. 

Hal ini menunjukan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai 

sebuah bentuk tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan sekaligus manusia sebagai 

input dalam pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan haruslah berfokus pada 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat diukur berdasarkan liga dimensi 

pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Akumulasi terukur dari liga 

komponen inilah yang membentuk indeks pembangunan manusia. 1PM Kola Bengkulu di tahun 

2021 berada pada nilai 80,54 naik dari tahun 2020 sebanyak 0, 18 dari nilai 80,36 di tahun 2020. 
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Pencapaian 1PM Kola Bengkulu ini diatas 1PM Provinsi dan 1PM Nasional. Hal ini membuat Kola 

Bengkulu masuk dalam kategori pencapaian I PM sangat Tinggi. 
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Grafik 2.10 
lndeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 

lndeks Pembangunan Manusia 
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Sumber : BPS, BPS Provinsi dan BPS Kola Bengkulu, 2022 

2021 

2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah 

1PM yang sangat linggi di Kola Bengkulu ditunjang dari sisi pendidikan yaitu pada Harapan 

Lama Sekolah di Kola Bengkulu adalah sebesar 16,03 tahun di tahun 2021 yang naik 0, 1 point 

bila dibanding tahun 2020 yang berada di angka 16,02 persen. Kenaikan sejumlah 0,06 ini juga 

terjadi pada harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu yang ditahun 2020 pada 13,61 naik menjadi 

13,67 di tahun 2021. Pada Rata-rata lama sekolah di Kola Bengkulu tahun 2021 berada di angka 

11,80 tahun naik 0,2 persen dari tahun 2020 yang berada di angka 11, 78. Kenaikan rata-rata lama 

sekolah Kola Bengkulu lebih linggi dari kenaikan rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu yang 

naik 0,03 dari tahun 2020 adalah 8,84 menjadi 8,87 di tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah 

dapat dilihat pada label di bawah ini : 
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Tabel 2.15 
Harapan Lama sekolah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional 

Tahun 2018 - 2021 
Tahun 

No lndlkator 
2018 2019 2020 2021 

1 Nasional 12,91 12,95 12,98 13,08 

2 Provinsi Bengkulu 13,58 13,59 13,61 13,67 

3 Kola Bengkulu 16,00 16,01 16,02 16,03 

Sumber : BPS Kola Bengkulu, 2022 

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

2022 

Akses lerhadap layanan pendidikan juga dapal diukur dari Rala-rala Lama Sekolah (RLS). 

RLS merupakan indikalor yang digunakan unluk mengukur akses pendidikan lerhadap penduduk 

usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah lahun belajar penduduk 

usia 15 lahun ke alas yang lelah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya 

angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pemahlsedang diikuli oleh seseorang. Semakin 

linggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang dilamalkan. Capaian RLS di 

Kola Bengkulu disajikan dalam grafik sebagai berikul : 

l, 

:,1 

Grafik 2.11 
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021 (tahun) 

Rata rata Lama Sekolah Kota Bengkulu, Provinsi 
Bengkulu dan Nasional Tahun 2018-2021 

11. 77 11,78 11,79 

8,178.67. 8,34 s,7 3 - 8,488,84 

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2018-20122, BPS Pusal 2018-2022 
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Salama empat tahun terakhir, RLS Kola Bengkulu meningkat secara konsisten meskipun 

lidak signifikan. Pada tahun 2021, capaian RLS hanya 11,8 tahun dan hanya meningkat sebesar 

0,01 dari tahun 2020. Meskipun demikian, capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan 

dengan capaian RLS Provinsi Bengkulu dan Nasional. Namun, layanan pendidikan formal di Kola 

Bengkulu dirasakan masih belum optimal dalam memberikan pelayanan yang komprehensif bagi 

seluruh penduduk usia sekolah di Kola Bengkulu. 

2.2.2.4. Usia Harapan Hidup 

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dari aspek kesehatan. UHH merupakan 

salah satu indikator panting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Tingginya UHH 

menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara 

ilu, UHH yang rendah menjadi pertanda menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. 

Perkembangan UHH Kola Bengkulu ditunjukkan pada grafik berikut : 

Grafik 2.12 
Perkembangan UHH Kota Bengkulu 2017-2021 (tahun) 
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Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022, BPS Pusat 2022 

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa UHH Kola Bengkulu dalam 

kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat hingga mencapai 70,20 tahun. 

Angka ini berarti seliap bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hid up hingga usia 

mencapai 70,20 tahun. UHH Kola Bengkulu meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun 
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sebelumnya yang berada di angka 70,13 tahun. Peningkatan UHH di Kola Bengkulu ini sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi 

semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin 

baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. 

Dengan melihat data kenaikan yang belum signifikan ini maka beberapa aspek pelayanan masih 

perlu ditingkatkan. 

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting 

Gizi buruk dan gizi kurang adalah suatu bentuk malnutrisi yang terjadi pada balita. Gizi 

buruk adalah keadaan kurang gizi/malnutrisi lingkat berat pada anak.Gizi kurang hanya sebatas 

menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, sedangkan gizi buruk menyebabkan 

beberapa kondisi klinis yang nampak memprihatinkan seperti busung lapar, kwashiorkor dan 

marasmus. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu 

panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Tabel berikut 

memberikan gambaran perkembangan cakupan gizi kurang, gizi buruk dan stunting di Kola 

Bengkulu Tahun 2018 - 2022. Perawatan balita gizi buruk dan gizi kurang dilakukan 100 persen 

terhadap semua balita, intervensi terhadap stunting dilakukan secara spesifik dan sensitif. 

Tabel 2.16 
Perkembangan Cakupan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting Tahun 2018-2022 

Tahun ,· 

No .· Uman . 

2018 • 2019 2020 2021 2022 
. .. 

1 Persentase Balita Gizi Kurang 5,3 0,4 0,5 0,78 0,81 

2 Persentase Balita Gizi Buruk 0,025 0,249 0,088 0,078 0, 11 

3 Persentase Prevalensi Balita 11,85 4,68 1,4 0,86 0,75 

Stunting 

Su mber : Dinas Kesehatan Kola Bengkulu, 2022 

Prevalensi stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan 

sebesar 9,2 persen dari 22,2 persen tahun 2021 menjadi 12, 9 persen pada akhir tahun 2022. 
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2.2.2.6. Angkatan Kerja 

Angkalan kerja adalah penduduk pada usia produklif berusia 15-64 lahun yang lerdiri dari 

penduduk yang bekerja dan penduduk yang lidak bekerja, sedangkan bukan angkalan kerja adalah 

penduduk berumur 15 lahun ke alas yang kegialannya bersekolah atau mengurus rumah tangga 

alau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegialan pribadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan 

oleh BPS Kola Bengkulu, Kola Bengkulu Dalam Angka 2021, lahun 2020 diketahui bahwa 

persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) di Kola Bengkulu adalah sebesar 65,99 persen. Berikut adalah data mengenai 

angkatan kerja Kola Bengkulu : 

Tabel 2.17 
Persentase Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan 

di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Jenis Kegiatan 2018 2019 2020 2021 2022" 

AngkatanKerja 179.607 187.116 186.950 187.633 187.633 
Bekerja 170.619 179.098 174.194 175.725 175.725 
Pengangguran Terbuka 8.980 8.018 12.756 11.908 11.908 

Bukan Angkatan Kerja 99.580 99.895 96.365 99.195 99.195 
Sekolah 43.229 43.405 39.766 36.136 36.136 

Mengurus RumahTangga 47.927 45.074 46.228 47.854 47.854 
Lainnya 8.424 11.416 10.371 15.205 15.205 

Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka 2022, BPS Kola Bengkulu 

Dari label di alas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kola Bengkulu relalif menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2018-2021. Kenaikan relalif angkatan kerja ini berbanding dengan kenaikan 

bukan angkatan kerja secara berkesinambungan. Meskipun kenaikan bukan angkalan kerja 2021 

lidaklah signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun hal ini mengindikasikan bahwa 

jumlah penduduk usia produktif di Kola Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus 

diantisipasi dengan baik agar Tingkal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kola Bengkulu terjaga. 

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait era! dengan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat, yaitu unluk mewujudkan masyarakal Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, 

berelika, berbudaya dan beradab. Kola Bengkulu memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian 
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yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang 

dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharap dapat menjadi pendorong 

berkembangnya potensi daerah. Di bawah ini disampaikan data capaian pembangunan tentang 

grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kola Bengkulu, sebagaimana label berikut : 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabel2.18 
Capaian Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2021 

Capalan Pembangunan 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Grup Kesenian per 1 0.000 55 60 60 60 
Penduduk 
Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 NA NA NA NA 
Penduduk 
Jumlah Klub Olah raga per 10.000 40 40 40 40 
Penduduk 
Jumlah Gedung Olahraga per NA NA NA NA 
10.000 penduduk 

Jumlah Bahasa Daerah 16 16 16 16 

Jumlah Budaya yang dilestarikan 95 95 95 95 

Benda Situs 8 8 8 8 

Cagar Budaya yang dilestarikan 16 45 45 45 

Sumber : Dinas Pendidrkan dan Kebudayaan Kola Bengkulu, 2022 

2022 

60 

NA 

40 

NA 

16 

95 

8 

45 

Pada Tahun 2018--2021 Jumlah Grup Kesenian dan Cagar Budaya lidak menunjukan 

perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum oplimalnya 

per1indungan terhadap bentuk kebudayaan lokal, belum oplimalnya aspek regulasi kebudayaan 

lokal, ketersediaan infrastruktur pelindung kebudayaan lokal, belum optimalnya intemalisasi 

kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, belum oplimalnya pemahaman masyarakat 

terhadap budaya lokal serta kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal. 

Untuk urusan olahraga Kola Bengkulu mengalami masalah belum oplimalnya partisipasi 

masyarakat berolahraga yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan, keikutsertaan atlit kompetisi 

keluar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompelisi olahraga, rendahnya ketersedian sarana 

dan prasarana olahraga. Hal ini dapat dilihat pada label diatas. 
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2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 

Pemerintah daerah memegang peranan penling dalam mencapai tujuan pembangunan 

daerah melalui pelayanan umum. Pelayanan umum merupakan jasa pelayanan, baik barang 

maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran kondisi 

pelayanan umum menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayananan umum 

dalam mencapai tujuan pembangunan. Penyajian penyelenggaraan pelayanan umum Kola 

Bengkulu difokuskan pada empat jenis urusan yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan 

dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, (3) urusan pemerintahan pilihan, 

dan (4) urusan penunjang. 

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan 

pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang bersifat 

mendasar untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan 

dasar difokuskan pada beberapa bidang diantaranya : pendidikan, kesehatan, peke~aan umum 

dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan 

kehidupan sosial yang baik. 

2.3.1.1. Pendidikan 

Pemerintah daerah berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih baik bagi 

masyarakatnya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu 

maupun kelompok masyarakat suatu daerah. Salah satu dimensi utama dalam pembangunan 

sektor pendidikan adalah akses pendidikan. Pada konteks Kola Bengkulu, penyediaan akses 

pendidikan dapat dilihat dari liga indikator, yaitu: angka partisipasi kasar, angka partisipasi mumi, 

dan hara pan lama sekolah. 

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator akses yang menunjukkan tingkat 

partisipasi penduduk pada suatu lingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada 

suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang linggi 

menunjukkan lingginya lingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhalikan ketepatan usia sekolah 

pada jenjang pendidikannya. Nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa 

ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia 

sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. 

Tabel 2.19 
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bengkulu Tahun 2018- 2021 

No lndlkator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 . . 

1 Nasional 87,95 89,74 88.07 85,92 . 

2 Provinsi Bengkulu 85,67 86,88 87,07 85,00 -

3 Kata Bengkulu 287.2 291,6 287,8 286,4 -

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022 

Pemerintah Kola Bengkulu menargetkan seluruh penduduk usia sekolah 7-15 tahun dapal 

mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APK di Kola Bengkulu mengalami tren fluktualif 

dan cenderung mengalami peningkatan. APK Kola Bengkulu tertihat cukup baik meskipun 

mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun ke belakang. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan olah 

berubahnya jumlah penduduk usia sekolah secara cepat. Nilai APK Kola Bengkulu pada label di 

alas merupakan APK PAUD, SD dan SMP. 

1. Angka Putus Sekolah (APtS) 

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah 

atau yang tidak menamalkan sualu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai 

salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus 

sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan penlingnya pendidikan anak 

sebagai inveslasi masa depannya; kondisi ekonomi orang lua yang miskin; dan adanya 

keterbatasan si anak. 

Persentase Angka Putus Sekolah SD/Ml yang lidak mampu melanjutkan pendidikannya 

atau putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,03 persen sampai dengan tahun 2021 mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 0,4 persen dan Persenlase Angka Putus Sekolah SMP/MTS yang 

lidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,05 persen 

sampai dengan tahun 2021 tetap sebesar 0,5 persen . Hal ini dapat tertihat pada label dibawah ini: 
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Tabel 2.20 
Angka Putus Sekolah (AptS) Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Tahun 
NO lndikator 

2018 2019 2020 2021 2022'"' 
1 Persentase Angka Putus Sekolah 0,03 0,19 0,5 0,4 0,4 

SD/Ml 
2 Persentase Angka Putus Sekolah 0,05 0,91 0,54 0,5 0,5 

SMP/MTS 
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kola Bengkulu, 2022 

2. Rasio Guru Murid 

Rasia guru murid menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu 

pengajaran di kelas. Semakin linggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan 

dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Pasal 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pad a jenjang 

SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Jika melihat trend 

Rasia Guru Murid SD dan SMP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukan bahwa 

Pemerintah Kola Bengkulu masih sangat membutuhkan tenaga pendidik dari jenjang Pendidikan 

SD dan SMP hal ini dapat dilihat dari Rasia Guru Murid dari table berikut dibawah ini : 

Tabel 2.21 
Rasio Guru Murid Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

NO Uralan 
Tahun 

2018 2019 2020 

1 SD 1:23 1 :19 1 :18 

2 SMP 1 :16 1 :15 1:18 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kola Bengkulu, 2022 

3. Angka Partisipasi Mumi 

2021 

1:18 

1 :16 

2022'"' 

1:18 

1 :16 

Angka partisipasi mumi (APM) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi 

penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap 

penduduk pada kelompok umur tersebut. Fungsi dari APM adalah untuk mengukur daya serap 

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM Kola Bengkulu adalah sebagai 

berikut : 
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Grafik 2.13 
Angka Partisipasi Mumi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional 

Tahun 2018-2021 (%) 

2(1iS 

Angka Partisipasi Murni di Kota Bengkulu 
Tahun 2018-2021 

79,4 
79.--t 

l '-.,.-_ 

,, ·I 211,s1 

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2018-2022, BPS Pusat 2018-2022 

Pada grafik di alas, APM Kola Bengkulu merupakan APM PAUD, SD dan SMP. Sedangkan 

APM Provinsi dan Nasional merupakan APM SMA. Capaian APM Kola Bengkulu menunjukkan 

capaian yang baik di angka 208,7. 

Perkembangan partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur lermasuk bagian 

panting dalam mengukur akses pendidikan sualu daerah. Partisipasi penduduk berdasarkan 

kelompok umur dihilung dengan menggunakan indikalor Angka Pertisipasi Sekolah (APS). APS 

merupakan indikalor yang mengukur proporsi semua anak yang masih sekolah pada sualu 

kelompok umur lertenlu lerhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingginya APS 

menunjukkan lerbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan bagi kelompok 

umur. 
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Grafik 2.14 
Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Tahun 2018-2021 (%) 

Angka Partisipasi Sekolah Kota Bengkulu 
Tahun 2018-2021 

99.8-7 39,77 9'9,78 99.76 

j C T ,·• 

Sumber : BPS Kola Bengkulu, 2022 

Capaian APS SD dan APS SMP Kola Bengkulu mengalami tren flukluatif. Pada lahun 2021, 

capaian APS SD dan APS SMP Kola Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 

di Provinsi Bengkulu dan Nasional. Capaian tersebul mengindikasikan bahwa penyelenggaraan 

layanan pendidikan bagi seluruh kelompok umur di Kola Bengkulu membuka peluang yang lebih 

besar dalam mengakses pendidikan bagi kelompok umur. 

lndikator lain yang juga bisa digunakan sebagai ukuran berhasilnya peyelenggaraan 

pendidikan adalah angka kelulusan siswa. Angka kelulusan siswa merupakan persenlase siswa 

yang lulus ujian akhir dibandingkan jumlah siswa pada awal lahun ajaran pendidikan. Angka 

kelulusan siswa tingkat SD dan SMP di Kola Bengkulu dapal dilihal sebagai berikul : 

Tabel 2.22 
Persentase Kelulusan Siswa di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Tahun 
No lndlkator 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 Angka Kelulusan (AL) SD/Ml (%) 99,97 99,81 99,95 99,6 -

2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 98,95 100 99,46 99,5 -

Sumber: LKJIP Kola Bengkulu Tahun 2021, 2022 

Data di alas menunjukkan bahwa angka kelulusan siswa lingkal SD dan SMP sudah baik 

yailu di angka 98-100 persen. Di satu sisi, angka kelulusan lersebul menunjukkan bahwa layanan 
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pendidikan Genjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota) di Kola 

Bengkulu sudah sangat baik meski masih fluktuatif. Oleh karena itu, kelulusan siswa harus menjadi 

perhalian pemerintah agar tingkat kelulusan bisa ditingkatkan. 

lndikator lain yang juga digunakan untuk mengukur capaian sektor pendidikan dari sisi 

dampak adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

lndikator ini mengukur seberapa jauh suatu pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan sehingga berpengaruh terhadap lamanya harapan lama sekolah 

penduduk usia sekolah. Angka HLS Kola Bengkulu dapat dilihat dari grafik berikut ini : 

No 

Tabel 2.23 
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional 

Tahun 2018-2021 

Tatum 
lndikator 

2018 2019 2020 2021 2022 
' 

1 Nasional 12.91 12,95 12,98 13,08 -

2 Provinsi Bengkulu 13,58 13,59 13,61 13,67 -

3 Kola Bengkulu 16,00 16,01 16,02 16,03 -

Sumber : BPS (Badan Pusat Statislik), 2022 

Berdasarkan trend perkembangan selama empat tahun, HLS Kola Bengkulu terus 

mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kola Bengkulu mampu 

memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah. lndikator ini juga 

menjadi tolok ukur semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di 

berbagai jenjang pendidikan. 

2.3.1.2. Kesehatan 

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi 

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi riil kesehatan penting untuk dijelaskan agar 

diperoleh gambaran yang proporsional dari dua dimensi yaitu dimensi kualitas dan dimensi akses. 

Dimensi akses menjadi sebab dari dimensi kualitas kesehatan. 

- 61-



Gambaran kualitas pelayanan kesehatan di Kola Bengkulu dapat dilihat dari capaian dua 

indikator yaitu tingkat kematian dan tingkat kesakitan masyarakat. Tingkat kematian ditunjukkan 

dari angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBa). AKI 

bermanfaat dalam rangka pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi kaum ibu, 

khususnya pelayanan kehamilan. Tingginya AKI berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di 

suatu daerah. Capaian AKI Kola Bengkulu disajikan sebagai berikut : 

Grafik 2.15 
Angka Kematian lbu per 100.000 Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 
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Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kola Bengkulu, 2022 

Pada tahun 2018, AKI Kola Bengkulu mencapai 57,3 orang per 100.000 penduduk di 

tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 59,4 dan 98,02. Kondisi tersebut 

menunjukkan kualitas kesehatan dari sisi AKI di Kola Bengkulu masih rendah. Penyebab dari 

persoalan tersebut adalah penanganan yang belum optimal, data terkait penyakit ibu hamil yang 

belum memadai, dan pendarahan. 

Angka kematian ibu salah satunya disebabkan oleh pelayanan kehamilan yang belum 

maksimal seperti ditunjukkan oleh cakupan kunjungan ibu hamil K4. Cakupan kunjungan ibu hamil 

K4 merupakan cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan 

standar paling sedikil 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Aspek tersebut 

digunakan untuk melihat perkembangan jumlah ibu dalam mengakses layanan kesehatan 

khususnya layanan ibu hamil. Semakin tinggi angka cakupan kunjungan ibu hamil, maka semakin 

menurun potensi kematian ibu hami. Sebaliknya, semakin rendah cakupan kunjungan ibu hamil, 

maka semakin tinggi potensi kematian ibu hamil. 
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Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga professional untuk ibu 

hamil selama masa kehamilannya, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal 

yang ditetapkan. Pelayanan antenatal merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu pada masa 

kehamilan sekaligus upaya menurunkan angka kesakitan dan kemalian ibu maupun perinatal. 

Cakupan pelayanan kebidanan dibagi menjadi 3 indikator yaitu cakupan pelayanan K1, K4 dan 

pemberian vitamin zat besi bagi ibu hamil. 

Cakupan pelayanan K1 di Kola Bengkulu kurun waktu 2018- 2021 meningkat. Pada tahun 

2018, persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 adalah 98,8%, kemudian menurun 

menjadi 94, 1 % di tahun 2020 dan Kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 98,6%. Namun, 

kunjungan pemerikasaan kehamilan cenderung menurun pada kunjungan K4. Tahun 2018, 

kunjungan K4 ibu hamil tercatat sebesar 86, 1 %, lebih rendah dari kunjungan K1 pada tahun yang 

sama. Kunjungan K1 kemudian menurun menjadi 98,6% pada tahun 2021. lni menggambarkan 

kondisi bahwa semakin besar usia kandungan, kesadaran ibu hamil untuk melakukan kunjungan 

K4 juga semakin rendah. Hal ini tentunya tidak baik bagi kesehatan ibu hamil dan janin yang 

dikandung. Selain ilu, cakupan pemberian vitamin zat besi kepada ibu hamil baru mencapai 89,9% 

pada tahun 2021. 

Tabel 2.24 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kehamilan di Kota Bengkulu tahun 2018-2022 

lndlkalor 2018 2019 2020 2021 2022"" 
Jumlah lbu Hamil 7.489 7.524 7.553 6.856 6.856 

Jumlah Kunjungan K1 7.400 7.413 7.107 6.762 6.762 

Jumlah Kunjungan K4 6.449 6.310 6.279 6.161 6.161 

Jumlah yang mendapat Zat Besi 6.352 6.317 6.279 6.161 6.161 

Cakupan Pelayanan K1 (%) 98,8 98,5 94,1 98,6 98,6 

Cakupan Pelayanan K4 (%) 86,1 83,9 83,1 89,9 89,9 

Cakupan Pemberian Zat Besi (%) 84,8 84,0 83,1 89,9 89,9 

Sumber: Dinas Kesehatan Kola Bengkulu, 2022 

Selain pelayanan kunjunan K1, K4 dan pemberian vitamin zat besi, persentase ibu 

melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis juga terus meningkat. Pada tahun 2013, sebanyak 

93,52% ibu melahirkan dibantu oleh tenaga medis dan meningkat menjadi 93,6% pada tahun 2021. 
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label 2.16 
Cakupan Pelayanan Melahirkan di Kota Bengkulu tahun 2018- 2021(%) 
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cakupan Kunjungan lbu Hamil K4 
Sumber: Dinas Kesehalan Kola Bengkulu, 2022. 

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kola Bengkulu menunjukkan lren yang fluklualif lelapi 

cenderung slagnan dalam lima lahun lerakhir. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu 

hamil K4 belum optimal. Penyebab persoalan lersebul adalah rendahnya kesadaran masyarakal 

lerulama ibu hamil lerhadap pelayanan kesehalan modem. Faklorekonomi yang berkailan dengan 

biaya pemeriksaan menjadi hal lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan K4. 

Salah salu indikalor utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 

Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kemalian bayi adalah kematian yang terjadi anlara saal setelah 

bayi lahir sampai bayi belum berusia tepal salu lahun. Banyak faklor yang dikaitkan dengan naik 

lurunnya angka kemalian bayi, diantaranya: 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin 

hamil tanpa direncanakan dengan baik; 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas 

dalam penalalaksanaan ibu hamil dan bayi; 3) kurangnya kepedulian keluarga lerhadap ibu hamil 

dan masih rendahnya pengelahuan masyarakal terhadap perawalan bayi; 4) wanila usia subur 

(WUS) yang menderila Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapal perhalian 

sehingga saal hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung. 

Perkembangan AKB di Kola Bengkulu menunjukkan tren menurun dan AKBa mengalami 

penurunan yang sangat signifikan. Dimana angka kemalian bayi tahun 2021 mengalami 

peningkalan dari lahun 2020 yang berada diangka 2,4 per 1000 kelahiran hidup menjadi 3,3 per 

1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKBa menggambarkan kondisi serta faktor yang mempengaruhi 
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kesehatan anak seperti keadaan gizi, penyakit menular, pendidikan ibu,pelayanan KIA/Posyandu 

dan faktor lingkungan. AKBa tahun 2021 adalah sejumlah 0,2 dimana terjadi 1 kasus balita 

meninggal dari 1000 kelahiran hidup. 
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Grafik 2.17 
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kota Bengkulu 

Tahun 2017-2021 

4.16 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2022 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kola Bengkulu 

mengalami peningkatan. peningkatan ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait dan 

diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi. 

Perkembangan AKB di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung 

menurun. Sebaliknya, AKABa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun keduanya 

mengalami penurunan, tetapi dari sisi jumlah sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

layanan kesehatan bayi dan balita yang belum maksimal karena cakupan kelurahan UCI (Universal 

Child lmmunitation) belum memadai. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan dimana ~ 80 

persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi 

dasar lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan UC!, maka akan berdampak pada 

peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah. 
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Tabel 2.25 
Cakupan Kelurahan/Kelurahan UCI Tahun 2018-2022 (%) 

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 

Kola Bengkulu 97 95,5 76,1 100 100 

Sumber: Dinas Kesehalan Kola Bengkulu 2022 

Cakupan kelurahan yang telah menjalani UCI di Kola Bengkulu mengalami perkembangan 

yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kelurahan yang melaksanakan 

imunisasi dasar secara lengkap di Kola Bengkulu sudah optimal. Pada tahun 2020 cakupan 

kelurahan UCI menurun yang akibatkan adanya pandemi Covid-19 dan tahun 2021 Kola Bengkulu 

berhasil mencapai 100 persen cakupan kelurahan UCI. Jenis penyakit yang sering dialami 

masyarakat Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.26 
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Bengkulu, 2018-2022 

2018 2019 2021 
lnfeksi Saluran Pemafasan Akut (ISPA) 40476 33959 4603 
Gastritis 10772 9150 10546 
Radang Sendi Serupa Remalik 7514 6672 3823 
Penyakit Kulit Alergi 6546 4782 3889 
Penyakil T ekanan Darah Tinggi 5149 6846 14692 
Diare (termasuk lersangka kolera) 4951 5167 
Penyakil Pulpa dan Jaringan Periapikal 4844 3299 4797 4797 
Tonsilitis 4230 4073 
CEPALGIA 3237 2990 
Penyakit Kulit lnfeksi 3235 2525 1178 
Influenza 3268 5135 
Karies Gigi 2870 
Diabetes Melitus Tipe 2 1165 1726 
Radang Sendi Osteoartritis 2450 
Diabetes Melitus Tipe 1 2094 

Sumber: Dinas Kesehatan Kola Bengkulu 2022 

Penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderila oleh masyarakat Kata 

Bengkulu pada lahun 2018 dan 2019, dan menurun drastis pada lahun 2020 yang disebabkan oleh 

pandemi Covid-19 dimana masyarakat yang mengalami ISPA tidak memeriksakan diri ke fasilitas 

kesehatan karena kekhawatiran didiagnosa menderita Covid-19. Gastritis dan penyakit kulit infeksi 
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juga banyak lerjadi di kalangan masyarakat. Secara umum, masih tingginya angka kejadian 

beberapa penyakil disebabkan oleh pola hidup sehal yang belum dianul oleh masyarakat. 

Kualilas kesehatan masyarakat Kata Bengkulu secara umum masih perlu ditingkatkan. 

Dimensi kualitas tersebut sangal dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas akses kesehatan. 

Dimensi akses kesehatan dapat dijelaskan berdasarkan aspek kelersediaan tenaga kesehatan dan 

sarana prasarana kesehalan. Kedua hal tersebul sangat erat kaitannya dengan pencapaian akses 

dan kualitas kesehatan masyarakat. 

Aspek ketersediaan tenaga kesehatan ditunjukkan dari kelersediaan tenaga kesehatan 

yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasia ketersediaan dokter per 1000 penduduk 

seringkali dijadikan ukuran untuk melihat seberapa besar jangkauan tenaga kesehatan dalam 

melayani penduduk. Pada konteks Kola Bengkulu, ketersediaan lenaga kesehalan dapat dilihal 

dari data berikut: 

Tabel 2.27 
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2021 

Dokltr 
8pNlalla 

137 

Dokltr 
!hum 
315 

Dokltr 
Gigi 

33 45 

TTK 

100 

Sumber: Dinas Kesehatan Kola Bengkulu 2022 

~ 

641 

Bldan 

160 
Glzl 

81 

KNllllg KeM.1 

33 125 

Aspek sarana dan prasarana kesehatan juga termasuk unsur yang penting dalam 

pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit turut mempengaruhi 

kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Pada konteks Kola Bengkulu, 

capaian ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam label berikut: 

Tabel2.28 
Rasio Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan per 1 000 Penduduk Tahun 2018-2022 

Tahun 
Uraian 

2018 2018 2020 2021 2022"' 

Rumah Saki! 0,021 0,02 0.022 0,023 0,023 

Puskesmas 0,053 0,493 0,05 0,053 0,053 

Klinik 0,645 0,623 0,485 0,509 0,509 

Puskesmas Pembantu 0,143 0,14 0,137 0,143 0,143 

Posyandu 0,6 0,589 0,579 0,602 0,602 

Sumber: Dinas Kesehatan Kola Bengkulu, 2022 
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Rasio sarana dan prasarana kesehalan per 1.000 penduduk seperti rumah sakil di Kola 

Bengkulu juga belum memadai. Rasio rumah sakil lerhadap 1.000 penduduk di Kola Bengkulu 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan rasio rumah sakil di Provinsi Bengkulu. Meskipun 

demikian, angkanya mengalami flukluasi dari lahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kelersediaan fasililas kesehalan berupa rumah sakil dan klinik di Kola Bengkulu belum lerlalu 

memadai. Penurunan tersebul disebabkan karena lidak adanya penambahan rumah sakil dan, 

namun pertumbuhan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Selain ilu, unluk indikalor bidang kesehalan yang bersifat proses alau upaya yang sudah 

dilakukan Pemkol Bengkulu dapat dilihal pada label berikut: 

Tabel 2.29 
Capaian Kinerja lndikator Bidang Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Persentase Puskesmas yang terakreditasi 100 100 100 100 

2 Persentase Puskesmas Perawatan 15 15 15 0 0 

3 Prevalensi TBC per 100.000 penduduk 242,24 254,0 86,0 94,0 94,0 

4 Angka Kejadian DBD per 100.00 penduduk 114,5 78,2 45,0 31,2 31,2 

5 Angka Kejadian Malaria per 100.000 0,00 0,01 0,01 O,Q1 0,01 

penduduk 

6 Angka Kematian Ballta 1,5 3,9 2,7 3,43 3,43 

7 Angka Kesakijan 112,973 112,765 112,765 

8 Cakupan Pelayanan N ifas 93,4 97,0 93,4 93,6 93,6 

9 Cakupan Pemberian MP-ASI NIA NIA NIA NIA NIA 

10 Presentase bayi baru lahir mendapatkan 100 100 98,0 100 100 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir 0-28 

hari 

11 Prevalensi HIV 84 87 70 67 67 

12 Pravelensi TBC 228 915 973 358 358 

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD 431 301 177 117 117 

14 Persentase Orang dengan TB mendapat 100 100 43,24 27,53 27,53 

Pelayanan TB Sesuai Standar 

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar NIA NIA NIA NIA NA 

Miskin Kola Bengkulu Tahun 2017-2021 
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022 

Data di alas menunjukkan bahwa beberapa indikator kesehatan yang sifatnya proses 

mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Angka kejadian DBD dan Malaria merupakan dua 

indikator yang mengalami perbaikan hingga pada tahun 2021. Artinya, lerjadi penurunan jumlah 

penderita DBD dan Malaria secara signifikan. 

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kinerja pemerinlah daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat 

dilihal dari beberapa sektor. Beberapa seklor yang lermasuk dalam kategori urusan ini meliputi: 

jalan dan jembatan, layanan air minum, bangunan dan penalaan ruang, drainase serta 

kebencanaan. Analisis capaian kinerja terhadap beberapa seklor tersebut dilihat dari aspek 

ketersediaan dan kualilas. 

1. Jalan dan Jembatan 

Pembangunan infraslruktur jalan di Kola Bengkulu masih sangat diperlukan, mengingal 

peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kola Bengkulu. Dalam Pasal 5 ayal 2 Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan 

mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, polilik, 

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat, 

artinya infraslruklur jalan merupakan urat nadi perekonomian sualu wilayah, hal ini disebabkan 

perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Panjang 

jalan Kola Bengkulu dan kondisi jembatan di Kola Bengkulu lerus mengalami perbaikan dan karena 

itu juga infrastruktur selalu menjadi prioritas pada seliap tahun anggaran di Pemerintah Kola 

Bengkulu. 

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kola Bengkulu Tahun 

2021 terlihal pada label panjang jalan berdasarkan kondisi jalan yang ada dimana total panjang 

jalan adalah 942.567 km. Pada tahun 2021 terlihat bahwa kondisi jalan baik mengalami 

peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 460,216 km menjadi 591,084 km, sedangkan kondisi jalan 

sedang, rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan. Unluk kondisi jalan Kola Bengkulu 

bisa dilihat pada label berikut : 

label 2.30 
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km) Tahun 2018-2022 
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No Kondisi Jalan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022" 

1 Baik 439,673 490,552 460,216 591,084 591,084 

2 Sedang 323,632 288,948 301,955 232,720 232,720 

3 Rusak ringan 152,651 123,305 138,459 114,535 114,535 

4 Rusak Berat 26,611 39,762 41,937 4,234 4,234 

Jumlah 942,567 942,567 942,567 942,567 942,567 

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2022 

Berdasarkan data dari BPS, Kola Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021 terlihat bahwa 

terjadi peningkatan jumlah panjang jalan berdasarkan permukaan jalan aspal dimana Tahun 2020 

panjang permukaan jalan aspal sebesar 698,23 km meningkat menjadi 937,962 km. 

No 

Tabel 2.31 
Panjang Jalan Kota Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) 

Tahun 2018-2021 

Janis Pennukaan Jalan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022" 
1 Aspal 490, 16 509,39 698,23 937,962 937,962 
2 Kerikil 451,00 426,34 237,75 4,605 4,605 
3 Tanah 1,41 6,84 6,59 - -
4 Lainnya 0 0 0 - -

Jumlah 942,567 942,567 942,567 942,567 942,567 
Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka, 2021 

Untuk Jembatan, di Kola Bengkulu tidak terdapat banyak jembatan, hanya terdapat 14 titik 

Jembatan dan berdasarkan data semua jembatan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 

2021. Sebesar 64,2 persen dari total jembatan dalam kondisi baik sedangkan 35,7 persen sisanya 

dalam kondisi sedang sebagaimana terlihat pada label berikut ini : 

Tabel 2.32 
Kondisi Jembatan di Kota Bengkulu Tahun 2019-2021 

embatan Air Babat Besar ------ BPJN/Provinsi 
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2 lembatan JI. Kalimantan Air Bengkulu Baik Baik Baik BPJN/Provinsi 
3 Jembatan JI. Samsul Bahrun Air bengkulu Baik Baik Baik Provinsi 
4 lembatan JI. Benliring Air bengkulu Baik Baik Baik BPJN 
5 lembatan JI. Pahlawan Air Bengkulu Baik Baik Baik Provinsi 
6 Jembatan Air sungai Hitam Baik Baik Baik Provinsi 
7 lembatan Wisata Pantai Panjang Baik Baik Baik Provinsi 
8 lembatan Air pulau baai Baik Baik Baik BPJN 
9 Jembatan kuala alam Baik Sedang Sedang Kola 
10 Jembatan Air gedang Baik Baik Baik Provinsi 
11 Jembatan JI. Lokal Baik Baik Baik BPJN 
12 Jembatan Air muara kurung Sedang Sedang Sedang BPJN/Provinsi 
13 lembatan Air Surabaya I Sedang Sedang Sedang BPJN/Provinsi 
14 lembatan Air Surabaya II Sedang Sedang Sedang BPJN/Provinsi 

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2021 

2. Bangunan dan Penataan Ruang 

Kondisi bangunan di Kola Bengkulu saat ini masih banyak yang lidak sesuai dengan 

standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas bangunan di 

Kola Bengkulu hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pengawasan 

bangunan yang belum optimal. Berikut jumlah bangunan Kola Bengkulu yang telah memiliki lzin 

Mendirikan Bangunan (1MB). 

No 

1 

Tabet 2.33 
Jumlah Perizinan yang diberikan terkait Penataan Ruang (Unit) 

Di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Janis Perizinan Tahun 
2018 2019 2020 2021 

lzin Mendirikan Bangunan 
3.147 6.291 2.646 9.390 IIMB\ 

Sumber : Data DPM-PTSP Kola Bengkulu,2022 

2022 

Jumlah bangunan di Kola Bengkulu yang memiliki 1MB mengalami tren yang fluktualif dan 

cenderung meningkat di setiap tahunnya. Penurunan jumlah bangunan yang memiliki 1MB terjadi 

pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya tata ruang yang 

sesuai dengan aturan. Pemberian pelayanan perizinan tata ruang yang belum optimal dan belum 

adanya penegakan hukum bagi pelanggar pemanfaatan !ala ruang menyebabkan lingginya 

pelanggaran !ala ruang. Hal itu disebabkan oleh upaya perencanaan dan pengendalian tata ruang 

yang belum optimal. 
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3. AirMinum 

Kemudahan akses air layak bagi masyarakal alau rumah langga akan sangal 

mempengaruhi kualilas hidup masyarakat. Berdasarilan Sumber air Ulama yang digunakan rumah 

langga di Tahun 2020 lerlihat bahwa lerbanyak sumber air ulama masyarakal Kola Bengkulu 

menggunakan sumur bar alau pompa sebanyak 37,22 persen, menggunakan sumur alau mata air 

terlindung berada diurutan dua sebanyak 31,41 persen. Tidak ada masyarakal yang menggunakan 

air kemasan alau isi ulang dan air sumber lainnya (termasuk air permukaan seperti sungai, danau, 

waduk, kolam, irigasi maupun air hujan) untuk mandi, cuci dan lain-lain Tahun 2021. 

Tabel 2.34 
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama Yang Digunakan 

Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/D11 Tahun 2021 

Sumber Air Utama untuk M-ondi/Cuci/dU 

Karakteristlk AJr Sumur Sumur/ 
Sumur/ 

Jumlah M-ita air 
kemasan/ leding bor/ Mata air 

tidak 
t.ainnya• 

lsi ulang Pompa tertlndung 
terlndu!!i 

(1) (2) (3) (4) (SI (6) 17) 

Jeni$ Kelamln KRT 

Laki-laki 0.00 24,00 34,54 33,06 8,39 0,00 100,00 

Perempuan 0,00 17.09 55,76 19,96 7,20 0,00 100,00 

Kuintil Pengeluaran 

40Per.;mT- 0,00 18,33 34,11 38,44 9,12 0,00 100,00 

40Per.;m T "'lP' 0,00 21,33 37,44 29,97 11,26 0,00 100,00 

20Per.;mTearas 0,00 31,59 40,67 24,99 2,76·· 0,00 100,00 

PendidikanTertinaiKRT 

SD ke bawah 0,00 12,36 30.62 42,57 14,44 0,00 100,00 

SMP ke atas 0,00 25,82 38,86 28.62 6,69 0,00 100,00 

Kota Bengkulu 0,00 23,13 37,22 31,41 8,24 0,00 100,00 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kola Bengkulu Tahun 2021 

Peningkatan akses air layak bagi masyarakat ini terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kata 

Bengkulu melalui peningkatan kinerja dari BUMD daerah yaitu BUMD PDAM Kata Bengkulu. Untuk 

penggunaan air oleh masyarakat melalui berlangganan PDAM di Kola Bengkulu mengalami tren 

yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan air PDAM pada tahun 2020 

yaitu mencapai angka 35.245 SR atau sebanyak 385.630 jiwa. Secara umum masyarakat Kata 

Bengkulu masih belum mengoptimalkan penggunaan air PDAM karena memang saat ini PDAM 

Kola Bengkulu masih bermasalah dengan sediaan air baku yang akan didistribusikan ke 
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masyarakat. Meskipun demikian Pemerintah Kola Bengkulu melalui Perangkat Daerah Dinas 

Pekerjaan Umum dan PDAM Kola Bengkulu terus melakukan pembenahan dan berusaha 

meningkatkan jumlah cakupan masyarakat yang mendaptkan Sambungan Rumah (SR) PDAM dan 

terus berupaya mencari cara mencukupi air baku berkualitas pad a PDAM Kola Bengkulu. 

Tabel 2.35 
Persentase Rumah Tangga Dengan Sambungan PDAM di Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2022 

No Tahun Jumlah Jiwa Jumlah 
Persentase Pelanggan 

1 2018 377.000 32.950 SR 43.7 

2 2019 384.540 35.563 SR 46.24 

3 2020 385.630 35.245 SR 45.80 

4 2021** 385.630 35.245 SR 45.80 

5 2022** 385.630 35.245 SR 45.80 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022 

Untuk penggunaan air minum di Kola Bengkulu berdasarkan data indikator kesejahteraan 

Rakyat Kola Bengkulu Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS Kola Bengkulu, sumber air minum 

utama yang terbanyak digunakan adalah Air isi ulang sebanyak 56,23 persen kemudian diikuli 

dengan sumur airterlindung sebanyak 17,61 persen. Dari data ini terlihat bahwa sebagaian besar 

masyarakat menggunakan air isi ulang sebagai air minum sedangkan air kemasan bermerk hanya 

3,64 persen. 

Tabel 2.36 
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021 

Sumber Air 
Air lsi Ulang Air Ledeng Sumur Sumur Sumur/ Mata Mata Air 

Kemasan Sor/Pompa Terlindung AirTidak Ter1indung 
Bermerk ter1indung 

56,23 3,64 5,06 9,8 17,61 7,01 0,66 

Sumber : BPS Kola Bengkulu, 2020 

Sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah 

satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan era! dengan kesehatan masyarakat. 

Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan 
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masyarakat. Strategi Sanitasi Kola {SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi 

pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutandan 

partisipalif untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan 

Minimum {SPM) Sanitasi maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah. 

Pengembangan sanitasi Kola Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta 

pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan 

pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan 

pembangunan sanitasi kola. Kegiatan sector sanitasi pada Pemerintah Kola Bengkukku telah 

berjalan baik, ditandai dengan telah dibentuknya POKJA PKP melalui SK Walikota Bengkulu No.9 

tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kola Bengkulu. Masyarakat dengan sanitasi layak di Kola Bengkulu pada periode 

tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2020 mengalami 

penurunan menjadi 74,38 persen dan meningkat kembali hingga 76,8 persen lahun 2021. 

No. 

1. 

Tabel 2.37 
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) di Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2022 

Tahun 
Uralan 

2018 2019 2020 2021 

Kola Bengkulu 72% 75% 74,38 % 76,8% 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 

2022 

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan 

bahwa pemeliharan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan 

drainase kola agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan 

mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan 

berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat 

berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan. Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran 

(sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti 

pada pertemuan drainase dengan badan air {receiving waters) khususnya di dekat pantai perlu 

direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran 

secara gravitasi sudah lidak mungkin dilakukan secara optimal. Kola Bengkulu termasuk salah 
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salu kola panlai, Secara hidrolis Kola Bengkulu menerima banjir kiriman, banjir genangan dan 

banjir pasang air laul, berhubung kondisi lopografi yang relalif dalar maka banjir ini lidak dapal 

dibuang dengan gravilasi. 

Tabel 2.38 
Luas jaringan lrigasi Kota Bengkulu 2018 - 2022 (Ha) 

No Uralan Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kola Bengkulu 267 282 303 293 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang, 2021 

Jaringan irigasi merupakan salah salu infraslruklur pertanian yang panting unluk 

menunjang kebuluhan air pada lahan pertanian. Capaian pembangunan jaringan irigasi 

KotaBengkulu selama lahun 2017 hingga 2018 lerus mengalami peningkalan. Pada tahun 2019 

dan 2020 jaringan irigasi Kola Bengkulu dalam kondisi baik kembali meningkal mencapail luasan 

303 Ha tahun 2020. Peningkatan kondisi jaringan irigasi Kola Bengkulu ini harus lerus dilingkatkan 

guna memenuhi target dan kebutuhan irigasi pertanian di Kola Bengkulu karena meski Kola 

Bengkulu adalah wilayah perdagangan dan jasa namun ketahanan pangan juga harus tetap 

diperhalikan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jaringan irigasi dalam kondisi baik, hal ini 

disebabkan oleh refocusing anggaran sehingga dana perawalan dan perbaikan irigasi berkurang. 

Tabel 2.39 
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bengkulu 2018 - 2022 (%) 

No Urliln Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kola Bengkulu 79,01 79,98 80,00 79,78 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang, 2022 

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air lidak tersumbat di 

Kola Bengkulu selama periode tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan. Hal ini sesuai 

dengan komitmen Kola Bengkulu untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Kola Bengkulu. Pada 

tahun 2020, drainase dalam kondisi baik di Kola Bengkulu adalah sejumlah 80,00 persen. Kondisi 

tersebul mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur pengendali banjir maupun longsor 

semakin meningkat. Namun saat ini drainase di Kola Bengkulu masih belum merala di seliap 
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kecamatan. Diperlukan peningkatan ketersediaan sistem drainase sehingga dapat mencegah 

kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. 

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan yang penting 

dalam proses pembangunan. Perumahan yang baik dan sehat turut menunjang kehidupan 

masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyediaan infrastruktur perumahan rakyat dan 

permukiman adalah ketersediaan rumah layak huni. 

No 

1 

label 2.40 
Rumah lidak Layak Huni (Unit) yang di lntervensi di Kota Bengkulu 

lahun 2018-2021 

lahun 
Jellis Permukaan 

2018 2019 2020 2021 

RTLH 56 149 60 26 

Sumber: Data Dinasperkim Kola Bengkulu, 2021. 

2022 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RlLH) yang diintervensi di Kota Bengkulu mengalami 

penurunan dalam periode 2 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan refocusing 

anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan RTLH masih perlu untuk ditingkatkan 

dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi 

yang layak serta jalan lingkungan agar jumlah RTLH di Kola Bengkulu dapat terus ditekan. 

label 2.41 
Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu lahun 2021 

1 Bentiring Permai 3RT 13,65 
2 Betungan 3RT 24,48 
3 Bumi Ayu 2RT 2,87 
4 Dusun Besar 2RT 6,91 
5 Kandang Limun 3RT 9,5 
6 Kandang Mas 3RT 19,19 
7 Kebun Tebeng 3RT 14,13 
8 Lempuing 4RT 10,74 
9 Lingkar Timur 3RT 4,55 
10 Padang Serai 4RT 23,02 
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11 Padang Namgka 
12 Pagar Dewa 
13 Panorama 
14 Pasar Bengkulu 
15 Penurunan 
16 Rawa Makmur 
17 Rawa Makmur Pem,ai 
18 Sawah Lebar 
19 Sawah Lebar Baru 
20 Sumber Jaya 
21 Tanah palah 
22 Teluk Sepang 

TOTAL 
Sumber: SK Walikola Nomor 81 Tahun 2021 

1 RT 
2RT 
3RT 
1 RT 
3RT 
2RT 
4RT 
3RT 
10RT 
5RT 
3RT 
6RT 
73RT 

1,07 
7,00 
13,99 
0,93 
4,63 
6,60 
18,92 
15,78 
20,74 
13,03 
12,55 
13,46 

257,74 

Kawasan kumuh Kola Bengkulu lersebar di seluruh kecamalan yang ada di Kola 

Bengkulu. Luasan kawasan kumuh di Kola Bengkulu pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan 

Walikota Bengkulu Nomor 81 Tahun 2021 yang merupakan hasil pendataan tahun 2020 seluas 

257,74 Ha yang lersebar di 73 RT. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kola Bengkulu 

mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan 

kesehalan bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fasilitas 

pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, akses lerhadap air bersih dan sanitasi layak. 

Tabel 2.43 
Rasio Elektrifikasi di Kota Benakulu Tahun 2018-2022 

Wllayah Parsentase Rumah Tannoa Penerannan Usbik 
2018 2019 2020 2021 2022 

Kola Benakulu 99,83 99,38 100 99,95 99,95 
Sumber : BPS Kola Bengkulu, 2022 

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat 

Kondisi wilayah yang aman dan tertib menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang 

sejahtera. Upaya unluk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan 

langkah stralegis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan 

terpenuhinya rasa aman dapat memberikan suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan 

berbagai aklifitas. Dalam konteks ini, isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi hal panting yang 

harus diselesaikan. 
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Penciplaan kelenlraman, kelenlraman umum dan pertindungan masyarakal merupakan 

langgung jawab bersama dari seluruh pemangku kepenlingan dan masyarakat. Upaya penciplaan 

ini dilakukan secara Sersama dengan melibatkan masyarakal melalui pembenlukan dan 

pengaktifan Pos Sislem Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang di Kola Sengkulu masuk pada 

8 Tekad Kota Sengkulu. Kondisi jumlah pelayanan poskamling di Kola Sengkulu dari lahun 2017 

sampai tahun 2021 mengalami jumlah fluklualuf setiap tahunnya. Rala-rata cakupan pelayanan 

Poskamling selama lahun2017-2021 adalah sejumlah 46,83persen. Secara lengkap cakupan 

pelayanan Poskamling dari Tahun 2017-2021 dapat dilihal pada label berikul ini: 

Tabel 2.42 
Cakupan Pelayanan Poskamling di Kota Bengkulu Tahun 2018- 2022 

lndlkator 2018 2019 2020 2021 2022 

Cakupan Pelayanan 59,53 46,83 46,83 46,83 
Poskamlina 

Sumber: Sadan Kesbangpol Kola Sengkulu, 2022 

Perkembangan penyelenggaraan urusan kelentraman, kelertiban, dan pertindungan 

masyarakal juga dapat dilihal melalui jumlah pelanggaran PeraluranDaerah (Perda) dan 

demonslrasi. Kondisi capaian pelanggaran Perda dan demonslrasi di Kola Sengkulu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.43 
Jumlah Pelanggaran Perda dan Demonstrasi Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2022 (Kasusl 
J .. i, Data Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah Pelanggaran Perda 99 77 75 49 

Jumlah Demo 0 2 1 1 

Sumber: Sadan Kesbangpol Kola Sengkulu, 2022 

Pemerinlah Kola Sengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakal dengan membina 

lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakal (LSM/Ormas) sebagai milra pemerinlah. 

Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan 

masyarakat. Semakin tinggi tingkal pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakal 

dapal meningkat. 
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Kinerja pelanggaran perda pada tahun 2018 hingga 2011 mengalami perkembangan yang 

fluktuatif. Pada tahun 2018, Pemerintah Kola Bengkulu menghadapi pelanggaran perda tertinggi 

yakni mencapai 99 kasus pelanggaran perda, dan menurun pada tiga tahun terakhir hingga 

mencapai 49 kasus pelanggaran perda pada tahun 2021. Walaupun mengalami tren penurunan 

pada tiga tahun terakhir, kondisi ini masih menunjukkan bahwa pelayanan kelenlraman dan 

kelertiban umum di Kola Bengkulu belum optimal. Kondisi lersebul dapal disebabkan oleh 

lemahnya pengawasan penegakan Perda kelertiban, kelenlraman, dan keindahan (K3) dan 

kurangnya pemahaman masyarakal terhadap subslansi Perda. 

Capaian pembangunan urusan kelentraman dan ketertiban umum juga dapat ditinjau dari 

penyelesaian kasus K3. Apabila kasus K3 semakin sedikit yang diselesaikan, maka kinerja seklor 

K3 dinilai belum optimal. Capaian penyelesaian kasus K3 di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

label 2. 44 
Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (Kl) yang diselesaikan di Kota 

Bengkulu Tahun 202018-2022 

No lndlkator Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 99 77 74 49 

2 Jumlah Pelanggaran K3 99 77 74 49 

3 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 100 100 100 100 
Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPO Kola Bengkulu, 2022 

Dari label lersebul lerlihal bahwa keseluruhan kasus K3 pada em pal lahun terakhir sudah 

dilangani. Walaupun angka kasus K3 semakin menu run, namun angka 49 kasus pada lahun 2021 

masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerinlah Kola Bengkulu masih 

mengalami masalah lingginya kasus K3. Kondisi lersebut dapal disebabkan oleh lemahnya 

pengawasan penegakan Perda K3 dan kurangnya pemahaman masyarakal lerhadap substansi 

Perda lenlang pentingnya kelenlraman dan kelertiban umum dalam wilayah Kola Bengkulu. 

2.3.1.6. Sosial 

Pemerinlah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan 

dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahleraan Sosial yang menyebulkan bahwa negara bertanggung jawab alas penyelenggaraan 

kesejahleraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak alau 
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fenomena sosial yang membuluhkan inlervensi sosial seperti pemerlu pelayanan kesejahleraan 

sosial (PPKS). 

Tabel2.45 
Jumlah dan Penanganan PPKS di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Tahun 
No lndlkator 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah PPKS 25.419 25.419 28.935 28.935 N/A 

2 Jumlah PPKS yang lertangani 13.528 15.827 11.750 17.121 NIA 

Sumber: Dinas Sosial Kola Bengkulu, 2022 

Jumlah PPKS di Kola Bengkulu mengalami lren peningkalan. Jenis PPKS lerbesar di Kola 

Bengkulu adalah keluarga miskin, wanila rawan sosial ekonomi, dan lanjul usia lerlanlar. Kondisi 

lersebul menggambarkan bahwa Kola Bengkulu mengalami permasalahan tinggi penduduk PPKS. 

Kondisi ini disebabkan beberapa faklor yailu: belum optimalnya kualilas dan kuanlilas pelayanan 

masalah sosial, belum optimalnya kelersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima 

layanan, belum oplimalnya jumlah dan kompelensi pekerja sosial, rendahnya kuantilas lembaga 

sosial, belum optimalnya penanganan dan pemberian banluan lanjul usia lerlanlar, rendahnya 

pendapalan PPKS, belum optimalnya pembinaan kepada anak cacal, dan penyandang disabililas, 

belum oplimalnya fasililasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, belum oplimalnya fasililasi 

program keluarga harapan serta belum oplimalnya pendampingan wanila rawan sosial ekonomi. 

Pemerinlah Kola Bengkulu berusaha unluk menangani PPKS. Hal ini berhubungan 

langsung dengan fenomena kemiskinan di Kola Bengkulu, dimana pada lahun 2021 Kola Bengkulu 

lermasuk salah salu dari empal kabupalen/kola di Provinsi Bengkulu yang menjadi lokus 

penanganan kemiskinan ekslrem. di Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah memberikan 

banluan sosial PPKS dan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) alau 

kelompok sosial ekonomi sejenisnya melalui panli sosial. Capaian PPKS yang ditangani oleh 

Pemerintah Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

Perkembangan urusan sosial jug a dapat ditinjau dari aspek kebencanaan. Bencana yang 

berpotensi melanda Kola Bengkulu adalah bencana kebakaran, gempa, banjir, dan tsunami. 

Bencana kebakaran termasuk bencana yang sering terjadi di Kola Bengkulu mengingat 

pertumbuhan penduduk dan tingginya aklivitas pembangunan perumahan di Kola Bengkulu. 

Sarana prasarana pemadam kebakaran merupakan hal panting dalam penanggulangan bencana 
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kebakaran. Jumlah armada pemadam kebakaran Kola Bengkulu lahun 2022 dijelaskan pada label 

berikut: 

Tabel 2.46 
Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Tahun 2021 

Armada Jumlah Kondisi 

Brandweer 9 Rusak ringan dan rusak berat 

Brandweer 2 Baik 

Tengki 3 Rusak ringan 

Rescue 1 Rusak ringan 

Mobil Tangga 1 Rusak ringan 

Mobil Operasional 2 Baik 

Mobil Komando 1 Rusak ringan 

Jumlah Total 19 

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kola Bengkulu, 2022 

Kata Bengkulu memiliki armada kebakaran yang lerdiri dari brandweer, tengki, Rescue 

dan mobil tangga. Jumlah armada lertinggi yang dimiliki Kola Bengkulu yailu brandweer. Sebagian 

besar armada brandweer dalam kondisi rusak ringan alau sebesar 77,8 persen dari jumlah total 

brandweer, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat. Seluruh armada tangka, rescue, mobil 

tangga dan mobil komando Kola Bengkulu dalam kondisi rusak ringan, sedangkan armada mobil 

operasional dalam kondisi baik. 

Kondisi armada pemadam kebakaran Kola Bengkulu mengindikasikan bahwa diperlukan 

peningkatan pengelolaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Secara umum, Kola Bengkulu 

masih mengalami tingginya bencana kebakaran. Kondisi tersebut disebabkan karena masih 

minimnya pemahaman penduduk tenlang pencegahan dini bencana kebakaran dan terbatasnya 

sarana dan prasarana pendukung seperti mobil pemadam kebakaran. 

Tabel 2.47 
Ancaman Bencana di Kota Bengkulu 

No Jenis bencana Tingkat Ancaman 
1. Banjir Sedang 
2 Cuaca Ekstrim Tinggi 
3 Epidemi dan Wabah Penyakit Rendah 
4 Gelombano Ekslrim Abrasi Sedang 
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No Jenis bencana Tingkat Ancaman 
5 Gempa Bumi Tinggi 
6 Kebakaran Hulan dan Lahan Sedang 
7 Kegagalan Teknologi Sedang 
8 Kekeringan Sedang 
9 Konflik Sosial Rendah 
10 Tanah Longsor Sedang 
11 Tsunami Tinaai 
Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPO Kola Bengkulu, 2022 

Ancaman bencana di Kola Bengkulu bervariasi mulai dari tingkat rendah hingga linggi. 

Kola Bengkulu memiliki ancaman bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan tsunami yang linggi. 

Kesiapsiagaan bencana di Kola Bengkulu menjadi penling dilakukan. Saal ini, kesiapsiagaan 

bencana di Kola Bengkulu belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, 

kondisi ini disebabkan beberapa sebab yaitu: belum optimalnya pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam, masih lemahnya koordinasi antar dinas terkait dan 

masyarakat jika terjadi Pra Bencana, belum ada peraturan daerah (perda) tentang bangunan tahan 

gempa, tempat evakuasi tsunami belum memadai, masih lemahnya koordinasi antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, belum optimalnya Forum 

Pengurangan Resiko Bencana di Kola Bengkulu yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat, rambu-rambu evakuasi bencana masih kurang, belum lengkapnya sarana tempat 

evakuasi sementara (TES} bencana (gempa, tsunami dan banjir) di Kola Bengkulu, kondisi jalur 

evakuasi yang belum memadai, sirine peringatan dini bencana yang masih kurang, peralatan 

bencana yang belum optimal, dan terbatasnya sekolah dan kelurahan tanggap bencana di Kola 

Bengkulu. 

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

2.3.2.1. Tenaga Kerja 

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Faktor ini 

memiliki beberapa indikator yang mampu digunakan untuk melihat kandisi baik atau buruknya 

ketenagakerjaan di suatu daerah. Pada umumnya, terdapat indikator penting seperti angkatan 

kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK} dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Berikut adalah penjelasan dari berbagai indikator tersebut di Kola Bengkulu : 
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2.3.2.1.1. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produklif berusia 15-64 tahun yang terdiri 

dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, sedangkan bukan angkatan 

kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke alas yang kegiatannya hanya bersekolah, 

mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Data 

mengenai angkatan kerja menjadi basis bagi penyusunan berbagai data ketenagakerjaan lainnya, 

seperti lingkat pengangguran lerbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja dan berbagai data lain 

yang mampu dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Berikut 

adalah data mengenai angkatan kerja Kola Bengkulu: 

Tabel 2.48 
Jumlah Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menu rut Jenis Kegiatan 

di Kota Bene kulu Tahun 2018-2021 

Janis Keglatan 2018 2019 2020 2021 2022 

Angkatan Kerja 179.607 187.116 186.950 187.633 
Bekerja 170.619 179.098 174.194 175.725 
Pengangguran Terbuka 8.980 8.018 12.756 11.908 
Bukan Angkatan Kerja 99.580 99.895 96.365 99.195 
Sekolah 43.229 43.405 39.766 36.136 
Mengurus Rumah Tangga 47.927 45.074 46.228 47.854 
Lainnya 8.424 11.416 10.371 15.205 

Sumber : Kola Bengkulu Dalam Angka 2022 

Angkatan kerja di Kola Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam lima 

tahun terakhir. Kenaikan angkatan kerja ini berbanding lurus dengan kenaikan bukan angkatan 

kerja secara berkesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produklif 

di Kola Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus dianlisipasi dengan baik, agar lingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kola Bengkulu terjaga. 

Data mengenai angkatan kerja dapat dirinci secara lebih delil berdasarkan jenjang 

pendidikan angkatan kerja. Data tersebut dijadikan bagi dasar penyusunan intervensi kebijakan 

ketenagakerjaan berbasis jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jenjang pendidikan berpengaruh 

positif pada keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai 

pembagian angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan: 
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Tabel2.49 
Persentase penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (%) 

Kota Ben kulu Tahun 2018-2022 

SD ke bawah 27.753 24.760 25.464 26.582 
SMP 29.489 22.821 24.184 23.022 
SMA 70.398 79.419 75.186 72.273 
Universitas 42.979 52.098 49.360 53.848 
Total 170.619 179.098 174.194 175.725 

Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka 2018-2022 

Data dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja dengan Pendidikan 

SMA dan Universitas merupakan kelompok tertinggi. Sementara kelompok Pendidikan universitas 

mengalami peningkatan dari tahun 42.979 di tahun 2018 dan meningkat 53.848 di tahun 2021. 

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja jenjang pendidikan SMA dan Universitas 

harus diintervensi dengan kebijakan yang baik. Salah satu ha! yang bisa dijalankan adalah 

penyesuaian keterampilan tenaga kerja jenjang pendidikan SMA dan Universitas dengan 

permintaan pasar, agar tenaga kerja dapat terserap dengan baik. 

2.3.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan 

kerja dan keterampilan tenaga kerja. Besamya tingkat pengangguran terbuka seringkali 

disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat 

pengangguran terbuka menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Kola Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 6,61 

persen menjadi sebesar 4,29 persen di tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 TPT Kata Bengkulu 

mengalami kenaikan menjadi 6,82 persen akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh 

sendi kehidupan dan perekonomian, dan kembali menurun pada tahun 2021 seiring dengan 

semakin membaiknya kondisi setelah pandemi. Berikut adalah data mengenai TPT di Kata 

Bengkulu. 

Tabel2.50 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022 

INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 4,29 6,82 6,34 

Sumber: BPS Kola Bengkulu 2017-2021 

- 84 -



Pada tahun 2018 dan 2019terjadi penurunan TPTsebesar5 persen dan 4,29. Tahun 2020 

terjadi kenaikan sebesar 2.53 persen menjadi 6,82. Penurunan terjadi pada 2021 sebesar 0.48 

persen. Fluktuasi TPT ini mengindikasikan bahwa kebijakan penurunan pengangguran belum 

mampu menyasar akar masalah dengan baik. Pemetaan masalah dengan metode yang benar 

diperlukan untuk mengetahui penyebab fluktuasi TPT di Kola Bengkulu. 

Laju penurunan TPT yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa upaya untuk menekan 

tingkat pengangguran lerbuka belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, 

yaitu: 1) belum optimalnya pengembangan wirausaha sosial karena kurangnya motivasi 

masyarakat berwirausaha bidang pariwisata, industri dan jasa, dan 2) belum optimalnya 

peningkalan kompetensi tenaga kerja, karena kurangnya kualifikasi tenaga kerja dengan 

pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata dan kurangnya optimalisasi balai latihan 

kerja. Kebijakan penurunan TPT ini harus lerus dijalankan secara konsislen dan berpijak pada 

logika yang inovatif, agar TPT dapal ditekan lebih maksimal ke angka yang lebih rendah secara 

konlinyu. Peningkalan kesempalan kerja dan perbaikan kualilas lenaga kerja secara 

berkesinambungan dipertukan unluk merealisasikan cila-cila lersebut 

2.3.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikalor yang umumnya digunakan 

unluk mengukur tingkal partisipasi lenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan 

mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan lenaga kerja 

(labour supply) yang lersedia unluk memproduksi barang dan jasa dalam sualu perekonomian 

(BPS). Tingkal partisipasi kerja di Kola Bengkulu dari lahun ke tahun lerus mengalami peningkatan 

hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 63,48 persen menjadi sebesar 65,99 persen pada 

tahun 2020, dan sedikit menurun pada 2021 menjadi 65,42 persen. Berikut adalah uraian data 

TPAK Kola Bengkulu. 

Tabel 2.51 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022 (%) 

Data 2018 2019 2020 2021 2022 

TPAK 64,33 65,19 65,99 65,44 

Sumber: Kola Bengkulu Dalam Angka 2022 
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TPAK Kota Bengkulu menujukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 

2022 terjadi penurunan sebesar 0.55 persen. Fluktuasi penurunan TPAK ini mengindikasikan 

bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung angkatan kerja Kota Bengkulu 

yang semakin besar. Diperlukan peningkatan investasi padat karya untuk meningkatkan TPAK 

Kota Bengkulu secara berkesinambungan. Fluktuasi TPAK ini juga mengindikasikan bahwa masih 

diperlukannya pelatihan calon pencari kerja, agar sebagian besar angkatan kerja dapat terserap 

ke dunia kerja secara optimal. 

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu 

dikembangkan didaerah. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasamya merupakan 

urusan yang cukup kompleks. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator 

berdayanya masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, lndeks 

Pembangunan Gender Kota Bengkulu Tahun 2020 berada di angka 95,67 mengalami penurunan 

dari tahun 2019 yang berada di angka 96,97. Sedangkan lndeks Pembangunan Gender Provinsi 

Bengkulu tahun 2020 sebesar 91.00 lebih kecil dari Kota Bengkulu. 

Grafik 2.18 
lndeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bengkulu Tahun 2016-2020 
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Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021 

lndeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG berfungsi untuk 

mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG 
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berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesenjangan 

pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama 

dengan lndeks Pembangunan Manusia (1PM). 

Pada konteks Kola Bengkulu, capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG 

Kola Bengkulu sudah lebih linggi dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi 

tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kola Bengkulu sudah optimal. Peningkatan IPG 

tersebut disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kola 

Bengkulu. 

Pemerintah Kola Bengkulu juga mempertimbangkan indikalor kesejahleraan perempuan 

di samping IPG, yailu lndeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi 

perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivilas publik dan kontribusinya dalam 

pendapatan. Capaian IDG dapal dihilung dari tiga aspek yaitu: kelerlibalan perempuan di 

parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, adminislrasi, teknisi, sumbangan 

perempuan dalam pendapalan kerja. 

Tabet 2.52 
Komponen lndeks Pemberdayaan Gender 

No I Komponen IDG 2018 2019 2029 .• .. 

2021 . 1022 
1 Keterlibatan perempuan dalam 25,71 25,71 25,71 25,71 

oarlemen 
2 Perempuan sebagai lenaga 47,41 52,75 48,47 49,14 

manajemen, profesional, 
Administrasi, leknis 

3 Sumbangan perempuan dalam 32,98 33,16 33,14 33.01 
pendapatan kerja 

4 IDG pemberdayaan 76,61 80,35 77,68 77,67 

Sumber: BPS Provins Bengkulu, 2022 

IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan 

politik. Capaian IDG Kola Bengkulu mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun lerakhir. 

Tahun 2021 mengalami penurunan 0,01% dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini disumbang 

oleh angka Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang menurun diakibatkan oleh Pandemi 

Covid-19. Namun capaian IDG Kola Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 

pembanding lainnya. Kondisi lersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kola Bengkulu 
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sudah optimal. Peningkatan IDG tersebut disebabkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang 

tenaga profesional pada sektor swasta dan sumbangan pendapalan perempuan yang meningkat. 

Kondisi tersebul tetap penting untuk dipertahankan dan ditingkalkan di masa mendatang. 

2.3.2.1.5 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%) 

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja untuk pemerinlah baik pada 

pemerintah pusat maupun daerah. Proses penerimaan pegawai negeri ini mengikuti kelelapan 

pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia dan dapat bekerja di berbagai tingkat pemerintahan 

setelah lulus tanpa memandang perbedaan gender. Demikian juga pegawai negeri sipil yang 

bekerja untuk Kota Bengkulu. Komposisi pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kola Bengkulu 

dapat dilihal pada label berikut ini: 

Tabel 2.53 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 

1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil 4.522 4.522 4.522 

2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki- 1.458 1.458 1.458 
laki 

3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil 3.054 3.054 3.054 
Perempuan 

Persentase Laki-laki 32 32 32 
Persentase Perempuan 68 68 68 

Sumber: BKPSDM *Tahun 2021 adalah data per Desember 2022 

Tahun 2021 jumlah pegawai negeri sipil perempuan sudah mencapai 68 persen alau 

dengan kala lain dua per liga dari total pegawai negeri sipil Kola Bengkulu adalah perempuan. Hal 

ini menggambarkan lidak adanya perbedaan gender dalam penerimaan pegawai negeri sipil pada 

Pemerinlah Kola Bengkulu. Sampai saal ini belum ada kelentuan resmi mengenai komposisi 

pegawai negeri yang ideal antara laki-laki dan perempuan. 

Pada sektor perlindungan anak dan perempuan, Kola Bengkulu masih memiliki kasus 

kekerasan lerhadap perempuan dan anak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya 

pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta belum oplimalnya kapasitas 

SOM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak. Fasililasi lerhadap korban 
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dalam rumah tangga (KORT) sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan standard operating 

procedure (SOP) KORT. Namun, ada 2 situasi/keadaan yang bisa terjadi diantaranya: 

a. Korban KORT lidak melanjutkan kembali kasusnya ke ranah hukum atau tidak koordinasi 

dengan P2TP2A tentang kelanjutan kasus setelah dimediasi dengan tenaga pendamping 

KORT (psikolog) dan pembuka agama. 

b. Korban KORT menginginkan tindak lanjut kasus sampai ke ranah hukum hingga 

penjatuhan vonis kepada tersangka KORT setelah dimediasi dengan tenaga pendamping. 

Data KORT di Kota Bengkulu dapat dilihat pada label di bawah ini : 

Tabel2.54 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No lndlkator 
2018 2019 

1 Jumlah KORT 43 37 
2 Rasio KORT 0,011 0,035 

Sumber: Oinas P3AP2KB Kola Bengkulu, 2022 

2.3.2.3. Lingkungan Hidup 

Tahun 
2020 2021 
67 69 

0,062 0,077 

2022 
34 

0,038 

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi prioritas di 

Kola Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kola, pada tahun 2021 jumlah sampah yang 

mampu ditangani Pemerintah Kola Bengkulu adalah sejumlah 453 M3/hari. Ratusan ton sampah 

itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri alas sampah organik dan non 

organik. Pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se- Kola Bengkulu 

dijalankan mengerahkan Mobil Amroll 12 unit dan dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 

unit dan dibantu pihak swasta dengan - 56 - menggunakan 40 mobil carry. Permasalahan sampah 

yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang overload untuk menampung sampah dan 

kendaraan operasional banyak yang rusak. 

Tabel 2.55 
Jumlah Sampah Yang Ditangani DLH (M'/Hari) Tahun 2018-2022 

lndlkator Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah Sampah yang ditangani 264 270 452 453 
IM3/haril 

Sumber: Oinas Lingkungan Hidup Kola Bengkulu, 2022 
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Sampah di Kola Bengkulu mengalami peningkatan. Peningkatan timbunan sampah terjadi 

karena dua faktor, yaitu: 1) belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah 

karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM penanganan sampah 

dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. 2) Belum oplimalnya sistem 

pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, karena kurangnya tempat pengolahan sampah 

terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri. 

label 2.56 
lndeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No lndikator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
/1 l (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 lndeks Kualitas Air 49,94 50,04 50,14 50,24 50,34 
2 lndeks Kualitas Udara 87,53 87,63 87,73 90,18 90,28 
3 lndeks Kualitas T utuoan Hulan 52,18 52,89 53,59 70,21 70,58 
4 lndeks Kualitas Air Laut 27,35 28,97 30,59 70,09 70,69 

lndeks Kualitas Linokunaan Hiduo 54,25 54,88 55,51 70,18 70,47 
Sumber : DLH Kola Bengkulu, 2022 

2.3.2.4. Perhubungan 

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Bengkulu dapat dilinjau dari beberapa 

indikator. Kinerja layanan di bidang tersebut dapat dinilai dari kondisi/capaian pada level akses. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat fluktuasi beberapa kandisi/capaian antara lain adalah 

jumlah kendaraan, arus penumpang di beberapa pusat pelayanan perhubungan, arus bagasi, 

barang dan paket pos, rasio ijin trayek, dan jumlah uji KIR kendaraaan umum. 

Tabel2.57 
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No Janis Kendaraan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 Mobil Penumpana 47.621 49.079 52.152 51.293 
2 Mobil Bus 889 908 922 914 

'3 Truk 21.287 21.391 22.017 22.112 
4 Sepeda Motor 269.117 275.450 281.923 285.499 
Total 338.914 346.828 357.014 359.818 

Sumber: Provms1 Bengkulu Dalam Angka, 2021- 2022 
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Jumlah kendaraan di Kola Bengkulu pada periode 2018-2021 terus mengalami 

peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah kendaraan jenis truk dan sepeda motor terus 

terjadi peningkatan, sementara jenis mobil penumpang dan mobil bus terjadi fluktuasi. Semenlara 

arus penumpang dan jumlah penerbangan di bandara Fatmawati Soekamo dapal dilihat pada label 

berikul ini : 

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh pemerinlah Kota Bengkulu selama tahun 2018 

hingga 2021 menunjukkan grafik yang fluklualif. Jumlah ijin trayek lertinggi pada tahun 2018 

meningkal 18,87 persen dari lahun sebelumnya. Rasio ijin lrayek Kola Bengkulu mengalami grafik 

yang fluklualif. Rasio ijin trayek mengalami penurunan rasio pada lahun 2020. Pemerintah Kola 

Bengkulu perlu berupaya agar kesadaran masyarakat pengguna lrayek semakin meningkat. 

Tabel2.58 
Rasio ljin Trayek yang Dikeluarkan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 
Jumlah ljin Trayek yang 107 32 8 0 
dikeluarkan 
Jumlah Penduduk 376,480 385,100 371,820 374,690 
Rasio ljin T rayek 1: 3.518 1: 12.034 1: 46.477 0 

Sumber: Dinas Perhubungan Kola Bengkulu, 2022 

2.3.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) 

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pola perkembangbiakan 

penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui sualu kebijakan 

kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikalor yang 

menggambarkan lingkat pertambahan penduduk per lahun dalam jangka waklu lertenlu. Manfaal 

dari laju pertumbuhan penduduk adalah unluk mengelahui perubahan jumlah penduduk anlar 

periode waklu. 

Pengendalian penduduk dapal dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). 

Program KB merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. 

Beberapa indikalor dapal digunakan untuk melihal keberhasilan urusan pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana diantaranya: cakupan peserta KB aklif, Jumlah Klinik Keluarga Berancana 

(KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD), dan persentase alal 
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kontrasepsi yang digunakan penduduk. Cakupan KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah 

peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aklif di Kola Bengkulu 

adalah sebagai berikut: 

Tabel2.59 
Cakupan Peserta KB Aktif Penduduk di Kota Bengkulu tahun 2018-2022 

I No I 
Tahun 

lndlkator 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah peserta Program KB Aktif 41.024 33.547 36.664 35.699 27.820 

2 Jumlah Pasangan Usia Subur 52.779 47.551 48.661 48.759 52.823 

3 Cakupan Peserta KB Aktif 77,73 70,55 75,34 73,21 52,7 

Sumber : DP3AP2KB, 2022 

Cakupan peserta KB aklif di Kola Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Data tahun 

2022 masih bersifat sementara. Pada tahun 2021, baru 73,21 persen PUS di Kota Bengkulu yang 

berpartisipasi sebagai peserta KB aktif. Dengan capaian tersebut pemerintah Kola Bengkulu akan 

terus meningkatkan cakupan peserta KB sebagai upaya pengendalian penduduk. 

Tabel 2.60 
Rasio Akseptor KB Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Tahun 
No lndikator 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah Akseptor KB 6.364 5.264 2.831 2.845 419 

2 Jumlah Pasangan usia Subur 11.993 11.603 10.800 10.312 6428 

3 Rasio Akseptor KB 53,1 45,4 26,21 27,59 6,52 

Sumber : DP3AP2KB, 2022 

Cakupan peserta KB dapat didukung oleh sarana dan prasarana pendukung KB yang 

memadai, seperti fasilitas kesehatan (faskes) Keluarga Berencana dan jaringan KB di puskesmas 

pembantu (pustu). Kondisi faskes KB dan jaringan KB di pustu di Kola Bengkulu adalah sebagai 

berikut: 

Tabel2.61 
Daftar Nama Fasilitas Kesehatan Yang Melayanai KB Serta 

Jaringan dan Jejaring Se Kota Bengkulu Tahun 2022 
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NO KECAMATAN FASKESKB JARINGAN/ JEJARING 
1 SELEBAR 1. PKM BETUNGAN 1. PUSTU BETUNGAN ASRI 

2 PUSTU PEKAN SABTU 
2. PKM BASUKI 1. PUSTU SUKARAMI 

RAHMAD 
2. PUSTU PAGARDEWA 
3. PUSTU BUMI AYU 
4. PUSTU ALFATINDO 
5. PUSTU SUMURDEWA 

2 GADING CEMPAKA 3. RSUD M.YUNUS -
4. RSJKO -
5. GRAHA HUSADA -
6. PKM LINGKAR - PUSTU PEPABRI 

BARAT 
7. PKM JALAN 1. PUSTU KOMPLEKBI 

GEDANG 
8. PKM - PUSTU SIDOMULYO 

SIDOMULYO 
BARU 

3 TELUK SEGARA 9. BHAYANGKARA -
POLRI 

10. KLINIK -
BIDDOKES 
POLDA 

11. PKM PASAR 1. PUSTU PONDOK BESI 
IKAN 

2. PUSTU JITRA 
3. PUSTU BERKAS 
4. PUSTU PASAR MELINTANG 

12. PKM KAMPUNG 1. PUSTU BAJAK 
BALI 

2. PUSTU TENGAH PADANG 
3. PUSTU PINTU BATU 

13. SINT CAROLUS 
4 M. BANGKAHULU 14 PKM RATU 1. PUSTU KANDANG LIMUN 

AGUNG 
2. PUSTU PINANGMAS 

15 PKM KORPRI 3. PUSTU TUGU HIU 
16 PKM BERINGIN - PUSTU RAWA MAKMUR 

RAYA 
5 KAMPUNG MELAYU 17 KLINIK RAFLESIA 

LANAL 
18 PKM PADANG - PUSTU TELUK SEPANG 

SERAI 
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NO KECAMATAN FASKESKB JARINGAN/ JEJARING 

19 PKM KANDANG - PUSTU PERUMDAN 
6 RATUAGUNG 20 RS .TIARA SELLA -

21 PKM NUSA 1. PUSTU KEBUN BELER 
INDAH 

2. PUSTU KEBUN KENANGA 
3. KLINIK ASYIFA 

22 PKM SAWAH 4. PUSTU KEBUN TEBENG 
LEBAR 

5. PUSTU KEBUN KIWAT 
23 ASY SYFA 
24 PKM LEMPUING -

7 RATU SAMBAN 25 RSU KOTA -
26 RS RAFFLESIA -
27 PKM 1. PUSTU SUKAJADI 

PENURUNAN 
2. PUSTU PADANGJATI 
3. PUSTU BELAKANG 

28 PKMANGGUT 1. PUSTU ANGGUT DALAM 
ATAS 

2. PUSTU KEBUN DAHRI 
3. PUSTU PONDOK 
4. PUSTU PENGANTUNGAN 

8 SUNGA! SERUT 29 PKM 1. PUSTU SURABAYA 
SUKAMERINDU 

2. PUSTU SEMARANG 
3. PUSTU TANJUNG AGUNG 
4. PUSTU SENTIONG 
5. PUSTU KAMPUNG KELAWI 
6. PUSTU PASAR BENGKULU 

9 SINGARAN PATI 30 RS DKT 
31 PKM JEMBATAN 1. PUSTU DARUSSALAM 

KECIL 
2. PUSTU PANORAMA 

32 PKM LINGKAR 1. PUSTU TIMURINDAH 
TIMUR 

2. PUSTU BTN POK 
Sumber : DP3AP2KB, 2022 

Kola Bengkulu memiliki fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana berjumlah 32 instansi dan 

jejaring 45 pustu. Kecamatan dengan fasilitas kesehatan KB terbanyak dimiliki oleh Kecamatan 

Gading Cempaka dengan jumlah tujuh faskes. Kecamatan dengan jejaring berupa pustu terbanyak 
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terdapat pada Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Teluk Segara 

dengan masing-masing tujuh pustu. 

2.3.2.6. Komunikasi dan lnformatika 

Pemerintah Kola Bengkulu turut mengembangkan layanan bidang komunikasi dan 

informatika. Perangkat komunikasi dan informatika mampu menghasilkan produk-produk digital 

yang semakin berkembang dengan kinerja lebih efisien dan efektif. Pada konteks Kola Bengkulu, 

capaian penduduk yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi ditampilkan sebagai 

berikut: 

label 2.62 
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke atas menurut Karakteristik dan 

penggunaan Teknologi lnformasi Tahun 2019 

Menggunakan Telpon seluler Mengakses Internet 
Karakterlstlk (HP}/nirkabel atau computer (termasuk facebook, 

IPC/deskton/lanton/ notebook. tablet) teltteer ,bbm. whatannsl 
Janis Kelamin ART 
Laki-Laki 93,09 69,73 
Perempuan 89,89 65,42 
Kuintil Pengeluaran 
40 % Terbawah 84,17 46,03 
40 % Tengah 94,98 79,87 
20 % Teratas 98,54 84,34 
Pendidikan T ertimmi ART 
SD Kebawah 79,20 42,98 
SMP Keatas 97,85 80,27 
Total 91,52 67,62 

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kola Bengkulu, 2020 

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi media baru dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi oleh masyarakat. Media online juga kini sangat membantu kegiatan 

individu dan rumah tangga. Hal tersebut mempengaruhi perubahan budaya masyarakat karena 

perkembangan pola pikir, dan lingkungan. Website merupakan sarana komunikasi dan informasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi berupa website dalam proses pemerintahan akan meningkatkan 

efesiensi, efekstifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi di Kola Bengkulu lidak ter!epas dari bertambahnya stasiun BTS 

sehingga komunikasi bertambah lancar. 
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label 2.63 
Jumlah Base lransreceiver Station (BlS) Kota Bengkulu lahun 2018-2022 

Kota Bengkulu 
lahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah BTS 235 249 273 297 

Sumber; Dinas Komunikasi, lnformasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, 2022 

2.3.2.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Koperasi merupakan salah satu organisasi perekonomian yang diharapkan dapat 

memberikan peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Persentase 

koperasi aklifdari tahun 2018 sampai 2021mengalami peningkatan. 

label 2.64 
Jumlah dan Persentase Koperasi aktif Koperasi tidak aktif lahun 2018-2021 

' 
Jenis Koperasi 

lahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

Kooerasi Aktif 793 796 802 814 
Koperasi Tidak Aktif 114 114 116 114 
Jumlah Koaerasi 907 910 918 928 
Persentase Kooerasi Aklif 87,43 87,47 187,36 87,71 

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kola Bengkulu 

label 2.65 
Jumlah UMKM Kota Bengkulu lahun 2018-2022 

lahun 
JenisUMKM 

2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah UMKM 4.251 4.322 4.322 4.322 

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperas1 dan UKM Kola Bengkulu 

Jumlah UMKM di Kola Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 justru lidak 

terjadi penambahan UMKM yang terdaftar. Hal ini diasumsikan karena adanya pandemi yang 

terjadi sejak akhir 2019 dan efek pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada seluruh sektor 

kehidupan terutama berdampak pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, karena adanya aturan 

PSBB, jaga jarak yang membuat makin maraknya penjualan yang dilangsungkan secara online 

oleh masyarakat. 
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Tabel 2.66 
Perkembangan Data UKM Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

Tahun lndikator Jenis Usaha 
Jumlah Perdaaanaan lndustri AnekaJasa 

2018 
Pelaku Usaha UKM 3.399 600 252 4.251 
T enaaa Keri a I Oro l 5.141 1017 510 6.668 

2019 Pelaku Usaha UKM 3.464 252 606 4.322 
Tenaaa Keria (Oro\ 5.176 505 991 6.672 

2020 
Pelaku Usaha UKM 3.464 252 606 4.322 
Tenaaa Keria(Oro\ 5.176 505 991 6.672 

2021 
Pelaku Usaha UKM 3.464 252 606 4.322 
Tenaaa Keria (0ml 5.176 505 991 4.322 

2022 
Pelaku Usaha UKM 38.829 1.513 40.342 
Tenaaa Kerja (Oro\ 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2022 

2.3.2.8. Penanaman Modal 

Penanaman modal menjadi indikator yang berpengaruh besar temadap laju pertumbuhan 

ekonomi daerah. Pada urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal, indikator yang sering 

digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pada umumnya seperti realisasi penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), lingkat serapan tenaga kerja 

dan berbagai indikator penling lainnya. Pada tahun 2021, total investasi perusahaan penanaman 

modal asing di Kola Bengkulu sebesar 9,55 miliar rupiah, turun sebesar 98,4 persen jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600,19 Milyar rupiah. Sama dengan 

penanaman modal asing, nilai investasi perusahaan penanaman modal dalam negeri ditahun 2021 

juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 481,48 Milyar rupiah ditahun 2020, 

turun sebesar 30,69 persen menjadi 694, 71 Milyar rupiah ditahun 2021. Hal ini merupakan dampak 

dari pandemi covid-19 yang masih melanda pada tahun 2021. Jika dibandingakn dengan 

kabupaten lainya di provinsi bengkulu nilai investasi di kola bengkulu jauh lebih banyak. 

Tabel 2.67 
Jumlah dan Nilai lnvestasi Perusahaan Penanaman Modal Asing 

Kota Benakulu (Juta Ruoiahl, 2020 - 2021 

Kabupaten/Kota Jumlah 2020 Nilai Jumlah 2021 Nilai 
lnvestasi lnvestasi lnvestasi lnvestasi 

111 121 131 141 15\ 
Kola Benakulu 27 600.197,92 60 9.551,7 
Provinsi Benakulu 125 2.768.973, 12 195 23.716,8 

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2022 
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Sedangkan jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri di Kata Bengkulu dapal 

dilihal pada label di bawah ini, dimana lerjadi penurunan nilai inveslasi pada lahun 2021 

dibandingkan lahun 2020. 

Tabel 2.68 
Jumlah dan Nilai lnvestasi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri 

Kota Benakulu IJuta Ruoiah l, 2020 - 2021 

Kabupaten/Kota Jumlah 2020 Nilai Jumlah 2021 Nilai 
lnvestasi lnvestasi lnvestasi lnvestasi 

(1) (2) 13} (4) (5) 

Kola BenQkulu 183 481.484,70 462 694.715,70 
Provinsi Bengkulu 511 5.240.718,60 1.031 4.923.457,30 

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2022 

2.3.2.9. Kepemudaan dan Olahraga 

Organisasi Kepemudaan adalah lemabaga yang menghimpun segenap polensi anak 

muda baik mahasiswa maupun anak sekaolah yang masuk kalegori pemuda bahkan mereka yang 

tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdisiri Bersama dengan visi dan slruklur 

kepemimpinan, budaya dan modal aktualisasi ide dan gagasanya. Dari Tahun 2018 terdapal 44 

OKP di Kola Bengkulu. Berikut perkembangan jumlah organisasi pemuda di Kata Bengkulu 

periode 2018-2022. 

Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan 

dan olahraga. Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga merupakan salah salu upaya 

memajukan sumber daya manusia (SDM) Kola Bengkulu. Generasi pemuda merupakan potensi 

dan asset pembangunan daerah yang memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan 

dan pembaharu dalam kehidupan masyarakat. Pemuda penling untuk dibimbing dan dibina untuk 

aktif memerankan fungsinya tersebut. Pad a konteks ini, pembinaan pemuda dapat dilakukan pad a 

lataran organisasi pemuda agar menjadi lebih aktif. 

Tabel 2.69 
lndikator Kineria Urusan K1memudaan dan Keolahragaan di Kota Bengkulu 

No lndikator Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Jumlah Oroanisasi Pemuda 44 44 44 44 44 
2. Jumlah Keaiatan Keoemudaan 5 6 2 3 3 
3. Jumlah Keaiatan OlahraQa 2 7 5 1 2 
4. Jumlah LapanQan Olahraaa 30 32 32 32 32 
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Sumber : Dispora Kola Bengkulu, 2022 

Wirausaha muda juga dapat dijadikan indikator pembangunan sektor kepemudaan. 

Wirausaha Muda bertujuan untuk mengubah pola pikir kalangan pemuda agar mau 

melakukan kewirausahaan, sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada 

ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah Kota Bengkulu juga mengurusi urusan olahraga. Pada 

bidang olahraga, Kota Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya partisipasi masyarakat 

berolahraga. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, kondisi tersebut disebabkan oleh 

kurangnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, belum optimalnya pembinaan terhadap 

atlet-atlet muda, kurangnya keikutsertaan atlet-atlet kompetisi ke luar daerah, kurangnya 

penyelenggaraan kompetisi olahraga, rendahnya ketersediaan sarana dan prasana olahraga, dan 

kurangnya kuantitas sarana olahraga indoor maupun outdoor (Gedung olahraga, kolam renang, 

arena memanah, arena berkuda, tempat futsal, stadion, Lapangan basket). 

Sebagai sarana untuk mencapai prestasi tertentu harus direncanakan dan dibina dengan 

baik. Pembinaan olahraga adalah system pembibitan yang meibatkan individu atlet dalam 

membangun keprofesionalan diri melalui system yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. 

Pada tahun 2021 Kota Bengkulu sudah memiliki 11 Cabang Olagraga yang dibina secara khusus 

dengan para pelalih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlit yang dibina Kola 

Bengkulu Tahun 2021. 

Tabel. 2.70 
Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Bengkulu Tahun 2021 

Jumlah Pelatih 
NO Cabang Olahraga JumlahAtlit Memiliki Belum Memlllki Total Usensi Usensi 
1 Atletik 150 2 1 3 
2. Seoak Bola 22 10 10 20 
3 BolaVolv 24 5 5 10 
4 Bola basket 24 3 5 8 
5 Pencak Silat 21 6 4 10 
6 Bulu Tanakis 8 2 6 8 
7 Tenis Laoanaan 8 4 4 8 
8 Tenis Meia 6 2 5 7 
9 Karate 450 9 6 25 
10 Taekwondo 450 6 4 10 
11 Panahan 300 5 - 5 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022 

- 99 -



Berdasarkan label di alas dapat dilihat bahwa saat ini atlet binaan di Kola Bengkulu ada 

1.463 Alie! dengan 104 pelatih. Atlet terbanyak dari cabang oelahraga karate sebanyak 450 orang, 

Taekwondo 450 orang dan yang paling sedikit atlet Tenis meja sebanyak 6 Orang atlet. 

2.3.2.10. Pangan 

Skor Pola Pangan Harapan {PPH) Kola Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup tinggi di 

tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi penurunan skor PPH menjadi 82, 1. Skor PPH Kola 

Bengkulu pada dua tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi pola 

konsumsi pangan masyarakat. Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan 

diversifikasi pangan lokal non-beras secara berkesinambungan. 

Tabel 2.71 
Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No lndikator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
{1) {2) (3\ (4\ 151 (6) (7) 

1 Taraet 79,20 79,40 79,60 79,80 80 
2 Realisasi 79,20 90,10 84,20 84,20 82,50 

Tabel 2.72 
Ketersediaan Pangan Utama Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No lndikator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
(1} (2} (3\ (4\ (5) (6} (7) 

1 Tamet 1, 12 1,37 1,62 1,87 2,12 
2 Realisasi 1,28 1,34 1,30 1,54 -

Grafik 2. 19 
Skor Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 
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2017 2018 2019 2020 2021 

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kola Bengkulu, 2022 

2.3.2.11. Statistik 

Urusan stalislik berkaitan dengan ketersediaan data untuk masyarakat. Ketersediaan data 

akan memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan 

pembangunan daerah. Analisis kinerja pada urusan wajib stalislik berkaitan dengan ketersediaan 

buku Kola Bengkulu Dalam Angka dan PDRB Kola Bengkulu. Jenis data yang ditampilkan meliputi: 

geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan dan ketanagakerjaan, sosial, pertanian, industri 

pertambangan dan energi, perdagangan, hotel dan pariwsata, transportasi dan komunikasi, 

keuangan daerah dan harga. Buku tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kola 

Bengkulu dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai 

bah an informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. 

Ketersediaan Buku PDRB Kola Bengkulu juga penting karena berperan dalam 

memberikan Gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kola Bengkulu. 

Meskipun lidak setiap tahun dipublikasikan, buku Kola Bengkulu Dalam Angka dan PDRB Kola 

Bengkulu sudah ada. Selain belum dipublikasikan secara rulin, pembaharuan dan kelengkapan 

data juga perlu diperhalikan dalam penyusunan selanjutnya. 
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2.3.2.12. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan salah satu layanan publik yang penting karena menjadi sumber 

informasi bagi masyarakal. Keberadaan pustaka dapat meningkatkan minat baca dan juga tingkat 

literasi yang tinggi. Kota Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat 

dengan menyediakan pustaka-pustaka mulai dari tingkat Kelurahan Pemerintah berusaha 

memajukan kebudayaan nasional sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa melalui 

penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkalkan 

kecerdasan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat. 

Koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan Kola Bengkulu mengalami tren 

peningkatan. Namun, peningkatan tersebut lidak diimbangi dengan jumlah pustakawan, tenaga 

teknis, dan penilai yang memiliki sertifikal yang mengalami slagnasi. Kondisi lersebul 

mengindikasikan bahwa kapasitas pengelola perpuslakaan belum optimal. Beberapa jenis 

perpustakaan yang dilaksanakan di Kola Bengkulu adalah perpuslakaan keliling, perpuslakaan 

digital, dan perpuslakaan fun. 

Perkembangan perpuslakaan dapal dilunjukkan dari jumlah kunjungan perpuslakaan. 

Semakin linggi jumlah kunjungan perpuslakaan, maka kinerja perpuslakaan dapaldinilai lebih baik. 

Berikut gambaran kondisi kepustakaan di Kola Bengkulu periode tahun 2018-2022. 

Tabel 2.72 
lndikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

. Tatnm No Uraian . 

. 2018 2019 2020 2021 2022 
(11 (21 (31 (41 (51 (61 
1 Pemusda 1 1 1 1 1 

Perpus Sekolah SD 113 SD 113 SD 113 SD 113 SD 113 

2 SMP SMP SMP SMP SMP52 
52 52 52 52 

3 Jumlah kunjungan ke 1427 950 1043 500 500 
oomuslakaan selama 1 Tahun 

4 Jumlah koleksi judul buku yang 4800 5492 5492 5492jdl 5492jdl 
tersedia di Perpuslakaan daerah idl idl idl 

5 Jumlah koleksi jumlah buku yang 11902 15492 15492 15492 15492 
lersedia di Perpuslakaan Daerah eks eks eks eks eks 
Koleksi buku yang tersedia di 4800 5492 5492 5492jdl 5492 jdl 

6 perpuslakaan daerah jdl jdl jdl 15492 15492 
11902 15492 15492 eks eks 
eks eks eks 
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Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022 

2.3.2.13. Pertanahan 

Tanah dan bangunan tempat tinggal merupakan salah satu sumber daya penting dalam 

pembangunan. Kepemilikan alas tanah dan bangunan dijadikan sebagai salah satu indikasi dari 

kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang jelas di suatu daerah 

dapat meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa tanah. Kondisi status kepemilikan tanah dan 

bangunan di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

label 2. 73 
Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Bengkulu Tahun 2021 (%) 

Wilayah Milik Sendlri Bukan Milik Jumlah Sendiri 
Kota Bengkulu 66,98 33,02 100 
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kola Bengkulu 2021 

Mayoritas kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati di wilayah Kola Bengkulu 

berstatus milik sendiri, yaitu sebanyak 66,98 persen, berstatus bukan milik sendiri (termasuk 

kontrak, sewa, rumah dinas, rumah adat) sebanyak 33,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kondisi masyarakat di Kola Bengkulu sudah cukup sejahtera ditinjau dari status kepemilikan 

bangunan tempat tinggal. 

2.3.2.14. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non 

pelayanan dasar yang memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Urusan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. 

label 2. 74 
Persentase Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran Kota Bengkulu 

Tahun 2018 -2022 

J: .2018 

Tahlm 
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Penerbilan KTP-EI {%) 97,73 94,11 97,94 97,53 

Penerbilan Akla Kelahiran {%) 88,41 43,5 89,6 89,67 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil Kola Bengkulu, 2021 

Penerbilan KTP eleklronik Kola Bengkulu mengalami penurunan di lahun 2021 sebesar 

97,53 persen dan unluk Penerbilan Akla Kelahiran mengalami peningkalan di lahun 2021 sebesar 

89,67 persen. Capaian ini mengindikasikan di Kola Bengkulu lelah meningkalnya tingkal 

kepemilikan dokumen kependudukan. 

label 2.75 
Penerbitan Jumlah Akte Kematian lahun 2018-2022 

1 Akle Kematian NA 1.067 dok 2.266 dok 3.740 dok 
Sumber : Dinas Dukcapil Kola Bengkulu 

Pelaksanaan penerbilan akle kematian dilerbilkan berdasarkan laporan warga melalui 

perangkal kelurahan, selanjulnya pada malam ketiga akle kemalian lersebul diserahkan kepada 

pihak keluarga yang meninggal, penerbilan akle kematian di Kola Bengkulu dari Tahun 2019-2021 

menunjukkan tren peningkalan dari Tahun ke Tahun 

label 2.76 
Persentase Anak yang memiliki Kartu ldentitas Anak (KIA) lahun 2018-2022 

NO URAIAN 
TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Kartu ldentilas NA 

20.933 dok 10.745 dok 19.574 dok 
Anak /KIA) 18,79 % 27,39 % 42,59 % 

Sumber : Dinas Dukcapil Kola Bengkulu 

2.3.2.15. Kearsipan 

Urusan kearsipan di Kola Bengkulu diselenggarakan oleh Dinas Perpuslakaan dan 

Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan di Kola Bengkulu. Pembakuan 

dalam pengelolaan arsip merupakan hal penting. Apabila lidak adanya prosedur dan standar yang 

jelas, maka akan menimbulkan inkonsislensi dan kesalahan inlerprelasi. Masalah yang dialami 

salah salunya belum optimalnya kualilas kearsipan. Kondisi lersebul disebabkan oleh belum 

oplimalnya kelerbukaan informasi publik, belum oplimalnya layanan sislem pemerinlahan berbasis 
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elektronik, dan belum optimalnya kualitas layanan informasi kearsipan. Pada tahun 2022 Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mulai menjalankan aplikasi SRIKANDI yang akan diterapkan 

di seluruh perangkat daerah Kata Bengkulu. 

Tabel 2.77 
Data Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku 

FORMULASI PENGUKURAN PERSENT ASE JUIILAH 
NO NAIIAOPD PD YANG IIENGELOLA INDIKATOR ARSIP SECARA BAKU (%) 

1 Dinas Kearsipan dan (Jumlah PD yang telah 2.56 
Perpustakaan melaksanakan tata kelola 

kearsipan secara 
baku/Jumlah seluruh PD) X 
100% 

Sumber: Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, 2022 

Tabel 2.78 
Hasil Pengawasan Kearsipan yang Diverifikasi oleh ANRI Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

NO. TAHUN NILAI PEROLEHAN KATEGORI 

1 2018 33 BURUK 

2 2019 31,82 C (KURANG) 

3 2020 31,82 C (KURANG) 

4 2021 18,4 D (SANGAT KURANG) 

5 2022 49,98 C (KURANG) 
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2022 

Tabel. 79 
Sarana Prasarana Kearsipan untuk Pengelolaan Arsip 

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Alat penghancur kertas - - - - Ada 

2 CCTV - - - - Ada 

3 Server, PC Unit, Scanner, - - - - Ada 

dan Printer 

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022 
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2.3.3. Urusan Pelayanan Pilihan 

Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara 

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kekhasan, kondisi, serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan 

pemerintah daerah adalah: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan 

perindustrian. Kondisi perkembangan urusan pilihan Kola Bengkulu dijabarkan sebagai berikut: 

2.3.3.1. Pertanian 

Sektor pertanian di Kola Bengkulu meskipun bukan merupakan sektor unggulan 

namun masih memberikan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kola Bengkulu yang 

dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada PDRB Alas 

Dasar Harga Berlaku Kata Bengkulu dimana pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan ini memberikan kontribusi sejumlah 7,72 persen dari total PDRB menurut 

lapangan usaha. Distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB ADHB 

lapangan usaha ini merupakan distribusi keempat tertinggi setelah sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas, dan jasa keuangan dan asuransi. 

PDRB ADHK kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menunjukan 

peningkatan dari tahun 2020 yang semula 0,45 persen meningkat menjadi 3, 11. Secara 

lengkap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

dapat dilihat pada Grafik berikut ini: 

Grafik 2. 20 
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB dan Laju 

Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kola 
BengkuluTahun 2017-2021 (%) 
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Sumber: PDRB Kola Bengkulu menurul Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 

2.3.3.2. Pariwisata 

■ ADH 
K 

Sumber daya Pariwisala di Kola Bengkulu merupakan potensi ekonomi yang harust lerus 

dikembangkan dan dilingkalkan sehingga mampu menjadi peluang perekonomian bagi 

masyarakat. Objek wisala Kola Bengkulu antara lain berupa wisata alam yaitu : (1) Panlai Panjang 

, (2) Pantai Tapak Padri, (3) Pantai Jakat, (4) Danau Dendam Tak Sudah, sedangkan wisata 

budaya dan sejarah di Kola Bengkulu antara lain: (1) Perayaan Tabot, (2) Benteng Marlborough, 

(3) Rumah Pengasingan Bung Kamo dan Rumah Fatmawati, (4) Makam Sentol Alibasyah, (5) 

Mesjid Jamik, (6) Monumen Tomas Parr & Hamilton. Kinerja sektor pariwisata ini dalam kontribusi 

terhadap PDRB dapat dilihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang 

berhubungan dengan Hotel dan restoran. Distribusi PDRB ADHB Seklor Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum yang identik dengan kepariwisataan di Kola Bengkulu terus mengalami 

peningkatan. 

Grafik 2.21 
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Dan Laju 
Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota 

Bengkulu Tahun 2017-2021 (%) 
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Sumber: PDRB Kola Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022 

Kontribusi sektor pariwisata yang dibaca melalui sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum ternadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2021, sektor ini memberikan 

kontribusi sebesar 2,17 persen dari total PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan sebesar 1,90 

persen. Peningkatan pengembangan destinasi wisata berkorelasi posilif dengan kenyamanan 

wisatawan yang diwujudkan melalui peningkatan ternadap rata-rata lama menginap wisatawan di 

Kola Bengkulu. Rata-rata lama menginap wisatawan juga dipengaruhi oleh banyaknya akomodasi 

hotel dan jumlah destinasi wisata. Pada tahun 2018, Hotel berbintang yang ada di Kola Bengkulu 

adalah sebanyak 10 Hotel bertambah menjadi 2 Hotel berbintang. Berikut adalah data yang 

memuat jumlah akomodasi, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang bisa diakses wisatawan 

Kola Bengkulu dari tahun 2018-2020: 

Tabel 2.80 
Jumlah Hotel, Tingkat Hunian dan Lama Menginap di Kota Bengkulu 

Jumlah Hotel 
Wilayah NonBintann Bintana 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
KotaBe~ulu 66 74 . 10 12 . 

Rata-rata Lama Menginap Tingkat Penghunian Kamar 
Klasifikasi Hotel (Hari) (Persen) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Bintann 1.80 1.84 1.61 58.91 62.31 37.69 
Non Bintano 1.30 . . 20.11 . . 
Keseluruhan 1.24 . . 25.99 . . 
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Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020 

Kenaikan jumlah akomodasi hotel berbintang maupun hotel non bintang yang tentunya 

diikuti dengan peningkatan jumlah kamar dan tempat lidur ini mengindikasikan bahwa Kola 

Bengkulu memiliki potensi wisata yang baik untuk dikembangkan. Kenaikan jumlah hotel juga 

berkorelasi posilif terhadap serapan tenaga kerja sektor perhotelan. Lama menginap di Kola 

Bengkulu pada hotel Bintang di Tahun 2019 rata-rata adalah sebesar 1,84 hari atau 2 hari dengan 

lingkat hunian hotel 62,31 persen. 

Penurunan terjadi di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020 bulan 

Februari data hunian hotel bintang adalah sebesar 58,41 persen yang merupakan data hunian 

tertinggi di tahun 2020. Titik terendah dari persentase hunian hotel Bintang di Kola Bengkulu tahun 

2020 ada di bulan April. Di tahun 2020, masa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan hunian di Hotel 

Bintang pada bulan Maret 2020 dan mulai naik kembali berlahan di Mei tahun 2020. 

Tabel:2.81 
Jumlah Wisatawan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

No lndikator Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

(1} {2} (3} (4) (5} (6} (71 

1 Wisatawan Nusantara 600.429 690.493 225.553 379.403 

2 Wisatawan Mancanegara 952 1.066 320 348 

Jumlah Wisatawan 601.381 691.559 225.873 379.751 

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022 

2.3.3.3. Perdagangan 

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penling terhadap 

kemajuan daerah. Sektor ini masuk dalam salah satu urusan pilihan yang perlu diperhalikan oleh 

daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor tersier. lndikator dalam melihat 

kemajuan sektor ini adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaian kontribusi 

sektor perdagangan terhadap PDRB kola bengkulu adalah sebagai berikut: 

Grafik 2. 22 
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB 

ADHB Sektor Perdagangan Kota BengkuluTahun 2016-2020 
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Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap 

perekonomian daerah Kola Bengkulu berjalan optimal. Namun kontribusi sektor perdagangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan 

yaitu: 1) stok dan kelancaran distribusi barang perdagangan yang dipengaruhi oleh kualitas saran a 

infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan dan stablititas harga barang pokok dan 

barang penling, 2) omzet pedagang kecil dan menengah yang dipengaruhi oleh kapasitas SOM 

pedagang kecil dan menengah, jaringan pemasaran produk perdagangan, sarana prasarana 

perdagangan dan tertib niaga, kualitas manajemen usaha, akses permodalan dan penataan 

pedagang kaki lima dan asongan. 

2.3.3.4. Perindustrian 

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat 

berkembang di Kola Bengkulu. Sektor ini diharapkan dapat bertumbuh dan berperan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi 

penduduk. Sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kola Bengkulu dari 

tahun2017 sampai 2021 sebagai berikut: 

Grafik 2.23 
Kontribusi Sektor lndustri Terhadap PDRB Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 
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Sumber : PDRB Kola Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022 

Kontribusi PDRB sektor perindustrian mengalami tren peningkatan. Perkembangan ini 

menunjukkan bahwa sumbangan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah Kola 

Bengkulu berjalan optimal, namun masih bisa ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah. Faktor terpenling yang harus diperhatikan adalah nilai produksi industri kecil dan 

menengah (IKM) yang dipengaruhi oleh kapasitas SOM dan kelembagaan IKM, orientasi pasar 

terhadap produk olahan perikanan, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan 

inovasi dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan komoditas lokal dan pengembangan 

sentra-sentra IKM pendukung wisata. 

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan 

Sektor keluatan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penling dalam 

menunjang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Letak 

Kola Bengkulu yang berada di pantai barat Pulau Sumatera memberikan keuntungan tersendiri 

dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. 

Tabel 2.84 
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 (Ton) 

Jenis Data 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
Produksi Perikanan (ton) 33.844,05 37.228,45 42.740,97 41,747,65 
Produksi Perikanan 29.907,05 32.930 37.540,70 36.027,34 
Tanakao 
Produksi Perikanan 3.907,05 4.297,75 5.200,27 5.702,31 
Budidava 

Sumber : Data Sekotral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022 
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Produksi perikanan di Kola Bengkulu tahun 2021 sebesar 41.747,65 ton, mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42.740,97 ton, hal ini dikarenakan belum stabilnya 

sistem perekonomian di kola bengkulu karena wabah virus covid-19, tetapi keberadaan sumber 

daya perikanan dan kelautan yang demikian besar merupakan peluang untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diketahui konstribusi sektor 

perikanan terhadap PDRB Kola Bengkulu. 

Selain produksi perikanan, kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama yang perlu 

dilingkatkan. Kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan has ii perikanan 

menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Pelaku usaha pemasaran 

hasil perikanan di Kola Bengkulu dapat dilihat seperti pada label berikut ini : 

Tabel 2.83 
Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021 

Pedagang besar/perusahaan 6 50 
Pedagang pengumpul (gudang) 40 130 
Pedagang bermotor 61 61 
Pedagang pengecer di PPI 116 174 
Pedagang dalam kios pasar 233 300 
Pedagang kios pinggir jalan 70 150 
Jumlah 526 865 

Sumber : Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022 

Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kola Bengkulu Tahun 2021 pada Jenis Usaha 

Pedagang Motor dan Pedagang Dalam Kios Pasar menu run jika dibandingkan tahun sebelumnya, 

tahun 2021 pada Jenis Usaha Pedagang Motor perusahaan/kelompok sebesar 61 dan Pedagang 

Dalam Kios Pasar berdasarkan jumlah pelaku usaha/terlibat dalam usaha(orang) sebesar 300. 

Tingkat konsumsi ikan dapat digunakan untuk mengukur kapasitas permintaan pasar 

terhadap produk perikanan dimana semakin besar konsumsi ikan, maka semakin besar potensi 

permintaan pasar terhadap produk perikanan. Berikut adalah data mengenai lingkat konsumsi 

ikan di Kola Bengkulu : 

Tabel 2.84 
Perkembangan Tingkat Konsumsi lkan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 
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Konsumsi lkan 45,95 48,22 50,14 50,53 52,20 
/Ka/Kaoita/T ahunl 

Sumber: Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022 

Konsumsi ikan di Kola Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus 

mengalami trend peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun perkembangan tingkat konsumsi 

ikan di Kola Bengkulu meningkat sebesar 88,02 persen. 

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

Urusan penunjang pemerintahan menjadi penopang bagi berjalannya sistem !ala kelola 

pemerintahan yang baik di Kola Bengkulu. Urusan penunjang terdiri dari aspek; perencanaan, 

penelilian dan pengembangan; kepegawaian, pendidikan, dan pelalihan; pengawasan; serta 

kesekretariatan. Aspek-aspek tersebut mengawal dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan 

responsifitas. 

2.3.4.1. Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis 

melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh 

PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, 

misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 

tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Melalui RKPD, Renstra serta Renja 

PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi 

rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi 

terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegialan diukur 

secara periodik untuk memaslikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang 

pencapaian keberhasilan program. Pada lahun 2007, Pemerinlah Kola Bengkulu lelah 

menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

tahun 2007-2027 dan dilelapkan menjadi Peraluran Daerah Kola Bengkulu Nomor 01 tahun 2007. 

Sedangkan di tahun 2018, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) lahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Kola Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018, 
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sehingga dengan dilelapkan dokumen perencanaan lersebul dalam peraluran daerah, Pemerinlah 

Kola lelah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekualan hukum. Selengkapnya dapal 

dilihal pada label berikut. 

Tabel2.85 
Dokumen Perencanaan Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 

1 RPJPD Ada Ada Ada Ada Ada 
2 RPJMD Ada Ada Ada Ada Ada 
3 RKPD Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber: Bappeda Kota Bengkulu, 2022 

2.3.4.2. Sekretariat Daerah 

Akunlabililas kinerja dilihal pula dari capaian nilai evaluasi Sislem Akuntabililas Kinerja 

lnslansi Pemerinlah (SAKIP) pemerinlah kola maupun perangkal daerah. Nilai SAKIP Pemerinlah 

Kola Bengkulu mengalami peningkalan pada lahun 2017, yakni 52,02 dari sebelumnya 50,58 pada 

2016. Kenaikan nilai ini belum mampu meningkalkan capaian nilai yang masih CC. Kondisi ini 

mempertihalkan belum oplimalnya akunlabililas kinerja pemerinlah kola. Kondisi yang sama juga 

terdapat pada perangkat daerah, dimana perangkat daerah yang memperoleh SAKIP minimal BB 

masih fluktuatif. Capaian pada 2017 bahkan mengalami penurunan menjadi 50 persen OPD 

daripada tahun 2016 yang mencapai 73,81 persen. Persoalan belum optimalnya akuntabilitas 

kinerja ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, anlara lain belum optimalnya kualilas perencanaan 

pembangunan sebagai faklor paling besar yang membenluk kualilas SAKIP, penenluan indikalor 

kinerja ulama yang belum berorienlasi pada hasil, hingga kualilas pengendalian, pengukuran, 

evaluasi, dan pelaporan yang belum optimal. Alas kerja keras perangkal daerah di lahun 2020 dan 

2021, Kola Bengkulu berhasil mendapal nilai SAKIP B dengan nilai 60,35 dan 61, 14. 

Tabel 2.86 
Capaian Kinerja lndikator Bidang Pemerintahan Umum Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2021 

No Jenls Data 

1 Nilai Evaluasi SAKIP 
Pemerintah Kola 

2018 2019 
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2 Persenlase OPD yang 67,5 73,81 50 
memperoleh nilai SAKIP 
minimal BB 

Sumber: Sekretariat Daerah Kola Bengkulu, 2022 

2.3.4.3. Sekratariat Dewan 

Pada pelaksanaan pemerintahan, Kola Bengkulu memiliki capaian di bidang kesekretarialan 

dewan. Bidang tersebut dapat dilinjau dari fasilitas dalam perumusan peraturan daerah dan Reses 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pencapaian bidang kesekretariatan dewan 

Kola Bengkulu dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.87 
Capaian Bidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu 

Tahun 2018-2021 

No Jenis Data Tahun 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Fasilitasi perumusan peraturan daerah 
Rancangan Peraturan daerah 12 15 43 20 
(Raperda) 
Peraturan Daerah (perda) 6 5 11 15 

2 Reses yang dilaksanakan 2 2 2 2 
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Bengkulu (2022) 

Pada periode dua tahun terakhir, fasilitasi perumusan peraluran daerah di Kola Bengkulu 

Raperda dan Perda mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berhasil menetapkan 11 Peraluran 

Daerah, dan tahun 2021 berhasil menelapkan 15 Peraluran daerah dari 20 Rancangan Peraluran 

Daerah yang masuk. 

2.3.4.4. Pengawasan/lnspektorat 

Pelaksanaan tata kelola pemerinlahan yang baik dapal dilunjang oleh keberhasilan 

pelaksanaan pengendalian Intern melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

lnspektorat Daerah merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran dan 

posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi 

pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Capaian kinerja pelaksanaan urusan 

Pengawasan dapat dilihat pada label berikut: 
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No 

1 

2 

3 

Tabel 2.88 
Capaian Kinerja lndikator Bidang Pengawasan Kota Bengkulu 

Tahun 2018 - 2021 

lndikator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 
Persentase kasus dan temuan yang 
diselesaikan 

Temuan lnsoektorat 1%1 73,45 73,46 73,14 72,95 
T emuan BPK RI-Perwakilan Provinsi 

56,95 73,78 77,26 80,44 
Benakulu 1%1 

Tingkat/Level Maturitas Sistem 1 2 2 2 
Penaendalian Intern Pemerintah !SPIPl 
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan 3 3 

3 3 Intern Pemerintah (APIP) DC DC 
Sumber: lnspektorat Daerah Kola Bengkulu, 2022 

2022 

Peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian dan tata kelola organisasi. APIP Kola Bengkulu telah dapat mendorong penyelesaian 

kasus temuan sebanyak 73,56 persen pada tahun 2017. Namun, kemudian menurun menjadi 

73,45 persen kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2018. Penurunan tertinggi terjadi pada 

tahun 2021 menjadi 72,95 namun terjadi peningkatan sebesar 3.18 persen dengan penyelesaian 

temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. 

2.3.5 Unsur Pemerintahan Umum 
2.3.5.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

alas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, 

kepenlingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan 

semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi 

Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan 

organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap 

Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau 
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Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas 

yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 

sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan 

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, lidak 

memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan 

mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka 

pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung pelaksanaan 

pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada label berikut. 

Tabel 2.89 
Jumlah Ormas Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

1 Jumlah Ormas Aktif 10 10 10 11 

2 Jumlah Ormas terdaftar 16 16 16 18 

Sumber: Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2022 

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Aspek daya saing daerah menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan lingkat kesejahteraan yang tinggi dan berl(elanjutan. 

Aspek tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus 

fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim usaha, dan fokus sumber daya manusia. 

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

Fokus kemampuan ekonomi daerah dinilai dari tiga indikator utama, yaitu pengeluaran 

konsumsi rumah tangga perl(apita, Nilai T ukar Petani (NTP) dan pengeluaran konsumsi non

pangan perl(apita. Semakin besar nilai ketiga indikator tersebut, maka semakin besar kemampuan 

ekonomi suatu daerah. Deskripsi data mengenai ketiga indikator tersebut dijabarl(an sebagi 

berikut: 

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 
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Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dibagi menjadi pengeluaran untuk 

makanan dan kebutuhan non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi non-makanan di Kola 

Bengkulu secara umum lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. 

Tabel 2.90 
Rata-Rata Pengeluaran Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2020 

K. • - . . Total 
Kelompok Komoditas 40persen 40persen 20perun Pengeluaran 

terbawah tanaah Teratas 
Makanan 446,196.00 731,990.00 1,088,080.00 688,988.00 
Bukan Makanan 332,241.00 921,906.00 2,716,706.00 1,054,956.00 
Jumlah Pengeluaran Kola 778,437.00 1,653,897.00 3,804,785.00 1,734,944.00 
8enQkulu . - - - - -

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kola Bengkulu 2021 

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) 

Tabel 2.91 
Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian Tahun 2018-2022 

No lndlkator 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
11) 12\ 13\ 14} 15) 16) 17) 
1 lndeks yang diterima petani 125,80 129, 11 120, 10 142,81 

(It) 

2 lndeks yang dibayar petani 133,82 137,51 105,26 107,70 
(lb) 

3 lndeks nilai tukar oetani 94,01 93,89 114, 10 132,60 
Sumber : Din as Pertanian, 2022 

2.4.1.3. Pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita 

Berdasarkan data Statistik Kesajahteraan Rakyat Kola Bengkulu T ahun 2020 ter1ihat 

bahwa Kelompok Komoditas makanan lebih besar dari Kelompok Bukan Makanan hanya pada 

kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan total pengeluaran perkapita sejumlah 778.437 

Rupiah per kapita sebulan. Hal ini berarti bahwa pada kelompok penduduk pengeluaran 40 persen 

terbawah atau desil 4 memang masih membutuhkan support dari sisi pengeluaran makanan. 

Sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah ter1ihat bahwa pengeluaran non 

makanan lebih banyak dari pengeluaran makanan. Pada kelompok 20 persen teratas ter1ihat pula 

bahwa konsumsi bukan makanan jauh lebih besar dari kelompok komoditas makanan. Dari total 
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Pengeluaran 20 persen teratas terlihat bahwa kelompok komoditas bukan makanan pengeluaranya 

mencapai 71,40 persen dari total pengeluaran. 

Untuk rata-rata konsumsi kalori dan konsumsi protein per kapila per sehari Tahun 2020 

terlihal bahwa konsumsi tertinggi berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas. 

Tabel 2.92 
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Tahun 2020 

Kelornnok Pen1111luaran Total 
Uraian 40 persen 40 persen 20 persen Pengeluaran 

terbawah ten""h Teratas 
Jumlah Pengeluaran Rata-Rata 
Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari 1,737.39 2,040.29 2,365.10 1,984.16 
(Kcal) 

Jumlah Pengeluaran Rata-rata 
Konsumsi Protein Per Kapita 50.04 62.83 75.99 60.35 
Sehari (gram) 

Sumber : Statislik Kesejahleraan Rakyat Kola Bengkulu 2020 

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur 

Daya saing daerah di fasilitas wilayah/infrastruktur lerus menerus dilingkatkan oleh 

Pemerintah Kola Bengkulu tidak hanya melalui infrastruktur jalan dan jembatan namun juga pada 

bidang perhubungan dapat dikelahui dari kondisi capaian pada level akses dan kualitas. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabel 2.93 
Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian Kota Bengkulu 

Tahun 2015-2019 

Rincian 2018 2019 2020 2021 2022 

Kecelakaan (kasus) 101 156 

Mali (orang) 27 33 

Luka be rat (orang) 34 33 

Luka ringan (orang) 104 173 

Kerugian material 150,000,000 255,270,000 

(ribu rupiah) 

Sumber: Kola Bengkulu dalam Angka Tahun 2016-2020 
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Kualilas layanan perhubungan di Kola Bengkulu belum terlalu baik. Kondisi tersebut 

diindikasikan dengan fluklualifnya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun 

dimana pada tahun 2019 lerjadi 156 kasus kecelakaan dengan jumlah kematian sejumlah 33 

kasus. Peningkatan kasus kecelakaan ini lidak hanya berasal dari faktor layanan perhubungan 

namun juga bergantung pada kondisi Pemberi isyarat lalu lintas (APIL) yang ada di Kata Bengkulu. 

Kondisi ini terus dilekan melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan terutama APIL yang 

ada. 

2.4.3. Fokus iklim berinvestasi 

Daya saing daerah kola Bengkulu jika ditinjau dari fokus iklim berinvestasi, secara terus 

menerus Kola Bengkulu mengarah pada perbaikan sistem. Dimana saat ini melalui Perangkat 

Daerah DPMPTSP sudah dilakukan pelayanan satu pintu dengan menggunakan sistem terpadu 

melalui aplikasi pelayanan yang lidak hanya memberikan kemudahan bagi yang ingin berinvestasi 

di Kola Bengkulu namun juga terus dilakukan upaya menerapkan berbagai kebijakan untuk 

meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kola Bengkulu. 

Berdasarkan data BPS terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan industri besar dan sedang 

di Kola Bengkulu tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebanyak 71,43 persen dimana 

tahun 2018 terdapal 7 perusahaan industri besar dan sedang, bertambah 5 menjadi 12 industri di 

lahun 2019. Selain itu Nilai produksi industri besar dan sedang pada tahun 2018 sebanyak 113 

Milyar meningkat menjadi 279 Milyar di tahun 2019. 

Kola Bengkulu dengan konsentrasi utama perekonomian pada usaha perdagangan 

barang dan jasa, untuk investasi di area Pariwisata, sebelum terjadi pandemi Covid-19 juga 

bertumbuh cukup baik dengan bertambahnya hotel berbinlang di Kola Bengkulu dimana pada 

tahun 2021 terdapat 98 hotel dan penginapan yang lersebar di 9 kecamatan di Kola Bengkulu. 

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 

Daya saing daerah Kola Bengkulu dari fokus sumber daya manusia bila dilihal 

berdasarkan data lndeks Pembangunan Manusia Kola Bengkulu yang secara data merupakan 

salah satu cara untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Saal ini 1PM Kola 

Bengkulu sudah masuk dalam kategori tinggi dan berada di atas 1PM Nasional dan 1PM Provinsi 

Bengkulu. Selain ilu, unsur-unsur pembentuk 1PM yang merupakan penilaian dari fokus SOM 

seperti angka harapan hidup, lama sekolah, Angka partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan 
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laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan 

kompetensi dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia menjadi 

priorilas dalam pembangunan Kola Bengkulu pada RPO Kola Bengkulu 2024-2026. 

2.5. RINGKASAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN 2019-

2023 

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kola Bengkulu Tahun 2019-2023 

adalah sebagaimana label berikut: 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

Sasaran 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 

Meningkatnya kualitas 
tata kelola keuangan 
daerah 
Terwujudnya 
pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN 

Meningkatnya 
keterbukaan dan 
kualitas pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
kapasitas aparatur 
oemerintahan 

Tabel. 2.95 
Evaluasi Terhadap Capaian lndikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu 

'Target Target di Periode RPJMD Reallsasi di Periode RPJMD ReaHsasi Tingkat Capaian (%) 
I Ing .... t 

lndikator Akhir Capaian 
RPJMD 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Akhir 

Nilai SAKIP BB B BB BB B B 
Peringkat pada Penghargaan 5 30 15 5 10 16 bn prose: 33 106.6667 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
Peringkat Laporan dan Evaluasi 50 75 70 65 Belum Belum Belum 
Penyelenggaran Pemerintahan Release Release Release 
Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, 
EPPD\ Kota Se Indonesia 
lndeks Kapasitas Fiskal 0.42 0.32 0.34 0.37 0.74 0.74 0.841 231 217.6471 227.2973 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP Wtp 

lndeks Persepsi Korupsi 0.08 0 -0,02 -0.04 Belum 0 81.69 
Release 

Peringkat keterbukaan informasi 
I Ill II 

oublik 
II I I I 

Rata-rata Nilai Kinerja Unit 
Penyelenggara Pelayanan A A A A B B 
Publik 

Nilai Kepatuhan penyelenggaran 
terhadap pemenuhan Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona 
komponen standar pelayanan Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau hijau 
('Hasil Survey Ombusman I 

lndeks profesionalitas ASN 80 71 73 75 29 29 30.54 41 39.72603 40.72 
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... 
"' w 

No 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sasaran 

Meningkatnya kuafitas 
kebijakan daerah 

Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban masvarakat 
Meningktnya Akses 
dan Kualitas Jaringan 
Jalan 
Meningkatnya kuafitas 
perhubungan 

Meningkatnya akses 
perumahan dan 
pemukiman layak huni 

Meningkatnya kualitas 
bangunan dan gedung 

lndikator 

Persentase Kebijakan Daerah 
(Perda/Perkada)yang serasi 
dengan kebijakan Provinsi dan 
Pusat 
Persentase perda dan perkada 
yang ditegakkan 

Persentase Jalan Mantap 

Persentase sarana dan 
prasarana perllubungan sesuai 
standar kelavakan 
Angka keselamatan lalu lintas 
Persentase Lingkungan 
Pemiukiman Kumuh 
Persentase Penduduk yang 
Mendapatkan Akses Air Minum 
vanoAman 
Persentase Penduduk yang 
Mendapatkan akses sanitasi 
lavak 
Tingkat waktu tanggap daerah 
layanan Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) 
Persentase bangunan sesuai 
standar 
Kesesuaian Pemanfaatan 
Ruang Sesuai dengan 
Peruntukan 

rarget 
Target di Periode RPJMD Akhir 

RCUUn 2019 2020 2021 
100 100 100 100 

85 70 70 85 

90 82.98% 85 86 

85 65 70 75 

101 170 168 140 

0 0.0023 0.0017 0.0011 

15.31 10.49 11.81 13.07 

90 82 83 84 

100 60 15 80 

95 60 65 74 

95 60 65 74 

Realisasi di Periode RPJMD Realisasi Tmgkat Capaian (%) 
, 1ngKBI 

capaian 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 •""•r 
100 100 100 100 100 100 

75 75 100 107 107.1429 117.6471 

85.34 80.86 98.57 10284 95.12941 114.6163 

65 65 65 92.85714 86.66667 

170 170 175 100 101.1905 125 

0.0053 0.0003 0.0013 230 17.64706 118.1818 

87.99 87 95.92 839 736.6638 733.8944 

87.57 67 99.1 107 80.72289 117.9762 

60 15 100 100 100 

0 98 87.36 0 150.7692 118.0541 

70 75 85 117 115.3846 114.8649 



1 arget 
Target di Periode RPJMD Realisasi di Periode RPJMD Rea6sasi Tingkat Capaian (%) 

I 1ngKat 

No Sasaran lndikator Akhir Capaian 
RPJUD 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Akhir 

12 Meningkatnya akses SST (Saluan Sambungan 25.982 24.494 24.866 25,328 30.265 33,920 124 136411.2 0 

telekomunikasi dan Telepon) 
internet 

13 Meningkatnya lndeks Resiko Bencana 108.88 0.53 104.36 108.8 106.62 100 20116.98 0 

ke~apsiagaan 
bencana 

14 Meningkatnya kualitas lndeks Kualrtas Air 68 50.5 63 64 43.33 38 45 86 60.31746 70.3125 

lingkungan air, udara lndeks Kualitas Udara 96 95 95 96 93.67 86.83 88.1 99 91.4 91.77083 

dan RTH Persentase RTH terhadap luas 9.2 9.15 9.16 9.17 46.16 45.44 9.2 504 496.0699 100.3272 

wilavah 
15 Meningkatnya sistem Persentase volume sampah 

oenaelolaan samoah ana tertanaani 
70 46.5 48 53 59.77 58.41 58.41 129 121.6875 110.2075 

16 Meningkatnya kualitas lndeks Pendidikan 79.57 78.97 79.12 79.27 78.97 99.69 100 100 125.9985 126.1511 

pendidikan dan Persentase warisan budaya 100 
kebudavaan vann dilestarikan 

82.71 88.87 89.11 75 108.11 108.11 91 121.6496 121.322 

... 17 Usia Haraoan Hiduo 72.9 71.9 72 72.2 70.5 70.13 70.2 98 97.40278 97.22992 
~ Meningkatnya derajat Swasti Swasti Swasti Swasti Swasti 

tahapan Tidak 
kesehatan masyarakat Penghargaan Kola Sehat Saba Saba Saba Saba Saba 

Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara 
verifikasi tercapai 

18 Meningkatnya prestasi Peringkat Kata Bengkulu di Juara Juara Juara Juara Juara 
tidak 

Olahraga di Kata 
PORPROV Bengkulu Umum Umum Umum Umum Umum 

diadaka ak diadakan 

Benakulu n 

19 Meningkatnya peran Persentase pemuda yang 55 11 25 35 15 kegiatan 159 136 454.2857 

serta Pemuda dalam berprestasi dan mandiri tidak 

pembangunan TK.Provinsi dllaksan 
akan 

20 Meningkatnya 
Laju Pertumbuhan Penduduk 

kesehatan renroduksi 
95 90 92 93 1.39 1.39 189 2 1.51087 203.2258 

22 Meningkatnya Persentase PMKS Mandiri 1.5 0.8 1 1.16 5.2 1 5.2 650 100 448.2759 

keberdayaan PMKS Rasia PMKS terhadap jumlah 
0.057 

,enduduk 
0.074 0.071 0.068 0.06 0.069 0.06 81 97.1831 88.23529 

~ 
• 
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.... 
N 
<.n 

No 

23 

24 

26 

27 

28 

Sasaran 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
perempuan, 
lnerlindunaan 
Meningkatnya 
kontribusi sektor 
perdagangan 
terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
industri pengclahan 
terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
koperasi dan UKM 
terhada0 
Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pariwisata (sektor 
Kebudayaan, Hiburan 
dan Rekreasi) 
terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

lndikator 

Jumlah kebijakan yang responsif 
gender mendukung 
oemberdavaan peremouan 
Peno hare aan Kata Lavak Anak 
Persentase Peningkatan 
Kontribusi sektor perdagangan 
terhadap PDRB 

Persentase Peningkatan 
Kontribusi sektor industri 
pengolahan terhadap PDRB 

Persentase koperasi yang 
meninokat SHU-nva 
Persentase peningkatan kelas 
usaha mikro ke usaha kecil 
Persentase Peningkatan 
Kontribusi sektor pariwisata 
(sektor Kebudayaan, Hiburan 
dan Rekreasi) terhadap PDRB 

7 arget 
Target di Periode RPJMD 

Akhir 
RPJMD 2019 2020 2021 

3 3 3 3 

Muda Pratama Pratama Muda 
23.18 20.38 20.93 21.58 

5.4g 3.67 3.89 4.17 

10 2 4 6 

10 3 6 7 

4.73 2.78 3.18 3.63 

Realisasi di Peri ode RP JMD Realisasi Tingkat Capaian (%) 
l IngKat 
Capaian 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 Akhir 
4 tidak ada 4 133 133.3333 

Pratama Pratama I oratama 
15.01 15.01 0 74 71.71524 

,._ 
N 00 
"' ~ ~ 
"' ;;; 
-i 

,._ 
"' N ::: 

5.95 5.95 0 162 152.9563 "" ~ ui 
ri 0 

"" "' N 

"" "' co <D 
g, 
"' 

2.4 2.4 120 60 0 

2.77 2.77 92 46.16667 0 

4.8 0 0 132.2314 



4 . 
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"' en 

No 

29 

30 

31 

32 

33 

Sasaran lndikator 

Meningkatnya Persentase Peningkatan 
kontribusi sektor Kontribusi sektor perikanan 
perikanan terhadap terhadap sektor pertanian 
pertumbuhan ekonomi 
daerah 
Meningkatnya Nilai investasi (T) 
realisasi nilai 
oenanaman modal 
Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian 
kontribusi sektor terhadap PDRB 
pertanian terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
daerah 
Meningkatnya Skar Pola Pangan Harapan 
ketahanan oanoan PPH) 

Menurunnya tingkat 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

pengangguran terbuka 

rarget 
Target di Periode RPJMD 

Akhir 
RPJMD 2019 2020 2021 

4.95 4.82 4.86 4.89 

1.32 1.087 1.142 1.199 

8.25 8.05 8.1 8.15 

50.6 50.69 80 

5 6.3 6 5.7 

Realisasi di Periode RPJMD Realisasi nngkat Capaian (%) 
I mg11Bt 

Capaian 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 Akhir 
7.73 75.68 4.8 160 1557.202 98.15951 

1.809 1.809 0.834 166 158.4063 69.55796 

7.8 7.54 97 93.08642 0 

50.6 64.37 126.9876 0 

5 6.34 79 0 111.2281 



label. 2.97 
Evaluasl Terhadap Capalan lndlkator Kinerja Daerah Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu 

lndeks Reformasi Birokrasi BB B BB BB belum relese belum relese cc 
2 Angka konfl1k sosial 4 6 6 5 2 2 2 33.33333333 33.33333333 40 
3 Angka Kecelakaan 110 143 136 128 NA NA 156 121.875 
4 Rasia Permukiman Layak Huni Persen 0 0.101 0.076 0.05 0.107 0.107 0.107 105.9405941 140.7894737 214 

5 Peringkat Sistem Pemerintah Persen 1.95 1.75 1.8 1.85 5 5 1.68 285.7142857 277. 7777778 90.81081081 
Berbasis Elektronik (SPSE) 

6 Nilai SAKIP l l bb l B l BB l BB l B l B I B 
7 Peringkat pada Penghargaan I I 50 I 30 

Perencanaan Pembangunan 
I 15 I 5 I 15 I 15 besar 

Daerah 

8 lndeks Resiko Bencana l l 99.84 l 108.88 7 106.62 1 104.36 7 108.8 l 108.8 l 147.5 l 99.926524617102.04464457141_3375773 
..... I 9 lndeks Kualitas Lingkungan I Persen I 70 I 67 I 69 I 70 I 59.26 I 59.26 I I 88.44776119 I 85.88405797 I 0 "' ..... Hidup (IKLH) 

10 lndeks Pembangunan Manusia I Persen I 79.57 I 78.97 I 79.12 I 79.27 I 79.67 I 79.67 I 80.54 1100.88641261100.6951466 I 101.6021193 
(1PM) 

11 Mgka Kemiskinan l Person 7 16.68 7 18.68 l 18.18 1 17.68 7 18.09 7 18.09 l 17.89 l 96.64154176] 99.5049505l 101.1877828 
12 lndeks Pemberdayaan Gender I Persen I 80 

(IDG) 
I 76 I 78 I 79 I 80.35 I 80.35 I 77.67 1105.72366421103_0125205 I 98.3164557 

13 kaiu Pertumbuhan Ekonom1 I I 7 I 5.97 I 6.3 I 6.63 I 5.43 I 5.43 I 3.47 I 90.95477387 I 86.19047619 I 52.33785822 
(LPEJ 

14 IPDRB ADHB (dalam Jute I I 31505011 I 21.219.m J 23.528,466 I 2so15514 I 23200950 123501519301 24914920 1109_031242619988.674697196.00010209 
rupiah) 

15 IPDRB ADHK (dalam Juta I I 18159969 114.599,978 I 15,418,528 I 15252911 I 1534193 I 15301488501 15533190 I 10.5081870719924.091651191.23112154 
rupiah) 

16 JPDRB Per Kapila Per Bulan I I 6.59 I 4.73 I 5.14 I 5.58 I 5.2 I 5.2 I 1109.9365751 I 101.15131s2 I 0 
(dalam Juta Rupiah) 

17 Laju lnflasi 2.02 3.26 2.95 2.64 2.91 2.91 2.42 89.26380368 98.6440678 91.66666667 
18 lndeks Gini 0.32 0.37 0,36 0.34 0.39 0.39 0.38 105.4054054 108.3333333 111.7647059 

~ 

::? 



19 IPeringkat Laporan dan I I 50 I 75 I 70 I 65 I belum relesel belum relese 

Evaluasi Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (LPPD, 
LKPJ, RLPPD, EPPD) Kata Se 
Indonesia 

I I I 

20 lndeks Kapasitas Fiskal 0.42 0,32 0,34 0.37 0.74 0.74 0.841 I 231.25 r 217.647□5881221.2972973 
21 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

22 lndeks Persepsi Korupsi 0.08 0 -0.□2 --0.04 belum retese belum relese 81.69 

23 Peringkat keterbukaan I Ill II I I I I 

infonnasi Public 

24 IRata-rata Nllat K1ne11a Untt I I A I B I A I A I B I B 

Penyelenggara Pelayanan 
Pu~ik 

25 INilai Keparuhan Zona Hijau Zona Hijau Zona Hijau Zona hijau Zona hijau Zona hijau Zona hijau 

penyelenggaran terhadap 
pemenuhan komponen 

.... I standar pelayanan (•Hasil 
N SUivey Ombusman) 00 

26 lndeks profesionalitas ASN Persen BO 71 73 75 29 29 30.54 40.84507042 39.7260274 40.72 

27 Persentase Kebijakan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(Perda/Perkada) yang serasi 
dengan kebijakan Provinsi dan 
Pusat 

28 IPersentase perda dan perkada Persen 85 70 70 85 75 75 100 107.1428571 107.1428571 117.6470588 

yang O1tegakkan 

29 Persentase Jalan Mantap persen 90 82.7 85 86 85.34 85.34 98.57 103.1922612 100.4 114.6162791 

30 Persentase sarans den Persen 85 65 70 75 65 65 65 100 92,85714286 86.66666667 

prasarana Perhubungan 
sesuai stander kelayekan 

31 IAngka keselamatan lalu lintas 101 170 168 140 170 170 175 100 101.1904762 125 

32 IPersentase Lingkungan Persen 0 0.0023 0.0017 0.0011 0.003 0.003 0.0012 130.4347826 176.4705882 109.0909091 

Permukiman Kumuh 

~ 
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;-a 
• 

,_. 
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Persentase Penduduk yang 
Mendapatkan Akses Air 
Minum yang Aman 

34 IPersentase Penduduk yang I Persen I 
Mendapatkan al<ses sanitasi 
layak 

35 ITingkat waktu tanggap daerah I I 
layanan \Alilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) 

36 IPersentase bangunan sesuai I I 
standar 

37 IKesesuaian Pemanfaatan I I 
Ruang Sesuai dengan 
Peruntukan 

38 SST (Satuan Sambungan I I 
I Telepon) 

I 39 lndeks Kapasitas Oaerah 

40 lndeks Kualitas Air 

41 lndeks Kualitas Udara 

42 Persentase RTH temadap luas Persen 
Wilayah 

43 IPersentase volume sampah I I 
yang T ertangani 

44 lndeks Pendidikan 

45 Persentase warisan budaya Persen 
yang Oilestarikan 

46 Usia Harapan Hidup Pe<sen 

47 Penghargaan Kota Sehat 

48 Peringkat Kola Bengkulu di 
PORPROV Bengkuk, 

90 I 82 I 83 I 84 

100 I 60 I 80 I 80 

95 I 60 I 65 I 74 

95 I 60 I 65 I 85 

25.982 I 24.494 I 24866 I 25.328 

0.65 0.5 0.53 0.55 

68 so 63 64 

96 95 95 96 

92 9.15 9.15 9.2 

70 I 46.5 I 46.5 I 58,41 

79.57 78.97 76.97 79.27 

100 82.71 82.71 108.11 

72,9 71.9 71.9 72.2 

swasti saba swasti saba ti Sabha Wis tidak lefcapai 
wistara wistara 

juara umum juara umum Juara Umum tidak 
dilaksanakan 

I 87.57 I 87.54 I 99.1 1106.1925029 I 105.4698105 I 111.9151905 

I 60 I 60 I 100 I 100 I 75 I 125 

I 0 I 0 I 87.36 I 0 I 0 I 118.0540541 

I 70 I 70 I 100 J 116.6666661 I 101.6923011 I 111.6410588 

I 30.265 I 33929 I J 123.5608121 J 135_4413515 I 0 

0.48 0.53 96 100 0 

43.33 38 45 86.66 60.31746032 70.3125 

93.67 86.83 88.1 98.6 91.4 91.77083333 

46.16 46.16 100 504.4808743 504.4808743 1086.956522 

I 59,77 I 59,77 I 99 J 126.5376344 I 128.5376344 I 169.491 s254 

78.97 78.97 100 100 100 126.1511291 

75 75 100 90,67827349 90.67827349 92.49838128 

70.5 70,5 70.2 96.05285118 98.05285118 97.2299169 

swasti saba Swasti 
wistara Sablia 

Wistara 

juara umum JuaraUmum 



49 IPersentase pemuda yang I I 55 I 11 I 11 I 35 I 15 I 15 I 159 I 136.3636364 I 136.3636364 f 454.2857143 

l
berprestasi dan mandiri TK. 
Provins! 

50 llaju Pertumbuhan Penduduk 95 90 90 93 1.39 1.39 1,89 1.544444444 1.544444444 

51 Persentase PMKS Mandiri Persen 1.5 0.8 0,8 1.16 5.2 5.2 5.2 650 650 448.2756621 

52 Rasio PMKS terhadap jumlah 0.057 0,074 0.074 0.068 0.06 0.06 0.06 81.08108108 81.06108108 88.23529412 
Penduduk 

53 IJumlah keb11akan yang I I 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 4 I 133.3333333 , 133.3333333 , 133.3333333 
responsif gender mendukung 
pemberdayaan Perempuan 

54 IPenghargaan Kota Layak MUDA pratama Pratama muda pratama Pratama I pralama 
Anak 

55 IPersentase Peningkatan 23.18 20.38 20.38 21.58 15.01 15.01 24974920 73.65063788 73.65063788 115731786. 7 
Kontribusi sektor perdagangan 
terhadap PDRB 

.... 
w 56 Persentase Peningkatan 5.49 3.67 3.67 4.17 5.95 5.95 I 158331so I 162.12534051162.12534051379692805.8 
0 

Kontribusi sektor industry 
pengolahan terhadap PORB 

57 IPersentase koperasi yang I I 10 I 2 I 2 I 6 I 2.4 I 2.4 I I 120 I 120 I 0 
meningkat SHU-nya 

58 IPersentase peningkatan kelas I I 10 I 3 I 3 I 7 I 2.77 I 2.TT I I 92.33333333 I 92.333333331 0 
usaha mikro ke usaha kecll 

59 IPersentase Peningkatan I I 4.73 I 2.78 I 2.78 I 3.63 I I I I 0 I 0 I 0 
Kontribusi sektor parlwisata 
(sektor Kebudayaan, Hiburan 
dan Rekreasi) terhadap PDRB 

60 IPersentase Peningkatan 4.95 4.82 4.82 4.89 7.73 7.73 4.8 160.373444 160.373444 98.1595092 
Kontribusi sektor perikanan 
terhadap selctor Pertanian 

4 
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63 

64 

Kontribusi sektor pertanian I I 
temadap PDRB 

lndeks Ketahanan Pangan 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

8.25 I 8.05 I 8.05 

50.6 50.71 50.71 

5 6.3 6.3 

I 8.15 I 7.8 I 7.8 I J 96.89440994 I 96.a9440994 I 0 

50.67 50.6 50.6 99.78308026 99.78308026 0 

5.7 4.29 4.29 6.34 68.0952381 68.0952381 111.2280702 
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UruaanlBldana Uruun 
Perrah4111U1 Durah 

din Program 

Dinas Pendidlkan 

Program peningkatan 
mutu pendidlk dan 
tenaga kependidikan 

Program Pend1dlkan Non 
Formal 
Program ManaJemen 
Pela"anan Pendidfkan 
Program WaiiO Belaiar 
pendidikan dasar 9 tahun 

Program Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Program Pengltlolan 
Budava 
Program Pengembangan 
n1la1 budava 
Program Pengelolaan 
Keranaman Buda"" 
Program pengembangan 
K&l'}asama Pengelolaan 
Kekav,:iaan Buda11a 
Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
p n 
Drias Knehatan 

Tabel 2.98 

Evaluasi Terhadap Capaian lndikator Program Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu 

TargetPadaAkhir 
ca,alan Target RPJMD K<U llelalul Tingkat Capalan Target RPJMD Kota Hull PtlakHnaan RKPO Tllhun K• 

Dataca,alan hllklannn RKPD Tahun K• 
lndlkotor Klnorl• AwrlTahun Tlhun Perencanaan 

2021 212.1 2023 2021 202.I 2023 
P1rent11111n 

T1f1181 Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

lndeks Pembangunan Manusia 76.62 79.72 838,289 79.27 79.42 79.57 100 100 100 100 

IPM\ 
lndeks Pendidikan 78.62 79.57 247,621 79.27 79.42 79.57 100 100 100 100 

Persentase wansan budaya yang 82.71 100 89.11 94.25 100 100 100 

dilestarikan 
Persentase pencapaian SPM 75.63 79.55 5,000 76.15 76 79.55 100 100 100 100 

Pend1dikan (kategori kuaklas 
lnendidikanl 
Persentase guru bersertifikat 85.4 90 87 86 69 100 100 

Pers1mtase s1swa PKBM yang lu~s 72.48 72.48 32,500 72.46 72.48 72.48 100 100 100 100 

Persentase Komite Sekolah Aklif 100 100 32,500 100 100 100 100 100 100 100 

Persentase lllusan yang memenuh1 93 82,500 96 98 100 100 100 100 100 

Krttena Ketuntasan Minimal (KKM): 

Rasia RKB-Murid 93 32,500 96 96 100 100 100 100 100 

Persentase ketersediaan fasilitas 88.17 32,500 93.14 97.89 100 100 100 100 100 

oembelaiaran 
Persentase b\Jdaya lokal yang 50 100 4,250 89.11 94.25 100 100 100 100 100 

mendanat nembinaan 
Persentase but!aya lokal yang 66.17 100 4,250 97.69 100 100 100 100 100 100 

dikelola dennan baik 
Persentase jeni5-j6nis budaya lokal 66.17 100 4,150 97.69 100 100 97.69 100 100 100 

Ivana dioromos1kan 
Jumlah kemitraan dalam 0 2 1,271 2 2 2 2 100 100 100 

pengek:llaan kebudayaan 

Persentase perpustakaan 50 90 15,000 70 BO 90 70 100 100 100 

sekolahwnn mendanat -~binaan 
Jumlah Kecamatan yang 1 Kee 9 Kee. 1,200 5 Kee. 7 Kee. 9 Kee. 5 Kee. 100 100 100 

memnunval Pniol<: baca 

lndeks Pembangunan Manusia 78.62 79.72 836,289 79.27 79.42 79.57 100 100 100 100 

IPM\ 
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Unrsan/Bldang Uniun 
Pemerlnllhan Danh 

danPrognm 

Program Peningkatan 
Keselamatan lbu 
Melah1rkan dan Anak 

Program Penlngkalan 
Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

lndlkator Kln.-ja 

Usia Harapan Hidup 

Penghargaan Kota Sehat 

Gakupan persajnan oleh tenaga 
kesehatan di fasiitas kesehatan 
Persentase Kunjungan lbu Nifas 
KF3> 

Persentase Deteks, Dini lbu Hamil 
Resiko Tinggi Oleh Tenaga 
Kesehatan 
Cakupan Pertolongan persa~nan 
Oleh Tenaga Kesehatan Yang 
Memilki Komoetensi Kebidanan 
Cakupan Penanganan Komplikasi 
Obstetri Maternal 
Cakupan Pananganan Komplikas1 
Pada lbu Hamil 
Persentase Kunjungan lbu Hamil 
minimal 4 kak IK41 
Cakupan imunlsasi dasar lengkap 

Cakupan kunjungan Neonatus 
Lenckao 
Cakupan Pelayanan Neonatal 
Komnlkasl 
CaktJpan Pelayanan Kesehatan 
AnakBalta 
CaktJpan Penjaringan Siswa 
Sekolah Dasar 
Cakupan Penjaringan Siswa 
Sekolah Menenoah Pertama 
Persentase kasus fitariasis yang 
ditanoani 
Persentase Kesembvhan TB 

Persentase Penemuan Kasus TB 

Persentase Penemuan Kasus TB 
Anak 0 -14 Tahun 
Skrining HIV di PopulaSI Kunci 

Persentase lbu Hamil yang di 
Skrininn HIV Malaria H..natitis B 

Data Capalan Target Pacla Al<hlr 
AwllTahlin T ahun Perencan11n -- Targot Rp 

71.77 72.9 1,124,940 

Swasti Saba Swasti Saba 
Wistara Wistara 

94.39 100 5,469 

93 98 

94 100 

95 100 

64 75 

64 75 

64.06 88 

3 64 269 

98 100 

97 100 

59.0□% 74 

88.64% 100 

85.0□% 100 

0% 65% 4,552 

94.23% 100% 

40.30% 75% 

5.9□% 12% 

100% 100% 

50% 70% 

C.poian Target RPJMD Kaea Melolul Tingkat Capalan Target RPJMD Kota Hull Ptlaklanaan RKPD Tahun Ke-
PalakHn1111 RKPD T ahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

72.2 72.5 72.9 100 100 100 100 

Swasti Saba Swastl Saba Swas1i Saba Swasti Saba Swasti Saba 
Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara 

100 100 100 100 100 100 100 

96 97 98 100 100 

97 98 100 100 100 

98 99 100 100 100 

70 72 75 100 100 

70 72 75 100 100 

64 86 88 100 100 

80 82 84 100 100 100 100 

99 100 100 100 100 

98.5 99 100 100 100 

68% 71.00% 74 100 100 

97% 89.00% 100 100 100 

94% 96.00% 100 100 100 

65% 65% 65% 100 100 100 100 

100% 100% 100¾ 100 100 

75% 75% 75% 100 100 

9% 10% 12% 100 100 

100% 100% 100°/, 100 100 

60% 65% 70% 100 100 
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Uruun/Bidang Uruun 
Ptmertneahan D11rah 

dan Prow-am 

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Trdak Menular 

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Program obal dan 
perbekalan kesehatan 

Program Kemitraan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan 
Program Jemput sehat 
Warga 

Program Jam1nan 
Pela11anan Kesehatan 
Program Jaminan 
Kesehatan Nasional 
Program Pengawasan 
Obet dan Makanan 

fndlkator Klnerja 

Cakupan pelayanan orang dengan 
DiaDetes Me~us 
Perseotase puskesmas yang 
melaksanakan pengendaian PTM 
Terr.adu 
Pesrsentase Usia produktif 
mendapatkan pelayanan sesuai 
stanrtar 
Persentase Sekolah melaksanakan 
Kawasan Tanna rokok 
Prevaleosl Hypertensi pada usia 
diatas 15 lahun 
Prevalensi Merokok pada penduduk 
uia dibawah 18 tahun 
Persentase penemuan pendenta 

lnannnuan 'iwa 
Persentase penemuan penderita 
laanaauan -'wa berat 
Persentase fasi~tas kesehatan 
sesuai standar 
Persentase SOM yang tertalih 

Persentase fasilitas1 kesehatan 
luann memenuhi standart 
Cakupan ketersediaan obat dan 
perbekes pada Fasiita& Pelayanan 
Keseha\an Dasar 
Cak'Jpan ketersediaan obat dan 
perbekes pada Fasiltas Pelayanan 
Kesehatan Rulukan 
Cakupan kunjungan Neonatal 
pertama 

Persantase pelayanan yang 
dlberikan tethadap permlntaan 
pelayanan Jemput sakit pulang 

h" 
Cakupan Pelayanan Kesehatan 
dasar Pasien Mas11arakat Miskin 
Persentase Cakupan Peserta JKN 

Persentase TPM memenuhl syarat 
Kesehatan 

Target Pada Akhlr Data Capaian 
AwalTahun T ahun Penncanaan 

Perencanaan 
Target Rp 

57.9 100 834 

0.05 0.5 1,442 

100 100 

5 25 

25 5 23.5 

5.9 5.5 

2 5 

0.5 2 

100% 100% 6,815 

50 79 740 

70 90 

70% 95% 10,106 

65 100 11,618 

97.66% 100% 131 

90 90 1,846 

100% 100% 6,079 

100¾ 100% 61,790 

50% 85% 337 

Capalan Tarvet RPJMD Kota Melalul 
Tingkat Cap,lan Target RPJMD Kola Hull Pelak11naan RKPD Tahun Ka• 

Pellkunaan RKPD Tahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 
100 100 100 100 100 100 100 

0.3 0.4 0.5 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

15 20 25 100 100 100 100 

24.5 24 23.5 100 100 100 100 

5.7 5.6 5.5 100 100 100 100 

3 3.5 5 100 100 100 100 

1.2 1.6 2 100 100 100 100 

100¾ 100% 100% 100 100 100 100 

65 70 79 100 100 100 100 

80 85 90 100 100 100 100 

85% 90% 95% 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

98.50% 99% 100% 100 100 100 100 

90 90 90 100 100 100 100 

100% 100% 100% 100 100 100 100 

100% 100% 100% 100 100 100 100 

75% 80% 85% 100 100 100 100 
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Uruun/Bldang Uruun 
Pemertntallan Durlh 

dan Progran 

Program Upaya 
Kesehatan Mas~arakat 
Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
lansia 

Program Pertaikan Gizi 
Mas-•akat 
Program Promosi 
kesehatan dan 
pemberdayaan 

Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Program Pengadaan, 
peningkatan dan 
perbaikan sarana dan 
prasarana 

Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Peroranaan Dan Uosva 
Program Peningl<atan 
Kanasitas Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

Program Se{jiaan 
Farmasi Ala! 
Kesehatan Dan Makanan 
Minuman 

-Klnerja 

Gakupan Desa/Kelurahan UCI 

Persentase peningkatan pelayanan 
lansia 
Peri;entase lansia yang 
mendar:atkan oelava.nan 
Persantase Puskesmas yang 
menyt1lenggarakan Pelayanan 
L.:iniut llsia 
Persentase Baita Gizi buruk yang 
mendaoatkan oerawatan 
Persentase Posyandu Aktif 

Persentase rumah tangga yang 
melaksanakan PHBS 
Persentase Kellrahan STBM 

Cakupan penduduk dengan Akses 
berkelanjutan terhadap air minum 
berkuaitas 
Rasio sarana prasarana pelayanar, 
kesehatan puskesmas yang ba1k 

lndeks Pembangunan Manusie 
IPMI 

Usia Harapan H1dup 

Penghargaan Kota Sehat 

Persentase Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Masyarakat den Upaya 
Kesehatan Peroranoen T"""enuhi 
Persentase Mutu SOM Kesehatan 
Meningkal 

Persentase Secliaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan Makanan Minuman 
Mem1iki 1zin 

Data Cip1l1n Target Pada Akhir 

Aw1Uahun T ahun Perencanaan 
Peroneanun 

Tllglt Rp 

91 98 82,884 

89.50% 100% 359 

51.00% 60% 

2500% 100% 

100 100 1.105 

33.63% 75% 1,812 

75% 100% 

13.40% 100% 5,576 

86% 100% 

60% 90% 82,884 

78.82 79.72 838,288 

71.77 72.9 

Swasti Saba SSW 
"" 

Capolan Tlf90! RPJIID Kou M-1 Tingklt Capal1n Target RPJMD Kola Hutl Ptlaktanun RKPD Tahun Ke-
Pellbanun RKPD Tlhun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

93 95 98 100 100 100 100 

96% 98¾ 100% 100 100 100 100 

57% 58°/1 60% 100 100 

70% 80% 100¾ 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

65% 70% 75% 100 100 100 100 

85¾ 90% 100% 100 100 

60% 80% 100¾ 100 100 100 100 

96% 99% 100% 100 100 

75% 80% 85% 100 100 100 100 

79.27 79.42 79.57 100 100 100 100 

72.2 72.5 72.9 100 100 100 100 

SSW SSW SSW SSW SSW 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 
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Urusan/Bldang Uruaan 
Pemerintahan Oterah 

clan Program 

Program 
Pemberdayaan 
Masvarakat 
Bidang Kesehatan 

RSHD 

lndeks Pembangunan 
Manusra IPM1 

Usia Harapan Hidup 

Penghargaan Kota Sehat 

Jumlah Gedung, ala! 
kesehatan dan obat-
obatan IIRR~ diadakan 
Persentese peningkatan 

loelavanan BLUD 
Persentase SOM yang 
teriallh 
Persentase fasilitasi 
kesehatan yang 
mEtmenuhi "'"nA,.,1 

Cakupan kelersediaan 
obat dan perbekes pada 
Fasllltas Petayanan 

- : .. ,,-n 

Cakupan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

1vanii T erlaksana 
Cakupan Upaya 
Kesehatan Perorangan 
dan Upaya Kesehatan 
Masyarat yang Terpenuhi 

Dinas Perumahan dan 
lnermulman 

lndlkalor Klnerja 

persentase kapasitas SDMK 
meningkat 

78.82 

71.77 

Swas!i Saba Wistara 

5 

90 

50 

70 

65 

Rasio Permukiman Layak Huni 

Persentase Ungkungan 
Permukiman Kumuh 
Persentase Penduduk yang 
Mendapatkan Akses Air Minum 

h1aniiAman 

Target Pad1 Akhlr Data Capaian 
Awa Tahun Tamm Pfflnclnun 

Perencanaan 
Ta,get Rp 

79.72 838,289 78.97 

72.9 745,864 71.9 

Swasti Saba SSW 
Wistara 

126,500 5 

75,000 100 

79 740 50 

90 70 

100 11,618 100 

100 283,685 

100 248,321 

0.871 390,155 

0.0029 0 122,413 

9.65% 15.31% 

Capalan Target RPJIIID Kola Melalul 
Tingkat Capaian T argtt RPJIID Kota Hasll Pelaksanaan RKPO T ahun Ke-

Ptllkunaan RKPD Yahl.in I<.-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

100% 100% 

149,085 181,831 189,445 100 100 100 100 

27,500 50,000 58,500 100 100 100 100 

SSW SSW 

10,000 31,000 40,000 100 100 100 100 

15,000 15,000 15,000 100 100 100 100 

0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 

2,500 3,000 3,500 100 100 100 100 

70,145 46,091 100 100 100 100 

12,250 4,815 100 100 100 100 

0.05 O.Q15 0 100 100 100 100 

0.0011 0.0005 0 100 100 100 100 

13.07% 14.27% 15.31% 100 100 
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UNurv'Bldang Unaun 
Pemwlnllhan Da""' 

danPro"""' 

Program Pengembang811 
Perumahan 

Program Unglrungan 
sehat oerumahan 
Sai!>OIPP 

Program Penlngkatan 
keamanan dan 
kenvamanan lrlt'!kunoan 
Program PemeUharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
,.:_, __ , 
Program Pemberdayaan 
Maeyarakat Untuk 
Men}aga Ketertiban dan 

Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Ma--rakatlPekal\ 
Program Pengawasan 
dan Penegakan 
Peraturan Perundang-... , ..... 

Program Peningkatan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

-Kinllja 

Persentase Penduduk yang 
Mendarmtkn akses sanilasi la\/llk 
Tingkat waktu tanggap daerah 
tayanan Wilayah Manajemen 
Kebakaran /\AIMKI 
Persentase rumah rusak diperbaiki 

Persentase rumah MBR rusak yang 
di..-.. .. iki 
Baddog kepemi~kan 

Persentase Penanganan Kumuh 
vana terakomodir 

Angka konf~k sosial 

Persentase perda dan pericada 
vano diteoakkan 
Persentase pelanggaran k3 yang 
ditangani 

Calrupan patrol Satpol PP 

Cakupan petugas linmas per 1000 
1""'nduduk 
Persentase Poskam~ng aktlf 

Persentase kasus pekal yang 
dilangani 

Persentase Pelanggaran Perda 
yang di tindak 

Pel'S9ntase perda dan per1<ada 
"ana diteaakkan 
Perstmtase pelanggaran K3 yang 
ditannani 
Cakupan patroff Salpol PP 

Cakupan petugas llnmas per 1000 
"'"nduduk 

0...C.polan Tlfllll Pada Akhlr 
AwtlTahun Tlhun Ptnnc1n11n 

Perencanaa, 
Tllg<I Ap 

80 90 

50 100 

31.52 62.1 4,469 

10 so '10 

75 100 1,30. 

10 14 116,230 

3 4 4817 

85 4,817 

100 100 730 

48 kai 104 kali 871 

1 1 990 

58 66 

0% 90% 172 

75% 85% 193 

Clpalan T ..... APJIID KOii -I Tlngkat Capalan Target RPJMD Kota H11H Pllaknnun RKPD Tlh\ln Ke-
--AKPDTlhunllo-

2021 2822 2021 2021 2022 2123 

K K K K Ap K Ap K Ap 

84 87 90 100 100 

80 90 100 100 100 

0 0 62.1 0 0 0 0 

0 0 35 0 0 0 0 

0 0 5 0 0 0 0 

0 0 14 0 0 0 0 

5 5 4 100 100 100 100 

100 85 85 117.647059 100 100 10□ 

100 100 100 100 100 100 100 

72 kal 96 kall 104kali 0 100 0 100 

1 1 1 100 100 100 100 

62 64 66 100 100 

80% 85% 90% 100 100 100 100 

82% 84% 85% 100 100 100 100 

100 100 

100 100 

365 30. 

1 1 
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Ur\flaftlllldang Urusan 
Pemerintahan 0.trah 

din Program 

Keglatan: 

Penanganan gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum dalam 1 
(satu) daerah 

-

Sub kegiatan 

Pencegahan gangguan 
ketentraman dan 
ketertlban umum melatui 
deteksl dinl dan cegah 
dini, pembinaan dan 
penyuluhan, pelaksanaan 
patroll, pengamanan dan 
pengawalan 

Penindakan atas 
gangguan kelentraman 
dan ketertJban umum 
berdasarkan peroa dan 
perkada melalui 
penertiban dan 
penanganan unjuk rasa 
, ___ , _____ ···'·-····----

Pembetdayaan 
perUndungan masyarakat 
dalam rangka 
ketentraman den 
--·-~-- ,,_.,_ 

DPKP 

Program Peningkatan 
kesiagaan dan 
pencegaha11 bahaya 
·-'---•·-r~11 

Data Capalan Target Pada Akhlr 

lndlkalor Klnerja Awtl Tahun Tahlm Penncanun -·- Target Rp 

Persentase pos kaming aktif 

Persentase penanganan gangguan 
ketentraman dan ketertiban umum 

Jumlah panertiban 

.-ideks Resiko Bencana 111.14 99.84 32063 

.,deks Kapasitas Daerah 0.48 0.65 32,063 

Rasio 1umlah mobil pemadam 25 75 4,514 
kebakaran di ates 30-5.000 Iler 
pada WMK terhadap jumlaMJas 
1·---·-'~m"n 
Cakupan pelayanan bencana 80 
kebakaran 

Capal1n Target RPJMD Kaea Melalul 
Tingkat Capal1n Target RPJMD KOia Hasll Pel1klanaan RKPD Tahun Kt• 

- RKPDTahun Ke-
2021 2022 2023 2021 2022 2123 

K K K K Rp K Rp K Rp 

62 62 

100 100 

270 l<ali 60 kali 

0 

0 

104.36 102.1 99.84 100 100 100 100 

0.55 0.6 0.65 100 100 100 100 

55 60 75 100 100 100 100 

95 100 100 100 100 100 100 
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\Jrutan/Bldang Uruun 
-anDlorah 

danProgran 

BPBO 

Program Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Benr.;ina 
Program Rehabil1tasi dan 
Rekonstruksi Pase.a 
Bencana 
Program Kedaruratan 
dan locistik Benc:ana 
Program Penanggulangar 

Pelayanan lnfom1as1 
Rawan Bencana 
Kabunaten/Kota 
Penyusunan Kajian 
R1siko Benc:ana 
Kabunaten/kota 
SosialIsasi, komunlkasl, 
informasl den edukasi 
(KIE) rawan bencana 
k"'"'''"'"'"'n/k"'~ 
Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadao Bencana 
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana KaDUpaten/Kote 

Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 
Kabuoaten/ Kota 

lndlbtor Kine~• 

Persentase aparatur pemadam 
kebakaran yang memenuhi 
standard kualifikasi 
Persentase evakuasi bahaya 
kebakaran 

t,deks Resiko Bencana 

t,deks Kapasitas Daerah 

Persentase kelurahan tangguh 
bencana 

Persentase bangunan terdampak 
bencana yang direhabiitas1 

Persentase penyediaan peralatan 
dan bahan oenoan teoat waktu 
Presentase Penanggulangan 
Korban Bencana 
Terlaksananya Pelayanan lnformasi 
Rawen Benc:ana Kabupaten/Kota 

Jumtah dokumen Kajian risiko 
Bencana yang dilegalkan 

Jumlah orang yang mendapatkan 
sosiahasl KIE rawan benc:ana 

Terlaksannya Palayanan 
Pencegahan dan Kesiaps1agaan 
Tertiadan Bencana 
Jumlah dokumen RPS yang 
l8™JSUO 

Jumlah warga negara den aparatur 
yang mengikuti pelatihan 
I,...n,_,_..n ... n dan mitloasi bencana 

Data Capalan Tarvet P1d1 Akhlr 
Awai Tahun Tahun Penncanun 

Ptrencanaan 
Tupt Rp 

13 

86 

111.14 99.S4 32063 

0.48 0.65 32,063 

2.98 14.9 6,446 

5 30% 7.828 

45 menit 20 menit 13,275 

Capalan Tlfllll RPJMO KOCI Nelalul 
Tlngkat: Capalan Target RPJMD Kola Hasll Pel1U1nun RKPD Tatiun Kt-

Plllklanaan RKPD Tahun Ke-

2021 2122 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

35 45 60 100 100 100 100 

35 45 60 40.2298851 100 51.13636364 100 

104.36 102.1 99.84 100 100 100 100 

0.55 0.6 0 65 100 100 100 100 

8.94 11.92 14:09 100 100 100 100 

15 20 25 100 100 100 100 

35 menit 30menit 25 menit 0 100 0 100 

95.36 29.61 100 29.6079678 

95.16 19.52 19.618278 

0 
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UrusanJBldang \Jnlsan 
Pemerlrnhan 0.trah 

dlnProgrMn 

Pengendalian Operasi 
clan Penyed1aan Sarena 
Prasarana Kesiaps1agaa 
Teltladap Bencana 
,,._ ... U""t·-~L._ 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan tertiadap 
'"··--n• 
Penguatan Kapasltas 
Kawasan Untuk 
Paocegahan dan 
'"-·j····-··--
Penanganan Pasca 
Bencana Kabupaten/Kota 

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 

Penyusunan Rencana 
Konti1ensl 
Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Penyediaan logist1k 
penyelamalan dan 
Evakuasi Karban 
Bencana Kabupatenl1<ota 

DirlasSosial 

Data tapalan 
lndlkator Klnet'ja AwalTahun 

Perencanaan 

Jumlah dokumen hasil 
pengendaian operasi dan 
penyed1aan sarana dan prasarana 
kesiapsiagaan tertladap bencana 
k 
Jumlah peralatan penyelamatan diri 
bagi individu warga negara, 
keluarga maupun petugas 

Jumlah kawasan yang ditingkatkan 
kapasitasnya dalam pencegahan 
dan kesiapsiagaan bencana 

Jumlah dokumen penanganan 
pasca bencana kabupaten/kota 
melak.Ji pengkajan kebLJtuhan 
pasc:a bencana (J1TU PASNA), 
Pelatihan kaji jitLJ pasca bencana 
yang dilaksanakan, Rencana rehab 
dan rekon pasca B8flcana (R3P) 

Jumlah personil TRC/ Satgas PB 
yang dikembangk.an kapasitas 
teKnik dan manajerianya 

Jumlah dokumen Rencana 
Konlliensi ""'"" dile"ahasl 
Terlaksannya Pelayanan 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 

Jumlah Pusdalops PB Kota 
Bengkulu yang beroperasi 

Jumlah LogistJk untuk kawasan 
rawan bencana 

Angka Kemiskinan 19.18 

Target Pada Akhlr 
Capalan Tarvet RPJMD Koca M-1 Til'lgkat Capalan Target RPJMD Kota Hull Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-

Pelakunun RKPD Tahun Ke-
T ahun Perencanaan 

2021 2022 2023 Z021 2022 2023 

Target Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

97.21 a 

90.41 67.04 

99.4 

93,33 17.59 

10D 81 ,47 

96.41 61.12 

99.6 99.82 

16.68 7271.8 17.68 17.18 16.68 a D a a 
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Urutanllklang llnlaan 
,-,MLilal1..iDIM'lh 

danProll"ffl 

Program Pelayanan dan 
Rehabiitasi Kesos 
Program Pemberdayaan 
Kelembanaan Kesos 
Program Pembinaan para 
Penyandang Cacal dan 
Trauma 
Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAn dan 
Penyandang Masalah 
Kesejehteraan Sosial 
-·"'"'' 

Program Pembinaan Eks 
Penyandang penyakit 
Sosial (Eks Narapidana, 
PSK, Narkoba dan 
~A,..,,.l,l, ,:,,_~;,.j l ,.;,.,.,_, 

Program Pembinaan 
Anak T erlantar 
Program Pengelolaan 
Areal Pemakaman 
Dinn T .,.ga Kaja 

Program Penlngkatan 
kasempatan ke~a 

Program Peningkatan 
kualitas dan produktlvltas 
tenaga kef}a 

lndlkllor Klnltj, 

Persentase PMKS Mandiri 

Rasio PMKS terhadap jumlah 
oenduduk 
Jumlah PMKS yang terpenuhi 
kebutuhan dasamva 
Jumlah lembaga kesos yang 
diberdawkan 
Jumlah Penyandang Oisabilitas 
yang terbina 

Jumlah PMKS yang tertangani 

Jumlah Eks Penyandang Penyaktt 
Sosial yang telbina 

Jumlah Anak terlantar yang dibina 

Jumlah TPU yang terkelola 

~deks Ginl 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

Persentase penlngkatan wirausaha 
di bisang pariwisata, industri dan ... 
Persentase peningkatan tenaga 
kenaterfati1 
Persentase kasus perselisihan 
hubungan industrial yang 
dlselesaikan dengan perjanjlan 

·----
Persentase kepersertaan pekerja 
dalam program Jaminan sosial 
ketenanak .... ~an 

Dltl Copa191 Target Poda Akhlr 
AwllTlhun Tahun PenntanlM 
Ptrtncanun 

Tqet Rp 
0.6 1.5 7171.8 

0.074 0.057 

17000 15000 2,453 

32 192 553 

175 1050 1,138 

17,000 15,000 967 

100 900 6'7 

500 2,250 431 

3 16 1,083 

0.37 0.32 0.32 

6.5 5 3,105 

20% 30% 892 

20% 47% 785 

61,69% 78% 608 

27,7% 45¾ 820 

c.p,1., Tlfl'I RP-Kota Molalul llngkal C<pallft Target RPJMD Kot, H..U _k,...,. RKPO Tahun Ko-
P911kanam RKPDTlhun K.-

2021 2122 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 
1.16 1.33 1.5 0 0 0 0 

0.068 0.063 0.057 0 

16000 15500 15000 17121 482455 0 0 

32 32 32 3 0 0 0 

175 175 175 " 0 0 0 

16,000 15,500 15,000 0 0 0 0 

200 250 300 210 0 0 0 

550 575 600 0 0 0 0 

3 3 3 0 0 0 0 

0.34 0.33 0.32 100 100 100 100 

6.4 0 0 112 100 0 0 

25% 26% 0% 100 100 100 100 

1.40% 2.91% 0% 3.26 100 6.47 100 

50o/~ 55°/, 0% 71.4 100 75.3 100 

67% TT% 0% 191.428571 100 208.1081081 100 
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UruNRIBidang Urusan 
Pemerlntlhon Durah 

danProlJIIII 

DP3AP2KB 

Program 
Penganisutamaan 
gender dan 
Pemberdayaan 

Program Pe11ingkatan 
kualitas keluarga 

Program Keserasian 
Kebijakan peningkatan 
kualitas anak dan 

loaremnuan 
Program Pemberdayaan 
Keseiahteraan Keluaroa 
Program Pemberdayaan 
Lembaga 
kemasyarakatan, 
lembaga adat dan 

,_, 

Program Pemberdayaan 
Oharma Wanita dan 
GOW 

Dinaa Ptrtanian 

Program Penyediaan dan 
"-----L---•·• ,. _____ 

lndlkator Klnerja 

Persentase Perangkat Daerah yang 
melaksanaksn PPRG 

Persentase KekJarga p8t1yedia 
layanan bag1 keluarga yang 
mBf1dapatkan pembinaan dan 

JUmlah kebijakan tentang 
peningkatan kuaUtas anak dan 
perempuan yang disahkan 

perseotase PKK aktif 

Persentase pember,:layaan 
lembaga kemasyarakatan dan 
lembaga adat 

pe~tase DW aktrf dalam 
I~Ambannunan 
perseotase GOW aktif dalam 

lnembannunan 

Laju Pertumbuhan Ekooomi (LPE) 

POAB ADHB (dalam Juta rupiah) 

PDAB AOHK {dalam Juta rupiah) 

PORB Per Kaplta Per Bulan ( dalam 
Juta Ruoiahl 
Kontribusl sektor pertanian 
terhadao PDRB 
Produksi padi 

Data Capalan Target Pad1 Akhir 

AwalTahun T aham Perencan11n 

Perencanun 
T,rget Rp 

NA NA NA 

NA NA NA 

3 8 989 

55 75 1520 

NA NA NA 

75 100 1962 

75 100 

5,64 7 173516.32 

19,244,915(" 31806070.B 
PDRB ADHB 
thn.2017 data 
statistlk 20181 

13,824,883(" 18159969 
PDRB ADHB 
thn.2017 data 
___ ,_,,_ ""'" 

4,35 6.59 

8,03 8.25 12,641 

8,554 7,285 333 

Capalan Target RPJMO Kola Melalul 
Tingkat Capaian Target RPJMD Kota H11H Ptlaltsanun RKPD Tahun Ka-

Pelakanun RKP0 Tahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2123 

K K K K Rp K Rp K Rp 

40 40 

45 50 

6 7 8 100 100 100 100 

65 70 75 100 100 100 100 

4,2 4,2 

90 95 100 100 100 100 100 

90 95 100 100 100 

6.83 6,97 7 100 100 100 100 

26015514.1 28765452.93 100 100 

16282970.9 17195878.8 100 100 

5.58 6,07 100 100 

7.72 0 94,7239264 2.72448197 0 0 

5,707 3,654 85.985385 0 52.52263907 38.4057971 
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Urusan/Bidang Urunn 
Pemerlntahan Daerah 

danProgram 

,_ 

Program Penyediaan dan 
Pengembangan 
Prasa""n- --11anian 

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Vetemier 

Program Penyuluhan 
Pertanian 

Program Peningkatan 
Diverslfikasi dan -

Program Pengawasan 
Keamanan Pannan 
Dines Llngkungen Hklup 

lndlkator Klnerja 

Produksi ubi kayu 

Produksi jagung 

PrOOuksi Ubi Jalar 

Produksi daging sapi 

Produksi daging kambing 

Produksi daging ayam 

Penurunan tingkat serangan OPT 

Rehab jaringan irigasi tersier 

Fasilttasl permodalan usaha sektor 
nertanian 
Kelompok tani penggunan alsintan 
ra ruinen sektor nertanian 

Kelompok tani pengguna pupuk 
bersubsldi 
Persentase standarisasl produk 
hasil olahan hasi! nertanian 
Persentase sertffikasi unit usaha 
Petemakan 
Persentase peningkatan 
pencegahan dan penanggulangan 
temak 
Peningkatan kemampuan kelas 
kelomnok tani kelas "laniut" 
lndeks Ketahanan Pangan 

Ketersedlaan pangan utama 

Stabi~sasi harga pangan 

Peningkatan kua~tas dan kuantitas 
konsumSI pangan masyarakat (Skor 
PPH K"O""ffl"il 
Persentase sertifikasi produk 
lnannan saner asal tumbuhan 

IKLH 

Data Capaian Target Pada Akhir 

AwolTahun Tahun Perencanaan 

Perencanun 
Target Rp 

3,214 3,381 

927 1,070 

109 131 

79.88 99 336 

25.45 30 336 

36 44 470 

5 10 330 

0 2,500 5,000 

0 25 500 

0 50 400 

50 50 400 

74 100 250 

21.42 100 404 

50 100 1,386 

88 118 2,496 

50.71 50.6 1,928 

1.12 3.07 512 

13 13 570 

79.2 8020% 515 

0 15,00 331 

67 70 43,127 

Capalan Target RPJMO Kota Molalul 
Tlngkat Capaian Target RPJMD Kota Hasll Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-

Polakunaan RKPD TalNm Ka-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

1,790 1,352 53.1600832 39.98816918 

108 55 10.3435407 5.183788878 

68 128 54.6 100 

102 52 112.087912 179.104478 54.73684211 15.0684932 

22 7 78.5714286 0 24.13793103 0 

40 65 95.2380952 0 151.1627907 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 5 0 0 100 0 

45 40 90 0 80 0 

20 15 40 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

7.5 7.14 52.5210084 0 50 31.4431818 

50 60 100 10.625 120 0.5625 

15 98 14.1509434 7.15667311 87.5 24.1779497 

67.24 0 132.701796 36.8286445 0 0 

1.54 0.94 51.1627907 18.1818182 30.81967213 18.6363636 

13 13 100 0 100 0 

85.5 82.5 107.142857 124 103.125 211.8125 

2 1 66.6666667 0 33.33333333 10.2142857 

70 10 70 100 100 100 100 



Target Pada Akhir 
C.palan Target RPJMD Kola Malalul Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Haail Pelak11naan RKPD Tahun Ke-Uruaan/Bldang Uruun Data Capalan Pelakunaan RKPD Tahtm K• 

Pernertntahan Datnh lndlkator Kinerja AwalTahun T ahun Perencanaan 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

dan Program Pereneanaan 
Target Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

lndeks Kualitas Air 50 68 12,829 64 85 67 100 100 100 100 

lndeks Kuali!as Udara 95 96 96 96 96 100 100 

Persentase RTH tertladap luas 9.14 9.2 9.17 9.18 9.19 100 100 
wila•ah 

Program Pengendalian Cakupan air imbah yang terkelola 1 7 5,237 1 2 2 100 100 100 100 
Pencemaran Dan/Atau lndeks Pencemaran Udara 0-51 0.51 2,552 0-51 0-51 0-51 0-51 100 0-51 100 . 
Program Pengalolaan Persentase penambahan luas RTH 7:09 20% 5,040 1:05 2 1:05 100 100 100 100 
Keanekaragaman Hayati 
Kehatil 

Persentase volume sampah yang 45.69 70 26,718 53 60 65 100 113.211459 100 113.193969 
tertannani 

Program Pengelolaan Persentase peningkatan fasiilas 15 26 26,618 24 26 26 100 100 100 100 
Persamoahan lnennurannan samnah 
Program Pengendatian Peraentase Rekomendasi 70 100 100 65 65 65 87 100 87 100 
Bahan Berbahaya Dan pengajuan lzin TPS LB3 dalam 
BeraCtJn \B3) Dan pengenda~an B3 dan limbah B3 
limbah Bahan serta Terkontrolnya lmbah beracun 
Berbahaya Dan Beracun dan ramah Hngkungan 

.... ,,,. -•M 

:t OISDUKCAPL 

lndeks Refonnasi Birokrasi cc BB 2,750 BB BB BB BB 100 BB 100 

Peringkat keterbukaan informasl Ill I 15,687 I I I I 100 I 100 
lnublk 
Rata-rata Nilai Kinerja Unit B A A A A A A 
Penvelennnara Pelavanan PubUk 
Nilal Kepatuhan penyelenggaran Zona Hijau Zona Hijau Zona Hijau Zona Hiiau Zona Hijau Zona Hijau Zona Hijau 
terhadap pemenuhan komponen 
standar pelayanan (•Hasi1 Survey 

lnm• m"n\ 
Program Penataan Persantase penduduk yang memifiki 90 99 14,777 97.53 98 99 102.663158 51.9434629 100 100 
admin1strasi o-KTP 
kependudukan Persentase kepemiHkan akte 30.77 75 390 49.37 70 75 75.3740458 10 100 100 

kelahiran usia 0-tak tert,innna 
Persentase penduduk yang memilkl 64.33 98 300 89.67 90.75 98 100 13.3333333 100 100 
akta kelahiran usia 0-18 Tahun 

Persentase penduduk yang memi~ki 15 75 220 42.59 60 75 85.18 0 100 100 
Kartu ldentitas Anak IK!Al 

Program Pendaftaran Persentase penduduk yang memi~ki 97.53 98.33 102.663158 97.83 
Penduduk e-KTP 

~ 
• 
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Uruun/Bklang Un.is• ---danl'ropn 

Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Program Pengelolaan 
lnformasi Admlnislrasi 
Kenendudukan 
Program Pengelolaan 
Profil Kependudukan 

Dinas Pertiubungan 

Program Pengendalian 
dan Pengamanan Lalu 
Lmlas d1 ganti Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Linlas dan Angkutan 
• 1,.1a,.. II I A II 

Program Pembangunan 
Prasarana dan FasHitas 
Perhubungan diganti 
Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan 

-• , II I A I\ 

Program Pengadaan 
Lampu Penerangan 
Jalan Utama (LPJU) 
d1ganti Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan 

'" ... 

lndlkltor Klnerja 

Persentase penduduk yang memiiki 
Kartu ldentitas Anak /KJA\ 
Persentase kepemiNkan akte 
kelahiran usia 0-tak tarhinoaa 
Persentase penduduk yang memlNki 
akta kelahiran usia 0-18 Tahun 

Persentase Dokumen Penyaj1an 
Data Kependuduken Skala Kata 

Persentase Pemanfaatan Profll 
Kependudukan Oleh Lembaga 
Pennnuna/ 
Masyarakat 

Angka Kecelakaan 

Persentase sarans dan prasarana 
perhubungan sesuai stander 
kelavakan 
Angka keselamatan lall lintas 

Persentase ketersediaan faailltas 
perhubungan 

Arus orang/barang melatui terminal 

Persentase keteraedlaan LPJU 

Data Capatan Target Pad1 Akhir 

Awai Tahun Tahun Perwicanam1 
Perencanaan 

Target lip 

187 110 601.796 

60% 85% 205,815 

250 101 

65 100 4,000 

1000 15,000 20,390 

40 50 110,000 

Capo!_, Target RPJIID Kota Neklul 
Tlngkat Capalan Target RPJMD Kola Hull Pllafflnun RKPD Tahun K1• 

P-un RKPDTlhlm Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K lip K lip K lip 

42.59 42,74 65.18 

49.37 49.37 75.3740458 99,29 

89.67 94,53 0 

10D 10D 78.6038111 

0 

128 120 110 100 100 100 100 

75% 80½ 85% 100 100 100 100 

140 147 101 100 1D0 

85 65 0 100 69.1162791 72 .22222222 100 

0 0 0 D 0 

10 10 0 100 100 100 58.0428571 
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Urusan/Bidang Urusan 
Pemedutah.n Oaerah 

din Program 
lndlkatar Klnerja 

Program Rehabll1tasi dan Persentase fasi~tas keselamatan 
Pemeliharaan Prasarana erhubun an dalam kondisi ba1k 
dan Fasilitas LLAJ diganti Persentase terminal dengan 
Program___ fasi~tas ba1k 
Program Peningkatan IPersentase kendaraan lolos uji KlR 
Kelaikan Pengoperasian 
Kendaraan Bermotor 
d1ganti Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan (lLAJ) diganti 
Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Linlas dan Arigkutan 

, /11 A " 

Program Peningkatan !Persantase angkutan yang dibina 
Pelayanan Angku\an 
d1gant, Program 

Peningkatan Pelayenan 
perhubungan diganti 
Program Pengelolaan 

~ 
Program Peningkatan 
dan Pengamanan Lah.I 
L1ntas d1ganti Program 

KOMINFO 

Persentase pelanggaran lalu lintas 
angkutan umum yang dltindaklanjuti 
Persentase pelayanan 
perhubungan 

Persentase rencana rekayasa lalu 
llntas yang terealisasi 
Persentase area parkir tertata 

lndeks Reformasi Birokrasi 

Peringkat keterbukaan informasi 
lnublk 
Rata-rata Nilai Kinerja Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 
Nilai Kepatuhan penyelenggeran 
:terhadap pemenuhan komponen 
stander pelayanan (0Hasil Survey 

Program Pengembangan Per1;entase OPD yang menerapkan 

Capatan Target RPJMD Kota NeialUI 
Tingkat: Capalan Target RPJMD Kota Haall Pelakaanaan RKPD Tahun Ke-Data Capalan Target Pada Akhir Ptlaklanaan RKPO Tahun Ke-

Awai Tahun Tahun Perencana■n l--20...!2:i1~~~2.!:D22~~~~20:::::23_-i----20:-2-:1----,----:20::2:-2---,---.:2::02,:3---
Perencanaan 

Tuget Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

75 100 I 26,925 I 85 I 85 I o I 100 I o 94.444-44444 138.8888889 

25 100 75 75 0 100 8333333333 

75 100 27,200 85 75 0 100 34.4a21sa6 I 83.33333333 I 4.63793103 

75 

70 
100 6,300 I B5 I 66 I 0 I 100 131,0344828 73.33333333 8.05882353 

90 10 o 100 73.68421053 I I 

5 451 2,250 10 10 0 100 60 100 100 

75 100 8,750 85 75 0 100 16.1290323 I 83.33333333 100 

80 90 90 100 94.73684211 

cc BB 268,421 BB BB BB BB 100 BB 100 

Ill 51,391 100 100 

B I A A I A I A I A A 

Zona Hijau I Zona Hijau Zona Hijau I Zona Hijau I Zona Hijau I Zona Hljau Zona Hijau 

NA 100 100 75 100 100 100 100 100 

komunlkasl. informasi, !'1!:'Hl<a:::•i~•~ogv~em:""m:'e~n1c:::::::::-+--,,----l--;-;;;;---ll----:c:::;--!---:;;:--t---::,--+---,,--f----,s:,--t---:::::c-+---,,;;:--+-,.,,,-+-----+------J 
dan media masa Persentase data pembangunan 0 100 100 80 90 0 100 100 100 100 

daerah yang terpublikasi 
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Urutan/Bldang Uruun 
-.nDanh 

danl'ropn 

Program Pengembangan 
jaringan telekomunikasi 
dan internet 

Program Pengelolaan 
lnforrnasi dan 
Komunikas1 Pub~k 

Program Pengelolaan 
Aplikasi lnformatika 

Prorgam 
Pen)'tlenggaraan 
Persandian untuk 
p Inf"""'.,.,; 
Program 
Penyelenggaraan 
Stalisllk Sektoral 

KOPRASI UMKN 

lndtkator Klnerja 

Peringkat S1stem Pememtah 
berbasis Elektronik /SPBEl 
SST (Satuan Sambungan Teleponj 

Persentase ruang publik terlayani 
internet memadai 
Persantase OPD leriayani internet 
memadai 
Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran 
informasi publk, mengetahui 
kebijakan dan program prioritas 
pemerintah dan pemenntah daerah 

Tlngkat Kematangan Aspek 
Teknologl lnformasi dan 
Komunlkasl SPBE 
Persentase Perangkat Daerah 
(PD) yang terhubung dengan 
akses Intemet yang disediakan 

Kominfo 

Tingkat Keamanan informasi 
pemerintah 

Persentase Perangkat Daerah 
(PD) yang menggunakan data 
stalislik: dalam menyusun 
perencanaan dan evaluasl ,,_,, 

laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

PORB ADHB (dalam Juta rupiah) 

PORB AOHK (dalam Juta rupiah) 

llat,Capailn Target Pada Akhir 
AWIITahun T ahtm PfflftClnllfl 

Perencanaan 
T■rpt Rp 

1.74 1.95 1.95 

24,122 25,962 25,982 

22 100% 100% 

6 100% 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

5.64 7 173516.32 

19.244,915(' 318060708 
PORB ADHB 
thn.2017 data 

13,824,883(' 18159969 
PORB AOHB 
thn.2017 data 
.,,,,.tl,,tH,1QHI\ 

Capolan Target RPJMD Kota Malalul 
11ngkat Capaian Target RPJMO Kota Hasll Ptl1k11naan RKPD Tahun Kt-

Pellbanaan RKPD Tahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

1.85 1.9 1.95 100 100 100 100 

25,328 25,610 25,982 100 100 100 100 

22% 22% 0% 100 100 100 100 

20% 26% 0% 100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

96,6 65, 11 6,86 1,9fJ7 10.70 10,12 

28015514.1 28765452.93 31806070.81 

16282970.9 17195878.8 18159969.02 100 100 
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Untun/Bldang Uruun 
Pe11• lnllhan Daerah 

dan Proi,am 

Program Peningkatan 
kualitas kelembagaan 
k•••~o; 
Program Pengawasan 
dan Pemeriksaan 
Koperasi 

Program Pendidikan dan 
Latlhan Peri<operaslan 

Program Penciptaan ildlm 
Usaha Kecil Me11engah 
yang kondusif 

Program Satu mmyar 
satu kelurahan 
ICn"!ljllllkAI 
Program Pengembangen 
sistem pendukung usaha 
bagi UKM 

Program Pemberdayaan 
Usaha Menengah Kecil, 
den Usaha Mila'o { 
llMKM\ 
Program Pengembangan 
kewirausahaan tlan 
keunggulan kompetitif 
UKM 

Program Pengembangan 
UMKM 
DISPORA 

lndeks Pembangunan 
Manusia I IPM\ 

Data Capalan 
lndikator IOnerja AwalTlmin 

Perencanaan 

PDRB Per Kaprta Per Bulan ( dalam 4.35 
Juta Runi'1.hl 

Persentase koperasi yang 2 
meninnkat SHU-n~a 
Persantase peningkatan kelas 3 
usaha mikro ke usaha kecil 
Persentase penlngkatan kualtas 5% 
manajemen produksi kop8fasi 

Persentase pengawasan dan 5% 
pemeriksaan yang dilakukan untuk 
koperasi dengan wilayah 
""'"n , Ann•nh k"'" 
Persentase koperasi yang 5% 
mengikuti pelatilan untuk k:operasi 
dengan wilayah keanngotaan dalam 
1,1,.,,,,,hkota 
Persentase peningkatan 14% 

lnemantauan konerasi dan UKM 
Persentase tenaga pendampfng NA 
terlatlh 
Persentase peningkatan akses 2 
bantuan permodalan Samisake 

Persentase sarana pemasaren 10% 
UKM yang berkondisi balk 

Persentase UMKM yany Dmizin 10% 

Persentase produk unggulan UKM 2 
yang clikembangkan 

Persentase UMKM binaan yang 
menlnakat omzetnva 

78.82 79.72 

Target Pada Akhlr 
Capalan Target RPJMD Kota Mtll.tul Tlngkat Capal111 Target RPJIID Kola HasH Ptlaksanaan RKPD Tahun Ka• 

Pelakwlun RKPD Tahun Ke-
Tahun Perancan ... 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

T,rge< Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

6.59 5.58 6.07 6.59 100 100 

10 2785 8.5 0 381 ..460674 100 102.864583 

10 97.77 60,77 1396,71429 675,2222222 

10% 251 

10% 251 96% 95.86% 0% 8.35 73.5294118 9.38 13.3159269 

10% 251 99,16% 38,70% 0% 8.06 12.9198966 2.32 32.6923077 

19% 285 

6% 175 

7% 350 

15% 465 

15% 465 95,77 60,77 13,57 12 2.30 20.6329114 

10% 292 

838,289 78.97 149,085 181.831 189,445 100 100 100 100 



Target Plcll Akhlr 
Capolon Target RPJMD KoCI Mllllul llngkat Clpatan Target RPJMD Kata HnH Ptlak1anaan RKPD Tlhun Ke-Uruanllidang Uruaan Oll&C ....... --RKPOTIIM,KI-

Pemahillh .. 1 Dinh lndlkalor Klnllj■ AwalTahun Tlmln Pnncanun 
2021 2t22 2023 2021 2022 2023 

danPr....,, P■rencanun 
T■rgot Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

Peringkat Kota Bengkulu Juara Umum Juara Umum 90,338 Juara 478 1,695 2,97241864 Juara 8.028355737 Jua,a 
di PORPROV Benokulu Umurri Umum Umum 
Persentase kelompok 50% 100% 5,338 60% 478 1,695 44.8368802 104.444444 151.6141847 0 
Qahraaa tertina 
Persentase fasililas 0 90% 85,000 0 0 0 0 0 
Qahrana 
Cakupan Pembilaan 0% 70% 0 0 0 
cfahrana 
Persentase pernuda yang 11 55 5,391 11 398 591 3627% 0.28666667 51.27745535 0 
berprestasl dan mandlrl 
TK.o-vini:i 
Persentase Pemuda 50% 100% 4,879 50% 398 398 4088% 44.4444444 38.93082243 0 
yang berpotensi 
dikembanokan 
Persantase kelompok 50% 95% 0% 0 0 
Pemuda Yann Terbina 
Persantase Pemuda 33% 100% 220 0% 0 0 0 0 
1""'na berwirausaha 
Jumlah Pemuda T erbina NA 292 0 0 0 0 0 

.... Jumlah Pemuda Terbina NA NA 0 193 101.nn1a 

~ ARDA 

lndeks Pembangunan 78.82 79.72 838,289 78.97 149,085 181,831 189,445 100 100 100 100 
Manusia <IPMI 
lndsks PendKlikan 78.82 79.57 247,621 78.97 49,532 50,636 51,742 100 100 100 100 

Persenlase warisan 82.71 100 82.71 100 100 
budaya yang dilestarikan 
dines nendidikan\ 

Jumlah Kecamatan yang 1 Kee 9 Kee. 1,200 1 Kee 57.35 66.409 350 22.94 7 Kee. 22.13633333 9 Kee. 
memcunvai Pniok baca 
lndeks Reformasi cc BB 268420.648 B 59998.825 55289.76625 60341.75456 100 BB 100 BB 
Birokrasi 
Pefllgkat keterbukean Ill I 1,557 Ill 346 356 381 100 I 100 I 
lnformasi ~"blik 
Rata•rala Nilai Kinerja B A A- A A 
Unit Penyelenggara 
Pela"''"'an Publk 

~ 

-? 
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Urusan/lMdang Urusan 
Petue,kltlli■tl Durah 

danPr..,..,. 

Nilai Kepatuhan 
penyelenggaran terhadap 
pemenuhan komponen 
standar pelayanan ("Hasil 
Survey Ombusman) 

Persentase 0P0 yang 
mengelola arsip secara 
"-k,. 
Persentase arsip yang 
telah diduplkasi dalam e-
kata'--
Persentase arsip yang 
tersimruin dennan baik 
Persentase pelayanan 
informasi arsin 
KELAUTAN 

Program Pengembangan 
perikanan tangkap 

lndlkat:or Klnarja 

Zona Hijau 

25 

10 

20% 

10% 

La1u Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

PDRB ADHB (dalam Juta rupiah) 

PORB ADHK (dalam Jula rupiah) 

PDRB Per Kapita Per Bulan ( dalam 
Juta Ruoiahl 
Persentase Peningkatan Kontnbusi 
sektor perikanan tertiadap sektor 
lnertanian 
Persentase annada/kapal 
penangkap ikan yang berkondiSI 
baik 
Persentase sarana dan prasarana 
periQnan tangkap yang berkondis1 
i-., ik 
Persentase peningkatan SOM 
kelautan dan perikanan yang 
teramr ii 

Datatapalan Target Pada Akhlr 

Awai Taht!n T ahun Penncan1111 
Pfflncanun 

Targa! Rp 
Zona Hijau Zona HiJau 

90 356 25 

50 511 10 

469 20% 

953/o sn 20% 

5.64 7 173516.32 

19.244.915(" 31806070.8 
PORB AOHB 
thn.2017 data 

13,824,883(' 18159969 
PDRB ADHB 
thn.2017 data 
statistik 2018\ 

4,35 6.59 

4,78 4.95 130.419.00 

45% 75% 1,000 

35% 65% 750 

25% 45% 70 

Capalan TafVOI RPJMD Kola llolalul Tingkat Capalan Target RPJMD Kata Hull Pelabanaan RKPD Tahun Ke-
PtllkHnun RKPD Tahun K• 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 
Zona Hijau Zona H1jau 

4.J 79 5.97222222 0 0 100 

1.472 139 0 4 1.168253968 100 

1.5 43.065 103 1.59574468 14.2857143 43.94387755 100 

0 0 

6.63 6.97 7 100 100 100 100 

260155141 2B765452.93 31806070.B1 100 100 

16282970.9 17195878.8 18159969.02 100 100 

5.58 6.07 6.59 100 100 

4.89 4.92 4.95 100 100 100 100 

63% 67% 105 205.428571 103.0769231 0 

52% 54% 104 0 98,18181818 41.6923Dn 

21% 23% 63.6363636 0 63.88888889 0 



~ 

,._. 
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Unlaan/Bidang UruHn 
Pamortntahan OwM 

danl'n,gram 

Program Pengembangan 
budidaya perikanan 

lndlkator Kine,ja 

Persentase Koperas1 nelayan/KUB 
yang dapat d1 monitor {Berbadan 
Hukuml 
Persentase sarana prasarana TPI 
(tempat pelelangan ikan) yang 
berkondisi Baik 
Perseotase sarana prasarana 
pengawasan kelautan dan 

loerikanan vana berkondisi baik 
Persentase pelak\J usaha kelautan 
dan nerikanan vana teramc ii 
Persentase SPDN (Solar Packet 
Dealer Nelavan\ 
Persentase wilayah terumbu karang 

Ivana difindunci 
Persentase alat tangkap yang 
tierstandar SNI 
Persenlase kapal yang memihki 
dokuman sesuai aturan 
Persantase koperasi nelayan/KUB 

•~ann dAnat di monitor 
Persentasi pelalru usaha kelautan 
dan perikanan yang paham 
terhadap peraruran perundang• 

Persentase sarans dan prasarana 
BBi (Balai Benih lkan) yang 
berkondisi baik 
Pers8fltase sarana dan prasarana 
budidava ikan vano berkondis1 baik 
Persentase peningkatan akses 
bantuan oermoclalan 
Persentase budidaya lkan keramba 
11ann berkembanc 
Persentase pembudidaya ikan/UPR 
vana terarnoil 
Perseotase penyuluh perlkanan 
berser1ifikat 
Persentase sarana dan prasarana 
nenvuk.lh OP.rikanan 

Data Capalan Target Padlo Akhir 
AwalTahun T ahun Perencanun 

Pertncanaan 
T1rg11 Rp 

15% 30% 40 

20% 45% 70 

15% 60% 60 

25% 60% 60 

30% 55% 65 

55% 80% 100 

30% 76% 70 

40% 70% 70 

50¾ 80¾ 70 

40¾ 70% 50 

50¾ 903/J 1,200 

50% 75% 1,200 

30% 80% 110 

5% 203/, 45 

20% 50% 85 

10% 25% 24 

5% 0% 

Clpolan Tlf11« RPJMD Koll Melllul 
Tlngklt Clpai1n Target RPJMD Kota Hasll Pllak1anun RKPD Tahun Kt-Pa _ _, RKPD Tllhun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 202! 

K K K K Rp K Rp K Rp 
14% 16% 63.6363636 0 64 0 

4% 4% 13.3333333 0 11.42857143 0 

17% 20% 56.6666667 0 50 0 

35% 40o/, 50% 100 100 100 100 

40% 45"/2 50% 100 100 100 100 

65% 70% 75% 100 100 100 100 

50% 60% 70% 100 100 100 100 

60% ss•;. 70¾ 100 100 100 100 

65% 70¾ 75% 100 100 100 100 

55% 60% 65% 100 100 100 100 

60% 62% 85.71 0 77.5 0 

56¾ 58% 93.33 8 89.23 20.82 

31% 31% 62 0 51.67 0 

0% 0% 0 0 0 0 

25% 27% 83.33 0 n.14 0 

20'/o 20% 25% 100 100 100 100 

10% 15% 15% 100 100 100 100 
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Uruaan/Bldong \JnlMn 
Pemertntahan 0..-ah 

danProgram 

Program Optima~sasi 
pengelolean dan 
pemasaran produkSI 
perikanan 

PARl~SATA 

Program Pengembangan 
destinasi pariwisata 

Program Pengembangan 
Ekonomi Kreatif Metalui 
Pemanfaatan dan 
Perlindungan hak 
Kekayaan lntelektual 

lndlkltor Klnarja 

Persentase pelaku usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil 
nerikanan vann teramni1 
Persentase inovasi strategi 
pengolahan dan pemasaran yang 
diter.:inkan 
Persentase peningkatan produksi 
olahan ikan 
Persentase sarana dan prasarana 
pengolahan dan pemasaran pasca 
panel'I has,I penkanan yang 

" 
Persentase Unit Pengolahan lkan 
UP11 vann memilki izin ~-duksi 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

PDRB ADHB (dalam Jute rupiah) 

PDRB AOHK (dalam Juta rupiah) 

PORB Per Kapita Per Bolan ( dalam 
Juta Run1ah\ 

Persentase Peningkatan Kontribus1 
sektor pariwlsata (sektor 

Kebudayaan, Hiburan dan 
C1 .. 1tr .. 3s;j\ 

Persentase daslinasi wisata yang 
dikembangkan 

Persentase Pengembangan 
Ekonomi kreatif Malak.ii 
Pemanfaatan dan Perlindungan 
Hak Kekayaen lntelektual 

Target Pada Akhlr DlblCapalan 
AwalTahun Tahun Perencanaan 

Parencanun 
Tllgll Rp 

30% 55% 95 

35% 60% 80 

35¼ 55% 65 

45% 65% 125,000 

30% 45% 40 

5.64 7 173516.32 

19,244,915(" 31806070.8 
PDRB ADHB 
thn.2017 data 

... --· -· 
13.824,883(" 18159969 
PORB ADHB 
thn.2017 data 
., • .: • .:1. nn,n, 

4.35 6.59 

2.78 4.73 12,934 

10¾ 90% 2,850 

NA 

Copaian Ta'1'! RPJMD Kola Nolalul Tingkat Capaian Target RPJIID Kola Hull Ptlaknnaan RKPD Tahun Ke• 
Pelak&lnaan RKPD Tahtm tc.-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

40% 45% 100 0 100 0 

43"/4 45°/4 100 0 93.75 0 

•5% 47% 100 0 1 04 .444-4444 0 

55% 58% 100 0 100 0 

35% 38% 100 0 100 0 

6.63 6.97 7 100 100 

26015514.1 28765452.93 31806070.81 

16282970.9 17195878.8 1815996902 

5.58 6.07 6.59 

l63 4.13 4.73 

70% 85¾ 0 
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Uruunllidang Uruun 
Pemerintal1an Danh 

dul'rllpn 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Program Pengembangan 
Sumberdaya Pariwlsata 
dan Ekonoml Kreatlf 

Program Pengembangan 
Kemitraan 

Psdagm 

Program Peningkaten 
e~siensi pert!agar,gan 
dalam negeri 

Program Per1indungan 
konsumen dan 
poogamanan 

1--·'"---n.,,.n 
Program Pemblnaan 
pedagang kald lime den 
asongan 

lndlkator Klnerja 

Persentase peningK'atan media 
promosi media cetak elektronik dan 

media lainnva 
Jumlah penyelenggaraan Festival 

Sent dan Budava 
Persentase Penlngkatan SumDer 
Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif 

Persentase peningkatan mitra 
kerjasama pengembangan dan 

......,.,,M,..n wis;it,'I 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

PDRB AOHB (dalam Juta rupiah) 

PORB AOHK (dalam Juta rupiah) 

P□RB Per Ka pita Per Bulan ( de lam 
Jute RuDiah\ 

Persentase Peningkatan Kontribusi 
sektor perdagangan temadap 
PORB 
Persentase peningkatan suplasl 
barana 
Persentase pedagang yang terlatih 

Persentase peningkatan pesar tertib 
ukur 

Persentase penlngkatan 
kemudahan akses bantuan 
-mr..1-•--
Persentase pedagang kaki hma dan 
asonoan '''""" dibila 

DataC.polln TlrflllPadaAlmlr 

AwalTllhun Tatum Penncanat 

Perent:an11n 
Tugot Rp 

25% 100% 3,050 

100% 2.740 

10% 90¾ 557,003 

50% 80% 4,294 

5,64 7 173516,32 

19,244,915(. 31806070.B 
PDRB ADHB 
thn.2017 data 
staUstik 2018\ 
13,824,883(· 18159969 
PDRBADHB 
lhn.2017 data 

4.35 6,59 

19,83 23,18 4,454 

64¾ 72% 269 

65% 73% 525 

65.50% 85.80% 2,446 

64% 72% 339 

19% 39% 875 

Capai81 T.,..C RPJIIO KOii -I 
Tingkat Capalan Target RPJMO Kota Hull Pt11klanun RkPD Tattun Ke-

-RKPDTohun Ke-

2021 2122 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 
38% 0% 0 

75'/4 90°1. 0 

10% 0% 

60% 70% 0 

6.63 6,97 7 100 100 100 100 

26015514.1 28765452.93 31806070.81 100 100 

16282970.9 17195878.8 18159969.02 100 100 

5.58 6.07 6.59 100 100 

21,58 22.J3 23.18 100 100 100 100 

70% 72%. 72% 100 100 100 100 

71 1/4 73°1. 73% 100 100 100 100 

85.80% 85.80% 85,80% 100 100 100 100 

70% 72¾ 72% 100 100 100 100 

34% 39% 39% 100 100 100 100 
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Uruaan/Bidang UNHII 

PemerintehenDeoroh 
danProgrmn 

Program Pengembangan 
lndustri Kecil dan 
Menennah 
Program Peningkatan 
kanasitas IPTEK 
Program Pengembangan 
kew1rausahaan clan 
keunggtJan kompe!M 
IKM 

SEKDA 

Program pengembangan 
sistem akuntabilltas 
kineria dan keuan~~n 

Program Kerjasama 
loembanounan 

Program Penataan 
penguasaan, pemilkan, 
penggunaan dan 

n '"""h 
SEKWAN 

lndlkator Klnelja 

Persentase Peningkatan Kontnbusi 
seklor industri pengolahan terhadap 
PORB 
Persenlase pelaku IKM terlatlh 

Persentase teknologi tepat guna 
l11ann dite-...i.."n 
Persentae sentra l<M yang 
dikembangkan 

lndeks Refonna&1 Biroi<raSI 

Nllai SAKIP 

Peringkat pada Penghargaan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
Peringkat Laporan dan Evatuasi 
Penyelenggaran Pemermtahan 
OaMah (LPPO, 
LKPJ,RLPPO,EPPD) Kola Se 
'•->----'-
Persentase OPD yang meml~ki nilai 
SAKIP minimal "BB" 

Peringkat keterbukaan mformasi 
~•bik 
Pe!'fflltase perusahaan yang telah 
men"alurkan CSR tenet saaaran 
Persentase BUMO dengan kinerja 
baik 
Persentase kerjasama antar daerah 
uan" ditindaklaniuti 
Persentase peningkatan tertlb 
pertanahen 

Data Capalan Target Pads Akhlr 

AwalTahun T ahun PerencanHft 

Perencanun 
Taraet RI> 

3.67 5.49 1,911 

75% 83% 383 

80% 88% 776 

45% 70% 752 

cc BB 268,421 

cc BB 46,068 

NA 5 

92 50 

29.73 100 553 

Ill I 51,391 

5 50 1_243 

25 100 250 

100 100 580 

70% 903/J 11,051 

Capalan Target RPJMD KOia 11-1 Tlngkat Capai1n Target RPJMO Kola Hutl Pllakaanaan RKPD Tahun Ke• 
PellbMaan RKPD Tahun K• 

2021 2022 2022 2021 2022 2023 

K K K K RI> K RI> K RI> 
4.17 5.19 5.49 100 100 100 100 

81% 83% 83% 100 100 100 100 

86% 88°1. 88% 100 100 100 100 

60% 65¾ 70% 100 100 100 100 

BB BB BB 100 BB 100 

BB BB BB 100 BB 100 

15 5 100 100 

65 60 100 100 

95 95 100 100 100 100 

I I 100 100 

15 50 100 100 100 100 

50 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

80% 85% 100 100 100 100 
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Urusan/Bldang Urutan 
Pemerlntahan Daerah 

danProgram 

Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas dan 
Funosi □PRO 
Program Peningkatan 
kapasitas lembaga 
perwakilan rakyat daerah 

Program Oulrungan 
Pelaksanaan Tugas dan 
Funasi DPRD 

BAPPEDA 

Program Perencanaan 
lnemban11unan daerall 

lncUkator Klnerja 

Persentase KeDijakan Daerah 
(Perda/Perkada)yang serasi dengan 
kebijakan Provinsi dan Pusat 

Tingkat kepuasan layanan pada 
DPRD 

Persentase fasilitasi rapaVreses 
□PRO tenat waktu 
Persentase kelengkapan bahan-
bahan oenvusunan Ranerda 
Persentase perda yang terpubikasi 

Tingkat kepuasan layanan pada 
DPRD 

Persentase fasllitasi rapat/reses 
DPRD tenat waktl.l 
Persentase kelengkapan bahan• 
Dahan nenlHrsunan Ranerda 
Persentase perda yang terpublkasi 

lndeks Reformasi Birokrasi 

Nilai SAKIP 

Peringkat pada Penghargaen 
Perancanaan Pembengunan 
Daerah 
Peringkat Laporan dan Evaluasl 
Penyelenggaran Pemenntahan 
Daerah (LPPD, 
LKPJ,RLPPD,EPPD) Kola Se 

Nilai mub Komponen Perencanaan 
Kin""'a nada ---ilaian SAKIP 
Nilai sub Komponen pengukuran 
Kineria nada nenilaian SAKIP 

Target Pads Akhlr Data Capaian 
AwalTahun Tahun Perencanaan 

Ptrwncan■an 
Target Rp 

100 100 101,667 

55 100 35,000 

55 100 3,888 

100 100 

100 100 381 

55 100 35,000 

55 100 3,888 

100 100 

100 100 381 

cc BB 268,421 

cc BB 46,068 

NA 5 

92 50 

19,31 26 11,370 

10,87 17 

Capalan Target RPJMD Kota Nalalul Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hull Pelaksanaan RKPD Tahun Kl• 
Petakaanun RKPD Tahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

100 100 100 100 100 100 

80 90 100 139.785714 100 0 

90.3 90 4.69010417 686.295503 100 0 

100 100 100 100 

100 100 100 5931.57895 100 0 

80 67.75 100 139.785714 75.27777778 113.142857 

90.3 70.83 112.875 686.295503 78.7 87.6530612 

100 20 100 20 

100 80 100 5931.57895 80 1718.75 

BB BB BB 100 BB 100 

BB BB BB 100 BB 100 

15 5 100 100 

65 60 100 100 

87.72 100 

83.2 100 
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Ufusan/Bidang Urusan 
Pemartntahan Daerah 

dlr!Program 

Program perencanaan 
pembangunan bidang 
ekonnn i 

Program perencanaan 
prasarana wilayah dan 
sumber daya atam 

Program perencanaan 
Sosial Budaya 

lndikator Kinerja 

Persentase capaian Program 
daerah di RKPO dengan predikat 
kineria tinnni dan sanrat tiJJm i 
Persentase keselarasan muatan 
antara dokumen 
RKP,RPJMD,RKPD Provinsi 

l"',;nnan RKPD K"1.,, 

Persentase OPD Bidang 
Perancanaan Ekonomi dengan has~ 
Renia Predikat Kiner'a Baik 
Persentase kesesuaian program 
antara RKPO dengan KUA PPAS 

idann Perencanaan Ekonomi 
Persentase kesesuaian program 
antara KUA-PPAS dengan APBO 
Bldann Perencanaan Ekonomi 
Persentase hasll musrnnbang 
Bidang Perencanaan Ekonomi yang 
ditindaklaniuti 
Persentase OPD Bidang 
Perencanaan lnfrastruklur dan 
Pengembangan Wilayah dengan 
hMilRenlRP ·-"'~"-
Persentase kesesuaianprogram 
ant.Bra RKPD dengan KUA PPAS 
Bldang Bldang Persncanaan 
lnfrastruktur dan Pengembangan 

,~'""" 
Persentase kesesuaian program 
antara KUA-PPAS dengan APBD 
Bidang Bidang Perencanaan 
tnfrastruktur dan Pengembangan 
········" 

Persantase hasil musrnnbang 
Bidang Bidang Perencanaan 
lnfrastNktur dan Pengembangan 
""'··-h ··--- j 

Persentase OPD Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Manusia dengan hasil Renja 
Pr""i1,"I Kin"'"" B:iik 

Data Capaian Target Pada Akhlr 

AwalTahlln T ahun Pel'ellCanaan 

Perencanun 
Target Rp 

90 

98 100 

100 100 2,010 

100 100 

100 100 

25 50 

100 100 2.371 

100 100 

100 100 

25 50 

100 100 4,041 

Cap,;lan Target RPJMD Kata Mefalul 
Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-

Pelakunaan RKPO T ahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

95 97 100 100 

100 100 100 100 

1 DO '.00 100 100 100 100 

100 100 100 100 

100 100 100 100 

40 45 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 

100 100 100 100 

40 45 100 100 

100 100 100 950 100 1,000 



,..:.r-
;;;;,. 
' 

.... 
V, ...., 

Uruun/Bklang Un.tsan 
Pemorlrdlhan Do-

dan Progran 

Program Pengembangan 
inovasi Daerah 

Program Penelitian 
Pembanounan daerah 
Program 
Perencanaan,Pengendali 
an dan Evaluasi 
p .. m""""''""" n ........ ~ 

Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembanaun"" n,.,.u.h 

BAPPENOA 

DalaCapaian 
lndiblorKlneoja AWIITllhun 

PeninAnllll 

Persentase kesesua1an program 100 
antara RKPD dengan KUA PPAS 
Bidang Bidang Perencanaan 

'""'" "-nu-'-
Persentase kesesuaian program 100 
antara KUA.PPAS dengan APBD 
Bidang Perencanaan 
pn-i.."~"unan Mi:rn""i" 

Persentase hasil musrenbang 25 
Bidang Perencanaan 
Pembangunan Manusia yang 

l.,_.,_., __ J!:l"n'··" 

Persentase Perangkat Daerah yang NA 
difasiitasi dalam penerapan inovasi 
aerah 

Persantase lmplementasi rencana NA 
kelitbanrutn 
Nilal sub Komponen Perencanaan NA 
Kinerje pada penilaian SAKIP 

Nllai sub Komponen pengukuran NA 
Klneria nada ---ilalan SAKIP 
Persentase capaian Program NA 
daerah di RKPD dengan predikat 
kineria ~--.,1 t1an •'"n11at tr,1101 
Persentase keHlarasan muatan NA 
antara dokumen 
RKP,RPJMO,RKPO Provinsi 
_. _____ o= K-•-

Jumlah Kootdinasi pelaksanaan NA 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
ln .. ..,r~h Rltfann 
Jumlah Kootdinesi Penyusunan NA 
Ook\Jmen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonom1an SOA, lnfra&truktur 
dan Kewilayahan (RPJPO, RPJMD 

TarvetPadaAldllr 
Capalan T11f911 RPJND Kota Nolllul 

Tingkat C1pal1n Target RPJMD Kola Hasll Palakl1naan RKPO Tahun Ke-
htwanaanRKPDT""'°Ko-

Tahun Pemrcanaan 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Target Rp K K K K Rp K Rp K Rp 
100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 

50 40 45 100 100 

50 450 30 40 100 100 100 100 

100 9,026 100 100 100 100 100 100 

21,93 NA 

12,48 16 
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Urusan/Bld111g Uru11n 
Pemef'lntahan Daerah 

danl'rowllm 

Program Peningkatan 
dan pengembangan 
pengelolaan keuangan 
•----" 

BPKAD 

Program Peningkatan 
dan pengembangan 
pengelolaan keuangan 
>-,,., 

BKPSOM 

Program Peningakatan 
kapasitas sumber daya 
---r,,,h•r 

Program Pemblnaan dan 
pengembangan apara\ur 

lndlkator KJn1rja 

lndeks ReformaSt Birokrasi 

lndeks Kapasltas Fiskal 

Opini BPK 

Persentase peningkatan reaisasi 
pajak dan retribusi daerah 

Pers8fllase peningkatan realisasi 
na'ak dan rebibusi daerah 
Persentase peningkatan hasjl 
SUMO 

tndeks Reformasi Birokrasi 

lndeks Kapasitas Fiskal 

Opini BPK 

Persentase perangkat daerah yang 
menyusun laporan keuangan sesua1 
SAP 

Penetapan APBD 

Persantase aset daerah yang 
terinveritarisas1 
Proporsi bttlanja modal dan belanja 
oneraslonal 

lndeks Reformasi Birokras1 

tndeks profesionalitas ASN 

Persantase pejabat struktural yang 
telah diklat pim sesuai syarat 
•-"-•-n 

Persentase aparatur yang telah 
lull.ls diklal funnsional 
Persentase aparatur yang telah 
lulus d1klat teKl'l1s sesuai kebutuhan 
Persentase pejabat struktural yang 
memenuhi syarat kompetensi dan 
kua~kasi 

Target Pada Akhir Data Cap,ilan 
AwalTahtan Tahun Perencanaan 

Perenainun 
Target Rp 

cc BB 268,421 

0.3 0.42 51,910 

WOP WfP 

3.40% 75% 3.000 

3.40¾ 75% 3,000 

98.52% 100% 3,450 

cc BB 268,421 

0.3 0.42 51,910 

WOP WfP 

100 100 560 

Tepat Waktu Tepat 40,000 
Waktu 

95% 100% 2,400 

69,71 68,03 31,97 2,500 
28 62 

cc BB 268.421 

71 60 17,085 

45.86 100 10,550 

10.98 100 1,500 

2 10 630 

50 100 1,000 

Capalan Target RPJMO Kota M■alul Tlngkat Capalan Target RPJMD Kola Hasll Pel1k1anaan RKPO Tahun Ke• 
Pelakaanun RKPD Tahlm Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

BB BB BB 100 BB 100 

0.37 0.4 100 100 100 100 

WfP WTP WfP WfP 

15% 20¾ 100 100 100 100 

15% 20¾ 100 100 100 100 

98.99% 66.67 2000 0 0 

BB BB BB 100 BB 100 

0.37 0.4 0.841 

wrP WTP WTP WfP 

100 75 100 97,89 75 57,60 

Tapat Tepat Waktu Tepat 1,2T Tepat Waklu 1.2T 

Waktu Wak1u 
100o/, 50% 102 407.65 M 505 295.50 M 

12,64 12,19 87,81 12,64 269.98 m 12,19 87,81 151,99 m 

67 36 87 36 

BB BB BB 100 BB 100 

75 76 100 100 100 100 

75 90 100 100 100 100 

40 75 100 100 100 100 

6 8 100 100 100 100 

80 90 100 100 100 100 



~ 

~ 
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Urusanllldang Uruun 
Pemerintellan Dlfflh 

dan Program 

Program Pendidlkan 
Kedinasan 
Program Fasi"tasi plndah 
tunas/ numa tuqas ASN 
Program Kepegawaian 
Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia 
INSPEKTORAT 

Program Slstem 
pengawasan internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
~H 
Program Peningkatan 
Profesionalisme tenaga 
pemeriksa dan aparatur 

ln-Klnelj, 

Persentase pelayanan kenaikan 
pangKat dan gaji berl<ala tepat 
wakttJ 
Persentase ASN mendapatkan 
Pendidikan Kedinasan 
Jumlah ASN terfasilitasi 

Persentase peJabat struktural yang 
mernenuhi syarat kompetensi dan 
kualiflkasi 
Persentase Aparatur yang telah 
iJlus d1klal PIM, di~dal fungsional 
dan teknis sesuai svarat iabatan 

lndeks Refonnas1 Birokrasi 

Nllai SAKIP 

Peringkat pada Penghargaen 
Perenr.anaan Pembangunan 
Daerah 
Peringkat Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaran Pemenntahan 
Daerah (LPPD, 
LKPJ,RLPPO,EPPO) Kola Se ,_. ____ ,_ 
Persentase OPD yang berkine~a 
baik 

Persentase ASN yang mengikuti 
diklat penJenjangan 

Persentase Auditor/P2UPO yang 
mendapatkan sertiflkasl sesuai 
enruin i<>nlann labatan 

Persentase auditor/P2UPD yang 
memenuh1 annka kredit 
lndeks Persepsi Korupsi 

DltaCapalan Target Pad■ Akhlr 
AWIITahtin Tahun Perancanaan 
P■ntncanun 

T811111 Rp 
100 

90 100 1,580 

500 500 1,825 

80 

70 

cc BB 268,421 

cc BB 46,068 

NA 5 

92 50 

15 90 11,865 

100 100 1,632 

94 100 

93,54 100 

0 -008 300 

c.,,olan Tarlfl RPJIID Kota Nel1lul Tlngkat Capai1n Target RPJMO Kota Hasll Pelakunun RKPD Tahun Kt-
P■l■-un RKPD Tlhun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 
100 100 100 100 

90 100 100 100 100 100 

400 500 100 100 100 100 

94.2 20.3 0% 104.666667 94.2132007 21.36842105 20.2624612 

93 33.4 0% 116.75 93.4331779 37.11111111 33.4237614 

BB BB BB 100 BB 100 

BB BB BB 100 BB 100 

15 5 100 100 

65 60 100 100 

80 85 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 

100 100 100 100 

NA NA NA 0 NA 0 
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Urusan/Bidang Uruun 
Ptmertntahan Daerah 

din Program 

Program Pencegahan 
dan p81Tlberarrtasan 
koruos1 

KECAMATAN GADING 

Program Peningkatan 
Kualltas kelembagaan 
pelayanan pubHk 

Program Peningkatan 
Pengembangan 
kapasitas kecamatan dan 
kslurahan 
Program Peningkatan 
partialpasi masyarakat 
dalam pembangunan 
kelurahan 

KECAMATAN TELUK 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabunatenl Kota 

lndlkator Kiner!• 

Persentase penyetesaian tindak 
lanjut temuan hasil perner1ksaan 

a) LHPBPKRI 

b) LHP tnspekloral Provinsi 

c) LHP lnspektorat Kola 

Ketaatan para wajlb LHKPN dalam 
menyampaikan laporan harta 
kelcavaan 
Persentase capaian t1ndak laniut 

Persentase capaian MCP renaksi 
KP1< 

Peringkat keterbukaan informasl 
nublk 
Rata-rata N1la1 Kinet')a Unit 
Penlff'lennnara Pelallll.nan Publik 
Nilai Kepatuhan penyelenggaran 
terhadap pemenuhan komponen 
standar pelayanan ("Hasil Survey 

Persentase perangkat daerah yang 
telah menJalankan SOP dan SPP 

Persentase OPD yang 
mendanatkan nilai ,.,..lavanan baik 
Persentase kecamatan yang 
berkineria nrima 
Persentase kellrahan yang 
berkinAlia ~rima 
Persentase Leml:laga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPMJ 
I."'"" "'ktif 
Persentase keklrahan yang 
menerankan TTG 

Terlaksananya Program Penunjang 
Urusan Pemerintahah Oaerah 
Kabu naten/Kota 

Data Capalln Target Pada Akhlr 
AwalTahun Tahun Perencanaan 

Perencanun 
Target Rp 

300 

56,95 90 

97,36 100 

73,20 100 

62,96 90 

80 80 

75 

Ill I 51,391 

B A 

Zona Hijau Zona Hij3U 

100 100 450 

50 100 250 

50 100 250 

50 100 250 

100 100 400 

40 70 215 

71% 74% 9,263,12 

Capalan Target RPJIID Kola Melalul Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasll Pel1k11naan RKPD Tahun Kt-
PellkHnaan RKPD Tahtm Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

100 100 

80 85 100 100 

90 95 100 100 

90 80,27 100 84.49473684 

90 90 100 100 

80 80 100 100 

75 75 100 100 

I I I Ill 100 II 100 

A A A A- A 

Zona Hijau Zona HiJau Zona Hijau Zona HiJau Zona Hijau 

100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 402920000 100 112588000 

100 100 100 100 3139690104 100 170570258 

100 100 100 100 241785000 100 1669228191 

60 65 70 100 0 100 0 

132.39 92.57 218% 73% 9,090,403,235 
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UNlanlBldang Uruun 
Pemerhltlh111 Dwah 

dlnProgr,m 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
p "k 
Program Pemberdayaan 
Masyarakal Desa den 
Kelurahan 
KECAIAATAN 58.ESAR 

Program Penlngkatan 
Kualitas kelembagaan 
pelayanan publik 

Program Peningkatan 
Pengembangan 
kapa~tas kecamatan dan 
··-• .. --"--
Program Peningkatan 
partisipasi masyarakat 
deism pembangunan 
kelurahan 

KECAMATAN MUARA 

lndl<alor Klntrf• 

T erlaksananya Program 
Penyeleflggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Pub~k 

T erlaksananya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan l<elurahan 

Peringkat keterbukaan informasl 
ubik 

Rata-rata Nllai Kinerja Unit 
Penvelencaara Palavanan Publik 
Nilal Kepatuhan penyelenggaran 
terhadap pemenuhan komponen 
standar pelayanan lHasH Survey 
nm• .. ·~-~n1 
Persentase perangkat daerah yang 
lelah menjalankan SOP dan SPP 

Persentase OPD yang 
mendaoatkan nllel oelavanan baik 
Persentase kecematan yang 
berklflori2 nrima 
Persentase kekJrahan yang 
berki'I---- ~nma 
Persentase Lembaga 
Pemberdeyaan Masyarakat (LPMJ 

Ivana aktif 
Persantase kekJrahan yang 
mennokan TTG 

Peringkat keterbukaan informasi 
lnublk 
Rata-rata Nila1 Kinerja Unit 
Penw lentinara Pelav:1nan Pubhk 
Nilai Kepatuhan pen}'fllenggaran 
tertiadap pemenuhan komponen 
stander pelayanan rHasil Survey 
Dmh ......... n, 

Dat,Capgn TargotPadaAldiir 
AwalTlhun Tlhun Perwncan■■n -- T- Rp 

71% 74% 2,941,99 

71% 74% 650,00 

Ill I 51,391 

B A 

Zona Hijau ZonaHijau 

100 100 450 

50 100 250 

50 100 250 

50 100 250 

100 100 400 

40 70 215 

Ill I 51,391 

B A 

Zona Hijau Zona Hijau 

CtpoiM Targot RPJIID Kola Mllllul 
Tingkat Capalln Target RPJIID Kola HuH Ptlakunun RKPD Tahun Kt-

- RKPDTlhun Ko-
2021 2122 2023 2021 2022 2123 

K K K K Rp K Rp K Rp 
130.26 86.61 218% 73% 2,028,996,900 

127.4 58,04 218% 73% 1,010,094,-467 

I I I Ill 100 II 100 

A A A ,, A 

Zona Hijau Zona Hijau Zona Hijau Zona Hljau Zona Hijau 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

100 47 0 100 306 47 607.1892 

100 64 0 100 5014.68033 64 41-47.83109 

100 62 0 100 104.5875 62 93.6564375 

0 0 0 0 0 

I I I Ill 100 II 100 

A A A ,,, A 

Zona Hijau Zona Hijau ZonaHijau Zona Hijau Zona Hijau 
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Urusaru9tdang Uniun 
Ptmerlntlh■n D11rah hdlkalor Klnllj., 

danPr-

Program Pef'lilgkatan Persenlase perangkat daerah yang 
Kualltas kelembagaan telah menjalankan SOP dan SPP 
pelayanan pubWk 

Persentase OPD yang 
mendanatkan nilal nelavanan balk 

Program Peningkatan Persentase kecamatan yang 
Pengembangan berkin,....~ nrima 
kapasitas kecamatan dan Pemntase kelurahan yang 
k..il"·~i..~~ belidn,...a "rima 
Program Penilgkatan Persentase Lembaga 
partisipasi masyarakat Pemberdayaa11 Masyarakat (LPM) 
dalam pembangunan "ann aktlf 
kelurahan Persentase keklrahan yang 

meriera"kan TTG 
KECAMATAN RATU SAMBAN 

Sasaran : Maningkatnya 
keterbukaan den kualitas 
pelayanan publik 

Program Peningkatan Kuaitas 
kelembagaan pelayanan pub~k 

T81'911 Pada Akhir Data Capalan 
AwalTahun Tahun Penncanaan 

Perencanun 
T■rgel Rp 

100 100 450 

50 100 250 

50 100 250 

so 100 250 

100 100 400 

40 70 215 

Peringkat Ill I 
keterbukaan 

informasi nubllk 
Rata-rata Nilai B A 

Kineria Unit 
Penyelenggara 

Pelayanan 
"··""'· 

Nilai Kepatuhan Zona Hijau Zona Hl1au 
penyelenggara 

n terhadap 
pemenuhan 
komponen 

standar 
pelayanan 

('HasH Survey 
Ombusman) 

Persentase 100 100 
perangkat 

daerah yang 
telah 

meni,llankan 
cno, •• c~ 

Capaian Target RPJIID Kola llelllul Tlngkat Capalan Target RPJMD Kota Hasil Pt11k11nun RKPD Tahun Ke-
P111kAnaan RKPD T ahun Ke-

2021 2022 2023 2021 2022 282l 

K K K K Rp K Rp K Rp 

100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 402.92 100 299.28 

100 100 100 100 3728.71598 100 2656 

100 100 100 100 268.606406 100 282.5 

71.42 71.42 70 119.033333 0 109.8769231 0 

11,129 10,099 10,826 11,129 Ill 100 II 

A- A 

Zona Hijau Zona HiJau 

90 90 90 90 100 100 100 
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Urunn/Bidang Urusan --- lndlkator Klnll'ja 
du,"'-

Program Peningkalan 
Pengembangan kapasitas 
kecamatan dan kelurahan 

Program Peningkatan partislpasi 
masyarakal dalam pembangunan 
kelurahan 

KECAMATAN SUNGA! SERUT 

Sasaran . Meningkatnya 
kelerbukaan den kualitas 
pelayanan publik 

Data Capalan 
AwalTllhun 
Perencanaan 

Persentase 
CPO yang 

mendapalkan 
nilai pelayanan 

"-"· 
Persentase 
kecamatan 

yang berkinerja 
pnma 

Persentase 
kelurahan yang 

berkinerja 
pnma 

Persentase 
Lembaga 

Pembetdayaan 
Masyarakat 

(LPM_).Y,ang 

Persentase 
kelurahan yang 

menerapkan 
TTG 

Peringkat 
keterbukaan 

informasi ""btik 
Rata-rata Nilai 

Kine~a Unit 
Penyelenggara 

Pelayanan 
" ... , 

Target Pada Akhlr 
T ahun Perencan■an 

Target Rp 

50 100 

50 100 

50 100 

100 100 

40 70 

Ill I 

B A 

Capol111 Torget RPJMD Kota Molalul Tingkat Capalan Target RPJMO Kola Hull Pelik11naan RKPD Tahun Kt-
Pellksanaan RKPD Tahun K.-

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

50 50 50 50 100 100 100 

50 542 178 50 100 1083.956396 100 

50 1.332 1.180 50 100 2664.787788 100 

80 128 518 80 100 159.4719375 100 

45 45 118.333333 0 109.230769 

11,129 10,099 10,826 11,129 Ill 100 II 

A- A 



Target Pada Akhlr 
Capalan Target RPJMO Koca-lul Tingkat Capalan Target RPJMD Kola HasH Pttaksanaan RKPD Tahun Ka-

UftlAft.llldang Unaaan Data Capalan PolakHnaan RKPD Tlhun Ke-
Pemertntahan Durah lndlkator Klnerja AwalTahtm Tahun Penncan11n 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 
danProgram Perencanun 

Tqot Rp K K K K Rp K Rp K Rp 

Niai Kepatuhan Zona HiJau Zona Hi1au Zona Hijau Zona H1J3U 
penyelenggara 

n terhadap 
pemenuhan 
komponen 

standar 
pelayanan 

(*Hasil S\Jrvey 
Ombusman) 

Program Peningkatan Kuallas Persentase 100 100 90 90 90 90 100 100 100 
kelembagaan pelayanan publik perangkat 

daerah yang 
teleh 

menjalankan 
00D••• ••• 

PBfSentase 50 100 50 50 50 50 100 100 100 
OPD yang 

mendapatkan 
nftai pelayanan 

I-' ' -"· 
i Program Pemngkatan Peraentase 50 100 50 222.5 192.3 100 444.9 100 

Pengembangan kapasilas kecamatan 
kecamatan dan kelurahan yang berkinet}a 

poma 

P8fsentase 50 100 50 1,500.10 971.86 100 3000.2 100 
kelurahan yang 

berkinerja 
prime 

Program Peningkalan partlsipasi Persentase 100 100 80 169 217.7 100 211.2 100 
mesyarakat dalam pembangunan Lembaga 
kelurahan Pembefdayaan 

Masyarakat 
(LPM) yang 

-•>•• 
Persentase 40 70 45 119.033333 0 109.876923 

kelurahan yang 
menerapkan 

TTG 

:;;;, 
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UruunJBidang Uruun 
P1111er1ntlhan Dinh lndlblor Klnltja 

danl'rogran 

KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

Sasaran : Menlngkatnya 
ket&rtlukaan den k\Jelitae 
pelayanan publik. 

Program Peningkatan Kuailas 
kelembagaan pelayanan pub~k 

Program Peningkatan 
Pengembangan kapasitas 
kecamatan dan kelurahan 

DIIIC,pmn 
AWIITlhun 
Peren.....,, 

Peringkat 
keterbukaan 

inf"nn"si "ublik 
Rata-rata Nijai 

Kinerja Unit 
Penyelenggara 

P~~a-~n 

NHal Kepatuhan 
penyelenggara 

n temadap 
pemenuhan 
komponen 

stander 
pelayanan 

i•Hasil Suivey 
Ombusman) 

Persentase 
perangkal 

daerah yang 
telah 

menjalankan 
--- ---
Persentase 
OPD yang 

mendapatkan 
nilai pelayanan 

' " 

Persentase 
kecamatan 

yang beOOnerja 
prime 

Persentase 
kelurahan yang 

beridnerja 
pnma 

Target P1d1 Aldllr 
TlhunPenncan11n 

TllrflOI Rp 

Ill I 

B A 

Zona Hijau Zona Hijau 

100 100 

50 100 

50 100 

50 100 

Copelan Target RPJIID Koca Mllllul Tlngkat Capalan Target RP JUD Kola Hull P111klanaan RKPD Tlhun Kt-
- RKPDTllhunKe-

2021 2122 2023 2021 2022 2021 

K K K K Rp K Rp K Rp 

11,129 10,099 10,826 11,129 Ill 100 II 

A- A 

Zona Hijau Zone Hijau 

90 90 100 0 100 

50 50 100 0 100 

50 147,400 209,340 50 100 294800 22 

50 1,500,082 1,665,732 50 100 3000164 75 
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Urullf\8idang Urusan 
Ptmerlntahan Danh lndlkator Klnerja 

danPrognm 

Program Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan 
kelurahan 

KECANATAN SINGARAN PATI 

Sasaran • Meningkatnya 
keterbukaan dan kualitas 
pelayanan pub~k 

Program Peningkatan Kualilas 
kelembagaan pelayanan poblik 

Data Capalan 
AwalTahun 

Perentan1an 

Persentase 
Lembaga 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
(LPM) yang 

_,_ 

Persentase 
kelurahan yang 

Perlngkal 
keterbukaan 

informasi nub~k 
Rata-rala Nhli 

Kinerja Unit 
Penyelenggara 

Pelayanan 
""""k 

Nilai KepallJhan 
pen~enggara 

n tertiadap 
pemenuhan 
komponen 

stander 
pelayanan 

(•HaSII Survey 
Ombusman) 

Persentase 
perangKat 

daerah yang 
telah 

menjalankan 
,_.,...,., ~-- <'nn 

Persentase 
OPD yang 

mendapatkan 
n~ai pelayanan 

"·"· 

Target Pada Akhlr 
Tahun Pffencanun 

T,rget Rp 
100 100 

40 10 

Ill I 

B A 

ZonaHIJaU Zona Hijau 

100 100 

50 100 

Cap,lan Target RPJMD KOia -lul 
Tingkat Capalan Target RPJMD Koll Haatl Pelaklanaan RKPD Tahun Kt• 

--RKPD Tahun Ke-
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

K K K K Rp K Rp K Rp 

80 168,964 630 80 100 211205 35 

45 45 100 0 100 

11,129 10,099 10,826 11,129 Ill 100 II 

A- A 

Zona Hijau Zona H1jau 

90 90 90 00 100 100 100 

50 50 50 50 100 100 100 



UruHn/Bldang Uruun Target Pada Akhir Dllac,p,lan 
Pemerfntahan Dnrlh lndlkator Klnarja Awai Tahun T ahun PerencanNn 

danl'tognon Perencanun 
Target Rp 

Program Peningkatan Persentase 50 100 
Pengembangan kapas1tas kecamatan 
kecamatan dan kelurahan yang bel1(1nerja 

prima 

Persentase 50 100 
kelurahan yang 

berkine~a 
pnma 

Program Penlngkatan partisipasi Persentase 100 100 
masyarakat dalam pembangunan Lembaga 
kelurahan Pemberdayaan 

Masyarakat 
(LPM) yang --
Persentase 40 70 

ke!urahan yang 
menerapkan 

TTG 

_.:fj;,,... 

~ 

c.palan Target RPJMD KOia Molalul 
Pnlkunaan RKPD Tahun Ke-

2021 2022 2023 

K K K 
50 10,985,000 376,055,100 

50 2,033,673,061 ii I 

80 94,577,500 135.454,675 

45 45 45 

Tlngkat C1pal1n Target RPJMD Kota Hasll Palablnun RKPD Tahun Ke-

2021 2022 2023 

K Rp K Rp K Rp 

50 100 21,970,000 100 

50 100 4,067,346,122 100 

80 100 118,221,875 100 

45 100 100 100 

" "' ... 
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BAB Ill 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2019 - 2023 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang melipuli perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilaksanakan dengan mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan 

dimaksud, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 

kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan 

implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian untuk dapat mengetahui 

gambaran pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-

2023 dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan 

keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. 

Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan 

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode dimaksud. 

Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang 

dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Bengkulu periode tahun 2024 - 2026. Dengan melakukan analisis 

keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan 

daerah ke depannya. 

- 169 -



3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Secara umum komponen APBD Pemerinlah Daerah Kola Bengkulu terdiri alas: (1) 

Komponen Pendapalan Daerah, yang di dalamnya lerdapal Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapalan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di 

dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen 

Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya lerdapal Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

Secara umum, kinerja APBD Kola Bengkulu lahun 2019 hingga lahun 2022 menunjukkan 

realisasi pendapalan yang berfluktuasi, realisasi pendapatan lahun lahun 2020 dan 2021 

mengalami penurunan sebesar 8% dan 12%. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah 

tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mencapai target lahunannya namun dengan penyerapan yang 

semakin membaik selama kurun waklu dua lahun lerakhir. Unluk realisasi komponen penerimaan 

pembiayaan, lahun 2019 hingga lahun 2022 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan 

hampir 90 persen, sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan target dari tahun 2019 

hingga 2021 tidak tercapai. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebul menunjukkan 

penetapan target yang ter1alu optimis. Lebih lanjul dijabarkan dalam label berikut: 

! 

l 

No Unlln 

111 171 

PENDAPATAN 
PAl'lffllrultan Asli Oaerah 
PaiRk Daerah 
Retri>u,j Daerah 
Hasil Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang 
Dioisahkan 
Lain-lain PAD== Sah 
Total Pendapatan 
Transfer 
Dana Perirmangan-
P"""-tan Trans1e 
Dans HAni Hasil Paiak 
Dana Baoi Hasil SDA 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
lain-lain Pendapatan 
Daerah vano Sah 
Hi,ah 

Dana darurat 

label 3.1 
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu 

Tahun 2019 - 2022 
Tlllun 

2019 2020 2021 
131 '" 1.170.304.479.926.93 1 079 664.992.073.88 1144.183.816.887.47 

182.798.143 645.88 155149.376.261.88 175.333.124.688.47 
107.116.708.22783 92 048.716.649.53 98.243.153.678.96 
11.749.51412400 9.330.577.716.00 11.158.370.681.62 
3.250.509130 75 3217.135.278.00 3338675888.93 

60.681 .412.163.00 50.552.946.618.35 62.592.924.418.96 
948.152.426.563.35 880 332 698.380.00 926.385.964.859.00 

821 201.539.835.00 

14.403.407.554.00 28 477 348.946 00 
575.806.200.00 6.876.249 779 00 

711.41297900000 647 .053.589.000.00 
182.350.441 466 00 131.846.688.269 

41.993 727.340 00 

10.622.300.000.00 8555.055 625.00 16.652 794.625.00 

Sumber: BPKAD Kola Bengkulu,2022 
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2022"" 

874.418.429.350.86 
141.655.912.478.68 
82.593150 686.00 

7.542.487.166.00 
1.628.919.77337 , 

49.891.354853.31 
732.762516.872.00 

4.466.286.608.00 



3.1.1.1 Pendapatan 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan 

nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan 

transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai 

hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan 

daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan 

datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar 

pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kola Bengkulu 

periode 2019-2022 adalah sebagai berikut: 

label 3.2 

Target dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan 
Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bengkulu Tahun 2019-2021 

Tahun Target Rellllasl Penlentale Elertambahl 

"'' (1) (2} 131 (41 (5} 
Pendapatan 6.008.402.362.363,42 4.632. 715.868.212,94 382 1.375.686.494.150,48 Daerah 
2018 1.115.929.338.942,75 1.096.906.666.865,88 94 19.022.672.076,87 
2019 1.207.852.459.445,47 1.170.304.479.926,93 97 37.547.979.518,54 
2020 1.297.073.339.665,20 1.079.664.992.073,88 83 217.408.347.591,32 
2021 1.191.757.364.771,00 1.144.183.816.867,47 96 47.573.547.903,53 
2022' 1.195. 789.859.539,00 141.655.912.478, 78 12 1.054.133.947.060,22 
Belanja 

6.246.808.893.060,23 5.208.291.604.138,09 416 1.038.517.288.922,14 Daerah 
2018 1.112.335.031.845,98 1.034.812.007.513, 16 93 77.523.024.332,82 
2019 1.259.367.552.282,03 1.133.892.824.539,56 90 125.474.727.742,47 
2020 1.574.928.405.425,40 1.279.848.646.236, 77 81 295.079.759.188,63 
2021 1.183.449.028.466,82 1.075.461.856.405,61 91 107.987.172.061,21 
2022* .116.728.875.040,00 684.276.269.442,99 61 432.452.605.597,01 
Penerimaan 

191.837.300.658,58 371.433. 731.895,81 215,6 (179.596.431.237,23) Pembiavaan 
2018 71.625.458.450,00 10.125.241.616,55 14 61.500.216.833,45 
2019 58.626.012. 752,56 58.625.412.091,56 100 600.661,00 
2020 29.289.165.760,20 214.969.261.176,20 734 (185.680.095.416,00) 
2021 27.296.663.695,82 27.296.663.695,82 100 -
2022* 5.000.000.000,00 60.417.153.315,68 120,8 (55.417.153.315,68) 
Pengeluaran 138. 715.243.860,00 117.536.022.241,76 2,36 21.179.221.618,24 Pembiavaan 
2018 12.445.598.466,76 (12.445.598.466, 76) 
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Tahun Target Reallsasi Persentase Bertambah/ 
1%1 

(1) (2) (3) (4} (5} 
2019 5.874.919.916,00 2.145.900.000,00 37 3. 729.019.916,00 
2020 15.000.000.000,00 3.309.059.975,00 22 11.690.940.025,00 
2021 35.605.000.000,00 35.601.470.842,00 100 3.529.158,00 
2022* 82.235.323.944,00 64.033.992.958,00 78 18.201.330.986,00 

Sumber : BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

Gambar 3.1. 
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 

PENDAPATAN 
1,350,000,000,000.00 

1,300,000,000,00000 

1,250,000,000,000.00 

1,150,000,000,000.00 

1,100,000,000,000.00 1,115,929,338,942.75 

1,050,000,000,000.00 

1,000,000,000,000.00 

2017 2018 2019 2020 2021 

Pada Gambar 3.1 dapal dilihal bahwa realisasi pendapalan daerah Kola Bengkulu selama kurun 

waklu 2017-2021 mengalami fluktuasi dari lahun ke tahun. Pertumbuhan terjadi pada tahun 2019 

sebesar Rp 1.207.852.459.445,47 dan tahun 2020 sebesar Rp 1.297.073.339.665,20 sedangkan 

penurunan terjadi pada lahun 2021 sebesar Rp 1.191.757.364.771,00 sebagai akibat dari adanya 

pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara, pendapalan daerah sebagaimana dimaksud 

dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapalan Daerah 

yang Sah. Realisasi pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan sebagaimana 

dimaksud dapat dilihat pad a gambar 3.2 berikut; 
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Gambar 3.2 
Proporsi PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

2018 2019 2020 2021 

■ PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) • PENDAPATAN TRANSFER 

lAIN-lAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Jika dilakukan berdasarkan proporsi sumber pendapatan, dapat diketahui bahwa sumber 

pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pembiayaan pembangunan di Kola Bengkulu pada periode 2018-2021 masih bergantung 

pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian serta Dana Transfer pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 

bentuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah 

menyumbang porsi rata-rata 15,49 % per tahun dengan pertumbuhan rata-rata minus 3,46%. 

Gambaran tentang fluktuasi pertumbuhan dan penurunan PAD beserta jenis-jenisnya yang terdiri 

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 

Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

Gambar3.3 
Realisasi PAD beserta Jenis-jenisnya Kota Bengkulu Tahun 2018- 2021 Kota Bengkulu 
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1,000,000,000,000 

900,000,000,000 

800,000,000,000 

700,000,000,000 

600,000,000,000 

500,000,000,000 

400,000,000,000 

300,000,000,000 

200,000,000,000 

100,000,000,000 

2018 2019 2020 2021 

■ Pendapatan Asli Daerah 182,884,786, 182,798,143, 155,149,376, 175,333,124, 

'· Pendapatan Transfer 913,016,880, 948,152,426, 880,332,698, 926,385,964, 

lain-Lain Pendapatan yang 
Sah l,OOS,000,00 39,353,909,7 44,182,917,4 43,573,905,4 

Pendapatan Transfer adalah kelompok pendapatan yang menyumbang porsi terbesar bagi 

pendapatan daerah. Rata-rata porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan Kola Bengkulu 

tahun 2018 - 2021 sebesar 81,69% dengan rata-rata pertumbuhan 1,5% pertahun. Secara umum 

realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan, 

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada 

Gambar 3.4 berikut; 

Gambar3.4. 
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu 

1·S88:888:888:888 

II 
800,000,000,000 
700 000,000,000 
600'.000,000,000 

l88:888·888·888 
300,000:000:000 
200,000,000,000 
100,000,000,000 _,, 

Pendapatan 
Pendapatan 

Pendapatan Transfer 
Transfer 

Transfer Antar Pemerintah 
Bantuan 

Pemerintah 
Daerah Daerah 

Keuangan 

Pusat 
lainnya 

■ 2018 856,865,595,8 0 56,151,284,52 

, .. 2019 913, 792,634,2 0 34,409, 792,34 

2020 814,251,855,9 45,661,000,00 20,419,842,38 

2021 842,471,079,8 0 83,914,855,02 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari 

(1) Pendapatan hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (2) Pendapatan Dana 
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Kapilasi JKN pada FKTP NonBLUD. Rala-rala porsi yang disumbangkan oleh kelompok Lain-lain 

Pendapalan Daerah yang Sah pada periode 2018 - 2021 adalah sebesar 3,00% per lahun. 

Sedangkan realisasi Lain-lain pendapalan daerah yang sah dapal dilihal pada gambar 3.5 berikul 

Gambar3.5. 
Realisasi Lain-lain Pendapalan Daerah yang Sah Kola Bengkulu T ahun Kola Bengkulu 

. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daer ah Yang Sah Kota 
Bengkulu 

Tahun 2018-2021 

3.1.1.2. Belanja 

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkulan. Belanja daerah melipuli 

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuilas dana lancar, yang 

merupakan kewajiban daerah dalam salu lahun anggaran yang lidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarl<an Peraluran 

Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 lerdiri alas (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja 

lidak lerduga, (4) belanja transfer. Klasifikasi kelompok belanja dimaksud selanjutnya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah 

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci alas jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 
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d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; 

f. belanja banluan sosial. 

2. Belanja Modal; merupakan pengeluaran anggaran unluk perolehan asel lelap dan asel 

lainnya yang memberi manfaal lebih dari 1 (salu) periode akunlansi. 

3. Belanja Tidak Terduga; merupakan pengeluaran anggaran alas beban APBD unluk 

kepertuan darural lermasuk kepertuan mendesak yang tidak dapal diprediksi sebelumnya. 

Pengelolaan belanja daerah mengacu kepada prinsip lransparansi dan akunlabililas, 

partisipalif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efeklif. Pengelolaan belanja daerah 

dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance Budget) yailu belanja daerah 

yang berorienlasi pada pencapaian hasil alau kinerja. Kinerja lersebul mencerminkan efisiensi 

dan efeklifilas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorienlasi pada 

kepenlingan publik. Gambaran lenlang realisasi belanja daerah Kola Bengkulu Tahun 2018-

2022 dapal dilihal pada gambar 3.6 berikut: 

Gambar3.6 
Realisasi Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu 

1,400,000,000,000.00 

1,200,000,000,000.00 

1,000,000,000,000.00 

800,000,000,000.00 

600,000,000,000.00 

400,000,000,000.00 

200,000,000,000.00 

0.00 

1,034,812,007, ... 

2018 2019 

1,279,848,646,237 ... 

1,076,535,739,L 

2020 2021 

Pada Gambar 3.6 dapal dilihal bahwa realisasi belanja daerah Kola Bengkulu selama kurun waklu 

2018-2021 mengalami flukluasi pertumbuhan dan penurunan dari lahun ke lahun dengan rilme 

yang sama dengan realisasi pendapalan daerah sebagaimana lersaji pada gambar 3.1. 

Pertumbuhan belanja daerah lerjadi pada lahun 2019 sebesar Rp. 1.132.741.493.764,59 dan lahun 
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2020 sebesar Rp.1.279.848.646.237,26 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 

1.034.812.007.513,16 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.076.535.739.340,52 sebagai akibat dari 

adanya penyesuaian terhadap penurunan pendapatan daerah. Pada pelaksanaan APBD Tahun 

2022 belanja daerah diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,53%. Secara rata-rata 

pendapatan daerah pada periode 2018 - 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,85%. 

Pertumbuhan belanja daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari kelompok (1) Belanja 

Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga, (4) Belanja Transfer. Realisasi belanja pada 

masing-masing kelompok belanja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar 3. 7 berikut: 

Gambar 3.7 
Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kola 

Bengkulu Tahun Kola Bengkulu Tahun 2018-2021 

4,000,000,000,000, 00 

3,500,000,000,000.00 

3,000,000,000,000.00 

2,500,000,000,000.00 

2,000,000,000,000.00 

l,500,000,000,000.00 

l,000,000,000,000.00 

500,000,000,000.00 

0.00 

Belanja Operasi Belanja Modal 

2021 938,638,383,306. 136,015,551,267. 

2020 860,648,636,752 352,392,711,932 

Belanja Tidak. 

Terduga 
Belanja Transfer 

0.00 0.00 

"'"""'•2019 900,250,003,021. 232,479,490,743. 1,151,330,775.0 1,151,330,775.0 

--2018 866,012,604,317. 168,786,330,090, 1,148,289,750.0 1,148,289,750.0 

~2018 -.. -;.;_,,,__, 2019 2020 2021 

Pada periode 2018 - 2021 masing-masing kelompok belanja daerah mengalami fluktuasi 

penambahan dan penurunan. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 

Rp34.237.898.704, 12 dari Rp 866.012.604.317, 17 Tahun 2018 menjadi Rp 900.250.003.021 pada 

tahun 2019 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 938.638.383.306,51 dari 

Rp860.648.636. 752,97 pada tahun 2020. Belanja Modal mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun sedangkan belanja Tidak Terduga hanya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Begitu juga 

dengan Belanja Trans fer. Perubahan kenaikan maupun proporsi yang signifikan pada kelompok 

belanja transfer, belanja lidak terduga dan belanja operasi disebabkan oleh adanya perubahan 
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regulasi pemerintah pusat yang mengatur tentang perubahan struktur belanja maupun perubahan 

arah prioritas belanja daerah. Gambaran tentang proporsi belanja operasi, belanja modal, belanja 

tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut: 

GambarJ.8 

Proporsi Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja 

Transfer Kota Bengkulu Tahun 2018-2021 

lijf ~~ 
1"1,1¼·i··· 1-.·1, IU~ I

'~·_.·· 
)! ' • 

1888 fl) •. ~ 

BELANJA OPERA51 

■ 2018 83.688 

/; 2019 79.475 

2020 67.246 

2021 87.290 

~t! 2022* 85.533 

i;.:: Rata-Rata 80.647 

3.1.1.2. Pembiayaan 

-~ ~~ 
BELANJA MODAL 

16 311 

20.524 

27.534 

12.635 

14.378 

18.276 

BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

0.001 

0.001 

5.220 

0.075 

0.089 

1.077 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan netto. Apabila terjadi 

surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, 

sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah 

untuk menutup defisit daerah. Kebijakan anggaran Pemerintah Kola Bengkulu tahun 2018-2022 

mengacu pada kebijakan anggaran surplus anggaran yang digunakan untuk pengeluaran 

pembiayaan yakni penyertaan modal pada perusahaan daerah pada APBD sehingga anggaran 

menjadi berimbang. Pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu terdapat 

penambahan pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat menambah SILPA tahun berkenaan. 

Penambahan pada SILPA berdampak pada peningkatan pembiayaan netto yang dapat digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir 

tahun anggaran belum diselesaikan maupun tambahan kegiatan baru. Penerimaan pembiayaan 
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daerah Kola Bengkulu selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 sebagian besar bersumber dari 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 

2018- 2022 dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut. 

Gambar3.9 
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

250,000,000,000.00 

200,000,000,000.00 

150,000,000,000.00 

100,000,000,000.00 

50,000,000,000.00 

0.00 
2018 2019 2020 2021 2022* 

-5eriesl 10,125,241, 58,625,412, 214,959,26 27,296,663, 60,417,153, 

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) 

pada PDAM serta pembentukan dana bergulir. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran 

pembiayaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

Gambar3.10 
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kota Bengkulu Tahun 2018-2021 
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Realisasi Penge!uar an Pernbiayaan Daer ah Kota 

Bengkulu 
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Tahun 2018-2021 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh 

Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas 

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas 

memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan 

adanya klasifikasi terpisah antara aset lancardan nonlancardalam neraca maka akan memberikan 

informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset 

lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kola 

Bengkulu tahun 2018 - 2020 dapat dilihat dalam label 3.2 berikut. 

Tabel 3.3 
Pertumbuhan Neraca Daerah Kola Bengkulu Tahun 2018-2021 

TAHUN 
Raia-Raia 

NO URAIAN Pertumbu 
2018(Rp.) 2019 (Rp.) 2020 (Rp.) 2021 (Rp.) han (%) 

1 
ASET 

Aset lancer 133.718.816.987,00 201.258194.577,00 102.489.581.699 207.463.609.221 -4,1% 
lnvestasi Jangka 106.254.667 .697,00 86.154.544.677,00 107.827.420.569 112.305.801.183 

0,3% Pant ........ 
AsetTetap 1 354.242.496.640,00 1.447.716.283.246,00 1.677.663.413 777 1.690.851.785 240 7,0% 
Aswt Lainnya 204.697.562.353,00 104.374.421.000,00 104.374.421.000 26.712.061.000 -129,0% 
Jumlah Asel 1.798.913.543.677,00 1.839.503.443.500,00 1.992.354.837.045,00 2.037.333.256.644,00 4,0% 

2 
KEWAJIBAN 

0,0% 
Kewajiban Jangka 10.286.854.924,00 22.903.575.068,00 98.183.386.988 97.704.132.944 

43,8% Pendek 
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TAHUN Rat.Raia 
NO URAJAN Pertumbu 

2018(Rp.) 2019(Rp.) 2020 (Rp.) 2021 (Rp.) ban(%) 

Kewajiban Jangka 0,00 o.oo 73.151.124.063 37.382.661.979 -96% Panblnn 
Jumlah 10.286.854.924.00 22.903.575.068,00 171.334.511.051,00 135.086.794.923,00 

38,3% Kewaiiban 

3 
EKUITAS DANA 1.788.626.688.754,00 1816 599.868 433,00 1821020.325 995 1.902.246.461.721 2,0% 

Jumlah Ekuitas 1.788.626.688.754,00 1816 599.868.433,00 1821.020.325.995,00 1.902.246 461.721,00 2,0% Dana 
Jumlah 1.798.913.543.678,00 1.839.503.443.501,00 1.992.354.837.046,00 2.037.333.256.644,00 
Kewajiban don 4,0% 
Ekuitas 

Sumber: BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

Asel alau aktiva dalam akunlansi memiliki pengertian sebagai sumber daya atau kekayaan 

yang dimiliki oleh sualu entitas. Asel memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan 

dikuasai oleh pemerinlah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi 

pemerinlah daerah maupun masyarakal di masa yang akan dalang sebagai akibal dari perisliwa 

masa lalu, serta dapat diukur dalam saluan moneler. Asel terdiri dari (1) aset lancar, (2) inveslasi 

jangka panjang, (3) asel lelap, (4) dana cadangan, dan (5) asel lainnya. Kewajiban umumnya 

timbul karena konsekuensi pelaksanaan lugas alau langgungjawab unluk bertindak di masa lalu. 

Kewajiban memberikan informasi lenlang ulang pemerinlah daerah kepada pihak ketiga alau klaim 

pihak ketiga terhadap arus kas pemerinlah daerah. Kewajiban dapal diklasifikasikan menjadi dua 

yailu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuilas Dana merupakan selisih 

anlara aseldengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuilas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, 

(2) Ekuilas Dana lnveslasi, dan (3) Ekuilas Dana Cadangan. Ekuilas Dana Lancar adalah selisih 

antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuilas dana investasi merupakan selisih antara 

jumlah nilai inveslasi permanen, aset tetap dan asel lainnya (lidak termasuk Dana cadangan) 

dengan jumlah nilai ulang jangka panjang. Ekuilas dana cadangan merupakan kekayaan 

pemerinlah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk lujuan lertentu di masa 

mendalang. Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah 

Daerah melalui perhilungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan asel daerah untuk 

penyediaan dana pembangunan daerah. 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 - 2022. 

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 
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NO 

1 

2 

3 

Proporsi realisasi terhadap anggaran Kola Bengkulu bertujuan untuk memperoleh 

gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pad a periode tahun 

anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan 

pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan 

pembangunan daerah. Gambaran proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Dae rah 

Kola Bengkulu dalam kurun waktu 2018- 2022 dapat dilihat pada label 3.4 berikut; 

Tabel 3.4 
Analisa Proporsi Belanja Terhadap Belanja Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 

URAIAN 
TAHUN 

Rata-Rata 2918 21119 211211 21121 21122' 
BELANJA OPERAS! 866.012.604.317, 16 900.250.003.021,28 860.648.636.752,97 939.712.266.241,00 956.281.759.576,00 904.681.053.982 
Belania P"""""'ai 578.914.736.983,00 11.681.974.972,00 595.492.301.440 544.384.810.819 584.183.050.122 682.93137 4.863 
Belanja Barang dan 255.436 630.900, 16 6 073.228 049,28 256.601.279 688 363.828 665.271 341.924 657.547 298.772.892.291 
Jasa 
Belanja Bunaa 0.00 000 11.492.699.287 7 891.895.306 3.876.918.919 
Belania Hibah 30.821.236.454,00 10.622.300.000,00 8.555.055.625 16.652.794.625 20.379.186.000 17.406.114.541 
Belanja Bantuan 840.000.000,00 1. 872.500. 000, 00 3.353.296.239 1.902.970.601 1.593.753.368 
Sosial 
BELANJA MODAL 168.786.330.090,00 232.479.490.743,31 352.392.711.932 136.015.551.267 1&0.745.n6.019 210083.972.010 
Belanja Modal Tanah 29.975.000,00 18.336.000.000,00 3.673.195.000 

. 

Belanja ~al 35.433.045206,00 74.227.618.856,00 78 007.275.730 36280.277.712 44 505 967.980 53.690.837.097 
Peralatan dan Mesin 
Belanja Modal 17379788.095,00 36.134 439.350,59 64.740.407 375 17 128299.985 54 900.935 988 38056774159 
Gedungdan 
Banaunan 
Belanja Modal Jalan, 114.711.810.609,00 89.354.667.400,72 208.999.732.827 70 084.580.458 44.617336.980 105.553.625.655 
Jarinaan, den lriaasi 
Belanja Modal Aset 1.231.711.18-0,00 14.426765.136,00 645.296.000 12.522.393.112 16721.535.071 9.109.540.100 
T et~ Lainnva 
BELANJA TIDAK 13.073.106,00 12.000.000,00 66.807.297.552 807.921.832 1.000.000.000 13.728.058.498 
TERDUGA 
Belania Tidak T erd1 ll"IA 13.073 106 00 12.000.000 00 66.807.297.552 807.921.832 1.000.000.000 13.728.058.498 

Sumber: BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

Selanjutnya rasio prosentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap 

total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dicermati pada label 

3.5 berikut; 

Tahon 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022· 

Tabel 3.5 
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah 

Tahun 2019-2022 

Total Belanja + 
Proporsi Belanja 

Belanja Pemenuhan Pengeluaran Total Belanja llaerah Pangeluaran Pegawal+ 
Kebutuhan Aparatur Pemblayaan Pemblayun Pengeluaran 

p n 
578.914.736.963,00 12 445.598.467 1.034.812.007.513, 16 1.047.257.605 979.92 591.360.335.429,76 
611.681974.972 00 2.145.900.000 1.132.741.493 764.59 1.134.887.393.764,59 613.827.874 972.00 
595.492.301.440 00 3.309.859.975 1.279.848.646.237.26 1.283.158506.212 26 598.802.161.415,00 
544.384.810.819 00 35.601.470.842 1.075.461.856.405,61 1.111.063.327 .247,61 579 986281.661,00 
412716.464701 00 64.033.992.958 684.276269 442 99 748310.262 400.99 476750.457.659 00 

Sumber : BPKAD Kola Bengkulu, 2022 
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Berdasarkan data pada table 3.5 dapat dikelahui bahwa rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan 

aparatur Pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2018-2022 adalah sebesar 53,48 %. Rasio ini 

mengalami peningkatan dalam 3 tahun terkahir seiring dengan adanya kebijakan pemerintah pusat 

untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Pegawai Negeri 

Sipil serta pember1akuan pemberian T ambahan Penghasilan PNS (TPP) 

3.2.2 Analisis Pembiayaan 

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri alas penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti 

transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran 

maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Gambaran 

terkait dengan defisit riil anggaran Kola Bengkulu dalam periode Tahun 2018-2022 dapat dilihat 

pada label 3.6 berikut; 

label 3.6 
Penutupan Defisit Riil Anggaran Tahun 2019-2022 

Tahun 
NO Uraian 

2019 2020 2021 2022 

1 PAArlAnatan Daerah 1.207.852.459.445,47 1.297.073.339.665,20 1191757 364 771,00 1195798859.539 00 

2 Belania Daerah 1.260 603.552282,03 1.57 4 964.405.425,40 1.183.449.028.466,82 1.117.027.535.595.00 
Pengeluaran Pembiayaan 

3 Oaerah 2.145.900.000.00 3.309 859.975.00 35.601.470.842.00 82.735.323.944.00 

4 Delisa Riil 36.411.655.38764 200.183.654.163.38 60.448.919.318.68 77.735323.944.00 
Penerimaan Pembiayaan 

5 Daerah 58.625.412.091.56 214.959.261.179.20 27.296.663.695.82 5.000.000.000 
Sisa lebih Pembiayaan 

6 Oaerah 91.891.167.47920 92.891167.479.20 60.452.448.476.68 

Sumber : BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

3.2.3 Analisis Fiskal Daerah 

A. Belanja Pegawai 

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Pemerintah Kola Bengkulu pada 

periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada 2 tahun terakhir. 
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Proporsi belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar 54,00%, turun menjadi 46,53% pada tahun 

2020, dan selanjutnya pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yakni 50,62% tahun 2021 dan 

60,31 ditahun 2022. Gambaran tentang Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja darah 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 

Tabel 3.7 
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2018-2022 

Belanja Pemenuhan Proporsi Belanja 
Tahun Kebutuhan Aparatur Total Belanja Daerah Pegawai Terhadap 

Total Belanja Daerah 
2018 578.914.736.963,00 1034.812.007.513,16 55,94 
2019 611.681.974.972,00 1.132.741.493.764,59 54,00 
2020 595.492.301.440,00 1.279.848.646.237,26 46,53 
2021 544.384.810.819,00 1.075.461.856.405,61 50,62 
2022* 412.716.464.701,00 684.276.269.442,99 60,31 

Sumber : BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

B. Belanja Modal 

Rasia belanja modal Pemerintah Kola Bengkulu fluktualif sejalan dengan arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan daerah dan nasional serta kemampuan keuangan daerah. Belanja 

modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang posilif karena manfaatnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun nonfisik, dan 

berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi 

penerimaan daerah yang baru. Gambaran tentang rasio belanja modal Kola Bengkulu tahun 2019-

2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 

Tabet 3.8 
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2018-2022 

Proporsi Belanja Modal 
Tahun Belanja Modal Total Belanja Daerah T erhadap Total 

Belanda Daerah 
2018 168.786.330.090,00 1.034.812.007.513, 16 16,31 
2019 232.479.490.743,31 1.132.741.493.764,59 20,52 
2020 352.392.711.932,69 1.279.848.646.237,26 27,53 
2021 136.015.551.267,09 1.075.461.856.405,61 12,65 
2022* 83.347.108.286,68 684.276.269.442,99 12,18 

Sumber: BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

-184-



C. Kemandirian Daerah 

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap 

bantuan pihak ekstemal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka 

rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut Sebaliknya, semakin kecil angka 

rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian daerah Kola 

Bengkulu pada periode 2019- 2022 tidak pemah melebihi 5%. Rasio kemandirian daerah tertinggi 

pada tahun 2019 sebesar 5,47% dan terus menurun menjadi 4,25% pada tahun 2022 atau masuk 

pada katagori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terdahadap 

alokasi Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat tinggi. Untuk 

meningkatkan kemandirian daerah kedepannya, Pemerintah Kola Bengkulu perlu melakukan 

strategi untuk meningkatkan PAD. Gambaran tentang kemandirian Kola Bengkulu tahun 2019 -

2022 dapat dilihal pad a Tabel 3. 9. 

Tabel 3.9 
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2018-2022 

Tahun Total Pendapatan Total PAD Rasio 
Kemandirian 

1 2 3 4 
2018 1.096.906.666.865,93 182.884.786.441,88 0, 17 
2019 1. 170.304.479.927,23 182.798.143.645,58 0,16 
2020 1.079.664.992.073,88 155.149.376.261,88 0,14 
2021 1.144.183.816.867,47 175.333.124.668,47 0, 15 
2022* 1. 195.798.859.539,00 141.655.912.478,68 0,12 

Sumber: BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

D. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah. 

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercerrnin dari seluruh penerimaan daerah baik 

pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk 

digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang 

direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah 

semakin besar pula. 

Tabel 3.10 
Rasio Kemampuan Membiayai Belania Daerah Tahun 2018-2022 

l(ema ....... 

T1t11m TotaaPenljli 
........... Total-JI Pengelumn Ju- lhndonal 
Pombloyan Pembloyan -JI -
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1 2 3 4 5 6 (2+3) 7(4->5) 8 (617) 

2019 1.170.304.479-927 ,23 58.625.412.091,56 1.132.741.493.764,59 2.145.900.000,00 1.228.929.892.018, 79 1. 134.887.393.764,59 1.08 

2020 t .079.664-992.073,88 214.959.261.176,20 1.279.848.646.237 ,26 3.309.859.975,00 1.294.624.253.250,08 t .283.158.506.212,26 1,01 

2021 1.144.183.816.867,47 27.296.663.695,82 1.075.461.856.405,61 35.601.470.842,00 1.171.480.480.563,29 1.111.063.327.247,61 1,05 

2022· 1.195.798.859.539,00 5.000.000.000,00 1.118.063.535.595.00 82.735.323.944,00 1.200 .798.859 .539,00 1.200. 798.859.539,00 1 

Sumber : BPKAD Kola Bengkulu, 2022 

Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kola Bengkulu pada periode 2019-2022 

mengalami tren penurunan dan mencapai lilik lerendah pada lahun 2020 sebesar 1,01. 

Memperhalikan kondisi lersebul maka diperlukan upaya unluk mencari sumber pembiayaan lain 

lermasuk opsi pinjaman daerah alaupun kerjasama pemerinlah dan badan usaha/swasla yang 

harus mulai dikaji serta diwujudkan unluk meningkalkan daya saing, mengatasi permasalahan dan 

menyikapi tantangan ke depan 

Gambar 3.11 
Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah 

3.3 Analisis Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta 

Prioritas Utama, proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta 

Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada 

dasamya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan 
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pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang 

bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. 

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024-2026 

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang 

dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan proyeksi yang cermat terhadap pendapatan 

untuk mendanai tindakan yang direncanakan melalui belanja daerah. 

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah 

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam alas data 

pendapatan daerah 2019-2023 serta sejumlah regulasi terkini dari Pemerintah Pusat terkait 

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Kelurahan. Gambaran tentang proyeksi pendapatan 

Pemerintah Kola Bengkulu 2024-2026 dapat dilihat pada label 3.11 berikut 

Tabel 3.11 
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 

NOREK URAIAN 
TAHUN 

PROYEKSI 2024 PROYEKSI 2025 PROYEKSI 2026 
1 2 3 ' 5 

4 PENDAPATAN DAERAH 1,315,439,144,402.18 1,334,534,383,888.80 1,339,739,937,799.09 

4 .1 PENDAPATAN ASLI 333,486,861,445.54 340,223,450,752.79 345,203,097,067.30 DAERAH (PAD) 
4 .1.01 Pajak Daerah 210,526,186,084.00 214,736,709,805.68 216,968,287,378.17 
4 .1.02 Retribusi Daerah 42,278,796,000.00 43,124,371,920.00 43,572,527,157.60 

4 .1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 6,685,207,833.54 6,885,764,068.55 6,891,780,755.60 Daerah vana Dioisahkan 
4. 1 . 4 Lain-lain PAD yang Sah 73,996,671,528.00 75,476,604,958.56 77,770,501,775.93 
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 980,062,282,956.64 992,326,433, 136.01 992,547,615,731.79 

4.2.01 Pendapatan Transfer 897,944,704,630.00 906,924, 151,676.30 907,013,946,146.76 Pemerintah Pusat 
4 .2.01.01 Dana Perimbangan 897,944,704,630.00 906,924,151,676.30 907,013,946,146.76 

4 .2 .02 Pendapatan Transfer Antar 82,117,578,326.64 85,402,281,459.71 85,533,669,585.03 Daerah 
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 82,117,578,326.64 85,402,281,459.71 85,533,669,585.03 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 1,890,000,000.00 1,984,500,000.00 1,989,225,000.00 DAERAH YANG SAH 
4 .3 .01 Pendapatan Hibah 1,890,000,000.00 1,984,500,000.00 1,989,225,000.00 
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Proyeksi pendapalan yang disajikan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapal 

berubah dan alau berbeda alau bersifal indikatif sepanjang faklor-faklor penghilungnya alau 

asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Waiau demikian secara teknis dalam 

penyajiannya lelah mempertimbangkan aspek-aspek yang sangal berpengaruh sehingga 

diharapkan proyeksi ini memiliki tingkal bias yang rendah dan dapal dijadikan acuan yang baik 

dalam rancangan kerangka pendanaan RPO Kola Bengkulu Periode 2024 - 2026. 

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah 

Sebagaimana lelah diuraikan lerdahulu bahwa secara sederhana proyeksi belanja dapal 

diartikan sebagai pengeluaran yang sifalnya tidak mengikal yang menunjukkan keleluasaan yang 

dimiliki Pemerinlah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menenlukan 

priorilas belanja unluk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2024-2026. Gambaran tenlang proyeksi Belanja Pemerintah Kola Bengkulu Tahun 2024-

2026 dapat dilihat pada Tabel 3.12 

Tabel 3.12 
Proveksi Belania dan Pembiavaan Tahun 2024-2026 

NO URAIAN 
TAHUN 

REK PROYEKSI 2024 PROYEKSI 2025 PROYEKSI 2026 
1 2 3 4 5 

5 BELANJA DAERAH 1,315,439,144,402.18 1,334,534,383,888.80 1,339,739,937,799.09 
5.1 BELANJA OPERAS! 1,043,873,955,748.63 1,052,844,720,207.27 1,053,103,329,003.56 
5 Belanja Pegawai 632,839,066,858.23 639,167,457,526.81 639,230,741,433.50 .1.01 
5 Belanja Barang dan Jasa 376,995,020,313.38 379,240,910,068.59 380,110,901,362.44 .1.02 
5 Belanja Bunga .1.03 - --
5 Belanja Hibah 32,637,734,850.00 32,964,112,198.50 32,285,940,459.93 .1.05 
5 

Belanja Bantuan Sosial 1,402,133,727.02 1,472,240,413.37 1,475,745,747.69 .1.06 
5.2 BELANJA MODAL 270,252,688,653.55 280,311,538,681.53 285,255,202,545.53 
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan 51,417,052,723.27 51,931,223,250.50 54,013,613,885.80 dan Mesin 

5.2.03 Belanja Modal Gedung 60,431,631,173.69 61,035,947,485.43 63,583,428,547.96 dan Ban a unan 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, 122,905,758,239.70 128,586,156,498.36 128,884,749,365.97 Jarinnan, dan lriaasi 

5.2.05 Belanja Modal Ase!T etap 35,498,246,516.89 38,758,211,447.24 38,773,410,745.80 Lainnva 
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NO URAIAN 
TAHUN 

REK PROYEKSI 2024 PROYEKSI 2025 PROYEKSI 2026 
1 2 3 4 5 

5.3 BELANJA TIDAK 1,312,500,000.00 1,378, 125,000.00 1,381,406,250.00 TERDUGA 
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1,312,500,000.00 1,378,125,000.00 1,381,406,250.00 

SURPLUS/ (DEFISIT) . . . 
6 PEMBIAYAAN DAERAH 

6 .1 PENERIMAAN 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 PEMBIAYAAN 
Sisa Lebih Perhitungan 6.1 

.01 Anggaran Tahun 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 
Sebelumnya 

6.2 PENGELUARAN 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 PEMBIAYAAN 
6 Penyertaan Modal Daerah 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 .2.02 

Pembayaran Cicilan 
6.2.03 Pokok utang yang Jatuh 0 . 

Temoo 

PEMBIAYAAN NETTO . . 
SISA LEBIH 
PEMBIAYAAN . . 
ANGGARAN !SILPAl 

Secara umum proyeksi Belanja Kola Bengkulu T ahun 2024 - 2026 telah memperhitungkan 

kapasitas kemampuan keuangan riil dengan memasukan proyeksi penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan daerah. Proyeksi ruang fiskal daerah juga telah memperhitungkan 

belanja pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama berupa belanja pegawai yang diproyeksi 

mengalami pertumbuhan 1 % per tahun sepajang periode tahun 2024-2026. 

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran 

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu 

ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 

berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum 

Kelompok Prioritas 11. 

Adapun ketentuan prioritas anggaran dialokasikan untuk mendanai sebagai berikut: 

1) Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama yakni Belanja 

Pegawai; 

-189 -

. 

. 



2) Seluruh pendapatan yang bersumber dari OAK digunakan untuk mendanai belanja OAK 

baik OAK Fisik maupun OAK Non Fisik pada masing- masing perangkat daerah pengelola 

OAK; 

3) Seluruh pendapatan hibah Dana BOS digunakan untuk mendanai Belanja BOS pada 

Dinas Pendidikan 

4) Seluruh pendapatan yang bersumber dari JKN digunakan untuk belanja puskesmas pada 

Dinas Kesehatan; 

5) Melaksanakan belanjar mandatory khusus untuk memenuhi kewajiban daerah dalam 

rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 

2024. 
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BABIV 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah 

satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan 

sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. 

Analisis permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap semua urusan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis pohon kinerja. Sesuai dengan ketentuan pada 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka permasalahan setiap urusan dianalisis berdasarkan 

kategorisasi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sedangkan isu trategis dirumuskan dengan 

memperhatikan masalah pokok pada setiap urusan dan mempertimbangkan isu strategis 

intemasional, nasional dan provinsi. 

4.1 Pennasalahan Pembangunan Daerah 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan 

yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah: 

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan. 

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan 

berdampak negatif. 

3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas 

berbagai pihak. 

4.1.1 Pennasalahan Pokok Pemerintah Daerah 

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPO 

yaitu: 

1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan 

pemerataan pendapatan yang mengakibatkan tingginya kemiskinan, pengangguran dan 

kelimpangan ekonomi. 

2. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana infrastruktur yang meliputi sistem jaringan jalan, 

kualitas lingkungan hidup dan penurunan risiko bencana guna mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar infrastruktur, 

3. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, keberdayaan perempuan dan lembaga 
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perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dan prevalensi stunting 

4. Belum oplimalnya kualilas sumber daya manusia yang berkualilas dan berdaya saing. 

5. Belum optimalnya kinerja birokrasi dan Reformasi Birokrasi guna mendukung Good 

Government dan Good Governance. 

4.1.2 Perumusan Perrnasalahan Tiap Urusan Pembangunan Daerah 

ldenlifikasi permasalahan untuk penenluan program pembangunan daerah di 

Kola Bengkulu disesuaikan dengan bidang urusan yang tercanlum pada Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerinlahan Daerah. 

Permasalahan Pembangunan Daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian 

kinerja penyelenggaraan liap urusan pembangunan daerah. Kepulusan Mendagri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 lenlang hasil verifikasi, validasi dan invenlarisasi pemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklalur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, 

maka urusan pemerinlahan konkuren yang menjadi urusan pemerinlahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar melipuli bidang urusan sebagai berikut: 

4.1.1.1 Pendidikan 

Penyelenggaran pendidikan di Kola Bengkulu sudah baik dilihal dari angka kelulusan siswa 

tingkal SD dan SMP yailu 98 - 100% dan dari harapan lama sekolah. Kola Bengkulu juga sudah 

memenuhi angka 16,03 lebih linggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu 13,67. 

Namun karena Kola Bengkulu merupakan ibu kola provinsi yang dijadikan pusal pendidikan lerutama 

oleh kabupalen di sekilar Provinsi Bengkulu, maka meningkalkan mulu pendidikan yang dilunjang 

oleh guru yang berkualilas dan kreativ, sarana prasarana yang memadai, pemberian penghargaan 

bagi siswa berpreslasi menjadikan dunia Pendidikan di Kola Bengkulu siap unluk berdaya saing. 

Berikul ini identifikasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan pada label berikut: 

Tabel 4.1 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

MnilllhPokok 
Bel um oplimalnya 
layanan dan kualilas 
pendidikan 

Urusan Pemerintahan Bidan Pendidikan 
Maaallh Aar Malahlh 

Kurang memadainya sarana Rendahnya fasililas pendukung 
dan prasarana Pendidikan 1-1'-'"-'n=-di=-d"-'ik""an-'-'-. ______ _j 

Daya lampung ruang kegialan 
belajar yang masih perlu 
dilin kalkan. 

Belum meralanya motivasi Terbalasnya 
siswa untuk melan·ulkan ke beasiswa ba i 
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MasalahPokok . Masalah ... Akar ...... ah 
jenjang pendidikan yang lebih kurang mampu 
linaai 
Kualitas pembelajaran yang Penerapan kurikulum yang 
belum optimal belum maksimal 

Distribusi tenaga pengajar yang 
belum merata 
Belum oplimalnya peningkatan 
kualitas dan kreativitas ouru. 

Belum optimalnya Belum optimalnya pelestarian Kurangnya regulasi 
pelestarian terhadap terhadap berbagai bentuk nP.r!indunaan caaar budava 
budaya lokal kebudayaan lokal Terbatasnya infrastruktur 

Mlinduna kebudavaan lokal 
Kurangnya internalisasi Kurangnya penguatan 
kebudayaan lokal dalam pemahaman masyarakat 
kehidupan masyarakat terhadao budava lokal 

Belum oplimalnya apresiasi 
terhadao kebudavaan lokal. 

4.1.1.2 Kesehatan 

Sektar kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat, 

praduktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Dari data jumlah kasus 10 penyakit 

terbanyak di Kola Bengkulu penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh 

masyarakat Kola Bengkulu di tahun 2021 yaitu sebanyak 4603 kasus. Secara umum, masih tingginya 

angka kejadian beberapa penyakit disebabkan oleh pola hidup sehat yang belum dianut oleh 

masyarakat. Rasia rumah sakit dan fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk seperti rumah sakit 0,023, 

puskesmas 0,053, klinik 0,509, puskesmas pembantu 0, 143 dan posyandu 0,602. Angka kesakitan di 

tahun 2021 mencapai 112,765 ini diakibatkan karena masih dalam masa pandemic covid-19. Untuk 

angka kemalian balita meningkat dari 2,7 pada tahun 2020; menjadi 3,43 pada tahun 2021.Beberapa 

permasalahan bidang kesehatan sebagai berikut : (Data Prevalensi Stunting dan Keluarga Berisiko 

Stunting Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan Stunting) 

Tabel 4.2 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 
Masalah Pokok Masalah Akar Masafah 

Belum oplimalnya Kurangnya dukungan Kurangnya kualitas pendukung 
derajat kesehatan pelayanan SPM Mlavanan kesehatan 
masyarakat Kurangnya kualitas dan 

ketersediaan SOM kesehatan 
Kurangnya ala! pendukung 
Mlavanan kesehatan 

Rendahnya partisipasi Kurananva oromosi kesehatan 
masyarakat dalam penerapan Rendahnva kualitas sanitasi di 
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Masalah Pollok Masalah . . . AkarMasalah . 

hiduo bersih dan sehat linakunaan rumah tanaaa 
Tingginya angka prevalensi Masih terdapat keluarga 
stunting berisiko stuntinq 

Kurangnya sarana prasaranan 
pendukung pencegahan 
stuntina 
Kurangnya pengetahuan dan 
oondidikan oizi masvarakat 
Kurangnya promosi 
pencegahan untuk penurunan 
stunting 
Belum optimalnya pendataan 
waraa vana beresiko stuntina 

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang, dari data Panjang jalan berdasarkan kondis (km), kondisi jalan tahun 2021 dalam keadaan 

baik 591,084; sedang 232,720; rusak ringan 114,535; rusak berat 4,234. Dari data tersebut masih 

ditemui beberapa kondisi jalan yang masih memertukan penanganan terutama pada wilayah yang 

sering terdampak banjir. 

beberapa permasalahan masih ditemui seperti pada label berikut : 

Tabel 4.3 
Pemetaan Penmasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Mdalah Pollok • Mdalah AlcarMmlah 
Belum oplimalnya Belum optimalnya akses jalan Belum optimalnya ketersedian 
kualitas sarana dan jembatan antar kawasan sarana pendukung jaringan 
orasarana infrastruktur ialan 

Belum optimalnya kualitas 
Belum optimalnya perencanaan konstruksi jaringan jalan. 
pembangunan jalan dan 
iembatan. 

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Penmukiman 

Kawasan Perumahan di Kola Bengkulu dengan luas lebih kurang 5.899 (lima ribu delapan 

ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai 

Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan 

Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pali, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu. 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi di Kata Bengkulu mengalami 

penurunan dalam periode 2 tahun terakhir, tahun 2019: 149, tahun 2020: 60, tahun 2021: 26 RTLH. 
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Penurunan ini disebabkan karena kebijakan refocusing anggaran akibat pandemik covid-19. Kondisi 

tersebut menunjukkan penanganan RTLH masih pertu untuk dilingkatkan dengan memperhalikan 

faktor-faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan 

lingkungan agar jumlah RTLH di Kola Bengkulu dapat terus ditekan. 

Kawasan kumuh Kata Bengkulu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kola Bengkulu. 

Luasan kawasan kumuh di Kola Bengkulu pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota 

Bengkulu Nomor 81 Tahun 2021 yang merupakan hasil pendataan tahun 2020 seluas 257,74 Ha yang 

tersebar di 73 RT. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kata Bengkulu mengindikasikan bahwa 

cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih 

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum oplimalnya fasilitas pendukung perumahan seperti jalan 

lingkungan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. 

Belum optimalnya penataan pemukiman menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pemetaan permasalahannya dapat dilihat pad a label 

berikut : (Data Kepemilikan Tan ah Pemda dan Masyarakat yang bersertifikat 

Tabel 4.4 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pennukiman 

MaulahPokok Masalah •. AkarMasalah 
Belum optimalnya Belum optimalnya penataan Masih banyaknya rumah lidak 
kualitas sarana permukiman layak huni 
prasarana infrastruktur Fasilitas permukiman lidak 

sesuai standar 
Belum optimalnya upaya 
pengentasan kawasan kumuh 
Belum ada dokumen RP3KP 
(Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman) 

4.5.1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

Ketentraman, ketertiban umum umum dan pertindungan masyarakat merupakan tanggung 

jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya penciptaan ini dilakukan 

secara Bersama dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan dan pengaktifan Pas Sistem 

Keamanan Lingkungan (Poskamling). Kondisi jumlah pelayanan poskamling di Kola Bengkulu dari 

tahun 2020 sampai tahun 2021 konstan yaitu cakupan pelayanan poskamling sebesar 46,83 persen. 

Pemerintah Kola Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina 
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lembaga swadaya masyarakal/organisasi masyarakal (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerinlah. 

Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penling unluk membanlu pemerintah memberdayakan 

masyarakat. Semakin linggi lingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakal dapal 

meningkat. 

Menjaga kelenlraman dan kelertiban umum merupakan pra syaral bagi lerlaksananya 

kegialan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan daerah dalam urusan 

keamanan, kelertiban um urn dan perlindungan masyarakat sebagai berikul : 

Tabel 4.5 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 

Masalah Pokok Masalall Akar Masalah 
Gangguan keamanan Masih lingginya pelanggaran Lemahnya pengawasan penegakan 
dan kelertiban lerhadap Perda Perda 

Kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadao subtansi Perda 

Kurangnya pemahaman Menurunnya pemahaman 
masyarakal lerhadap kesaluan implemenlasi nilai-nilai ideologi 
bangsa Pancasila, wawasan kebangsaan 

dan nasionalisme 
Derasnya budaya asing yang masuk 
dan kurang sesuai dengan nilai-nilai 
budava banasa dan Pancasila 
Belum optimalnya dialog alau 
mediasi anlar kelompok masyarakal 
unluk mencegah te~adinya kelidak 
harmonisan hubungan anlar 
kelomook masyarakat 

4.1.1.6 Sosial 

Sesuai amanal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintah Daerah, urusan 

pemerinlah bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Pembangunan sosial 

dijalankan unluk menjamin lerpenuhinya hak-hak individu warga Negara dan menjamin akses 

masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial. 

Jumlah PPKS di Kola Bengkulu mengalami tren peningkalan, lahun 2020 dan lahun 2021 

jumlah PPKS: 28,935, Jumlah PPKS yang tertangani tahun 2020 11,750, tahun 2021 : 17,121 . Jen is 

PPKS terbesar di Kota Bengkulu adalah keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lanjut 

usia lerlanlar. Kondisi lersebul menggambarkan bahwa Kola Bengkulu mengalami permasalahan 

tinggi penduduk PPKS. Kondisi ini disebabkan beberapa faklor yaitu: belum oplimalnya kualilas dan 
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kuantitas pelayanan masalah sosial, belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam 

menjangkau penerima layanan, belum optimalnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial, rendahnya 

kuantitas lembaga sosial, belum oplimalnya penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terlantar, 

rendahnya pendapatan PPKS, belum optimalnya pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang 

disabilitas, belum optimalnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, belum optimalnya 

fasilitasi program keluarga harapan serta belum optimalnya pendampingan wanita rawan sosial 

ekonomi. 

Masih tingginya penyandang pennasalahan kesejahteran sosial (PPKS) disebabkan oleh 

beberapa masalah seperti label berikut : 

Tabel 4.6 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 

MuallhPokok Masalah Akar Maulah . 
Tingginya angka Masih tingginya beban Perlindungan dan jaminan sosial 
kemiskinan pengeluaran bagi penduduk miskin belum 

memadai 
Kantong kemiskinan masih Belum mutakhirnya data 
tersebar di 9 (sembilan) nP.nduduk miskin. 
kecamatan Masih banyaknya jumlah PPKS 

dan korban bencana 

4.1.1.7 Penanggulangan Bencana Daerah 

Kola Bengkulu tennasuk Kola yang rawan bencana, dua ( 2) potensi bencana di Kola 

Bengkulu yaitu: bencana tsunami dan banjir. Berdasarkan RTRW Kola Bengkulu, Pemerintah Kola 

Bengkulu telah mengidenlifikasi kawasan rawan bencana yang tersebar di beberapa wilayah dengan 

deskripsisebagai berikut: 

a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami 

Kawasan rawan bencana tsunami di Kola Bengkulu meliputi kawasan sepanjang pantai di 

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan 

Ratu agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Kampung 

Melayu. 

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir 

Kawasan rawan bencana banjir di Kola Bengkulu meliputi Kelurahan Tebeng, Kelurahan Sawah 

Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Benliring, Kelurahan Rawa Makmur Kee 

Muarabangkahulu, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Tanjang Agung, Kelurahan Sukamerindu, 

Kelurahan Semarang, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Lingkar Baral 
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Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, dan 

Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban. Untuk itu masalah pokok yang diangkat belum 

oplimalnya kesiapsiagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam yang dapat dilihat dari akar masalah pada label dibawah 

ini: 

label 4.7 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah 

MatalahPokoll Matalah AllarMa1•lah 

Belum oplimalnya Belum oplimalnya pencegahan Kurangnya ketersediaan 
penurunan risiko dini dan penanggulangan kualitas sarana dan prasarana 
bencana korban bencana alam kebencanaan 

4.1.1.8 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Semakin bertambahnya penduduk dan padatnya permukiman menjadikan bahaya 

kebakaran juga semakin linggi, untuk itu dibutuhkan pencegahan sedini mungkin dan 

penanggulangan apabila terjadi bahaya kebakaran, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakat guna pencegahan dan penanggulangannya. Dari data yamg 

disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kasus kebakaran pada tahun 2021 

sebanyak 66 kasus dan mengalami kecenderungan meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 92 

kasus kebakaran. 

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kola 

Bengkulu terdiri dari brandweer, langki, Rescue dan mobil langga. Jumlah armada tertinggi yang 

dimiliki Kola Bengkulu yaitu brandweer. Sebagian besar armada brandweer dalam kondisi rusak 

ringan alau sebesar 77,8 persen dari jumlah total brandweer, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak 

berat. Seluruh armada tangki, rescue, mobil tangga dan mobil komando Kola Bengkulu dalam kondisi 

rusak ringan, sedangkan armada mobil operasional dalam kondisi baik. Masalah dan akar 

masalahnya dapal dilihal pada label berikul ini : 

label 4 .. 8 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

llanlah Pokok Masalah AkarMaulah 
Belum optimalnya penurunan Belum oplimalnya Kurangnya ketersediaan 
risiko bencana pencegahan dini dan kualitas sarana dan 

penanggulangan bencana orasarana bahava kebakaran 
kebakaran dan non Belum oplimalnya kualitas 
kebakaran dokumen oerencanaan 
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I Kurangnya SOM yang ter1atih 

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga 

kerja, pemberdayaan perempuan, per1indungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, ketahanan pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan mikro, 

penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. 

4.1.2.1 Tenaga Kerja 

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan 

keterampilan tenaga kerja. Besamya tingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh 

rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka 

menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan 

Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5 

persen dan 4,29. Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 2.53 persen menjadi 6,82. Penurunan terjadi 

pada 2021 sebesar 0.48 persen. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka ini mengindikasikan bahwa 

kebijakan penurunan pengangguran belum mampu menyasar akar masalah dengan baik. Pemetaan 

masalah dengan metode yang benar diper1ukan untuk mengetahui penyebab fluktuasi Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kola Bengkulu. 

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang 

tenaga kerja adalah belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran dan berakibat pada 

permasalahan pokok tingginya angka kemiskinan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah 

dan akar masalah sebagai berikut : 

label 4.9 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 

MasalahPokok Masalah AkarMasalah 
Belum optimalnya Belum optimalnya peningkatan Kurananva kualifikasi tenaaa keria 
penurunan tingkat kompetensi tenaga kerja Kurangnya penempatan tenaga 
pengangguran keria 

Adanya perselisihan ketenaga 
keriaan 

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu 

daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, lndeks Pembangunan Gender Kola Bengkulu 
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Tahun 2020 berada di angka 95,67 mengalami penurunan dari lahun 2019 yang berada di angka 

96,97. Sedangkan lndeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu lahun 2020 sebesar 91.00 lebih 

kecil dari Kola Bengkulu. 

Capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kola Bengkulu sudah lebih linggi 

dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan 

pembangunan gender di Kola Bengkulu sud ah optimal. Peningkalan IPG tersebut disebabkan adanya 

pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kola Bengkulu. 

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Kola Bengkulu masih menjadi 

masalah pokok yaitu belum optimalnya keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan, serta 

perlindungan perempuan dan anak. Pada label berikut ini dapat dilhat masalah pokok, masalah, dan 

akar masalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Per1indungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana. 

MlullhPokok Mnlllh AkarMnallh 

Belum oplimalnya Belum efeklifnya Belum optimal peran serta 
keberdayaan pengarustamaan gender dan perempuan dalam pemerintahan, 
perempuan dan pemberdayaan perempuan masyarakal dan keluarga 
lembaga perempuan, Belum oplimalnya pemberdayaan 
serta perlindungan lembaaa dalam oenauatan keluarna 
perempuan dan anak Belum efektifnya perlindungan Belum optimalnya fasilitasi, 

terhadap perempuan dan anak advokasi, sosialisasi, edukasi, 
informasi, komunikasi dalam 
perlindungan terhadap perempuan 
dan anak 

Belum optimalnya fasilitasi dan Belum oplimalnya layanan 
pemenuhan hak anak pemenuhan hak anak 

4.1.2.3 Pangan 

Skar Pola Pangan Harapan (PPH) Kola Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup linggi di 

tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi penurunan skor PPH menjadi 82, 1. Skar PPH Kola Bengkulu 

pada dua tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya oplimalisasi pola konsumsi pangan 

masyarakat. Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan diversifikasi panganl okal non

beras secara berkesinambungan. Lahan pertanian perkotaan juga lidak begitu luas maka dibutuhkan 

memaksimalkann fungsi lahan pertanian yang ada dan diperlukan inovasi-inovasi dalam teknologi 

pertanian perkotaan. 

Masalah yang dihadapi urusan wajib yang lidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang 
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pangan adalah belum optimalnya ketersediaan, dislribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang 

dapat dilihat pada label berikut : 

label 4.11 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Bel um optimalnya 
pemerataan 
pendapatan 

4.1.2.4 Pertanahan 

Urusan Pemerintahan Bidan 

Belum 
ketersediaan, 
konsumsi dan 
pangan 

optimalnya Rendahnya ketersediaan 
distribusi, bahan pangan pokok di Kota 

keamanan Ben kulu e--=-:'-'-'-"-=:..::..__ _____ ----1 

Keterbatasan lahan rtanian 
Rendahnya tingkat stabilitas 
ha a an an di Kola Ben kulu 
Belum optimalnya pengawasan 
keamanan an an 

Kepemilikan alas tanah dan bangunan dijadikan sebagai salah satu indikasi dari 

kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang jelas di suatu daerah dapat 

meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa tanah. Beberapa kasus ditemui terjadinya tumpang 

tindih kepemilikan tanah di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan 

Selebar dan Kecamatan Muara Bangkahulu. 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain 

urusan pertanahan di Kola Bengkulu menjadi salah satu masalah pokok infrastruktur dan jaringan 

jalan terpadu dengan masih banyaknya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat 

seperti tersebut dibawah ini : 

label 4.12 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 

MlsalahPokok Mualah Allarllnatah 
Belum terwujudnya Masih banyak aset tanah lnventarisasi aset tanah yang 
sistem jaringan jalan Pemerintah Daerah yang belum belum jelas asal usulnya 
van□ baik dan temadu bersertifikat 

Belum optimalnya kemudahan 
oerizinan oortanahan 
Belum optimalnya pemanfaatan, 
pengendalian dan pengawasan 
tata ruana 

4.1.2.5 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi prioritas di 
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Kola Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kola, pada tahun 2021 jumlah sampah yang 

mampu ditangani Pemerintah Kola Bengkulu adalah sejumlah 453 M'/hari. Ratusan ton sampah itu 

berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri alas sampah organik dan non organik. 

Pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se- Kola Bengkulu dijalankan 

mengerahkan Mobil Amroll 12 unit dan dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 unit dan dibantu 

pihak swasta dengan menggunakan 40 mobil carry. Permasalahan sampah yang muncul karena 

kapasitas TPA Air Sebakul yang overload untuk menampung sampah dan kendaraan operasional 

banyak yang rusak. 

Semakin padatnya penduduk dan bertambah nya pemukiman penduduk, maka semakin 

optimal dibutuhkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik 

terhadap pencemarah udara, air dan tanah serta timbunan sampah. Pemetaan permasalahan dapat 

dilhat pada label dibawah ini : 1 

Tabel 4.13 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

Belum 
kualitas 
hidup 

optimalnya 
lingkungan 

Belum optimalnya Kurangnya ketersedian lahan untuk 
pengendalian pencemaran dan '--R-'-T-'-H'--"--'R.ccua=-n"'-'-Te-'-'rb"-u=-k=a-'-H=i· a~u~-__...j 
kerusakan lingkungan hidup Belum optimalnya penanganan 

ncemaran air dan udara 
Belum optimalnya pengawasan dan 
pembinaan terhadap permasalahan 
lin kun an hidu 
Kurangnya ketersediaan sarana dan 

n elolaan sam ah 

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya 

adalah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dimana masih ditemukan belum 

optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil semester 1 tahun 2022 data wajib KTP Kola Bengkulu 263.680 jiwa; wajib KTP 

yang sudah rekam 259.816; wajib KTP yang belum rekam 3.864 jiwa. Untuk kepemilikan akta 

kelahiran wajib akta 118.329 jiwa; yang sudah memiliki akta 11.285 jiwa; yang belum memiliki akta 

7 044 jiwa untuk usia 0-17 tahun. 

Dari data di alas dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya pelayanan dibidang 

Kependudukan dan Pencatatan sipil seperti tersebut pada label dibawah ini : 
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Tabel 4.14 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

MatalabPokok ...... •111111111 
Belum optimalnya Belum optimal kualitas Belum optimalnya kecamatan 
pelaksanaan reformasi pelayanan administrasi sebaaai instansi oelavanan oublik 
birokrasi kependudukan dan pencatatan Sarana dan prasarana yang 

sipil belum memadai 
Belum optimal kapasitas aparatur 
DP.lavanan 

4.1.2.2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pengendalian penduduk dapal dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). 

Program KB merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. 

Beberapa indikator dapal digunakan untuk melihat keberhasilan urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana diantaranya: cakupan peserta KB aktif, Jumlah Klinik Keluarga Berancana (KKB) 

dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD), dan persentase ala! kontrasepsi yang 

digunakan penduduk. Cakupan KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif 

terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). 

Cakupan peserta KB aktif di Kola Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Data tahun 

2022 masih bersifat semenlara. Pada tahun 2021, baru 73,21 persen PUS di Kola Bengkulu yang 

berpartisipasi sebagai peserta KB aktif. Dengan capaian lersebut pemerinlah Kola Bengkulu akan 

terus meningkatkan cakupan peserta KB sebagai upaya pengendalian penduduk. 

Peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran guna pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana masih mejadi permasalahan di Kola Bengulu dengan akar masalah dan masalah 

pokok pada label sebagai berikut : 

Tabel 4.15 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluara Berencana 

lhulJbPollok .,,.,. Alra:"llarefah . . . 

Belum oplimalnya Terbatasnya peran serta Belum optimalnya fasilitasi, 
keberdayaan perempuan keluarga dalam menekan angka advokasi, sosialisasi, edukasi, 
dan lembaga perempuan, kelahiran informasi, komunikasi tentang 
serta perlindungan keluarga berencana. 
=remouan dan anak 
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4.1.2.7 Perhubungan 

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada masalah belum 

optimalnya ketersedian dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, hal ini terlihat dari data ala! 

pemberi isyarat lalu lintas (APILL) Kata Bengkulu di tahun 2018 berjumlah 14; tahun 2019 - 2022 

berjumlah 17 hal ini menujukan lidak ada penambahan APILL selama 4 tahun terakhir. Dari data 

Analisa dampak lalu lintas tahun 2019-2020 diadakan 2 kali rekayasa lalu lintas; 2021-2022 diadakan 

1 kali rekayasa lalu lintas, sedangkan litik keramaian pada persimpangan bertambah dan dari 

beberapa titik yang mengalami keramaian dan macet pada waktu tertentu seperti pagi hari pada waktu 

pengantaran anak sekolah dan pada waktu siang dan sore hari penjemputan anak sekolah, 

dibutuhkan Analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN) untuk pengaturan pada titk-titik mace! tersebut. 

Dari data Pengawasan dan penertiban angkutan telah dilakukan pengawaasan dari tahun 

2018-2021 masing-masing berjumlah 12 kali pertahun. Melihat begitu pesatnya perkembangan Kata 

Bengkulu jumlah pengawasan dan penertiban angkutan masih kurang terutama dengan adanya 

dengan angkutan yang melebihi tonase yang melewati jalan kota. Pemetaan permasalahannya 

sebagai berikut : 

label 4.16 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidana Perhubunaan 
Ma1lllhPokok II alllh Akm'Ma bh 

. . . 

Belum optimalnya Belum optimalnya ketersedian Belum memadainya fasilitas 
kualitas sarana dan kualitas sarana dan keselamatan transoortasi 
prasarana infrastruktur prasarana perhubungan Belum optimalnya pengawasan dan 

aenertiban anokutan 
Belum optimalnya upaya rekayasa 
lalu lintas 

4.1.2.8 Komunikasi dan lnformatika 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kola Bengkulu dalam 

menerapkan Reformasi Birokrasi dan keterbukaan publik masih bemilai kurang dapat dilihat pada 

indeks SPBE Kata Bengkulu dengan nilai 1,68 dengan predikat kurang, ini disebabkan oleh masalah 

pokok, masalah dan akar masalah dibawah ini : 

label 4.17 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidan Komunikasi dan lnformasi 
Manllll l'ollok Mullah All# Maiaflh 

Belum optimalnya Belum optimalnya penerapan Belum terlaksananya tata kelola 
laksanaan reformasi sistem emerintahan berbasis SPBE an le adu 
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Matalah Pokok ,,,. 111' AbrMualah . 

birokrasi elektronik (SPBE) Belum oplimalnya pemberian 
oolavanan SPBE 
Belum terpenuhinya sumber 
dava SPBE vana komoeten 

Belum efektifnya pemanfaatan lnfrastruktur teknologi informasi 
sarana prasarana teknologi belum menjangkau semua 
infromasi sebagai alat tempat pelayanan publik 
komunikasi publik antara 
pemerintah daerah dengan 
masvarakat 

4.1.2.9 Koperasi Usaha Kecil dan Mikro 

Dari urusan koperasi usaha kecil dan mikro Kola Bengkulu permasalahan belum optimalnya 

pengelolaan dan permodalan koperasi, terbatasnya sarana dan pra sarana pengembangan UKM 

menjadi permasalahan untuk berkembangnya koperasi dan UKM di Kola Bengkulu. Dari data sectoral 

Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah koperasi aklif 814; koperasi tidak aklif 114; jumlah 

koperasi 928 dan persentase koperasi aktif sebesar 87, 71 ini disebabkan oleh akar masalah dibawah 

ini: 

label 4.18 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidan Ko rasi Usaha Kecil dan Mikro 

Bel um optimalnya 
pemerataan 
pendapatan 

Belum optimalnya pengelolaan Masih rendahnya jumlah koperasi 
dan permodalan koperasi '-s~e'-"ha::.:.t _________ _, 

Rendahnya kapasitas manajerial 
ko rasi dan UKM 
Rendahnya aksesibilitas UKM pada 
teknol i dan rmodalan usaha 

Terbatasnya sarana dan Belum adanya rencana induk dan 
prasarana pengembangan '-la=h.:.=a::.:.n-=-se:::.n=tr-=-a-=Uc..:Kc::M'-----------1 
UKM Kurangnya promosi dan standarisasi 

Ian UKM 

4.1.2.10 Penanaman Modal 

Masalah pokok yang dihadapi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar yaitu urusan penanaman modal adalah masih rendahnya nilai pemerataan 

pendapatan dan belum oplimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ditahun 2021 juga mengalami 

penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 481,48 Milyar rupiah ditahun 2020, turun sebesar 30,69 

persen menjadi 694,71 Milyar rupiah ditahun 2021. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-
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19 yang masih melanda pada tahun 2021 seperti label dibawah ini : 

Tabel 4.19 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 
llallahPokok Ma11118h AklrM1111ah 

Belum optimalnya Rendahnya nilai investasi Belum optimalnya pelayanan 
pemerataan nerizinan secara teroadu 
pendapatan Belum adanya rencana umum 

oenanaman modal daerah 
Masih kurangnya daya tarik 
investor untuk berinvestasi 

Belum optimalnya Belum optimalnya pemanfaatan Belum optimalnya pemberian 
pelaksanaan refonmasi sistem perizinan online daerah kemudahan perizinan investasi 
birokrasi Belum optimalnya promosi dan 

nerizinan 

4.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga 

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kola Bengkulu dengan masalah pokok 

rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan rendahnya prestasi olahraga di Kola 

Bengkulu menjadi sorotan guna pemecahan masalah dan penentuan program dan kegiatan urusan 

kepemudaan dan olahraga. Pemetaan penmasalahan seperti dibawah ini 

Tabel 4.20 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

MallahPokok Maslllh AklrMasalah 
Rendahnya peran serta Kurangnya pembinaan Belum optimalnya pembinaan 
pemuda dalam organisasi pemuda keoemimoinan oemuda 
pembangunan Belum optimalnya pembinaan kader 

oemuda 
Rendahnya prestasi Kurangnya pembinaan dan Belum optimalnya pembinaan 
olahraga di Kola pemasyarakatan olahraga terhadap atlet muda 
Bengkulu Kurangnya keikut sertaan atlet 

berkompetisi di luar daerah 
Kurangnya kompetisi 
nenvelenaaaraan olahraoa 

4.1.2.12 Statistik 

Sejak tahun 2021 Dinas Statistik Kola Bengkulu merger dengan Dinas Komunikasi dan 

lnfonmatika, maka Dinas Statistik mempunyai tugas dan fungsi tambahan sebagai pengelola data 

statistik sektoral Kola Bengkulu. Tugas dan fungsi Dinas Statistik Kola Bengkulu adalah mengelola 

data sectoral Kola Bengkulu dan sebagai walidata Kola Bengkulu. 
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Adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah bidang statistk sebagai berikut : 

label 4.21 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidant Statistik 
MaulahPokok M111lllll Allar M1111ah 

Belum optimalnya Belum optimalnya penyediaan Belum optimalnya koordinasi 
pelaksanaan reformasi data statistik sektoral sinkronisasi pengumpulan 
birokrasi Mnaolahan data sektoral 

Belum optimalnya SOM pengolah 
data statistik sektoral 

4.1.2.13 Persandian 

Belum optimalnya penerapan standar keamanan infromasi menjadi permasalahan bidang 

persandian dan Belum optimalnya standar kompetensi SOM persandian dalam pemanfaatan aplikasi 

atau sistem elektronik menjadi akar masalah, ini disebabkan oleh masalah pokok, masalah dan akar 

masalah dibawah ini : 

label 4.22 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 

Belum optimalnya Belum optimalnya penerapan Belum optimalnya standar 
kompetensi SOM persandian dalam 
pemanfaatan aplikasi atau sistem 
elektronik 

pelaksanaan reformasi standar keamanan informasi 
birokrasi 

4.1.2.14 Kebudayaan 

Belum oplimalnya pelestarian terhadap budaya lokal Kola Bengkulu menjadi 

permasalahan pokok untuk dipecahkan bersama yang disebabkan oleh masalah dan akar masalah 

tersebut dibawah ini : 

label 4.23 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Belum 
pelestarian 
buda a lokal 

optimalnya 
terhadap 

Urusan Pemerintahan Sida 

Belum optimalnya 
terhadap 
kebuda aan local 

pelestarian Kurangnya regulasi per1indungan 
berbagai cagar budaya 

lerbatasnya infrastruktur pelindung 
buda a lokal 

intemalisasi Kurangnya penguatan pemahaman Kurangnya 
kebuda aan lokal dalam mas arakat terhada buda a lokal 
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MnalahPokok Masalah Akarll1111ah 

kehiduoan masvarakal 
Belum optimalnya apresIasI 
lerhadao kebudavaan lokal 

4.1.2.15 Perpustakaan 

Perubahan budaya dan perilaku menuju digilalisasi menjadikan rendahnya budaya baca buku 

dikalangan pelajar dan masyarakal, hal ini ditunjukan dari data Dinas Perpusatka dan Arsip Daerah 

tahum 2022 bahwa jumlah kunjungan ke perpuslakaan di tahun 2018 sebanyak 1427 terus menurun 

hingga 500 pengunjung di tahun 2021. Pelajar dan masyarakal sekarang lebih banyak mengakses 

android dan membaca bukupun sudah ada didalam e-book sehingga buku yang ada di perpustakaan 

daerah menjadi sepi pengunjung. Pemetaan permasalahan dapal dilihal pada label berikul ini : 

Tabel 4.24 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidan Pe ustakaan 
M11allh AklrMlulah • 

Rendahnya budaya baca di Terbalasnya jangkauan Kapasilas pengelolaan 
kalangan pelajar dan pelayanan perpustakaan perpuslakaan belum optimal 
mas arakal 

4.1.2.16 Kearsipan 

Kurangnya sarana prasarana 
uslakaan 

Berdasarkan Peraluran Pemerinlah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraluran Kepala ANRI 

Nomor 6 Tahun 2019 tenlang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia 

menyelenggarakan pengawasan kearsipan lerhadap Kemenlerian dan Lembaga tingkal pusal dan 

Pemerinlah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pusal Akredilasi Kearsipan, serta Pemerinlah Provinsi 

melaksanakan pengawasan kearsipan lerhadap Pemerintah Kabupalen/Kola yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. 

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kemenlerian, Lembaga, lingkal pusal dan 

Pemerinlah Provinsi diletapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

388 Tahun 2021 dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh Pemerinlah Provinsi diverifikasi oleh ANRI. Kola Bengkulu dari hasil Pengawasan 

Kearsipan Tahun 2021 yang diverifikasi oleh ANRI, Kola Bengkulu mendapal kalegori D (sangal 

kurang) peringkat 287 dari 508 Kabupaten/ Kola se Indonesia. Pemetaan permasalahan dapal dilihat 

pada label berikut ini 
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Tabel4.25 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 

' Masalah Pollok rkNlah Abrllasalah 
'' , .. ,-.,,' 

Bel um optimalnya Masih rendahnya kesadaran 
pelaksanaan reformasi tentang budaya tertib arsip Belum optimalnya perbaikan 
birokrasi Belum optimalnya sarana sistem administrasi dan 

prasarana pengelolaan arsip informasi kearsipan 
berbasis teknolnni informasi 

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib yang 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimilki daerah meliputi Perikanan, 

Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Berikut adalah beberapa persoalan urusan 

pilihan yang dihadapi oleh Kola Bengkulu. 

4.1.3.1 Perikanan 

Kola Bengkulu berada di sepanjang pesisir pantai sumatera sehingga tak heran mata 

pencaharian penduduk sebagai nelayan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kola 

Bengkulu. Masalah pokok belum optimalnya pemerFataan pendapatan yang disebabkan oleh 

masalah dan akar masalah seperti dibawah ini : 

Tabel 4.26 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintah Bidana Perikanan 
IIHllllhPokok ·, '· , MnII111t .. -. - ; ' ' ' 'Akar llnnllllh 

Belum optimalnya Rendahnya produksi sektor Belum optimalnya produksi ikan 
pemerataan pendapatan perikanan tangkap 

Belum optimalnya produksi ikan 
budidava 
Masih kurangnya pendampingan 
terhadap nelayan dalam 
pengelolaan perikanan 

Masih kurangnya sarana dan 
orasaranaperikanan 

Kurangnya kapasitas Belum optimalnya pengelolaan 
permintaan pasar terhadap produksi hasil perikanan 
produk-produk olahan hasil 
oerikanan 
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4.1.3.2 Pariwisata 

Pariwisata merupakan penyumbang laju pertumbuhan ekonomi, namun sampai dengan saat 

ini sektor pariwisata masih belum berkontribusi secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berdaya saing. lni disebabkan oleh masalah pokok, masalah dan akar masalah berikut: 

label 4.27 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan PriorHas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintah Bidana Pariwisata 
11:atlllahPokok 1111111111 Akar Mallllh 

Belum optimalnya Kurangnya pengembangan Kurangnya pengembangan sarana 
pemerataan destinasi dan sistem dan orasarana destinasi wisata 
pendapatan pemasaran wisata Kurangnya pemberdayaan 

kelompok sadar wisata, sinergi 
kerjasama antara pelaku wisata, 
masyarakat dan pemerintah 
daerah 
Terbatasnya promosi budaya 
pendukung pariwisata di dalam 
maupun di luar daerah dan 
membuat kalender wisata 
Belum optimalnya sistem 
pemasaran wisata berbasis 
teknoloai 

Belum optimalnya Belum optimalnya pengembangan 
pengembangan sumber daya sumber daya alam 
ekonomi kreatif Belum memenuhi standarisasi 

oroduk ekonomi kreatif 

4.1.3.3 Pertanian 

Dengan terbatasnya lahan Pertanian di perkotaan yaitu dengan memfungsikan lahan 

pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pekarangan secara maksimal diharapkan akan 

membantu pemiasalahan pertanian di Kola Bengkulu. Pemetaan pemiasalahannya dapat dilhat 

sebagai berikut : 

label 4.28 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintah Bidana Pertanian 

ll:atalah Pokok .......... Akarll111lah 

Belum optimalnya Menurunnya kualitas dan Rendahnya kapasitas SDM dan 
pemerataan produktivitas pertanian dan kelembaQaan petani 
pendapatan peternakan Belum optimalnya akses terhadap 

bantuan nP.ITTlOdalan 
Terbatasnva benih varietas unnnul 
Belum optimalnya pemberantasan 
hama oenyakit 
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M1111tlhPokok 

4.1.3.4 Perdagangan 

Terbatasnya penerapan iptek tepat 

rtanian 
lahan 

mah sebagai lahan 
otaan 

kapasitas SOM 
anian 

Kurangnya integrasi jaringan irigasi 
tersier 
Kurang optimalnya pemakaian bibit 
un ul 
Kurangnya sumber daya penyuluh 

rtanian 

Urusan perdagangan dalam pemetaan permasalahan menjadi masalah pokok penyebab 

munculnya belum optimalnya pemerataan pendapatan ini disebabkan oleh masalah dan akar 

masalah berikut ini : 

Tabel 4.29 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Belum optimalnya 
pemerataan 
pendapatan 

4.1.3.5 Perindustrian 

Urusan Pemerintah Bidan 
M111ldl. 1h 

Belum terwujudnya iklim Belum optimalnya manajemen 
baik at 

sarana 
'busi baran 
akstabilan barang 
k dan baran 

Urusan perindustrian dalam pemetaan permasalahan menjadi masalah pokok penyebab 

munculnya belum optimalnya pemerataan pendapatan ini disebabkan oleh masalah dan akar 

masalah berikut ini : 

Tabel 4.30 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Belum optimalnya 
pemerataan 
pendapatan 

Urusan Pemerintah Bidan Perindustrian 
M11111ih AQ-¥111111t 

Rendahnya nilai produksi Belum tersedianya dokumen 
industri kecil dan mikro rencanaan industri 

- 211 -

Rendahnya kapasitas SOM dan 
kelembagaan industri kecil dan 
mikro 



Kurangnya orientasi pasar 
terhadao oroduk industri 

4.1.3.6 Unsur pendukung Urusan Pemerintahan 

Unsur pendukung Urusan Pemerintahan meliputi urusan sekretariat daerah dan DPRD, 

pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada label dibawah ini : 

a. Sekretariat Daerah 

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi masalah pokok pada unsur 

pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah Kola Bengkulu, ini dapat dilihat dari belum 

optimalnya pelaksanaan penyederhanaan organisasi, pencapaian nilai rformasi birokrasi tahun 2018 

dengan predikat c nilai 50,76 terjadi peningkatan sejak tahun 2019 - sekarang, begitu juga dengan 

nilai evaluasi SAKIP dari tahun 2018 predikat CC dengan nilai 53,49, terjadi peningkatan dari tahun 

2019 - sekarang. Peningkatan nilai tersebut belum optimal karena masih belum terintegrasinya 

beberapa urusan terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, Monitoring Evaluasi dan pelaporan. 

Pemetaan permasalahan dapat dlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.31 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

U rusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah 
MINlahPokok M111llh AkarM111llh 

Belum optimalnya Masih adanya tumpang tindih antara Masih rendahnya koordinasi 
pelaksanaan reformasi tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sinkronisasi antar 
birokrasi denoan oeranokat daerah oeranokat daerah 

Belum optimalnya kapasitas untuk Belum optimalnya pelaksanaan 
merumuskan peraturan kepala SOTK 
daerah 
Belum optimalnya kemampuan Belum optimalnya kemampuan 
pelaksanaan kebijakan daerah Legal Drafting (Pembentukan 

Peraturanl 
Belum optimalnya koordinasi 
pemantauan dan evaluasi 
oelaksanaan kebiiakan daerah 

b. Sekretariat Dewan 

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi masalah pokok pada unsur 

pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Dewan Kola Bengkulu. Dari data capaian Bidang 

Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Bengkulu Tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi 

terhadap data fasilitasi perumusan daerah Rancangan Peraturan daerah (Raperda), tahun 2020 43 

Raperda yang diajukan, dan Peraturan Daerah (perda) tahun 2020 11 Perda yang di sahkan tahun 

2021 15 Perda yang disahkan. Untuk Reses telah dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kola Bengkulu. Pemetaan permasalahan dapat dlihat pada label berikut : 
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Tabel 4.32 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Dewan 

M11al.t1Pokok Masalah Akarltaaalah 
Belum optimalnya Belum optimalnya fasilitasi Belum optimalnya fasilitasi 
palaksanaan reforrnasi dalam parumusan paraturan panyediaan bahan-bahan 
birokrasi daerah pambahasan Raparda 

Belum optimalnya fasilitasi Belum tersedianya mekanisme/ 
dalam tindak lanjut aspirasi dan prosedur pengaduan secara baku 
pangaduan masyarkat 

Belum optimalnya pelaksanaan 
dan hasil reses anggota DPRD 

4.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Fungsi panunjang urusan pamerintahan memiliki paran panting untuk mewujudkan tujuan 

tata kelola pamerintahan yang akuntabel dan bebas KKN d Kola Bengkulu. Sistem tata kelola 

pamerintahan meliputi beberapa urusan yaitu: urusan perencanaan, panelitian dan pangembangan, 

keuangan, kepegawaian, pandidikan dan pelatihan, pangawasan serta kesekretariatan. Namun 

dalam palaksanaannya, fungsi panunjang yang membangun tata kelola pamerintahan di Kola 

Bengkulu setelah dipatakan, ada beberapa parmasalahan sebagai berikut : 

4.1.4.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan urusan pamerintahan sebagai unsur panunjang pamerintahan 

yang memiliki paranan panting untuk mewujudkan tata kelola pamerintahan yang berkinerja tinggi 

dan akuntabeL Pemetaan parrnasalahan urusan parencaan pambangunan daerah separti tersebut 

dibawah ini : 

Tabel 4.33 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Bel um optimalnya 
palaksanaan reforrnasi 
birokrasi 

Urusan Pe • • Perencanaan 

Belum optimalnya keterpaduan 
antar dokumen perencanaan 
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timal 
sitas 



UaaalahPokok Masuh Allar Masalah 

aparatur perencanaan 
Masih rendahnya tindak lanjut has:i 
oenelrtian dar; oenoembanqan 

Belum oplimalnya keterpaduan Belum padunya dokumen 
antara perencaan dengan perencanaan dengan KUA-PPAS 
penganggaran dan realisasi danAPBD 
pembangunan Belum oplimalnya lindak lanjut 

aspirasi masyarakat dalam 
musrenbana 
Belum optimalnya pengendalian 
realisasi oembanaunan 

4.1.4.2 Keuangan 

Kota Bengkulu mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun 

berturut-turut sejak tahun 2018 - 2021. Prestasi tersebut tentunya tak lepas dari dukungan semua 

Perangkat Daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun dalam 

pelaksanaan Refonnasi Birokrasi Uursan Keuangan, masih terdapat beberapa pennasalahan, 

pemetaan pennasalahan pembangunan daerah urusan keuangan sebagai berikut : 

Tabel 4.34 
Pemetaan Pennasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidana Keuanaan 
lla11lahPokok Mnalab Allar.M111lah 

Belum optimalnya Belum oplimalnya lidak lanjut Belum optimalnya fasilitasi 
pelaksanaan refonnasi hasil pemeriksaan keuangan penyusunan laporan keuangan dan 
birokrasi tindak laniut hasil Mmeriksaan 

Belum oplimalnya legalisasi Belum optimalnya identifikasi aset 
aset daerah daerah yang belum memiliki 

keielasan status 
Belum oplimalnya penggalian Belum adanya pelayanan pajak dan 
sumber-sumber pendapatan retribusi berbasis elektronik 
daerah Belum oplimalnya kemampuan 

aparatur pelayanan pajak dan 
retribusi daerah 

4.1.4.3 Kepegawaian 

Belum oplimalnya pelaksanan birokrasi refonnasi sebagai masalah pokok untuk urusan 

kepegawaian. Hasil penilaian indeks professional ASN Kola Bengkulu masih bemilai rendah dan perlu 

dijadikan pemecahan masalah oleh unsur kepegawaian. Adapun masalah dan akar masalah dapat 

dilhat pada label berikut ini : 
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Tabel 4.35 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian 

Belum oplimalnya 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

Penempatan pegawai pada Belum optimalnya penerapan 
setiap jabatan yang belum analisis jabalan dan analisis beban 
sesuai dengan kompelensi dan ke • a secara kom rehensif .__~~~~~~~------l 

kualifikasi Belum optimalnya sislem seleksi 
lerbuka ba i ·abalan slruklural 

Belum optimalnya pelayanan 
kepegawaian 

Belum optimalnya sislem informasi 
mana·emen ke awaian 
Belum oplimalnya sislem verifikasi 
syaral kenaikan pangkal, jabalan, 

a·i dan lun·an an 

4.1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan 

Belum oplimalnya pelaksanaan birokrasi reformasi sebagai masalah pokok unluk urusan 

pendidikan dan pelalihan, dan belum optimalnya peningkalan kompelensi pegawai menjadi 

permasalahan di Kola Bengkulu. Adapun masalah dan akar masalah dapal dilhal pada label berikul 

ini: 

Tabel 4.36 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerinta • Pendidikan dan Pelatihan 

Bel um oplimalnya 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

Belum optimalnya peningkalan 
kompelensi pegawai 

4.1.4.5 Penelitian dan Pengembangan 

Masih kurangnya pelaksanaan 
ndidikan dan latihan ASN 

Belum oplimalnya beasiswa 
pendidikan dan lugas belajar 
berdasarkan kebuluhan daerah 

Sebagai unsur penelilian dan pengembangan daerah lermasuk juga inovasi daerah, Kola 

Bengkulu sudah dapal maju di tingkal nasional dan menjadi juara tingkal nasional dengan meraih 

hadiah 3 (liga) milyar dari seklor lransportasi lahun 2020 dalam lomba new normal covid-19 dan 

Kola Bengkulu juga berbenah diri unluk menempalkan inovasi di setiap urusan penyelenggaraan 

pemerinlahan. Pemetaan permasalahan urusan perencaan pembangunan daerah seperti lersebut 

dibawah ini : 
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label 4.37 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 

Bel um optimalnya 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

Akaf'.Mlllafab .. · ... 
Masih rendahnya hasil Belum adanya fungsional 
penelitian dan pengkajian yang peneliti 
digunakan sebagai dasar f-M-i-ni-m-ny_a_d_u-ku_n_g-an_a_n_g-ga-r-an-1 
pengambilan kebijakan untuk melakukan penelitian dan 
pembangunan daerah n ka'ian 

Belum optimalnya kualitas dan 
kuantitas inovasi perangkat 
daerah dan masyarakat 

Masih minimnya kerja sama 
dengan perguruan tinggi dan 
institusi kelitbangan lainnya dalam 

n elen araan kelitban an 

4.1.5 Unsur Pengawasan 

Sistem pengendalan intern Kola Bengkulu telah menunjukan perbaikan yaitu ditandai 

dengan kapabilitas APIP yang mencapai level 3 (liga) namun masih disertai dengan beberapa catatan 

perbaikan seperti belum memaksimalkan Zona lntegritas (ZI). Permasalahan urusan pengawasan di 

kola Bengkulu dijabarl<an pada tabel dibawah ini : 

label 4.38 
Pemetaan Perrnasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan 

·Ma$11ahPokok .• Maaalah Akar Maaalah 
Belum optimalnya Belum optimalnya evaluasi Belum optimal lnisiatif perangkat 
pelaksanaan reformasi berl<ala alas efektifitas daerah dan keterlibatan masyarakat 
birokrasi pengendalian/ pemantauan dalam membangun sistem 

sistem pengendalian intern oengaduan 
pemerintah (SPIP) Belum optimalnya perangkat daerah 
Belum optimalnya pengawasan vano menialankan SPIP 
penyelenggaraan Masih kurangnya peningkatan 
pemerintahan kapasitas baoi APIP 
Sistem pengendalian intern Masih terdapat OPD yang belum 
pemerintah yang belum optimal menjalankan manajemen risiko 

Belum melaksanakan Zona 
lntegritas (ZI), Wilayah Bebas 
Koruosi /WBKl dan Wilayah 
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MaulahPokok Maulut Akar M111l1h • 
Birokrasi Bersih dan Melayani 
/WBBMl 

Belum optimalnya lindak lanjut Belum oplimalnya fasilitasi tindak 
hasil pemeriksaan laporan lanjut hasil pemeriksaan Majelis 
keuangan Pertimbangan T untutan Ganti Rugi 

/MPTGR) 

4.1.6 Unsur Kewilayahan 

4.1.6.1 Kecamatan 

Kecamatan di Kola Bengkulu berjumlah 9 (sembilan) kecamatan, dengan 

masing-masing kecamatan memiliki kelurahan sebagai berikut : 

1. Kecamatan Sungai Serut memiliki 7 (tujuh) Kelurahan 

2. Kecamatan Muara Bangkahulu memiliki 7 (tujuh) kelurahan 

3. Kecamatan Gading Cempaka Memilki 5 (lima) Kelurahan 

4. Kecamatan Ratu Agung memilki 8 (delapan) Kelurahan 

5. Kecamatan Teluk Segara memiliki 13 (tiga belas) Kelurahan 

6. Kecamatan Selebar memiliki 6 (enam) Kelurahan 

7. Kecamatan Ratu Samban memilki 9 (sembilan) Kelurahan 

8. Kecamatan Singaran Pali memiliki 6 (enam) Kelurahan\ 

9. Kecamatan Kampung Melayu memiliki 6 (enam) kelurahan 

Tabel 4.39 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidana Kecamatan 
ll11allhPokok Maullh Akarll11lllh 

Belum oplimalnya Belum optimalnya pelayanan Belum optimalnya infonmasi 
pelaksanaan refonmasi publik kepada masyarakat tentang pelayanan publik kepada 
birokrasi bidang pemerintahan, masvarakat 

pelayanan umum, Kurangnya sarana prasarana 
pembangunan dan pendukung 
kemasvarakatan 
Belum oplimalnya Masih kurangnya kapasitas dan 
pemberdayaan kelurahan dan kualitas SOM kelurahan 
kemasyarakatan Belum optimalnya pemberdayaan 

lembaaa kemasvarakatan 

4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum 

4.1.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penmasalahan pembangunan daerah dalam urusan keamanan, ketertiban menjadi 
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permasalahan pokok dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik. 

Untuk jelasnya dapat diliha pada label berikut ini : 

Tabel 4.40 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Urusan Pemerintahan Bidana Kesatuan Banasa dan Politik 
M11alah Pollok Mnalah AkarMnalah 

Gangguan keamanan Kurangnya Menurunnya pemahaman implementasi 
dan ketertiban pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan 

masyarakat terhadap kebanasaan dan nasionalisme 
kesatuan bangsa Oerasnya budaya asing yang masuk dan 

kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya 
bangsa dan Pancasila 
Belum optimalnya dialog atau mediasi 
antar kelompok masyarakat untuk 
mencegah terjadinya ketidak harmonisan 
hubunaan antar kelomnok masvarakat 

4.2 ISU-ISU STRATEGIS 

lsu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat 

penling, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di mas a yang akan datang. 

lsu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun 

menjadi peluang suatu daerah di masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun 

berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu 

strategis. Selain ttu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola 

dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 

4.2.1 lsu Strategis lntemasional 

4.2.1.1 Pemulihan Ekonomi Global 

Upaya pemulihan ekonomi menjadi isu global setelah ber1angsungnya pandemi Covid-19 

yang menyebabkan kontraksi perekonomian hampir di seluruh negara. Berdasarkan laporan dari 

International Monetary Fund (IMF), beberapa negara sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 

minus pada tahun 2020 seperti Perancis (-9,0 persen), Italia (-9,2 persen), lnggris (-10,0 persen), 

Singapura (-6,6 persen), India (-4,5 persen), daan lainsebagainya. Krisis fiskal menjadi permasalahan 

yang kemudian muncul di saat negara hanya memiliki ruang kebijakan yang terbatas seperti pada 

beberapa negara berkembang. Data World Bank menjelaskan bahwa selama tahun 2020 
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perdagangan dunia turun 13% - 32%, perjalanan intemasional turun sampai 52%, dan pertumbuhan 

ekonomi dunia senilai -5,2%. Apabila kontraksi ini terus terjadi, selama dua tahun kedepan dunia 

diprediksi kehilangan output ekonomi senilai US$ 12 triliun. Kondisi ini ikut diperparah dengan 195 

juta orang kehilangan pekerjaan dan 420 - 580 juta orang menjadi miskin pada waktu yang sama. 

Oleh karena itu, penanganan permasalahan di sektor kesehatan menjadi langkah awal yang 

difokuskan pada beberapa negara untuk memulihkan perekonomiannya. Pertumbuhan tersebut 

ditopang oleh keberhasilan program vaksinasi dan distribusinya secara universal. Hal ini juga diikuti 

dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemberian insentif untuk alokasi sumber daya yang 

efisien sebagai upaya pemulihan jangka menengah. Sementara itu, untuk jangka panjang perlu 

difokuskan pada penguatan kerja sama intemasional, reformasi kerangka kebijakan, serta 

penanganan terhadap perubahan iklim. Perlu digarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi global sangat 

bergantung pada beberapa hal antara lain perkembangan kasus Covid-19 harian; ketidakmerataan 

akses vaksin; kecepatan pemulihan sektor terdampak langsung seperti pariwisata, transportasi, 

ekspor komoditas, dan lain-lain; lalu kecepatan normalisasi kebijakan moneter pada negara-negara 

maju. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi global diprediksi tidak merata serta sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan pandemi di masa mendatang. 

4.2.1.2 Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia - Pasifik dalam Perekonomian Global 

Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik tetap kuat dan bergeser ke arah yang lebih baik, 

setidaknya sebelum pandemi Covid-19 melanda semua negara. Kekuatan perekonomian Asia -

Pasifik ditopang oleh keberadaan 41 persen penduduk dunia serta 50 persen transaksi internasional 

yang terjadi pada kawasan ini. IMF mendefinisikan perekonomian Asia - Pasifik selama beberapa 

dekade kebelakang yang lekat dengan permintaan domestik yang kuat, kemajuan teknologi, dan 

investasi swasta yang besar. T ren ini juga ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap seiring 

dengan perkembangan pemulihan ekonomi. Berbagai kerjasama lintas negara yang dibangun dalam 

beberapa tahun ini menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan 

yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnership, A SEAN 

Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), dan 

Expand ASEAN Maritime Forum. 

4.2.1.3 Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan 

bagi Indonesia, bahkan Provinsi Bengkulu dan Kola Bengkulu kedepan. MEA dengan prinsip 

perdagangan bebas akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan juga basis produksi. 
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ASEAN juga diharapkan menjadi wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan 

perkembangan ekonomi merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio-ekonomi beragam. Terdapat 

lima hal yang tidak dapat dibatasi peredarannya dalam pemberlakuan MEA yaitu arus barang, arus 

jasa, arus modal, arus investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Perluasan pangsa pasar Indonesia 

khususnya ekspor antar negara ASEAN, transfer teknologi, dan sebagainya menjadi dampak positif 

dari pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, serta 

kompeten perlu ditingkatkan dan menjadi peluang kompetitif mengingat ketersediaannya yang cukup 

besar di Indonesia. Namun di sisi lain, kerjasama semacam ini dapat meningkatkan sifat konsumtif 

apabila bangsa Indonesia hanya sebagai penerima dampak bukan sebagai pemeran utama dalam 

MEA. Kerjasama MEA memang belum sepenuhnya diterapkan, namun kemudahan barang impor 

yang masuk serta gencamya investasi dari luar sudah dapat dirasakan beberapa tahun kebelakang. 

Oleh karena itu, isu ini perlu direspon baik oleh pemerintah, pengusaha, dan stakeholder lainnya agar 

negara dan juga daerah dapat mempersiapkan dan mengambil peran dari pemberlakuan MEA. 

4.2.1.4 Stabilitas Politik Global yang Dinamis 

Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat, perang dagang dengan Tiongkok, diikuti 

dengan penarikan diri dari komitmen Trans Pacific Partnership (TPP) akan memberikan pengaruh 

pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Amerika dan Tiongkok merupakan salah satu 

negara tujuan ekspor komoditas sehingga secara tidak langsung kebijakan yang diambil kedua 

negara juga berdampak pada Indonesia, minimal dalam sektor perdagangan. Selain itu, ketegangan 

politik di Asia Timur dan Timur Tengah serta gerakan radikalisme dan terorisme yang berkembang 

dan sedang bergejolak di beberapa negara juga menjadi tantangan terhadap stabilitas politik dan 

keamanan baik global, regional, maupun nasional. lsu ini perlu menjadi perhatian dalam 

pembangunan kedepan agar seluruh stakeholder lebih pro-aktif dalam mengantisipasi perubahan dan 

pergerakan tersebut. 

4.2.1.5 Transformasi Teknologi dan lndustri 4.0 

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi 

dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan 

teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan dapat mengubah bentuknya menjadi lebih 

sempuma, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Manfaat 

transformasi ini dirasakan oleh seluruh negara baik maju maupun berkembang dilihat dari lekatnya 

teknologi digital dalam kehidupan masyarakatnya. Teknologi juga mampu menggerakkan arus 

informasi dan gagasan tan pa batas, sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah kemampuan dalam 
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mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aklivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, 

maupun budaya. Transformasi teknologi digital juga menandai dimulainya era industri 4.0 atau industri 

yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan 

cetak liga dimensi. Banyak perusahan multinasional yang sudah bertransformasi dan memanfaatkan 

kecanggihan ini seperti yang bergerak dalam bidang transportasi, otomolif, telekomunikasi, dan lain 

sebagainya. Pengaplikasian prinsip-prinsip dalam industri 4.0 diyakini akan meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi dalam produksi modem serta memberikan kemudahan dan kenyamanan 

bagi konsumen. Namun di sisi lain, tren ini jug a berpotensi menyebabkan hilangnya 60 persen 

pekerjaan di dunia karena terganlikan oleh otomalisasi mesin. lsu ini harus direspon dengan baik 

dengan agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara maksimal, utamanya dalam mendukung 

perkembangan ekonomi dan juga kepentingan lainnya dari seliap negara. 

lslilah industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair tanggal 4 - 8 April 2011. 

lstilah ini digunakan oleh pemerintah jerman untuk memajukan bidang industri ke tinggkat selanjutnya 

dengan bantuan teknologi. Revolusi lndustri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan 

dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, dimana semua proses produksi 

berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional sejumlah sektor industri telah 

siap memasuki era industri 4.0. beberapa diantaranya seperti industri semen, petrokimia, otomolif 

serat makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 

di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi machine to machine, komunikasi human to 

machine, artificial intelligence (Al) serta pengembangan teknologi berkelanjutan. 

4.2.1.6 Tujuan Pembangunan Berllelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) 

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) 

merupakan deklarasi intemasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBS) 

yang telah menepatkan 17 TPB/ SDG's yang terdiri alas 169 target untuk mengukur pencampaian 

target. 

SDG's mengganlikan Mil/enium Development Goals (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung 

akhir tahun 2015. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan pengembangan 

intemasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 

dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan 

berkelanjutan (TPB) untuk tahun 2016 sampai dengan 2030 adalah : 

1. Kemiskinan 

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat 

2. Kelaparan 
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Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahan pangan dan perbaikan nutrisi, serta 

menggalakan pertanian yang berkelanjutan 

3. Kesehatan 

Memastikan hidup yang sehat dan menggalakan kesejahteraan untuk semua usia. 

4. Pendidikan 

Memaslikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakan 

kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang 

5. Wanita 

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak 

perempuan 

6. Air 

Memastikan ketersedian dan pengelolaan yang berkesimbungan atas air dan sanitasi 

untuk semua orang 

7. Energi 

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modem bagi 

semua orang 

8. Ekonomi 

Menggalakan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, berkelanjutan, 

lapangan kerja yang untuk dan produklif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang 

9. lnfrastruktur 

Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakan industrialisasi 

berkesinambungan dan terbuka serta mendorong inovasi 

1 0. Kesenjangan 

Mengurangi kesenjangan didalam dan diantara negara 

11. Komunitas 

Membuat kola dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta 

berkesinambungan 

12.Konsumsi 

Memaslikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan 

13.lklim 

Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh

pengaruh nya 

14.Lautan yang berkesinambungan 

Melestarikan dan menggunakan samudera, laut dan sumber-sumber daya maritim 
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secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari 

15. Ekosistem 

Melindungi, mengembalikan dan menggalakan penggunaan yang lestari alas ekosistem 

daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan 

dan mempertambat serta mengembalikan degradasi tanah serta mempertambat 

hilannya keragaman hayati. 

16. lnstitusi 

Menggalakan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, 

memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang 

efektif, bertanggung jawab serta terbuka disemua tingkatan 

17. Kemitraan 

Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk 

pengembangan yang berkesinambungan 

4.2.2 lsu Strategis Nasional 

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah 

tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut 

juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan 

oleh daerah. Percepatan pemulihan ekonomi dan reforrnasi sosial menjadi awal yang sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan 

kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat 

menjadi faktor pendukung keberhasilan. Berikut merupakan isu-isu strategis nasional yang pertu 

dipertimbangan bagi pembangunan wilayah: 

A. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah 

kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya selama lima 

tahun kedepan dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan 

kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri 

melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan 

konektivitas, pertuasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan 

kepastian usaha, pertuasan investasi, serta efisiensi distribusi perdagangan. 
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B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan selama lima tahun kedepan 

dimulai dari mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, dilanjutkan transformasi sosial 

ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas 

hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama 

investasi, perdagangan, dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur dengan 

tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan 

wilayah barat. 

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 

Kebijakan peningkatan SOM berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pengendalian 

penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial 

melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health 

security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi 

digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 

perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap 

aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan mengutamakan 

perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja terdampak pandemi. 

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan selama lima tahun kedepan dimulai 

dari mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat 

gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; 

pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan 

pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/ keyakinan yang lain, inklusif, 

dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkalkan 

kemampuan literasi masyarakat. 

E. Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar 

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar selama lima tahun 

kedepan dimulai dari pemulihan pascapandemi Covid-19 dan selanjutnya diarahkan pada pemulihan 

akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan 

pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan 

transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modemisasi 

irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kola 
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metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan 

pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan 

ekonomi; serta oplimalisasi strategi investasi bad an usaha dan pengembangan metode peningkatan 

perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. 

F. Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan lklim 

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak 

bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 serta perubahan iklim diarahkan untuk: penguatan 

upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi 

tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana non alam 

(fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian 

penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaea, dengan fokus penurunan emisi GRK pada 

sektor lahan, industri, dan energi. 

G. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan 

Transformasi Pelayanan Publik 

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimulai dari mendukung 

pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui 

penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan 

melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan 

WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; oplimalisasi penegakan 

hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan physical distancing; serta 

pemulihan pelayanan public 

4.1.4 lsu Strategis Provinsi Bengkulu 

4.1.4.1 Peningkatan Daya Saing Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami 

perlambatan. Sempat mencapai sebesar 5,28% pada tahun 2016, ekonomi Bengkulu kemudian turun 

dan bergerak fluktualif dikisaran 4,9%. Sejak tahun 2017, Ekonomi Bengkulu selalu berada dibawah 

rata-rata nasional. Perlambatan ekonomi tersebut mengakibatkan rendahnya daya saing Bengkulu. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew 

School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) menunjukkan daya saing Provinsi 
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Bengkulu menempati peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat tersebut sekaligus 

menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai daerah di Indonesia dengan nilai daya saing terendah di 

Sumatera. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 lndikator yang dikelompokkan dalam 4 

aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan inslitusi, (3) kondisi 

finansial, bisnis dan tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Tertebih, 

pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan 

sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemic Covid-19 mungkin 

akan terus bertanjut selama beberapa tahun mendatang. Provinsi Bengkulu memiliki potensi untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, 

berada disisi barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan 4 (empat} provinsi besar di Sumatera. 

Dengan proyek jalan Toi Trans Sumatera ruas Bengkulu - Lubuk Linggau yang saat ini sedang 

dibangun, maka jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ekonomi Bengkulu akan berkembang dan 

meningkat dengan pesat. Selain itu, investasi juga dapat diandalkan oleh Bengkulu untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Share PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 40% 

lebih, yang menggambarkan bawah pembentukan modal di Provinsi Bengkulu cukup besar. Hal ini 

menandakan bahwa Bengkulu memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai tujuan investasi. 

4.1.4.2 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM 

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian 

pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertaman pembangunan 

berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rend ah. Waiau pun sudah menunjukan 

perbaikan yang signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih 

dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada mare! tahun 2021 mencapai 15,22%, 

jauh berada diatas rata-rata nasional yang sebesa 10,14%. 

4.1.4.3 Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur 

yang berkualias dan berkelanjutan. 

Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang 

berkualias dan berkelanjutan meliputi : 

a. lnfrastruktur 

b. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana 

c. Pengembangan Konektivitas Daerah 
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d. Pembangunan Rendah Karban dan Emisi Gas Rumah Kaea 

4.1.4.4 Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang 

Komprehensif dan Kompetitif. 

Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang 

Komprehensif dan Kompelitif meliputi: 

a. Hilirisasi Komoditas Unggulan 

b. Pembangunan Kemariliman yang lntegralif 

c. Pengembangan Pariwisata yang komprehensif dan kompetitif 

4.1.4.5 Peningkatan Kinerja Birokrasi 

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN 

yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. lndeks profesionalitas ASN di 

Provinsi Bengkulu masih rendah. Pada tahun 2020, lndeks Profesionalitas ASN baru mencapai 71,92. 

Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya 

merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN 

menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang 

dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. 

4.1.4.6 Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi akibat Pendemi COVID-19 

Mengembalikan ekonomi Bengkulu keposisi semula seperti sebelum terjadinya pandemic 

Covid-19 memerlukan langkah strategis yang terpadu untuk menerapkan Adaptasi Kebiasan Baru 

untuk masa depan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu 

terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu: 

1. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum; 

2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat; 

3. Perpaduan pembelajaran melalui daring dan luring; 

4. Digitalisasi keuangan daerah dan UMKM; 

5. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum; 

6. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik; dan 
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7. Efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat 

membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi di Bengkulu dan memaslikan masyarakat kembali memiliki ketahanan sosial 

pada din, keluarga dan masyarakat. 

4.1.5 lsu Strategis Kota Bengkulu 

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhalikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 

menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dimasa yang akan datang. Maka Kola Bengkulu mengangkat isu strategis adalah sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi 

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dari 

berbagai sektor potensial dan dapat dilihat dari PDRB Kola Bengkulu alas harga konstan mengalami 

fluktuasi. Dari tahun 2019 PDRB Kola Bengkulu 5,41, penurunan terjadi pada tahun 2020 karena 

adanya kondisi pademi covid-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar 3,47. 

Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di Kola Bengkulu mempengaruhi kesiapan Kola Bengkulu 

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. 

Untuk itu pemerataan pendapatan bagi masyarakat Kola Bengkulu menjadi sasaran utama 

dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. lndikator yang menjadi sasaran terwujudnya 

pemerataan pendapatan bagi masyarakat Kola Bengkulu ini dipengaruhi oleh : 

a. lndeks Gini 

lndeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu ala! yang mengukur tingkal kesenjangan 

pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Di lahun 2021 koefisien gini Kola 

Bengkulu adalah 0,38 persen tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan 

dengan lahun 2020 juga di angka 0,38 persen, yang dimaknai bahwa tingkal ketimpangan Kola 

Bengkulu rendah karena kurang dari 0,4 berdasarkan nilai kofisien dari BPS Kola Bengkulu 

lahun 2021. 

Beberapa seklor pembangunan di Kola Bengkulu seperti terbatasnya lahan pertanian, 

namun untuk kelersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, harus tetap terjaga 

untuk meningkatkan nilai tam bah dan daya saing pertanian. 

Produksi perikanan di Kola Bengkulu tahun 2021 sebesar 41.747,65 ton, mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42.740,97 ton (Sumber : Data Sektoral Dinas 

Ke/autan dan Perikanan, 2022 ), hal ini dikarenakan belum stabilnya sistem perekonomian di 
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Kola Bengkulu karena wabah virus covid-19, tetapi keberadaan sumber daya perikanan dan 

kelautan yang demikian besar merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap PDRB Kola Bengkulu sector 

perikanan. 

Sektor perdagangan mempunyai beberapa permasalahan yang ditandai dengan belum 

terwujudnya iklim perdagangan yang baik, hal tersebut disebabkan oleh manajemen 

pengelolaan pasar yang belum optimal, kualitas sarana distribusi barang yang masih rendah 

serta harga barang pokok dan barang penting yang lidak stabil. 

Sektor perdagangan yang berkontribusi terhadap PDRB alas harga konstan Kola Bengkulu 

tahun 2021 adalah sebesar 24.974,92 milyar. Pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu Alas Harga 

Konstan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 karena adanya kondisi 

pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan PDRB sebesar 3,47. Faktor 

yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu adalah pertumbuhan 

PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB perikanan, perdagangan, perindustrian dan 

jasa. Pada periode ke depan sektor pariwisata akan digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu. 

Rendahnya nilai produksi industri kecil dan mikro ditandai dengan dokumen perencanaan 

industri yang belum tersedia, kapasitas SOM dan kelembagaan industri kecil dan mikro masih 

rendah serta orientasi pasar terhadap produk industri masih kurang. Kapasitas managerial 

koperasi dan UKM yang masih rendah, kemudian jumlah koperasi sehat yang masih rendah, 

aksesabilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha juga masih rendah merupakan 

permasalahan yang dilimbulkan dari sektor koperasi dan UKM dari data Dinas Koperas dan UKM 

kondisi jumlah koperasi yang ada 928 koperasi dan persentase koperasi yang berkualitas 

hanya 27% dari jumlah koperasi yang aklif. 

Kondusifitas iklim investasi dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan perizinan secara 

terpadu, belum adanya rencana umum penanaman modal daerah, dan masih kurangnya daya 

tarik investor. 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Berdasarkan rilis data dari BPS tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka Kota Bengkulu 

adalah sebesar 6,34%, maka yang akan dilakukan pemerintah Kola Bengkulu guna menurunkan 

angka pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui 

menyediakan tenaga kerja yang siap berdaya saing, tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar, dan peningkatan lapangan pekerjaan. 

c. Capaian Jaringan Kola Krealif 
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Kata Bengkulu berpeluang menjadi salah satu jaringan kota kreatif dunia yang ditetapkan oleh 

UNESCO Creativ Cities Network (UCCN) dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 

Bersama 34 Kabupaten/ Kola Bengkulu ikul serta dalam usulan program kola krealif Indonesia 

tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krealif. Berdasarkan uji petik pihak 

Kementerian tahun 2019 pendapatan di sektor kuliner mencapai 7,2 milyar pertahun. Maka 

subseklor kuliner dipilih sebagai subsektor dari Kata Bengkulu. Untuk itu perlu dilakukan 

kedepannya oleh Pemerintah Kata Bengkulu antara lain : 

Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi krealif 

- Meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro dan memfasilitasi 

pengembangan pemasaran kerjasama usaha mikro dan kecil. 

2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan 

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kata Bengkulu perlu dioplimalisasi melalui 

terwujudnya kualitas sarana dan prasarana infrastuktur, terwujudnya lingkungan hidup yang 

berkualitas dan terwujudnya penurunan risiko bencana. 

Pada sektor pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Perlu peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata. 

b. Perlu penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. 

c. Terkait dengan infrastruktur dasar, berdasarkan data kondisi jaringan jalan dalam Kola 

Bengkulu, kondisi jalan baik pada tahun 2021 591,084 km yang baik, kondisi jalan sedang 

232,720 km, kondisi jalan rusak ringan 114,535 km, kondisi jalan rusak berat 4,232 km dan 

jumlah kondisi jalan 942,567 km (sumber data DPUPR tahun 2021) untuk jembatan terdapat 

14 lilik jembatan dan berdasarkan data semua jembatan tahun 2021 dalam kondisi baik dan 

sedang sebesar 64,2% dari Iota jembatan dalam kondisi baik sedangkan 35,7% sisahnya 

dalam kondisi sedang. 

d. Perlu peningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman Kata Bengkulu tahun 2021 bahwa 

perumahan yang baik dan sehat merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang 

kehidupan masyarakat, untuk itu pentingnya penyediaan infrastruktur perumahan rakyat 

dan permukiman adalah ketersediaan rumah layak huni. lntervrensi rumah lidak layak huni 

(RTLH) dilakukan setiap tahun melalui pendanaan daerah dan Pemerintah Pusat (DAK). 

RTLH yang diintervrensi di Kola Bengkulu tahun 2021 : 26 unit. Berdasarkan Surar 

Keputusan Walikota Bengkulu namer 63 tahun 2017, lokasi lingkungan permukiman kumuh 

di Kata Bengkulu mencapai 961,59 ha yang tersebar di 9 Kecamatan dan 49 Kelurahan. 

e. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas 
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di Kota Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kota, kapasitas tempat pembuangan 

akhir sampah di Air Sebakul yang overload untuk menampung sampah dan dukungan 

sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sud ah tidak memadai, 

pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan lingkungan hidup kepada masyarakat 

yang belum optimal memunculkan permasalahan belum optimalnya pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

f. Penurunan risiko bencana menjadi sasaran dari tujuan mewujudkan pembangun 

infrastruktur berkelanjutan beberapa kawasan berpotensi bencana diintifikasi menjadi 2 

(dua) yaitu bencana tsunami dan banjir. Adapun strategi untuk memecahkan permasalahan 

belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dibutuhkan 

peningkatan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana dan untuk belum 

optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran 

diperlukan strategi meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana. 

3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia 

Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh layanan 

dan kualitas pendidikan, kualitas derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan 

perempuan dan anak, kehidupan masyarakat yang harmonis dan menurunnya kemiskinan. Untuk 

mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan antara lain : 

a. Perlu peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dorongan belajar 

bagi siswa (pemberian beasiswa pendidikan), peningkatkan kualitas pembelajaran (kurikulum, 

pemerataan guru dan kualitas guru); 

b. Perlu peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan, perubahan budaya sekarang dan 

perilaku menuju digitalisasi menjadikan minat baca buku dikalangan pelajar dan masyarakat 

menjadi rendah. Untuk itu diperlukan inovasi dalam meningkatkan jangkauan pelayanan 

perpustakaan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

c. Perlu peningkatan perlindungan terhadap berbagai cagar budaya dan benda tak benda serta 

intemalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat. Berdasaran data dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 perlindungan terhadap bentuk kebudayaan lokal belum 

optimal dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah grup kesenian dan cagar 

budaya yang dibina ada 45 menunjukan belum ada perkembangan yang signifikan. 

d. Perlu peningkatan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga merupakan strategi yang 

akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan pokok rendahnya prestasi olahraga dan 

rendahnya peran serta pemuda di Kola Bengkulu. 
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e. Perlu peningkatan pendukung pelayanan SPM kesehatan, yang merupakan strategi 

kesehatan yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan belum optimalnya derajat 

kesehatan masyarakat dan penekanan angka prevalensi stunting. Saal ini prevalensi stunting 

Kola Bengulu mencapai 20% artinya disetiap 5 (lima) orang anak ada 1 (satu) yang terindikasi 

stunting (sumber data media center Kata Bengkulu berdasarkan hasil rembuk stunting antara 

pemerintah Kota Bengkulu, Kejari, Po/res, Kodim, Kemenag Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 

dan perwakilan Universitas di Bengkulu) dan ada 12 kelurahan yang menjadi lokus stunting di 

Kola Bengkulu sebagai berikut : 

1. Kelurahan Kandang Limun 

2. Kelurahan Sukarami 

3. Kelurahan Pagar Dewa 

4. Kelurahan Jalan Gedang 

5. Kelurahan Sidomulyo 

6. Kelurahan Padang Jati 

7. Kelurahan Jembatan Kecil 

8. Kelurahan Kebun Tebeng 

9. Kelurahan Pasar Baru 

10. Kelurahan Kebun Dahri 

11. Kelurahan Malabro 

12. Kelurahan Tanjung Jaya 

f. Perlu peningkatan partisipasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dan peningkatan peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran 

yaitu dengan melaksanakan : 

Peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan, masyarakat dan keluarga 

Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam Lembaga 

Peningkatan peran lembaga dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi tentang 

keluarga berencana 

Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak 

Peningkatan dan penguatan layanan pemenuhan hak anak 

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal di Kola Bengkulu di sebabkan oleh belum 

oplimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahn yang baik meliputi 

profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan serta pelayanan publik yang prima. 
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Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

prima. Keterbukaan dan transparansi aparatur serta komunikasi menjadi penting dalam membangun 

bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, 

guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi 

untuk mewujudkan e-Government menjadi hal cukup penting sebagai instrument komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan 

administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin 

ditingkatkan. 

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan 

yang akuntabel dan bebas KKN. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan, 

penganggaran, implementasi, pengawasan dan pelaporan capaian. Dalam rangka mempertahankan 

kinerja akuntabililas daerah, Pemerinlah Kola Bengkulu akan lerus meningkatkan kinerja, yang 

dimulai dari proses perencanaan dalam menenlukan lujuan, sasaran, program, kegiatan 

pembangunan daerah, beserta indikalor kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsislen. Unluk 

konsislen nilai SAKIP Kola Bengkulu berdasarkan hasil penilaian Kemenlerian PAN-RB lahun 2021 

dengan nilai 61, 14 dengan tingkal akunlabililas kinerja B. tata kelola pemerinlahan yang baik 

akuntabel dan bebas KKN akan lercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualilas dan 

professional. lndeks profesionalilas ASN berdasarkan penilaian BKN adalah sebesar 50,88. Nilai 

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Eleklronik) Kola Bengkulu 1,68. Dari hasil penilaian baik 

indeks profesionalitas ASN maupun SPBE masih dalam kalegori rendah namun kualilas pelayanan 

publik Kola Bengkulu mempunyai nilai 3,77 dengan kalegori baik dari skala penilaian 0-4. 

Tabel 4.42 

Keterkaitan lsu lntemasional, lsu Nasional, lsu Provinsi dan lsu Kota Bengkulu 

lsu lntemaslonal ltu Nasional lsu Provins! lsu Kota 
Bangkulu 

Pemulihan Ekonomi Penguatan Ketahanan Peningkalan Daya Pertumbuhan 
Global Ekonomi unluk Saing Ekonomi Ekonomi 

Pertumbuhan Berkualilas 
Pergeseran Peran dan Berkeadilan Pemulihan kondisi 
Ekonomi Kawasan sosial dan ekonomi 
Asia - Pasifik dalam akibal pandemi Covid-
Perekonomian Global 19 

Kelerbukaan Pasar Meningkalkan Sumber Kemiskinan, kualitas sumber 
dalam Masyarakal Daya Manusia Kesejahleraan dan daya manusia 

Dava Saina SOM 
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lau lntemnional IIU Nnional IIU Provinsi IIU Kota 
Bangkulu 

Ekonomi ASEAN Berkualitas dan Berdaya yang berdaya 
(MEA} Saing saing 

Hilirisasi komoditas 
unggulan dan 
pengembangan 
pariwisata yang 
komperensif dan 
komootitif 

Stabilitas Politik Global Memperkuat Stabilitas Peningkatan kinerja tata kelola 
yang Dinamis Politik, Hukum, birokrasi pemerintahan 

Pertahanan,dan 
Keamanan 
(Polhukhankam} dan 
T ransformasi Pelayanan 
Publik 
Revolusi Mental 
danPembangunan 
Kebudavaan 

T ranformasi Teknologi Memperkuat lnfrastruktur Peningkatan kinerja tata kelola 
dan lndustri 4.0 untuk Mendukung birokrasi pemerintahan 

Pengembangan Ekonomi 
dan Pelavanan Dasar 

T ujuan Pembangunan Membangun Pengembangan pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) / Lingkungan, konektivitas serta infrastruktur yang 
Sustainable Meningkatkan pemerataan dan berkelanjutan 
Development Goals Ketahanan Bencana, pembangunan 
(SDG's) dan Perubahan lklim infrastruktur yang 

Mengembangkan berkualias dan 
Wilayah untuk berkelanjutan 
Mengurangi 
Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 
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BABV 
TUJUAN DAN SASARAN 

5.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024- 2026 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya 

akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Tujuan yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Daerah ini adalah sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun. Tujuan dan sasaran Rencana 

Pembangunan Daerah Kola Bengkulu tahun 2024 - 2026 penentuannya didasarkan pada: 

a. Visi dan Misi RPJPD Kota Bengkulu 

Visi Daerah 

Pada Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kola Bengkulu 2007-2027, Kola 

Bengkulu memiliki visi "Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani". Visi tersebut didukung 

oleh berbagai misi seperti berikut: 

1. Mewujudkan Kola Bengkulu yang agamis dan berbudaya; 

2. Mewujudkan Kola Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi 

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; 

3. Mewujudkan Kola Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan;Mewujudkan 

perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal 

melalui industri; 

4. Mewujudkan Kola Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan; 

5. Mewujudkan Good Governance and Clean Government; 

6. Mewujudkan Kola Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan. 

RPJPD Kola Bengkulu Tahun 2007-2027 memiliki empat tahapan. Tahapan tersebut 

dibagi dalam penekanan lima (5) tahunan uangka menengah). Penekanan 5 tahunan tersebut 

menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Penekanan 5 tahunan RPJPD Kola Bengkulu Tahun 2007-2027 dijabarkan sebagai 

berikut: 
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Penekanan 5 Tahun 
Partama (2007-2012) 

Pada RPJMO ke-1, 
Peningkatan 
aksesibilttas layanan 
dasar yaitu pada bidang 
pendidikan dan 
kesehatan. Selain itu, 
pembentukan landasan 
dalam rangka 
kemandirian ekonomi 
serta meningkatkan 
daya saing daerah 
terutama dalam sektor 
jasa dan perdagangan. 

Agenda meningkatkan 
kualitas sarana dan 
prasarana untuk 
mendukung sektor 
perdagangan dan jasa 
melalui peningkatan, 
pembangunan dan 
pemeliharaan 
infrastruktur dasar, 
pengembangan 
aksesibilttas pelayanan 
umum serta 
mewujudkan sistem 
transportasi untuk 
menunjang produktivttas 
dan mobilitas publik. 
Oalam rangka 
keleslarian lingkungan 
hidup serta mitigasi 
bencana, pada lahapan 
pertama ini lebih 
diarahkan pada 
perencanaan Kola 
Bengkulu sebagai 
daerah rawan bencana 
dengan melegalisasikan 
serta 
mengimplemenlasikan 
rencana tata ruang 
wilayah kola. 

Keyword: menata dan 
mernbangun melalui 
konsolidasi dan 
pemantapan sektor-
sektor peningkatan 
oembanaunan 

Tabel 5.1. 
Penekanan 5 Tahun RPJPD Kota Bengkulu 

Penekanan 5 Tahun Kedua 
(2012-2017) 

Pada RPJMO ke-2, 
pencapaian pembangunan 
lebih diarahkan pada 
pemanlapan di segala bidang 
terutama dalam 
meningkatkan SOM. Pada 
tahap pemantapan ini masih 
difokuskan pada peningkatan 
kualitas SOM dengan 
kegiatan pemantapan 
pembangunan pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi. 

Pada RPJMO ke-2 di sektor 
jasa dan perdagangan sudah 
ada peningkatan pada 
berbagai bidang: perikanan, 
kerajinan, industri pangan, 
pariwisata, pemasaran dan 
lain-lain. Peningkatan 
investasi daerah melalui 
peningkatan promosi dan 
kerjasama investasi dalarn 
rangka mewujudkan 
pertahanan kelestarian 
lingkungan hidup juga 
merupakan target yang ingin 
dicapai dalarn meningkatkan 
perekonomian Kota Bengkulu. 
Oalam meningkatkan kualitas 
dan kuantitas sarana dan 
prasa-ana untuk mendukung 
peningkatan sektor jasa dan 
perdagangan diarahkan pada 
peningkatan, pembangunan 
dan pemeliharaan 
infrastruktur. 
Untuk mewujudkan good 
governance dan clean 
goverment, pada tahun ketiga 
RPJMO ke-2 hasil penilaian 
tata kelola keuangan dan aset 
daerah telah mencapai 
kualifikasi terbaik. Selain itu, 
untuk mencapai pelayanan 
publik yang prima harus 
didukung oleh aparatur yang 
profesional, berwatak 
melayani dan taat hukum. 
Oalarn rangka mitigasi 
bencana, oada tahaoan 

Penekanan 5 Tahun Ketlga 
(2017-2022) 

Pad a RP JMO ke-3, SOM Kota 
Bengkulu marnpu berdaya 
saing secara kompetitif serta 
kemampuan ilmu dan 
teknologi yang terus 
meningkat 

Pada RPJMD ke-3 untuk 
sektor jasa dan perdagangan 
sudah memasuki tahap 
pemantapan dalarn rangka 
kemandirian ekonomi serta 
kemampuan daya saing 
daerah. Pada tahap ini sudah 
tercipta strategi dan kebijakan 
pengembangan teknologi 
sesuai dengan 
pengembangan ekonomi 
nasional sehingga mampu 
berdaya saing. 
Pada tahap ini telah terjadi 
peningkatan kesejahteraan 
rakyat dengan meningkatnya 
pendapatan per kapita; 
menurunnya angka 
kemiskinan dan tingkat 
pengangguran, meningkatnya 
derajat kesehatan, 
menurunnya disparitas 
kesejahteraan antar kelompok 
masya-akat, masyarakat yang 
siap hidup berdampingan 
dengan kondisi wilayah yang 
rawan bencana. Harapan 
besar di akhir RPJMD ke-3 
telah terwujud Kota Bengkulu 
yang sejuk, meriah, aman, rapi 
dan kenangan, dan didukung 
oleh tersedianya fasilitas air 
bersih yang higienis dan 
pengelolaan sampah yang 
baik. 

Keyword: peningkatan 
kualitas SOM, pemantapan 
dalam rangka kemandirian 
ekonomi serta kemampuan 
daya saing daerah 
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Penekanan 5 Tahun 
Keempat (2022-2027) 

Pada RPJMD ke-4, Kota 
Bengkulu telah mapan 
dalam segala bidang, baik 
tingkat kualitas SDM, 
tingkat kemandirian 
ekonomi masyarakatnya 
serta tingkat kemampuan 
Kota Bengkulu dalam 
sektor jasa dan 
perdagangan yang mampu 
berdaya saing daerah, baik 
regional maupun Nasional. 
Di samping itu, Kota 
Bengkulu telah menjadi 
kota yang siap dalam 
mitigasi bencana melalui 
kesiapsiagaan masyarakat 
dan lingkungan hidup yang 
lestari. 

RPJMD ke-4, pencapaian 
pembangunan lebih 
diarahkan pada tahap lepas 
landas. Pada tahap ini 
ditujukan untuk 
mewujudkan masyarakat 
maju dengan kemapanan 
ekonomi menuju 
masyarakat madani, 
melalui percepatan 
pembangunan di berbagai 
bidang dengan 
menekankan pada struktur 
perekonomian yang kokoh 
berlandaskan potensi lokal 
dan keunggulan kompetitif 
yang dimiliki Kota Bengkulu 
dengan didukung oleh 
kualitas SDM sudah 
mampu bersaing secara 
nasional Kota Bengkulu 
telah menjadi pusat 
perdagangan bagi kawasan 
Belajasumba dengan 
sarana dan prasarana 
infrastruktur yang lengkap 
sehingga mampu bersaing 
seca-a regional. 

Ke"""'rd: nenr""aian 



Penakanm1 5 Tahun 
Penekanan 5 Tahun Kedua Penekanan 5 Tahun Ketiga Penakanan 5 Tahun Partama (2007-2012) (2012-2017) (2017-2022) Keempat (2022-2027) 

kedua ini lebih diarahkan pernbangunan lebih 
pada pemantapan kesiapan diarahkan pada tahap 
Kola Bengkulu sebagai lepas landas 
daerah rawan bencana 
melalui penananan ben\eng 
vegelasi sepanjang jalur-jalur 
evakuasi. 

Keyword: pemantapan di 
segala bidang terutama 
dalarn meninakatkan SOM 

lmplementnl dalam RPJMO Kata Bengkulu 

RPJMD Kota RP JMD Kota Bengkulu RPJMD Kota Bengkulu 2019 
Bengkulu 2013 -2018: -2023: 

2008 -2013: Terwujudnya Bengkulu yang Kola Bengkulu yang Bahagia 
Menuju Masya-akat sejah\era da-i bermartabat, dan Religius, APBD untuk 
Kola Bengkulu yang APBD untuk rakyat Rakyat 

Bermartabat dan 
Makmur 

Pada periode 2019-2023, Kola Bengkulu berada dalam lahapan pembangunan yang ke-4 

sesuai dengan RPJPD Kola Bengkulu. Pada lahap ini, Kola Bengkulu diharapkan lelah lerjadi 

peningkalan kesejahleraan rakyal dengan meningkatnya pendapalan per kapila, menurunnya 

angka kemiskinan dan lingkal pengangguran, meningkalnya derajal kesehalan, menurunnya 

disparilas kesejahleraan anlarkelompok masyarakat, dan masyarakal yang siap hidup 

berdampingan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Pada akhir RPJMD ke-4, Kola 

Bengkulu diharapkan menjadi yang sejuk, meriah, aman, rapi dan kenangan dan didukung oleh 

lersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan pengelolaan sampah yang baik lelah lerwujud. 

Pada kondisi ini, pemerinlah dan masyarakal Kola Bengkulu merupakan salu kesatuan yang lidak 

lerpisahkan guna mengoplimalkan potensi daerah. Namun pada penekanan keempal RPJPD 

lahun 2022-2027 Kola Bengkulu mapan dalam segala bidang, baik lingkat kualilas SDM, lingkal 

kemandirian ekonomi masyarakalnya serta tingkal kemampuan Kola Bengkulu dalam seklor jasa 

dan perdagangan yang mampu berdaya saing daerah, baik regional maupun nasional. 

b. Analisis sasaran Pokok dan/atau Analisis Arah kebijakan RPJPD Kota Bengkulu Tahap 

KeEmpat 

Pada RPJP Tahap ke-4, Kola Bengkulu lelah mapan dalam segala bidang, baik 

lingkal kualilas SOM, lingkal kemandirian ekonomi masyarakalnya serta lingkal kemampuan 
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Kola Bengkulu dalam seklor jasa dan perdagangan yang mampu berdaya saing daerah, baik 

regional maupun Nasional. Di samping ilu, Kola Bengkulu lelah menjadi kola yang siap dalam 

miligasi bencana melalui kesiapsiagaan masyarakal dan lingkungan hidup yang leslari. 

RPJPD Tahap ke-4, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada lahap lepas 

landas. Pada lahap ini dilujukan unluk mewujudkan masyarakat maju dengan kemapanan 

ekonomi menuju masyarakat madani, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi lokal dan 

keunggulan kompetitif yang dimiliki Kola Bengkulu dengan didukung oleh kualitas SOM sudah 

mampu bersaing secara nasional Kola Bengkulu telah menjadi pusat perdagangan bagi 

kawasan Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Baral} dengan sarana dan 

prasarana infrastruktur yang lengkap sehingga mampu bersaing secara regional. 

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2019-2023, dari tujuan kualitas lata kelola 

pemerintahan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja target nilai SAKIP adalah 

BB realisasi B; sasaran meningkatnya tata kelola keuangan daerah target indeks kapasitas 

fiskal 0,37 realisasi 0,84; opini BPK target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP} realisasi WTP; 

dari sasaran meningkatnya keterbukaan dan kualilas pelayanan publik dengan indikalor rala

rala nilai kepaluhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan target zona hijau, 

realisasi zona hijau; dari sasaran kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, realisasi mencapai 24,97% melampaui dari target 21,58%. Dari sasaran 

meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi targetnya 

4,17% tercapainya 15,8%; dengan sasaran kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan indikator persentase koperasi yang meningkat Sisa Hasil 

Usaha (SHU} -nya target 6% realisasi mencapai 5 %; Dari sasaran meningkatnya kontribusi 

sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase peningkatan 

kontribusi sektor pariwisata target 3,63 % realisasi 3,00 %. 

Dari tujuan menurunnya risiko bencana sasaran meningkatnya kapasitas daerah 

dalam penanggulangan bencana indikator risiko bencana target 104,36 realisasi 103 % Dari 

sasaran meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH dengan indikator indeks kualilas 

air target 64 realisasi 45; kualitas udara target 96 realisasi 88,1; presentase RTH 9,17% 

realisasi 9,2%. 

c. lsu Strategis Aktual 

Rumusan tujuan pembangunan memperlihatkan operasionalisasi upaya 
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pemecahan penanganan isu slralegis sedangkan sasaran menunjukkan kondisi yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan lujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan 

Daerah Kola Bengkulu lahun 2024 - 2026 berdasarkan isu slrategis aklual adalah sebagai 

berikut: 

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi 

Tujuan 

Meningkalnya Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif 

Sasaran 

Meningkalnya Pertumbuhan Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Kola Bengkulu sebagai lbu Kola Provinsi Bengkulu dari seklor riil memiliki polensi 

yang baik di bidang perdagangan, industri dan jasa. Konlribusi PDRB sektor perdagangan 

mengalami perkembangan dari lahun ke lahun. Perkembangan ini menunjukan bahwa 

sumbangan alau peranan sektor ini lerhadap perekonomian daerah Kola Bengkulu berjalan 

optimal. 

Pandemi Covid-19 menyebabkan lerjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kola 

Bengkulu di tahun 2020 yang pada lahun-lahun sebelumnya mengalami lren positif. Hal ini 

dikarenakan beberapa seklor unggulan seperti perdagangan, induslri dan jasa lerdampak 

pada pandemi covid -19 tersebut. Penurunan lerjadi pada lahun 2020 di angka -0,25 karena 

adanya kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkalan angka PDRB 

sebesar 3,47. Faklor yang berpengaruh lerhadap flukluasi pertumbuhan PDRB Kola Bengkulu 

adalah pertumbuhan PDRB seklor potensial, seperti pertumbuhan PDRB dengan indikator 

presenlase pertumbuhan sektor pertanian, seklor perikanan, seklor pariwisata, seklor 

perdangan dan sektor industri lerhadap PDRB, presenlase peningkatan kelas usaha mikro ke 

usaha kecil dan nilai investasi dan indikalor capaian jaringan kola kreatif melalui sektor 

pariwisala, koperasi dan UKM, perdagangan dan perinduslrian menjadi sasaran meningkalnya 

pertumbuhan seklor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kata Bengkulu menjadi salah salu jaringan kola krealif bersama 34 Kabupalen/ Kola 

selndonesia tahun 2022 dari Kemenlerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan uji 

petik pihak Kemenlerian tahun 2019. Pendapalan di seklor kuliner mencapai 7,2 milyar per 

lahun, maka subseklor kuliner dipilih sebagai subseklor dari Kola Bengkulu. Pemerintah Kata 

Bengkulu ke depannya harus meningkatkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi 
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kreatif, meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro dan memfasilitasi pengembangan 

pemasaran kerjasama usaha mikro dan kecil. Memfasilitasi pemasaran secara digitalisasi dan 

menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait guna pencapaian mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. 

2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi 

Tujuan 

Meningkatnya Pemerataan Ekonomi 

Sasaran 

1. Menurunnya Angka Kemiskinan 

2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan 

Dari sasaran menurunkan angka kemiskinan, data angka kemiskinan Kola 

Bengkulu seliap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2018 18;82% tahun 2019 18,09% 

tahun 2020 17,65% sedikit meningkat pada tahun 202117,89%, sedangkan pada tahun 2022 

menurun signifikan mejadi 15, 73% dengan data terakhir jumlah penduduk miskin dari data 

BPS Kola Bengkulu 50,43 ribu jiwa, garis kemiskinan 785.905 rupiah tertinggi di Provinsi 

Bengkulu. lndikator angka kemiskinan diampu oleh beberapa sektor yaitu sektor ketahanan 

pangan dan pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor 

industri, sektor koperasi dan UKM, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor 

perumahan dan permukiman, sektor ketenagakerjaan, sektor sosial, sektor pendidikan dan 

kebudayaan, sektor kesehatan, dan sektor lingkungan hidup 

Dari sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka 

berkorelasi posilif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. 

Besarnya lingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh rendahnya serapan 

tenaga kerja di suatu daerah. Data rnengenai lingkat pengangguran terbuka rnenjadi indikator 

paling penting di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kola 

Bengkulu rnengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 6,61 persen rnenjadi sebesar 4,29 

persen di tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 TPT Kola Bengkulu rnengalami kenaikan 

menjadi 6,82 persen akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan 

dan perekonomian, dan kembali menurun pada tahun 2021 seiring dengan semakin 

rnembaiknya kondisi setelah pandemi. Peningkatan kornpetensi tenaga kerja dan kesiapan 

tenaga kerja Kola Bengkulu untuk berdaya saing kiranya dapat meningkatkan pemerataan 
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ekonomi. 

Guna meningkatnya pemerataan pendapatan, indikator inflasi mempunyai peran 

penting dalam pengendalian inflasi daerah terutama menghadapi isu global ekonomi 

intemasional saat ini. untuk itu tim pengendali inflasi daerah yang diampu oleh sektor 

ketahanan pangan dan pertanian, perdagangan dan industri, perikanan, koperasi dan UKM, 

ketahanan pangan dan pertanian, perizinan dan investasi. 

3. Optimalisasi Pembangunan lnfrastruktur yang Berkelanjutan 

Tujuan 

Meningkatnya Pembangunan lnfrastruktur Berkelanjutan 

Sasaran 

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana lnfrastruktur 

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik 

4. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas 

5. Menurunnya Risiko Bencana 

Dari isu strategis optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, maka 

yang menjadi tujuan Pemerintah Kola Bengkulu adalah Meningkatnya Pembangunan 

lnfrastruktur Berkelanjutan. lnfrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak 

hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari 

hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karenanya, 

pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek 

budaya dan aspek lingkungan dari masyarakat sekitar. 

Meningkatnya kualitas sarana prasarana infrastruktur menjadi sasaran pembangunan 

seiring dengan pertambahan penduduk yang menjadi pemicu utama dari meningkatnya 

aktivitas dan juga kebutuhan ruang. Di kala kebutuhan naik namun ketersediaan ruang tidak 

mencukupi, maka penduduk akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, 

contohnya dengan eksploitasi kawasan penmukiman secara ber1ebihan sehingga muncul 

kawasan kumuh (slum area), pemanfaatan sempadan sungai yang mengakibatkan kawasan 

liar (squatter area) sehingga timbul degradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang 

masih rendah, ketidaksesuaian pemanfaatan !ala ruang, dan keberadaan kawasan kumuh 

masih menjadi penmasalahan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan di Kola Bengkulu. 
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Untuk itu perangkat daerah terkait perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan 

penertiban tata ruang melalui rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. Perwujudan ruang 

wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih terus diupayakan oleh 

pemerintah seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Pembangunan berkelanjutan harus dapat meyakinkan kelangsungan hidup melalui 

pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem yang tidak merusak lingkungan, hal ini sejalan 

dengan prinsip penanggulangan bencana. Oleh karenanya, sasaran penurunan risiko 

bencana sebagai bagian dari penaggulangan bencana dapat dikaitkan langsung dengan 

proses pembangunan berkelanjutan. 

4. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 

Tujuan 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 

Sasaran 

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan 

3. Meningkatnya Kualitas Derajat Masyarakat 

4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan 

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. 

5. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis 

Kualilas SDM melalui pelayanan dasar sektor pendidikan, prestasi olahraga dan 

Peran serta pemuda dalam pembanguan, kualilas Kesehatan, pemberdayaan dan 

perlindungan bagi perempuan dan anak, kehidupan masyarakat yang harmonis. Tujuan 

utama dari prioritas pembangunan ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kola 

Bengkulu. 

Beberapa ha! yang perlu diperhatikan unluk meningkatkan kualitas SDM yang siap 

berdaya saing di Kola Bengkulu adalah sebagai berikut: 

Layanan dan kualilas pendidikan 

Preslasi olahraga dan peran serta pemuda 

Derajal kesehatan masyarakat 

Keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan serta pelindungan perempuan dan 

anak 
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- Gangguan keamanan dan ketertiban 

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan 

Tujuan 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN 

Sasaran 

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel 

menjadi sasaran untuk mengoplimalkan tata kelola pemerintahan di Kola Bengkulu. Krisis 

kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk 

berbenah secara komperensif, membangun !ala kelola pemerintahan yang baik, cepat, 

produktif, efisien dan di saat bersamaan juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. 

Permasalahan belum oplimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kola Bengkulu menjadi 

fokus dan tantangan Pemerintah Kola Bengkulu untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Akuntabel dan Bebas KKN. 

Beberapa catatan dari Tim Evaluasi Kementerian RB terhadap Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kola Bengkulu tahun 2021 yang perlu ditindaklanjuti antara lain adalah sebagai 

berikut: 

lmplementasi reformasi birokrasi dan pemenuhan dokumen sebagai hasil dari 

pelaksanaan kegiatan belum memberikan dampak perubahan yang signifikan 

Agen perubahan belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan 

inovalif, 

Rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi belum terarah dan terukur 

Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerinlah Daerah dan PD belum 

disusun sehingga belum dapat mengidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan 

kebijakan yang tumpang lindih. 

Peta proses bisnis yang ada sekarang belum sepenuhnya disusun dengan 

memperhatikan tugas dan fungsi, serta rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu 

penerapan e-govemment masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi 

sehingga belum mengungkil kinerja dan layanan. 

Belum optimalnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia antara lain 

mengenai lindak lanjut assesment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis 

kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai belum 
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menyeluruh dan lidak ada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan krilikal/ 

suksesi 

Pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan integritas seperti penanganan 

gratifikasi, whistleblowing system (WBS), pengelolaan pengaduan masyarakat, 

kebijakan benturan kepentingan masih bersifat formalitas dalam pelaksanaannya. 

Sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mengawal organisasi untuk mewujudkan 

kinerja organisasi. 

Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar 

minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima. 
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Tabel 5.2 
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kola Bengkulu RPO Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 

MTVA K0NDl8 TARIIEl'CAPAIAN K0NDl8 
NO l\lJUAN ·-- 11IJIIAN PD WARANPD INDl<ATOR N IAWAL I AICHIII 

PERANCIKAT llAEIWt - 21121 2121 

1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonoml lndeks 3,47 5, 1 • 5,3- 5,5 5,5- 5,7 5,5-5,7 DiNAS KET AHANAN PANGAN 
Pertumbuhan 5,25 DAN PERTANIAN, DINAS 
Ekonoml yang PERIKANAN, DiNAS 

lnkiusW PARIWISATA. DINAS 
PE RD AGAN GAN 
PERINDUSTRIAN , DINAS 
KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH.DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANANTerpadu SATU 
PINTU, SEKRETARIAT DAERAH 
(BAGIAN PEREKONOMIAN) 

Menlngkatnya P~se pertumtxJhan sektor 
Pertumbuhan Sektor pertanian, sektor perikanan, 

~ 
U'I 

Unggulan T erhadap sektor pariwisata, sektor 
Pertumbuhan Ekonomi perdagangan dan sektor industri 
Daerah temadap PDRB; Persentase 

peningkatan kelas usaha mikro 
ke usaha kecil, Nilai lnvestasi 

Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
Pertumbuhan Sektor Pertanian DAN PERT ANIAN 

Unggulan T erhadap 
Pertumbuhan 
l=koM-- i "'-erah 

Meningkatnya nilai Pertumbuhan Produksi Sektor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
tambah dan daya salng Pertenian DAN PERT ANIAN 
nertanian 

Meriingkatnya Persentase Peningkatan Persen 4.97 4.97 4.99 5.02 5.05 DINAS PERIKANAN 
Pertumbuhan Sektor Produksi Perikanan 
Unggulan Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

........ , 
• 



~ 

.... 
-I> 

"' 

NO TUJUAN SASARANIIAERAH TUJUANPD 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sektor 
Unggulan T erhadap 
Pertumbuhan 
Ek-~iO---h 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sekttw' 
Unggulan T erhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sektor 
Unggu~n Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Sektor 
Unggulan T erhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Oaerah 

SATUA SASARANPD INOl(ATOR 
N 

Meningkatnya produksi Pertumbuhan Produksi SektOf Persen 
dan nilai tambah Petikanan 
nerikanan 

Kontribusi Pariwisata Terhadap Persen 
PAD 

Pengembangan P8fSefltase Kunjungan Persen 
pariwisata berbasis Wisatawan 
masyarakat Persentase Lama Tinggal Persen 

Wisatawan 
Persentase Kontribusi Sektor Persen 
Perdagengan temadap PAO 

Menlngkatnya kontribusi Nilai rupiah sektor perdagangan Rupiah 
sektor oen:laaanaan (Milyar) 
Menlngkatnya kelancaran 
distribusi barang 

Persentase Pertumbuhan Persen 
lndustri terhadap PAD 

Meningkatnya Pertumbuhan IKMAJKM IKMIUK 
pertumbuhan industri M 

Pertumbuhan lndustri Kreeti1 Persen 

Persentase Koperasi Aktif Persen 

KONDl8 TARGET CAPAIAN KONDIS PERANGKAT DA!RAH IAWAI. IAKHIR 
2DI 2825 2821 

5 10 15 20 20 DINAS PERIKANAN 

10 10 15 20 20 DINAS PARIWISATA 

5 5 7 10 10 DINAS PARIWISATA 

3,5 3,5 4 4,5 4,5 DINAS PARIWISATA 

30,76 32 40 45 45 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

1,3 M 1,8M 2,5M 2,7M 2,7M DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

6,5 6,6 6.65 7 7 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

82 85 87 92 92 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

2.5 2.8 3 3,5 3,5 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

79 79 80 81 81 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 



SATIIA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS 
NO Tl/JUAN SASARAN DAERAH Tl/JUAN PD SASARANPD INDl<ATOR 

N IAWAl. IAl<HIR 
PERANGKAT DAERAH 

2024 2025 21121 

Meningkatnya kapasitas Persentase Peningkatan persen 27 29,5 32 34 34 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
kelembagaan, Koperasi yang Berkualitas KECIL DAN MENENGAH 
pengelolaan dan modal 
ko ...... rasi 

Meningkatnya Persentase Realisasi lnvestasi Persen 1,2 2 3 4 4 DINAS PENANAMAN MODAL 
Pertumbuhan Sektor DAN PELAYANAN TERPADU 
Unggulan T erhadap SATU PINTU 
Pertumbuhan 
Ekonomi naerah 

Meningkatnya Nilai Realisasi lnvestasi Rupiah 1,5 1,8 2 2,3 2,3 DINAS PENANAMAN MODAL 
konduslvitas iklim (Tnliun) DAN PELAYANAN TERPADU 
investasi SATU PINTU 

Meningkatnya Capaian Jaringan Kota Kreatif Persen 10 10 15 20 20 DINAS PARIWISATA DINAS 
Pertumbuhan Sek1or KOPERASI DAN USAHA KECIL 
Unggulan Terhadap DAN MENENGAH, DINAS 
Pertumbuhan Ekonomi PERDAGANGAN 
Daerah PER•NDUSTRIAN 

Meningkatnya Persentase Parameter Kata Persen 10 10 20 30 40 DINAS PARIWISATA 

~ 
Pertumbuhan Sektor Kreatif yang Dipenuhi 
Unggulan Terhadap ..... Pertumbuhan 
Ekonoml naerah 

Meningkatnya Jum1ah Parameter Kata Kreatif Jumlah 10 10 20 30 30 DINAS PARIWISAT A 
p8f1gembangan ekonomi yang Dlpenuhl Paramet 
kreatif er 

Meningkatnya Persentase UKM yang Aktif Persen 90 92 93 95 95 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
Pertumbul7an Sektor KECIL DAN MENENGAH 
Unggulan Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

meningkatnya kualitas Persentase Usaha Mikro Yang Persen 0.22 1.3 2.1 3 3 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
UKM Naik Kelas KECIL DAN MENENGAH 

Meningkatnya kontribusi Nilai rupiah sektor perdagangan Rupiah 1,3M 1,8M 2,5M 2,7M VM DINAS PERDAGANGAN 
sektor oerdaaanaan IMilyar) PERINDUSTRIAN 
Meningkatnya kelancaran 
disbibusi barang 

~ 

~ 
~ 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS NO TUJUAN SASARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDIKATOR PERANGKAT DAERAH 
N IAWAI. IAKHIR 

20.M 2025 2026 
2 Menlngkatnya lndek, Glnl Angka 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 DINAS KETAHANAN PANGAN 

Pemerataan DAN PERTANIAN, DINAS 
Ekonomi PERIKANAN, DINAS 

PARIWISATA, DINAS 
PERDAGANGAN 

PERINDUSTRIAN , DINAS 
KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH,DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN Terpadu SATU 

PINTU, OINAS 
KETENAGAKERJAAN 

Menurunnya Angka Angka Kemiskinan Persen 17.89 17.89 17.39 16.89 16.89 DINAS KETENAGAKERJAAN, 
Kemiskinan DINAS KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH, DINAS 
PARIWISATA, DINAS 
PERIKANAN, DINAS 

' 
~ 
00 

KETAHANAN PANGAN DAN 
PERTANIAN, DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN, DINAS 
KESEHATAN, DINAS 

PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN , DINAS 

SOSIAL, DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PEN AT AAN 

RUANG, DINAS PERUMAHAN 
RAKYAT, KAWASAN 

PERMUKIMAN, PERTANAHAN 
DAN DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP 

Menurunnya Angka lndeks Ketahanan Pangan lndeks 67.24 68.74 70.24 71.74 71.74 DINAS KETAHANAN PANGAN 
Kemiskinan DAN PERTANIAN 

Meningkatnya kualitas Pencapaian Skar Pola Pangan Angka 85,50 85,7 86 86,5 86,5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
namian masv::irakat Haraoan IPPHI DAN PERTANIAN 

Menurunnya Angka Persentase PertumbtJhan Sektor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
Kemiskinan Pertanian DAN PERT ANIAN 

'::.> 



IATIIA KONDl8 TARGETCAPAWI KONDII NO TIIJUAN IAIARANDAEIWt TU.JUAN PD SASARANPD NIICATOR PERANCIKAT-N IAWAL IAICHIR 
2114 2025 -Meningkatnya produksi Pertumbuhan Produksi Sek:tor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 

oertanian Pertanian DAN PERT ANIAN 
Menun.mnya Angka Persentase Peningkatan Persen 4.97 4.97 4.99 5.02 5.05 DtNAS PERIKANAN 
Kemiskinan Produksi Perikanan 

Meningkatnya Produksi Pertumbuhan Produksi Sektor Persen 5 10 15 20 20 DINAS PERIKANAN 
oerikanan Perikanan 

Menurunnya Angka Kontribusi Pariwisata Terhadap Persen 10 10 15 20 20 DINAS PARIWISATA 
Kemiskinar, PAD 

Meningkatnya kualitas Persentase Kunjungan Persen 5 5 7 10 10 DINAS PARIWISATA 
pariwisata Wisatawan 

Persentaselama Tinggal Persen 3,5 3,5 4 4,5 4,5 DINAS PARIWISATA 
Wisatawan 

Menurunnya Angka Persentase Konrtibu~ Sektor Persen 30.76 32 40 45 45 DINAS PERDAGANGAN 
Kemiskinan Perdaoanaan terhadap PAD PERINDUSTRIAN 

Meningkatnya kontribusi Nilai rupiah sektor perdagangan Rupiah 1,3 M 1,BM 2,SM 2,7M 2,7M DINAS PERDAGANGAN 
seklor nerdaoanoan (Milvar1 PERINDUSTRIAN 

Menurunnya Angka Persentase Pertumbuhan Persen 6.5 6.6 6.65 7 7 DINAS PERDAGANGAN 

:, I 

ft 
"' 

Kemiskinan lndustri PERINDUSTRIAN 
Meningkatnya Pertumbuhan IKM/UKM IKM/\JK 82 85 87 92 92 DINAS PERDAGANGAN 
pertumbuhan industri M PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan lndustri Kreatif Persen 2.5 2.8 3 3.5 3.5 DINAS PERDAGANGAN 
PERINDUSTRIAN 

Menurunnya Angka Persentase Koperasi Aktif Person 79 79 80 81 81 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
Kemiskinan KECIL DAN MENENGAH 

Meningkatnya koperasi Persentase Peningkatan persen 27 29,5 32 34 34 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
yang bef1(Ualitas Koperas1 Yang Ben(ualitas KECIL DAN MENENGAH 

Menurunnya Angka Persentase Reaisasi flvestasi Persen 1,2 2 3 4 4 DINAS PENANAMAN MODAL 
Kemiskinan DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 
Meningkatnya nilai Nilai Realisasi lnvestasi Rupiah 1,5 1,8 2 2,3 2,3 DINAS PENANAMAN MODAL 
investasi (Triliun) DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 
Menurunnya Angka Persen1ase PPKS Yang Persen 33.53 49.76 65.99 82.22 82.22 DINAS SOSIAL 
Kerniskinan Mendapatkan Pelayanan 

Perlindungan dan Jaminan Sosial 

~ 

;?, 
~ 



SATIIA KONDl8 TARGET CAPAIAN K0NDl8 
NO TUJUAN SASARANIIAERAH TIIJUAN PD 8ASARANPD INDICATOR PERANOKAT DAl!RAH 

N IAWAI. IAl<HIR 
2124 2G25 2921 

Meningkatnya Persentase PPKS Mandiri Persen 5.2 5.27 5.3 5.4 5.4 DINAS SOSIAL 
Per1indungan Bagi 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahtraan Sosial 
PPKS\ 

Rasia PPKS T erhadap Jurriah Persen 0.177 0.174 0.171 0.168 0.168 DINA$ SOSIAI. 
Penduduk 
PPKS Yang Dilayani Dan Persen 88 91 93 95 95 DINAS SOSIAL 
Ditanaani 

Memngkatnya Kualitas lndeks Kualitas lnfrastruktur Persen 75 77 79 81 81 DINAS PEKERJAAN UMUM 

Sarana Prasarana DAN PENATAAN RUANG 
lnfrastruktur 

Meningkatnya kualitas Tingkat Kemantapan Jalan Persen 85 86 87 88 BB DINAS PEKERJAAN UMUM 
pembangunan DAN PENATAAN RUANG 
infrastruklur Rasio Bangunan Gedung Yang Persen 14 21 28 34 34 DINAS PEKERJAAN UMUM 

Lalk Funasi DAN PENATAAN RUANG 
Persentase Luas Daerah lrigasi Persen 85 88 90 95 95 DINAS PEKERJAAN UMUM 

~ 
0 

K8'N8flangan Kota Yang DAN PENATAAN RUANG 
Dilavani Olah Jarinnan lrinasi 
Persentase Panjang Jaringan Ha 1039 1039 1039 1039 1039 DINAS PEKERJAAN UMUM 
lrinasi Kondlsi Balk DAN PENATAAN RUANG 
Penduduk Berakses Air Minum Persen 61 65 67 70 70 DINAS PEKERJAAN UMUM 
La••' DAN PENATAAN RUANG 
Penduduk Berakses Sanitasi Persen 80 82 83 86 86 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Yann Lavak DAN PENATAAN RUANG 

Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persen 60 65 70 75 75 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Penyelenggaraan dan dan Penataan Ruang DAN PENATAAN RUANG 
Penataan Ruann 

Menlngkatnya kuafitas persentase kesesualan Persen DINAS PERU MAHAN RAKYAT 

sarana prasarana pubijk pemanfaatan ruang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Meningl<alnya ku~itas persentase kesesuaian Persen DINAS PERUMAHAN RAKYAT 

sarana prasarana pemanfaatan ruang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

oublik 
Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh Persen 50 55 80 65 65 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
ketersediaan rumah layak DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
huni bagi masyarakat 

':;:,. 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS 
NO TUJUAN SA8ARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDICATOR N IAW/IJ. IAIOIIR PERANGKAT DAl!RAlt 

2024 2025 21126 

Meningkatnya kualitas Persentase lahan aset PEMDA Persen NA 0.33 0.33 0.33 0,34 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
sarana prasarana kota dan lahan masyarakat yang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

lnublik berstatus lenal 
Meningkatnya kuafitas Capaian Penyelenggaraan Persen NA 0,33 0,33 0,34 0,34 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
nenatar unaan tanah Pela,.anan Pertanahan DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Meningkatnya lndeks Kualitas Lingkungan lndeks 61,95 62,82 62,85 62,93 62,93 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Ungkungan Hidup Yang Hidup 
Berkuafitas 

Meningkatnya kualitas lndeks Kualitas Ungkungan lndeks 61,95 62,82 62,85 62,93 62,93 OINAS LINGKUNGAN HIDUP 
linckunaan hidun Hidun 

Meningkatnya lndeks KuaHtas Air (IKA) Angka 50,44 50,54 50,57 50,64 50,64 OINAS LINGKUNGAN HIDUP 
perlindungan dan lndeks Kualitas Udara (IKU) Angka 88,03 88,13 88,23 88,33 88,33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
pengelolaan lingkungan 

lndeks KuaHtas Lahan (IKL) Angka 35,45 37,07 37,07 37,07 37,07 DINAS LINGKUNGAN HIDUP hldup 
Persentase Ketaatan Persen 48,21 50 55 60 60 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Kee iatan/Usaha 

Meningkatnya kualitas Capaian Pengelolaan Sampah Persen 65 67 69.5 70 70 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
pengelolaan 

ti I oersamoahan 
Meningkatnya Tingka1 Partisipasi Angkatan P8fsen 65,44 37,77 37,04 37,03 37,03 DINAS KETENAGAKERJAAN .... P artisipasi Angkatan Karja 
Keria 

Meningkatnya serapan Persentase Serapan Tenaga Persen 3.97 4.10 4.50 4.72 4.72 DINAS KETENAGAKERJAAN 
tenaaa kerla Koria 

Meningkatnya KLialitas Rata--Rata Lama Sekolah Tahun 11,08 11.09 11.1 11,11 11.11 OINAS PENDIDIKAN DAN 
Pendidikan KEBUDAYAAN, DINAS 

KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

Harapan lama Sekolah Tahun 16.03 16.04 16.05 16.06 16.06 DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN, DINAS 

PEMUDA DAN OLAHRAGAA 
Meningkatnya kuafitas Angka Partisipasi Dalam Persen 40,8 41, 1 42,5 43,6 43,6 DINAS PENDIDIKAN DAN 

pendidikan Pendidikan PAUO KEBUDAYAAN 
Angka Partisipasi Dalam Persen 98,6 98,7 99,5 98,7 98,7 DINAS PENDIDIKAN DAN 
Pendidikan SD/SMP KEBUDAYAAN 
Persentase Partisipasi Oalam Persen 1.52 1.51 1.52 1.49 1.49 OINAS PENDIDIKAN DAN 
Pendidikan Kesetaraan KEBUDAYAAN 

~ 

~ 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS 
NO TUJUAN 8ASARAN OAERAH TUJUANPO SASARANPO INDIKATOR PERANIIKAT OAERAH 

N IAWAL IAICHIR 
2024 2025 2821 

Meningkatnya Persentase Peninggalan Persen 73 76 80 89 89 DINAS PENDIOIKAN DAN 
Pelestarian Budaya Bersejarah Yang Ditetapkan KEBUDAYAAN 

Menjadi Cagar Budaya Yang 
Dilestraikan 

Meningkatnya Jumlah Seni Budaya, Benda, Jumlah 8 8 8 8 8 DINAS PENDIDIKAN DAN 
perlindungan terhadap Situs Dan Kawasan Cagar KEBUOAYAAN 
warisan budava Budava Yann Dilestarikan 

Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup Tahun 70.21 70.3 70.4 70.5 70.5 DINAS KESEHAT AN 
Kesehatan 
Masvarakat 

Meningkatnya Kualitas Angka kematian ibu Per• 98,02 50 49 48 48 OINAS KESEHATAN 
Kesehatan 100.000 

KH 
Angka kematlan bay! Per• 3,3 3,2 3,1 3 3 OINAS KESEHATAN 

100.000 
KH 

Prevalensi SUJnting Persen 0,74 0,60 0,50 0,49 0,49 DINAS KESEHAT AN 

' 
Meningkatnya Prevalensi kesakitan dan Persen 30 29,8 29,6 29,4 29,4 DINAS KESEHATAN 

~ 
"' 

Pencegahan dan kematian akibat penyakit 
Penoendalian Pemiakit menular tidak menular dan KLB 
Meningkatnya Kualitas Cakupan Puskesmas Persen 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN 
Pelayanan Dasar dan Terakredilasi 
Rujukan Akreditasi Rumah Sakit Peringka Madya Paripum Paripum Paripum Paripum RSHO 

I a a a a 
lndeks Kepuasan Masyarakat lndeks 85,19 86 87 88 88 RUMAH SAKIT HARAPAN DAN 
IKMl ODA 

Meningkatnya rumah Cakupan Rumah Tangga Yang Persen 40 45 55 60 60 OINAS KE SE HAT AN 
tangga yang berperilaku Berperilaku Hidup Bersih dan 
hiduo bersih dan sehat Sehat 

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,34 6,2-6 6-5,8 5,8-5 5,8-5 OINAS KETENAGAKERJAAN 
Pemerataan 
Pendaoatan 

Meningkatnya Tingkat Partisipasl Angkat.an Persen 65,44 37,77 37,04 37,03 37,03 OINAS KETENAGAKERJAAN 
Partisipasi Angkatan Kerja 
Keria 

Meningkatnya serapan Persentase Serapan Tenaga Pefsen 3.97 4.10 4.50 4.72 4.72 OINAS KETENAGAKERJAAN 
tenaaa keria K .. "a 

':;> 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KOHDIS NO T\IJUAN SASARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDl<ATOR PERANOKATDAERAH N IAWM. IAKHIR 
2024 825 21128 

Meningkatnya lnflasi Persen DINAS PERDAGANGAN DAN 
Pemerataan PERINDUSTRIAN, DINAS 
Pendapatan PERIKANAN, DINAS KOPERASI 

DAN UKM, DINAS KETAHANAN 

Meningkatnya lndeks Ketahanan Pangan lndeks 67.24 68.74 70.24 71.74 71.74 DINAS KETAHANAN PANGAN 
Pemerataan DAN PERTANIAN 
Pendaoatan 

Meningkatnya kualltas Pencapaian SkOf Pola Pangan Angka 85,50 85,7 86 86,5 86.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
1 nannan masvarakat Haranan rPPHl DAN PERTANIAN 

Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
Pemerataan Pertanian DAN PERT ANIAN 
Pendaoatan 

Meningkatnya produksi Pertumbuhan Produksi Sektor Persen 2 2,5 3 3.5 3.5 DINAS KETAHANAN PANGAN 
IDertanian Pertanian DAN PERTANIAN 

Meningkatnya Persentase Peningkatan Persen 4.97 4.97 4.99 5.02 5.05 DINAS PERIKANAN 
Pemerataan Produksi Perikanan 
Pendaoatan 

Meningkatnya Produksi Pertumbuhan Produksi Sektor Persen 5 10 15 20 20 DINAS PERIKANAN 

~ w 
lcerikanan Perikanan 

Meningkatnya Persentase Konrtibusi Sel<tor Persen 30.76 32 40 45 45 DINAS PERDAGANGAN 
Pemerataan Perdagangan teftladap PAD PERINDUSTRIAN 
Pendaoatan 

Meningkatnya kontribusi Nilai rupiah sektor perdagangan Rupiah 1,3 M 1,BM 2,5M 2,7M 2,7M DINAS PERDAGANGAN 
sektor oerdaaanaan IMilvarl PERINDUSTRIAN 

Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif Persen 79 79 80 81 81 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
Pemerataan KECIL DAN MENENGAH 
Pendaoatan 

Meningkatnya koperasi Persentase Peningkatan persen 27 29,5 32 34 34 DINAS KOPERASI DAN USAHA 
yang berkualitas Koperasi Yang Berkualitas KECIL DAN MENENGAH 

Meningkatnya Persentase Realisasi lnvestasi Persen 1,2 2 3 4 4 DINAS PENANAMAN MODAL 
Pemerataan DAN PELAYANAN TERPADU 
Pendanatan SATU PINTU 

Meningkatnya nilai Nilai Real1sasi lnvestaSI Rupiah 1,5 1,8 2 2,3 2,3 DINAS PENANAMAN MODAL 
investasi (Tnliun) DAN PELA YANAN TERPADU 

SATU PINTU 

..,:a,,... 

? 



.. 
SAT\IA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS 

NO T\IJUAN SASARAN DAERAH T\IJUAN PD SASARANPD INOIKATOR PERANGKAT DAERAH 
N IAWAL IAICHIR 

21124 2025 2029 

3 Menlngkatnya lndek& Pembangunan lndeks 65,64 66,6 70,3 76,36 76,36 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Pembangunan tnfrastruktur DAN PENATAAN RUANG, 
lnfrastruktur DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
Berkelanjutan DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERTANAHAN, DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP,BADAN 

PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH ,DINAS 

---··· 

Meningkatnya Kualitas lndeks Kualitas lnfrastruktur Persen 75 77 79 81 81 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Sarana Prasarana DAN PENATAAN RUANG, 
lnfrastruktur DINAS PERHUBUNGAN 

Meningkatnya Kualitas lndeks Kualitas lnfrastruktur Persen 75 77 79 81 81 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Sarana Prasarana DAN PENATAAN RUANG 
lnfrastruktur 

Meningkatnya kualitas Tingkat Kemantapan Jalan Persen 85 86 87 88 88 DINAS PEKERJAAN UMUM 
pembangunan DAN PENATAAN RUANG 

~ 
infrastruktur Rasia Bangunan Gedun9 Yang Persen 14 21 28 34 34 DINAS PEKERJAAN UMUM 

Laik Fungsi DAN PENATAAN RUANG ... 
Persentase Luas Daerah lrigas i Persen 85 88 90 95 95 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Kewenangan Kata Yang DAN PENATAAN RUANG 
Dllavanl Oleh Jarln=n lrlnasl 
Persentase Panjang Jaringan Ha 1039 1039 1039 1039 1039 DINAS PEKERJAAN UMUM 
lrlnasi Kondisi Balk DAN PENATAAN RUANG 
Penduduk Berakses Air Minum Persen 61 65 67 70 70 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Lavak DAN PENATAAN RUANG 
Penduduk Berakses Sanitasi Persen 80 82 83 86 86 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Yann Lavak DAN PENATAAN RUANG 

Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persen 60 65 70 75 75 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Penyelenggaraan dan dan Penataan Ruang DAN PENATAAN RUANG 
Penataan Ruana 

Menlngkatnya Kualitas Rasio Kelancaran Lalulintas Raslo 0,31 0,37 0,375 0,38 0,38 DINAS PERHUBUNGAN 
Kinerja Lalu Lintas dan 
Anakutan Jalan 

Meningkatnya Kualitas Rasio Kelancaran Lalulintas Rasio 0,31 0,37 0,375 0,38 0,38 DINAS PERHUBUNGAN 
Kinerja Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 

~ . 



SATIIA KONDIS TARGETCAPAIAN KONDIS 
NO TIIJUAN SASARAN OAERAH TIIJUAN PD SASARANPD INDICATOR PERANGKAT OAERAH N IAWN.. IAKHIR 

2024 2825 2oze 

Meningkatnya Persentase Angka Kecelakaan Persen 0.799 0.599 0.399 0.199 0.199 DINAS PERHUBUNGAN 
kenyamanan dan Lalu Lintas 
keselamatan lalu lintas 

Meningkatnya kuafilas persentase kesesuaian Persen DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
sarana prasarana pubMk pemanfaatan ruang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Meningkatnya kualitas persentase kesesuaian Persen DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
sarana prasarana pemanfaatan ruang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
nublik 

Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh Persen 50 55 60 65 65 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
ketersediaan rumah layak DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
huni bagi masyarakat 

Meningkatnya kualitas Persentase lahan aset PEMDA Persen NA 0.33 0.33 0.33 0,34 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
sarana prasarana kota dan lahan masyarakat yang DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
nublik berstatus ""'al 

Meningkatnya kualitas Capaian Penyelenggaraan Persen NA 0,33 0,33 0,34 0,34 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 
1nenatanunaan tanah Pelavanan Pertanahan DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

~ 
Meningkatnya lndeks Kuafitas Ungkungan lndeks 61,95 62,82 62,85 62,93 62,93 DINAS LINGKUNGAN H!DUP 
Unglrungan Hidup Yang Hidup 

<.n Berkua6tas 
Meningkatnya kualitas lndeks Kuahtas Ungkungan lndeks 61,95 62,82 62,85 62,93 62,93 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
linnkunnan hidun Hidun 

Menlngkatnya lndeks Kualltas Air (!KA) Angka 50,44 50,54 50,57 50,64 50,64 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
per1indungan dan lndeks Kualitas Udara (IKU) Angka 88,03 88,13 88,23 88,33 88,33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
pengelolaan lingkungan 

lndeks Kualltas Lahan (!KL) Angka 35,45 37,07 37,07 37,07 37,07 DINAS LINGKUNGAN HIDUP hidup 
Persentase Ketaatan Persen 48,21 50 55 60 60 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Keaiatan/Usaha 

Meningkatnya kualitas Capaian Pengelalaan Sampah Persen 65 67 69.5 70 70 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
pengelalaan 
oersamoahan 

Menurunnya Risiko lndeks Risiko Bencana lndeks 120 120 110 100 100 BADAN PENANGGULANGAN 
Bencana BENCANA DAERAH DAN 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN 

Menurunnya Risiko Persentase Penanganan Persen 48 50 65 78 78 BADAN PENANGGULANGAN 
Bencana Bericana BENCANA DAERAH 

~ 

~ • 



. . 
SATUA KONOIS TARGET CAPAIAN KONDIS 

NO TUJUAN SASARANDAERAH TUJUAN PD SASARANPD INOl<ATOR -.-NGKAT DAERAH 
N IAWAL IAKHIR 

2024 2025 2026 

Terwujudnya Penurunan Persentase Penanganan Persen 48 50 65 78 78 SADAN PENANGGULANGAN 
Risiko Bencana Bencana BENCANA DAERAH 

Menurunnya Risiko Waktu T anggap (Response Menit 15 15 15 15 15 DINA$ PEMADAM KEBAKARAN 
Bencana Time) Penanganan Kebakaran DAN PENYELAMATAN 

Dan Penvelamatan 
Meningkatnya Kualitas Persentase Penanganan Persen 95% 95% 95% 95% 95% DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
Penanganan Kebakaran Kebakaran dan Penyelamatan DAN PENYELAMATAN 
dan Penyelamatan 

4 Meningkatnya lndeks Pembangunan Manusia lndeks 80.54 80.54 80.64 80.74 80.74 DINAS PENOIOIKAN DAN 
Sumber Daya KEBUDAY AAN, DINAS 
Manusia KEARSIPAN DAN 
Berkualltas dan PERPUSTAKAAN DAN OINAS 
Berda\1:111 Salno PEMUOA DAN OLAHRAGA 

Meningkatnya Kualitas Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11.08 11.09 11.1 11.11 11.11 DINAS PENDIDIKAN DAN 

Pendidikan KEBUDAYMN, DINAS 
KEARSIPAN DAN 

' PERPUSTAKAAN 

f Harapan Lama Sekolah Tahun 16.03 16.04 16.05 16.06 16.06 DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN, DINAS 

PEMUDA DAN OLAHRAGM 
Meningkatnya Kualitas Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11.08 11.09 11.1 11.11 11.11 DINAS PENDIDIKAN DAN 
Pendldikan KEBUDAYMN, DINAS 

KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

Harapan Lama Sekolah Tahun 16.03 16.04 16.05 16.06 16.06 DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN, DINAS 

PEMUDA DAN OLAHRAGM 
Meningkatnya kualitas Angka Partisipasi Dalam Persen 40,8 41.1 42,5 43,6 43,6 DINAS PENDIDIKAN DAN 

pendidikan Pendidikan PAUD KEBUDAYAAN 
Angka Partisipasi Dalam Persen 98,6 98.7 99,5 98.7 98,7 DINAS PENDIDIKAN DAN 
Pendidikan S0/SMP KEBUDAYAAN 
Persentase Partisipasi Dalam Persen 1.52 1.51 1.52 1.49 1.49 DINAS PENDIOIKAN DAN 
Pendidikan Kesetaraan KEBUDAYMN 

<:;:,-. . 



SATUA KONDIS TARGET C:APAIAN KONOIS 
NO TUJUAN SASARANIIAEIWI TUJUANPD SASARANPD INDICATOR N IAW/IJ. IAKHIR PERANGKATDAERAH 

2024 202S 21121 

Meningkatnya Budaya lndeks Pembangunan Literasi Nilai 0 10 15 20 20 DINAS KEARSIPAN DAN 
literasi Gemar Masyarakat PERPUST AKAAN 
Membaca lnovasi dan 
Kreativitas Masyarakat 
Dengan Pemanfaatan 
Perpustakaan yang 
Berbasis lnklusi Sosial 

Meningkatnya b\Jdaya Persentase Pemustaka Yang Persen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 DINAS KEARSIPAN DAN 
baca di kalangan pelajar Berkunjung Ke Perpustakaan PERPUSTAKAAN 
dan masvarakat 

Meningkatnya Persentase Peninggalan Persen 73 76 80 89 89 DINAS PENDIDIKAN DAN 
Pelestarian Budaya Bersejarah Yang Ditetapkan KEBUDAYAAN 

Menjadi Cagar Budaya Yang 
Dilestraikan 

Mening!<atnya Jumlah Senl Budaya, Benda, Jumlah 8 8 8 8 8 DINAS PENDIDIKAN DAN 

~ 
perlindungan tertiadap Situs Dan Kawasan Cagar KEBUDAYAAN 
warlsan budava Buda~ Yann Dlleslankan ...., Meningkatnya Prestasi Persentase Perooda yang Persen 35 35 45 55 55 DINAS PEMUDA DAN 

Olahraga dan Peran Berprestasi OLAHRAGA 
Serta Perooda Dalam 
Pambannunan 

Meningkatnya Prestasi Persentase Pemuda yang Parsan 35 35 45 55 55 DINAS PEMUDA DAN 
Otahraga dan Peran Befl)festasi OLAHRAGA 
Serta Pemuda Dalam 
Pembangunan 

Meningkatnya Pemuda Persentase Organisasi Persen NA 10 20 30 30 DINAS PEMUDA DAN 
lvann Be-...,stasi K-,_uda \lann Dibina OLAHRAGA 

Pefingkat Kola Bengkulu pada Peringka Juara Juara Juara Juara Juara DINAS PEMUDA DAN 
K~uaran Tinnkat Provinsi I Umum Umum Umum Umum Umum OLAHRAGA 

Meningkatnya Prestasi Peningkatan Prestasi Olahraga Persen NA 10 14 20 20 DINAS PEMUDA DAN 
Olahraaa OLAHRAGA 

_s;.... 

~ 
' 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS NO TIIJUAN SASARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDIKATOR PERANGKAT DAERAH N IAWAL IAKHlR 
2924 2025 2026 

Menlngkatnya lndek& Pembangunan Manusla lndeks 80.54 80.54 80.64 B0.74 80.74 DINAS PENDIDIKAN DAN 
SumberDaya KEBUDAYAAN, DINAS 
Manusia PENDIDIKAN DAN 
Berkualltaa dan KEBUDAY AAN DAN DINAS 
Berdava Saina PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Meningkatnya Kualitas Angka Harapan Hidup Tahun 70.21 70.3 70.4 70.5 70.5 DINAS KESEHATAN, RUMAH 
Derajat Kesehatan SAKIT HARAPAN DAN DOA 
Masvarakat 

Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup Tahun 70.21 70.3 70.4 70.5 70.5 DINAS KE SE HAT AN 
Kesehatan 
Masvarakat 

Meningkatnya Kuafitas Angka kematian ibu Per- 98,02 50 49 48 48 DINAS KESEHATAN 
Kesehatan 100.000 

KH 
Angka kematian bayi Per- 3,3 3,2 3,1 3 3 DINAS KESEHATAN 

100.000 
KH 

Prevalensi Stunting Persen 0,74 0,60 0,50 0,49 0,49 DINAS KESEHATAN 

' 
~ 
00 

Meningkatnya Prevalensi kesakitan dan Persen 30 29,8 29,6 29,4 29,4 DINAS KESEHATAN 
Pencegahan dan kematian akibat penyakit 
Pennendalian Penvakit menular tidak menular dan KLB 
Meningkatnya Kualttas Cakupan Puskesmas Persen 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN 
Pelayanan Dasar dan T erakreditasi 
Rujukan Akreditasl Rumah Sakit Peringka Madya Paripum Paripum Paripum Paripum RSHD 

I a a a a 
lndeks Kepuasan Masyarakat lndeks 85,19 86 87 88 88 RUMAH SAKIT HARAPAN DAN 
IKM) DOA 

Meningkatnya rumah Cakupan Rumah Tangga Yang Persen 40 45 55 60 60 DINAS KESEHATAN 
tangga yang berperilaku Berperilaku Hidup Bersih dan 
hiduo bersih dan sehat Sehat 

Menlngkatnya lndeks Pembangunan Gender lndeks 95.77 95.77 95.87 95.97 95.97 DINAS PEMBERDAYAAN 
SumberDaya (IPG) PEREMPUAN DAN 
Manusia PERLINDUNGAN ANAK, 
Berkualita& dan PENGENDALIAN PENDUDUK 
Berdaya Saing DAN KELUARGA BERENCANA 

~ 



SATVA KONDIS TARGETCAPAIAN KONDIS 
NO TUJUAN SASARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDl<ATOR N IAWAL IAKHIR PERANGKAT DAERAH 

202' 2025 2026 

Meningkatnya lndeks Pemberdayaan Gender lndeks 77.67 77.87 77.87 77.87 77.87 DINAS PEMBERDAYAAN 
pemberdayaan (IDG) PEREMPUAN DAN 
perempuan, PERLINDUNGAN ANAK. 
perlindungan PENGENDALIAN PENDUDUK 
perempuan dan anak DAN KELUARGA BERENCANA 
dan pengendalian laju 
partumbuhan penduduk 

Meningkatnya lndeks Pemberdayaan Gender lndeks 77.67 77.87 77.87 77.87 77.87 
Pemberdayaan (IDG) 
perempuan, 
Perlindungan 
Perem-.. ~n dan Anak 

Peran Serta/ Sumbangslh Persentase Sumbangan Persenta 29.55 30 31 32 32 DINAS PEMBERDAY AAN 
Perempuan dalam Perempuan dalam pendapatan se PEREMPUAN DAN 
pendapatan kerja ke1a PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BEREN CANA 

~ 
Keterlibatan Perempuan Persentase Keterlibatan Persenta 28.13 28.4 28.6 29 29 DINAS PEMBERDAYAAN 
di Parlemen Perempuan di Parlemen se PEREMPUAN DAN 

I.O PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KEL' 'ARr.A BEREN CANA 

Keterlibatan Perempuan Persentase Keterllbatan Persenta 21.15 21.25 22 23 23 DINAS PEMBERDAYAAN 
dalam Pengamoilan Perempuan dalam Pengambilan se PEREMPUAN DAN 
Keputusan Keputusan PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN K0 LUARGA B0 RFNCANA 

Meningkatnya Predikat Anugrah Parahita Predikat NA Pratama Pratama Pratama Pratama DINAS PEMBERDAY AAN 
implementasi Ekapraya PEREMPUAN DAN 
pengaruS\ltamaan PERLINDUNGAN ANAK, 
gender PENGENDALIAN PENDUDUK 

DANKEL"ARr.ABERENCANA 
Meningkatnya Persentase kasus korban Persen 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAYAAN 
pertindungan kekerasan perempuan yang PEREMPUAN DAN 
perempuan dan anak mendapatkan layanan PERLINDUNGAN ANAK, 

pendampingan PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA 

..$>-

~ 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS NO TUJUAN SASARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDll<ATOR PERANGKAT DAERAH 
N IAWAL IAKHIR 

2024 2025 21128 

Meningkatnya pelayanan Cakupan Perempuan Dan Anak Persen 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAY AAN 
penyelesaian pengaduan Karban Kekerasan Yang PEREMPUAN DAN 
perlindungan perempuan Mendapatkan Penanganan PERLINDUNGAN ANAK, 
dan anak dari tindak Pengaduan Oleh Petugas PENGENDALIAN PENDUDUK 
kekerasan Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA 

Te,,.ad" 
Meningkatnya Penghargaan Kola Layak Anak Predikat Pratama Madya Madya Nindya Nindya OINAS PEMBERDAY AAN 
pemberdayaan PEREMPUAN DAN 
perempuan, PERLINDUNGAN ANAK, 
perlindungan PENGENDALIAN PENDUDUK 
perempuan dan anak DAN KELUARGA BERENCANA 
dan pengendalian laju 
pertumbuhan penduduk 

Meningkatnya Persentase kasus korban Persen 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAY AAN 
pemenuhan hak anak kekerasan anak yang PEREMPUAN DAN 
dan perlindungan mendapatkan layanan PERLINDUNGAN ANAK, 
khusus anak serta pendampingan PENGENDALIAN PENDUDUK 

~ 
0 

TPPO DAN KELUARGA BERENCANA 
Meningkatnya kualitas Persentase kasus korban Persen 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAY AAN 
tumbuh kembang anak kekerasan anak yang PEREMPUAN DAN 
dan kapasitas mendapatkan layanan PERLINDUNGAN ANAK, 
kelembagaan pendampingan PENGENDALIAN PENDUDUK 
pemenuhan hak serta DAN "'LU' 0

N BERENCANA 
per1indungan khusus Persentase Kecamatan Layak Persen 33 55 66 75 75 DINAS PEMBERDAY AAN 
anak Anak PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, 
- "" 

Menun.mnya laju Persentase Pertumbuhan Persen 1.79 1.67 1.64 1.58 1.58 OINAS PEMBERDAYAAN 
pertumbuhan Penduduk PEREMPUAN DAN 
penduduk PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN K<LI IARC>A BERENCANA 

Meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif Persen 64.81 80 82 84 84 DINAS PEMBERDAYAAN 
Kepesertaan KB Aktif PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BEREN CANA 

~ 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAII KONDIS NO TUJUAN SASARAN IIAERAH TUJUANPD SASARANPD N>IKATOR PERANGKATDAl!RAH N IAWAL IAKHIR 
2024 2025 2ml 

Menlngkatnya lndek& Rasa Aman lndeks NA 70 70 70 70 SATUAN POLISI PAMONG 
SumberDaya PRAJA DAN SADAN 
Manusla KESA TUAN BANGSA DAN 
Berkualttas dan Polltlk 
Berdava Saina 

Meningkatnya Persentase Masyarakat Yang Persen 100 100 100 100 100 SATUAN POLIS! PAMONG 
Kehidupan Masyarakat Mendapat Layanan Akibat PRAJA 
Yang HaJTT1onis Terkena Dampak Penegakan 

Hukum Terhadap Pelanggaran 
po::wn::i Dan Per1t::1ti:1 
Persentase Perda Dan Perkada Persen 85 85 90 95 95 SATUAN POLIS! PAMONG 
Yana DlteQakan PRAJA 

Meningkatnya Persentase Masyarakat Yang Person 100 100 100 100 100 SATUAN POLIS! PAMONG 
Kehidupan Mendapat Layanan Akibat PRAJA 
Masyarakat Yang Terkena Dampak Penegakan 
Harmonis Hukum Terhadap Pelanggaran 

Perda Dan Perkada 
Persentase Percla dan Perkada Persen 85 85 90 95 95 SATUAN POLIS! PAMONG 

t ~no Diteoakkan PRAJA 
Meningkatnye kualitas Persentase Penindakkan Persen 100 100 100 100 100 SATUAN POLIS! PAMONG 

..... pelayanan ketentraman, Pelanggaran PERDA dan PRAJA 
ketertlban umum dan PERKADA 
per1indungan masyarakat. 

Meningkatnya Persentase Konflik ldeologi, Persen 75 75 80 85 85 SADAN KESATUAN BANGSA 
Hamioni Sosial, PoUtik, Ekonomi, Sosial dan DAN POLITIK 
Wawasan Budaya 
Kebangsaan dan 
Politik Masvarakat 

Meningkatnya Harmoni Persentase KonfWk ldeologi, Persen 75 75 80 85 85 BADAN KESATUAN BANGSA 
Sosial, Wawasan Politik, Ekonomi, Sosial dan DANPOLITIK 
Kebangsaan dan Pol~ik Budaya 
Masvarakat 
Meningkatnya Jumlah Kejadian Konflik Sosial Persen BO 90 90 90 90 SADAN KESATUAN BANGSA 
kondusifitas Masvarakat Diwilayah Yana Dikoodisikan DAN POLITIK 

~ 

? 



SA1UA KONDIS TARGET CAPAIAN KONOIS 
NO TUJUAN SASARANDAERAH TUJUANPD IIASARANPD INDIKATOR PERANGKAT DAERAH 

N IAWAJ. IAKHIR 
202' 2025 21128 

5 Menlngkatnya lndeks Reforma&I Blrokrul lndeks cc cc B B B SEMUA PERANGKAT OAERAH 
Tata Kelola 
Pemertntahan 
Yang Akuntabel 
Dan Babas KKN 

Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Nilai 2,75 3,0 3,1 3,2 3,2 BADAN PERENCANAAN 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPP□ ) PEMBANGUNAN DAERAH, 
pemerintahan yang INSPEKTORAT DAERAH, 
berkinerja tinggi dan SEKRETARIAT □PRO, 
akuntabel SEKRET ARIAT 

DAERAH(BAGIAN 
PEMERINTAH,ORGANISASI, 

PEMBANGUNAN, KESRA, 
HUKUM), DINAS KEARSIPAN 

.................. , ,,., ..... .,'. 
Nilai Akuntabiltas Kine~a lnstansi Nilai B B BB BB BB SEMUA PERANGKAT DAERAH, 
Pemenntah (AKIP) SEKRETARIAT 

DAERAH(BAGIAN ORGANISASI 

t' DAN ADMISTRASI 
PEMBAGUNAN) BADAN 

N PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH, 

o.cc,u 

Meningkatnya Nilai Evaluasl Penyelenggaraan Nllai 2,75 3,0 3,1 3,2 3,2 SADAN PERENCANAAN 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPP□) PEMBANGUNAN DAERAH, 
pemerintahan yang INSPEKTORAT DAERAH, 
berkinerja tinggi dan SEKRETARIATDPRD, 

akuntabel SEKRETARIAT 
DAERAH(BAGIAN 

PEMERINTAH, ORGANISASI, 
PEMBANGUNAN, KESRA, 

HUKUM), DINAS KEARSIPAN 
- . ------· 

Meningkatnya kua~tas Nilai ko"1)onen pelaporan kinerja Nilai 11.41 12.41 12.91 12.91 12.91 SEKRETARIAT DAERAH 
kinerja penyelenggaraan oada SAKIP Daerah 
pemerintahan Persentase Perikatan Kerjasama Persen 55 60 65 75 75 SEKRETARIAT DAERAH 

Yana Oitindaklaniuli 

:;;.:-



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONDIS 
NO TUJIJAN SA8ARAN DAERAH TUJUANPD SASARANPD INDl<ATOR 

N IAWAL IAICHIR PERANGKAT DAERAH 
202,I 2825 202e 

Persentase Rancangan Perda Persen 63 65 68 70 70 SEKRETARIAT DAERAH 
Dan Perkada Yang 
Oiharmonisasi 
Persentase Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH 
Yang Melaporkan Capaian lkk 
LPPD Secara T enat Waktu 
Persentase Perangkat Daerah Nilai NA B B B B SEKRETARIAT DAERAH 
Yang Memiliki Nilai 1km Minimal 
B 
Persentase Kebijakan Yang Persen 100 100 100 100 100 SEKRET ARIAT DAERAH 
Oitindaklaniuti 
Rata-Rata Pencapaian Program Persen NA 75 80 85 85 SEKRETARIAT DAERAH 
Sekretariat Daerah 

Meningkatnya Persentase Prociuk Hukum Persen 40 45 55 60 60 SEKRETARIAT DPRD 
penyelenggaraan Daerah yang Disahkan 
pemerintahan yang 
berkinerja tinggi dan 
akuntabel 

' 
~ 

Meningkatnya fasifitasi Persentase Raperda Yang Persen 61,11 50 55 60 60 SEKRETARIAT DPRD 
pembahasan produk Disetujui Bersama 

w hukum DPRD 
Meningkatnya Nilai Komponen perencanaan, Nilai 51.22 53.92 55.32 58.82 58.82 BADAN PERENCANAAN 
Penyelenggaraan pengukuran dan capaian kinerja PEMBANGUNANDAERAH 
Pemerintahan Yang pads SAKIP Oaerah 
Berkinerja Tinggi Dan 
Akuntabel 

Penetapan Dokumen Tepat Tepat Tapat Tepat Tepat Tapat BADAN PERENCANAAN 
Perericanaan Tenat Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu PEMBANGUNAN DAERAH 

Meningkatnya kuafitas Nilai Perencanaan Kine~a Nilai 23.53 24.53 24.93 24.93 24.93 BADAN PERENCANAAN 
loerenc.anaan kineria PEMBANGUNAN DAERAH 
Meningkatnya kualitas Nilai Pengukuran Kine~a Nilai 14.48 15.48 15.98 17.48 17.48 BADAN PERENCANAAN 
loenoukuran kineria PEMBANGUNAN DAERAH 
Meningkatnya capaian Nilai pencapaian kine~a Nilai 13.21 13.91 14.41 16.41 16.41 BADAN PERENCANAAN 
tarnet ...,.,mbanounan PEMBANGUNAN DAERAH 
Meningkatnya kualitas Tingkat Keselarasan Program Persen NA 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN 
perencanaan, RKPD Denoan RPO PEMBANGUNAN DAERAH 
pengendalian dan Persentase indikator sasaran Persen 63 70 75 80 80 BADAN PERENCANAAN 
evaluasi nembarinunan RPO vann mencanai tarnet PEMBANGUNAN DAERAH 

~ 

;? 



SI.TUA KONDIS TARGETCAPAIAN KONDIS NO TIJJUAN SASARANDAERAH TUJUANPD SASARANPD INDl<ATOR PERANGKAT DAERAH 
N IAWAL IAl<HIR 

21124 2925 211211 

lndeks ProfesionaMtas ASN Angka 50 60 62 65 65 SADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SUMBEROAYA MANUSIA 
Meni ngkatnya lndeks Profesionalitas ASN Angl<a 50 60 62 65 65 SADAN KEPEGAWAIAN DAN 
penyelenggaraan PENGEMBANGAN 
pemerintahan yang SUMBERDAYA MANUSIA 
berkinerja Unggi dan 
akunt•hel 

Meningkatnya Kualitas Persentase Jumlah ASN yang Persen 60 60 60 60 60 SADAN KEPEGAWAIAN DAN 
Aparatur Pemerintahan Kompeten PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA MANUS IA 
Meningkatnya lndeks lnovasi Daerah lndeks 59,37 59,57 59,75 59,9() 59,90 BADAN PERENCANAAN 
penyelenggaraan PEMBANGUNAN DAERAH 
pemerintahan yang 
berkinerja tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatnya Predikat IGA Predikat Terinova Terinova Terinova Terinova Terinova BAOAN PERENCANAAN 
penyelenggaraan Iii Iii Iii Iii Iii PEMBANGUNAN DAERAH 

r pemerintahan yang 
berklnerja tinggi dan 

1:ikun•""'"1 

Menlngkatnya Penerapan Persentase Hasil PeneWtian Dan Persen NA 20 40 60 60 BADAN PERENCANAAN 
Penelitian dan Pengembangan Yang PEMBANGUNAN OAERAH 
Pengembangan Oalam Oimanfaatkan 
Pembannunan 

Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Persen NA 20 10 10 40 DINAS KEARSIPAN DAN 
penyelenggaraan yang Mengelola Arsip Secara PERPUSTAKAAN 
pemerintahan yang Baku 
berkinerja tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatnya Cakupan PD Yang Mempunyai Persen 2,56 38,46 64,10 100 100 DINAS KEARSIPAN DAN 
Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan Dengan PERPUSTAKAAN 
Kearsipan Sesuai Baik 
Standar 

Meningkatnya Opini Laporan Keuangan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP BAOAN PENGELOLAAN 
penyelenggaraan KEUANGAN DAN ASET 
pemerintahan yang OAERAH 
berkinerja tinggi dan 
akuntabel 

'a:jt 



SATIIA KONDl8 TARGET CAPAIAN KONDl8 NO 1IIJUAN SASARAN OAERAH TIIJUAN PD SA8ARANPD INDl<ATOR PERANGKAT DAERAH N IAWN. IAKHIR 
20M 2125 211211 

Meningkatnya APBD Tepat Waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat BADAN PENGELOLAAN 
penyelenggaraan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu KEUANGAN DAN ASET 
pemerintahan yang DAERAH 
beri<.inerja tinggi dan 
akuntabel 

Meningkatnya Persentase PAD Terhadaip Persen 15,32 19,06 19,06 19,116 19,06 SADAN PENGELOLAAN 
kemampuan keuangan Pendapatan Oaerah KEUANGAN DAN ASET 
daerah DAERAH,BADAN 

PENDAPATAN DAERAH DAN 
SADAN PENDAPATAN DAERAH 

Meningkatnya kualilas Beri<urangnya Catalan Hasil Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan SADAN PENGELOLAAN 
pengelolaan keuangan Pemeriksaan BPK Alas LKPD dan •22; •22; •20; •18; •18; KEUANGAN DAN ASET 
dan barang milik daerah Tahun N-1 Rekome Rekome Rekome Rekome Rekome Rekome DAERAH 

ndasi ndasi=64 ndasi=64 ndasi=60 ndasi=58 ndasi=58 

perseme perseme perseme perseme perseme 
ster 1 ster 1 ster 1 ster 1 =8 star 1 =8 

~ 
0 11 •11 •10 Rekome Rekome 

Rekome Rekome Rekome ndasi ndasi 
<.n 

"''"' .... , "'""' 
Menlngkatnya Nilai Rata-Rata Capaien Kinerja Nilal 75 75 77 80 BO INSPEKTORAT DAERAH 
penyelenggaraan Monitoring Control For 
pemerintahan yang Prevention (MCP) KPK 
berkinerja tinggi dan 
akunlabel 

Meningkatnya Nilai komponen evaluasi kinerja INSPEKTORA T DAE RAH 
penyelenggaraan pada SAKIP daerah 
pemerintahan yang 
berkinerja 0nggi dan 
akuntabel 

Meningkatnya Nilai komponen evaluasi kinerja Nilai 7.61 7.91 8.41 8.41 8.41 INSPEKTORAT DAERAH 
akuntabilitas kinerja dan pada SAKIP daerah 
tata kelola keuanoan 
Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Persen 85 85 90 90 90 INSPEKTORAT DAERAH 
Transparansi Lanjut Pengawasan BPK, 
Efektititas dan Efisiensi lnspektorat Provinsi Dan 
Birokrasi lnsoektorat Daerah Kata 

~ 

7 
' 



SATUA KONDIS TARGET CAPAWI KONIJIS 
NO 1IJJUAN SASARANOAERAH TUJUANPD SASARANPD IIDl<ATOR PERANGKAT DAl!RAH 

N IAWAI. IAKHIR 
202A 2025 2828 

Tingkat Kapabilitas Aparat level 3 3 3 3 3 INSPEKTORA T DAE RAH 
Pengawasan Intern Pemerintah 
APIPI 

Meningkatnya Nilai Sistem Pemerintahan lndeks 1.6 1.8 1.9 2 2 DINAS KOMUNIKASI DAN 

penyelenggaraan Berbasis Elel<tronik (SPBE) INFORMATIKA 

pemerintahan yang 
berkinerja tinggi dan 
"-kuntabel 

Meningkatnya Predikat Keterbukaan lnformasi Predikat Menuju lnformati lnfonnati lnformati lnformati DINAS KOMUNIKASI DAN 

penyelenggaraan Publik lnformati f f f f INFORMATIKA 

pemerintahan yang f 
berkinerja tinggi dan 
ak11ntaLI 

Meningkatnya kualitas lndeks Kualitas Layanan NILAI NA 80 85 90 90 DINAS KOMUNIKASI DAN 

layanan publik terkait lnformasi Publik INFORMATIKA 
pelayanan komunikasi 
dan informatika 
T ersedianya infrastruktur N1lai lndeks Pembangunan TIK NILAI NA 50 75 90 90 DINAS KOMUNIKASI DAN 

~ 
TIK yang memadai INFORMATIKA 

er, Pengembangan aplikasi Nilai T atakelola Si stem NILA! 1.0 1.2 1.30 1.5 1.5 DINAS KOMUNIKASI DAN 

den Statistik Pemerintahan Berbasis INFORMATIKA 
Elektrmk <SPBEI 

Menlngkatnya lndeks Kepuasan Masyarakat lndeks 83.55 84,!7 85 85.83 85.83 DINAS PENANAMAN MODAL 

penyelenggaraan (IKM) Rata- DAN PELAYANAN TERPADU 

pemerlntahan yang Raia SATU PINTU. DINAS 

beli<inerja tinggi dan KEPENDUDUKAN DAN 

akuntabel PENCATATAN SIPIL, RUMAH 
SAKIT HARAPAN DAN DOA, 

SETDA (BAGIAN ORGANISASI) 

Meningkatnya Nilai Kepatuhan Nilai A- A- A A A DINAS PENANAMAN MODAL 

penyelenggaraan Penyelenggaraan Terhadap DAN PELAYANAN TERPADU 

pemerintahan yang Pemenuhan Komponen Standar SATU PINTU 

berkine~a tinggi dan Pe1ayanan 
akunt-Lel 

Meningkatnya kualrtas IKM Kinerja PTSP Nilai 84.0 84.5 85.0 85.5 85.5 DINAS PENANAMAN MODAL 
Pelayanan T erpadu DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 

~ 



SATUA KONDIS TARGET CAPAIAN KONIJl8 NO 11JJUAN SA8ARAN DAERAH 11JJUAN PD SASARANPD _,.TOR 
N IAWAJ. IAKHIR PERAIIGICAT DAEIWI - 202S 2121 

Meningkatnya Nilai Kepatuhan Nilai B A- A- A A OINAS KEPENOUOUKAN DAN 
penyelenggaraan Penyelenggaraan T erhadap PENCATATAN SIPIL 
pemerintahan yang Pemenuhan Komponen Stander 
beri<inerja tinggi dan Pelayanan 
akuntabel 

Meningkatnya pelayanan IKM Kinerja Dukcapil lndeks 81.46 82 83 84 84 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
administrasi PENCATATAN SIPIL 
kependudukan Raia• Rate Cakupan Persen 82.16 89.25 91.88 94.50 94.50 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

Kepemifikan Dol<umen PENCATATAN SIPIL 
Administrasi K-dudukan 
Persentase Perangkat Daerah Persen 32,26 48,39 64,52 100.00 100.00 OINAS KEPENDUDUKAN DAN 
Yang Telah Memanfaatkan Data PENCATATAN SIPIL 
Kependudukan Berclasarkan 
Perlan·1an Kerjasama (Hak 

Meningkatnya Persentase Cakupan Pelayanan Persen 80 82 84 86 86 KECAMATAN SUNGA! SERUT 
penyelenggaraan Pubfik di Kecamantan 
pemerintahan yang 
befkinerja tinggi dan 

~ 
akuntabel 

Meningkatnya kuafitas P8fsentase Pelayanan di Bidang Persen 80 80 82 85 85 KECAMATAN SUNGA! SERUT ...., 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan 
Kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

Tepat Waktu 

Maningkatnya kuaWtas Persentase Pelayanan Di Bidang Persen 81 81 83 85 85 KECAMATAN RATU AGUNG 
pelayanan pubhk di Pemerintahan, Pembangunan 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

TepatWaktu 

Meningkatnya kuaUtas Prosentase Pelayanan Di Bidang Persen 81 81 82 B3 83 KECAMATAN KAMPUNG 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan MELAYU 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

TepatWaklu 

Meningkatnya kualitas Prosentase Pelayanan Di Bidang Persen 80 80 83 B5 85 KECAMATAN SELEBAR 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

Tepal Waktu 

~ 

:? 



SAT\IA KONIJIS TARGETCAPAIAII KONDIS 
NO T\IJUAN SASARAN DAERAH T\IJUAN PD SASARANPD INDIIATOR N IAWAI. IAKHIR PERANGKAT DAEIWI 

2024 2025 21121 

Meningkatnya kuafitas Prosentase Pelayanan Di Bidang Persen 80 81 82 83 83 KECAMATAN MUARA BANGKA 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan HULU 

kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 
TepatWaktu 

Meningkatnya kua~tas Prosentase Pelayanan Di Bidang Persen 80 80 82 85 85 KECAMATAN GADING 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan CEMPAKA 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

Tapat Waktu 

Meningkatnya kualitas Prosentase Pela:yanan Di Bidang Persen 81 81 82 83 83 KECAMATAN RA TU SAM BAN 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

Tepat Waktu 

Meningkatnya kualitas Persentase Pelayanan Di Bidang Perse,, 83 83 84 85 85 KECAMATAN SINGARAN PATI 
pelayanan publIk di Pemerintahan, Pembangunan 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

i> TepatWaktu 

00 Meningkatnya kualitas Prosentase Pelayanan Di Bidang Persen 80 80 82 85 85 KECAMATAN TELUK SEGARA 
pelayanan publik di Pemerintahan, Pembangunan 
kecamatan Dan Kemasyarakatan Yang 

TepatWaictu 

~ 



BABVI 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS 

Recana Pembangunan Oaerah (RPO) ini adalah dokumen peralihan terhadap RPJMO 

yang akan berakhir jangka waktu penggunaannya di Kola Bengkulu pada tahun 2023, penyusunan 

ini sesuai peraturan tentang Penyusunan Ookumen Perencanaan Pembangunan Oaerah bagi Oaerah 

dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir di tahun 2023. Oalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Oaerah (RPO) ini memperhalikan penyelarasan target indikator makro dan program 

prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta kesesuaian strategi dan arah kebijakan dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPO) sampai dengan Tahun 2027 dan menjadi bagian 

yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan sekaligus akan menjadi tahap persiapan 

penyusunan RPJP berikutnya. Oleh sebab itu, penentuan strategi dan arah kebijakan RPO akan 

sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam 3 (liga) tahun ke depan mulai dari 2024 

sampai 2026 sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang. 

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, 

dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan 

sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas 

daerah selama 3 (tiga) tahun 2024-2026 yang dijabarkan sebagai berikut: 

6.1 Strategi 

Strategi adalah cara untuk mengatasi permasalahan serta mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik dan komprehensif. Strategi yang akan 

diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan sebagai upaya mencapai tujuan akhir pembangunan. Perumusan strategi 

pembangunan disusun berdasarkan kerangka analitik terhadap faktor lingkungan strategi. Hasil 

pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan dilingkatkan 

melalui proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan, perkembangan zaman serta kemajuan 

teknologi. Oengan demikian, maka rumusan strategi merupakan pernyataan yaang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah 

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama selama 3 (tiga) tahun mulai dari 2024 sampai 2026. 

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program 
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prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap 

sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. 

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran 

pembangunan kota bengkulu ditujukkan pada label 6.1. 
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Tabel 6.1 

Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 

TUJUAN SASARAN 
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAERAH 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan nilai Peningkatan Pertindungan 
Pertumbuhan Pertumbuhan tambah dan daya Lahan dan Ketersediaan Air 
Ekonomi yang Sektor Unggulan saing pertanian Peningkatan Produksi dan 
lnklusif Terhadap Kualitas Produk Pertanian 

Pertumbuhan Peningkatan Kualitas dan 
Ekonomi Daerah Kesehatan Ternak 

Penguatan Pemberdayaan 
Kelembagaan Pertanian 
Pengembangan Agrobisnis 
dan Aarowisata 

Meningkalkan Peningkatan Produksi 
produksi dan nilai Perikanan 
tambah perikanan Peningkatan Nilai Tambah 

Perikanan 
Peningkatan Pengawasan 
dan Penaendalian 

Mengembangkan Peningkatan Daya Tarik 
Pariwisata berbasis Deslinasi Pariwisata 
masyarakat Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pariwisata 
Peningkatan Promosi dan 
Kerjasama Pariwisata 
Pengembangan Produk Lokal 
vana Mendukuna Pariwisata 

Meningkatkan iklim Pemberian Kemudahan 
perdagangan yang Penerbitan lzin Perdaaanaan 
kondusif Peningkatan Promosi 

Pemasaran Produk dalam 
Neaeri 
Peningkatan Kerjasama 
Pertumbuhan Usaha Eksoor 

Meningkatkan Pengembangan Sarana 
kelancaran distribusi Prasarana Distribusi 
barang Peningkatan Kelancaran Suplai 

Barang Penling dan Barang 
Pokok 

Meningkatkan Pemberian Kemudahan lzin 
pertumbuhan industri Usaha lndustri 

Pengembangan Sarana 
Prasarana Distribusi 
Penaelolaan Kawasan lndustri 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN OAERAH 

Pengembangan Kawasan 
Peruntukan lndustri 
Pembangunan Kawasan 
lndustri Terintegrasi dan 
Pengembangan Klaster 
lndustri Kreatif 

Meningkatkan Peningkatan Kualitas 
kapasitas Kelembagaan Koperasi dan 
kelembagaan, UKM 
pengelolaan, dan Pengembangan Kualitas 
modal koperasi Kooerasi dan UKM 

Peningkatan Pembinaan dan 
Akses Permodalan Koperasi 
Peningkatan SOM 
Perkoperasian 

Meningkatkan Peningkatan Kemudahan 
kondusitifitas iklim Perizinan dan Penanaman 
investasi Modal 

Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Data dan Sistem 
lnformasi Penanaman Modal 
Penyediaan Regulasi 
Penanaman Modal 
Penyelenaoaraan Promosi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penanaman Modal 

Meningkatkan Peningkatan dan 
pengembangan Pengembangan Sumberdaya 
ekonomi krealif Ekonomi Kreatif 
Meningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas Produk 
UKM Lokal oleh Usaha Mikro 

Fasilitasi Pengembangan 
Pemasaran dan Kerjasama 
Usaha Mikro dan Kecil 

Meningkatkan iklim Pemberian Kemudahan 
perdagangan yang Penerbitan lzin Perdaaanaan 
kondusif Peningkatan Promosi 

Pemasaran Produk dalam 
Neaeri 
Peningkatan Kerjasama 
Pertumbuhan Usaha Eksoor 
Pengembangan Sarana 
Prasarana Distribusi 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAERAH 

Meningkatkan Peningkatan Kelancaran Suplai 
kelancaran distribusi Barang Panting dan Barang 
barano Pokok 

Maningkatnya Manurunnya Maningkatkan Paningkatan Katarsediaan 
Pamarataan Angka Kamiskinan penguatan katahanan Panaan 
Ekonomi pangan Paningkatan Ketarjangkauan 

dan Pamanfaatan Panaan 
Maningkatkan nilai Paningkatan Partindungan 
tambah dan daya Lahan dan Ketarsadiaan Air 
saing pertanian Paningkatan Produksi dan 

Kualitas Produk Partanian 
Paningkatan Kualitas dan 
Kesehatan Tamak 
Penguatan Pemberdayaan 
Kelembaaaan Partanian 
Pengambangan Agrobisnis 
dan Aarowisata 

Meningkatkan Peningkatan Produksi 
produksi dan nilai Parikanan 
tambah perikanan Peningkaan Nilai Tambah 

Parikanan 
Paningkatan Pangawasan 
dan Penaandalain 

Mangembangkan Paningkatan Daya Tarik 
Pariwisata berbasis Dastinasi Pariwisata 
masyarakat Pangembangan Sumber 

Dava Manusia Pariwisata 
Paningkatan Promosi dan 
Kariasama Pariwisata 
Pangembangan Produk Lokal 
van□ Mendukuna Pariwisata 

Maningkatkan iklim Pemberian Kamudahan 
perdagangan yang Panarbitan lzin Perdaaanaan 
kondusif Paningkatan Promosi 

Pemasaran Produk Dalam 
N""ari 
Peningkatan Karjasama 
Pertumbuhan Usaha Eksoort 

Meningkatkan Pangambangan Sarana 
kalancaran distribusi Prasarana Distribusi 
barang Paningkatan Kalancaran Suplai 

Barang Panting dan Barang 
Pokok 

Maningkatkan Pemberian Kemudahan lzin 
oertumbuhan industri Usaha lndustri 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
DAERAH 

Pengembangan Sarana 
Prasarana Distribusi 
Oplimalisasi Pengelolaan 
Kawasan lndustri 
Pengembangan Kawasan 
Peruntukan lndustri 
Pembangunan Kawasan 
lndustri Terintegrasi dan 
Pengembangan Klaster 
lndustri Krealif 

Meningkatkan Peningkatan Kualitas 
Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan 
kelembagaan, UKM 
pengelolaan, dan Pengembangan Kualitas 
modal koperasi KonArasi Dan UKM 

Peningkatan Pembinaan dan 
Akses Permodalan Kooerasi 
Peningkatan SOM 
Perkooerasian 

Meningkatkan Peningkatan Kemudahan 
kondusilifilas iklim Perizinan dan Penanaman 
investasi Modal 

Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Data dan Sistem 
lnformasi Penanaman Modal 
Penyediaan Regulasi 
Penanaman Modal 
Penvelennnaraan Promosi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penanaman Modal 

Meningkatkan Peningkatan Kesejahtraan 
pelayanan dan Sosial Berbasis Keluaraa 
penanganan PPKS Peningkatan Sarana Prasarana 

Penanggulangan Masalah 
Sosial dan Pengembangan 
Sumber Daya Tenaga 
Keseiahteraan Sosial 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Relawan Untuk Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Kelompok 
Rentan 
Fasilitasi Pengembangan 
Ekonomi dan Kesejahteraan 
Sosial Kelomnok Difabel 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAERAH 

Pembangunan lnfrastruktur 
Ramah Difabel 
Peningkatan Fasilitasi 
Manajemen Usaha Bagi 
Keluarqa Miskin 
Peningkatan Fasilitasi Program 
Keluama Haraoan 

Meningkatkan kualitas Peningkatan Ketersediaan dan 
pembangunan Kualitas lnfrastruktur yang 
infrastruktur Lebih Merata 

Penyediaan lnfrastruktur yang 
Mendukung Pertumbuhan 
Ekonomi 
Kawasan 
Penyediaan lnfrastruktur yang 
Mendukung Pertumbuhan 
Kawasan 
Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Air Minum Laik dan 
Aman 

Meningkatkan Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaraan dan Perencanaan Penataan 
Penataan Ruang Ruanq 

Penguatan Pengawasan dan 
Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang 

Meningkatnya Meningkatkan kualitas Penyediaan rumah dan 
kualitas sarana rumah dan kawasan permukiman yang layak dan 
prasarana oublik =rmukiman aman 

Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas 
perencanaan, oorencanaan oenataan ruana 
pengawasan dan Penguatan pengawasan dan 
pengendalian pengendalian pemanfaatan 
pemanfaatan ruang ruang 

Meningkatnya Meningkatkan Penanganan Pencemaran 
lingkungan hidup pengendalian Linqkunqan Hiduo 
yang berkualitas pencemaran dan Pemulihan F ungsi 

kerusakan lingkungan Lingkungan Hidup dan 
hidup Ekosistem 

Pengawasan dan 
Ketersediaan lnformasi 
Lingkungan Hidup 
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Meningkatkan kualitas Pengurangan dan penanganan 
pengelolaan sampah 
ni:>rsamoahan 
Menyediakan tenaga Peningkatan Kompetensi dan 
kerja yang kompetitif Produktifitas T enaaa Keria 

Penyiapan Tenaga Kerja 
Sesuai Kebutuhan Pasar 
Peninakatan Laoanaan Keria 
Peningkatan Hubungan 
Industrial vana Harmonis 

Meningkatkan fasilitas Pembaharuan sarana dan 
pendidikan orasarana nendidikan 

Peningkatan koordinasi dengan 
sekolah nonni:>merintah 

Meningkatkan kualitas Peningkatan pendidikan 
penyelenggaraan berbasis digital 
ni:>ndidikan 
Meningkatkan Peningkatan manajemen tata 
manajemen tata kelola kelola nendidikan 
pendidikan dan tenaga Pemerataan I redistribusi 
pendidikan tenaaa ni:>ndidik 
Meningkatkan Penguatan Aspek Regulasi 
perlindungan terhadap Perlindungan Cagar Budaya 
berbagaicagarbudaya 
benda tak benda 
lntemalisasi Peningkatan Apresiasi 
kebudayaan lokal Terhadap Kebudayaan Lokal 
dalam kehidupan dan Sejarah 
masvarakat 
Meningkatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan 
pendukung Pelayanan Kesehatan Dasar dan Ruiukan 
SPM Peninakatan Kaoasitas SDMK 

Peningkatan Sarana Prasarana 
Kesehatan 

Menurunkan angka Peningkatan Pelayanan 
prevalensi stunting Kesehatan Dasar Untuk 

Penderita Stunlina 
Peninakatan Gizi Masvarakat 
Penvediaan Sarana Prasarana 
Peningkatan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Remaia 
Promosi Percepatan Penurunan 
Stuntina 
Penajaman Verifikasi dan 
Validasi Data 
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Meningkatkan PHBS Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan 
Peningkatan Kualitas Sanitasi di 
Linakunaan Rumah Tannna 

Meningkatnya Menyediakan tenaga Peningkatan Kompetensi dan 
Pemerataan kerja yang kompetitif Produktifitas Tenaoa Keria 
Pendapatan Penyiapan Tenaga Kerja 

Sesuai Kebutuhan Pasar 
Peninakatan Laoanoan Keria 
Peningkatan Hubungan 
Industrial vano Hanmonis 

Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Ketersediaan 
Pemerataan penguatan ketahanan Pangan 
Pendapatan pangan 

Peningkatan Keterjangkauan 
dan Pemanfaatan Pangan 

Meningkatkan nilai Peningkatan Perlindungan 
tambah dan daya Lahan dan Ketersediaan Air 
saing pertanian Peningkatan Produksi dan 

Kualitas Prociuk Pertanian 
Peningkatan Kualitas dan 
Kesehatan Temak 
Penguatan Pemberdayaan 
Kelembaaaan Pertanian 
Pengembangan Agrobisnis 
dan Aorowisata 

Meningkatkan Peningkatan Produksi 
produksi dan nilai Perikanan 
tambah perikanan Peningkaan Nilai Tambah 

Perikanan 
Peningkatan Pengawasan 
dan Penaendalain 

Meningkatkan iklim Pemberian Kemudahan 
perdagangan yang Penerbitan lzin Perdaoanoan 
kondusif Peningkatan Promosi 

Pemasaran Prociuk Dalam 
Nooeri 
Peningkatan Kerjasama 
Pertumbuhan Usaha Eksnort 
Pengembangan Sarana 
Prasarana Distribusi 
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Meningkatkan Peningkatan Kelancaran Suplai 
kelancaran distribusi Barang Penting dan Barang 
barana Pokok 
Meningkatkan Peningkatan Kualitas 
kapasitas Kelembagaan Koperasi dan 
kelembagaan, UKM 
pengelolaan, dan Pengembangan Kualitas 
modal koperasi KonP.rasi dan UKM 

Peningkatan Pembinaan dan 
Akses Permodalan Kooerasi 
Peningkatan SOM 
Perkooerasian 

Peningkatan Peningkatan Kemudahan 
kondusitifilas iklim Perizinan dan Penanaman 
investasi Modal 

Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Data dan Sistem 
lnformasi Penanaman Modal 
Penyediaan Regulasi 
Penanaman Modal 
Penvelenaaaraan Promosi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penanaman Modal 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan kualitas Peningkatan Ketersediaan dan 
Pembangunan Kualitas Sarana pembangunan Kualitas lnfrastruktur yang 
lnfrastruktur Prasarana infrastruktur Lebih Merata 
Berkelanjutan lnfraslruktur Penyediaan lnfrastruktur yang 

Mendukung Pertumbuhan 
Ekonomi Kawasan 
Peningkatan Ketersediaan dan 
Kualitas lnfrastruktur yang 
Lebih Merata 
Penyediaan lnfrastruktur yang 
Mendukung Pertumbuhan 
Kawasan 
Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Air Minum Laik dan 
Aman 

Meningkatkan Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaraan dan Perencanaan Penataan 
Penataan Ruang Ruano 

Penguatan Pengawasan dan 
Pengendalian Pemanfaatan 
Ruano 
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Meningkatnya Meningkatkan Penyediaan lnfrastruktur Sarana 
Kualitas Kinerja kenyamanan dan dan Prasarana Lalu Lintas 
Lalu Lintas dan keselamatan lalu lintas 
Angkutan Jalan 
Meningkatnya Meningkatkan kualitas Penyediaan rumah dan 
kualitas sarana rumah dan kawasan permukiman yang layak dan 
prasarana publik oormukiman aman 

Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas 
perencanaan, nArencanaan oenataan ruana 
pengawasan dan Penguatan pengawasan dan 
pengendalian pengendalian pemanfaatan 
pemanfaatan ruang ruana 

Meningkatnya Meningkatkan Penanganan Pencemaran 
Lingkungan Hidup pengendalian Linakunaan Hiduo 
Yang Ber1<ualilas pencemaran dan Pemulihan F ungsi Lingkungan 

kerusakan lingkungan Hiduo dan Ekosistem 
hidup Pengawasan dan Ketersediaan 

lnformasi Linakunaan Hiduo 
Meningkatkan kualitas Pengurangan dan penanganan 
pengelolaan sampah 
oorsampahan 

Menurunnya Meningkatkan Penguatan Kebijakan dan 
Risiko Bencana kapasitas daerah Kelembaaaan 

dalam penurunan Pengkajian Risiko dan 
kerentanan bencana Perencanaan Temadu 

Pengembangan Sistem 
lnformasi, Diklat dan Looistik 
Penanganan Tematik 
Kawasan Rawan Bencana 
Peningkatan Efektivitas 
Pencegahan dan Mitigasi 
Bencana 
Penguatan Kesiapsiagaan dan 
Penanganan Darurat 
Bencana 
Pengembangan Sistem 
Pemulihan Bencana 

Meningkatkan Peningkatan Sarana dan 
kapasitas daerah Prasarana Penanganan Bahaya 
dalam penurunan Kebakaran 
kerentanan bencana Peningkatan Kesiapsiagaan 

Masyarakat dalam Menghadapi 
Bahava Kebakaran 
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Perumusan Dan Pengawasan 
Pelaksanaan SOP Penanganan 
Bahaya Kebakaran 
Peningkatan Ketersediaan dan 
Kualitas SOM dalam 
Penanganan Bahaya 
Kebakaran 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan fasilitas Pembaharuan sarana dan 
SumberDaya Kualitas pendidikan prasarana nP.ndidikan 
Manusia Pendidikan Peningkatan koordinasi dengan 
Berkualitas dan sekolah non oemerintah 
Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Peningkatan pendidikan 

penyelenggaraan berbasis digital 
oendidikan 
Meningkatkan Peningkatan manajemen tata 
manajemen tata kelola kelola oendidikan 
pendidikan dan tenaga Pemerataan I redistribusi 
pendidikan tenaaa oendidik 
Meningkatkan Peningkatan Kapasitas 
jangkauan pelayanan Pengelolaan Perpustakaan 
perpustakaan 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Peroustakaan 

Meningkatkan Penguatan Aspek Regulasi 
perlindungan terhadap Perlindungan Cagar Budaya 
berbagaicagarbudaya 
benda tak benda 
lntemalisasi Peningkatan Apresiasi 
kebudayaan lokal Terhadap Kebudayaan Lokal 
dalam kehidupan dan Sejarah 
masvarakat 

Meningkatnya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Generasi Muda 
Prestasi Olahraga Pemuda Untuk Peningkatan Peran dan 
dan Peran Serta Partisioasi dalam Pembanaunan 
Pemuda dalam Peningkatan Kapasitas 
Pembangunan Keoemudaan 

Meningkatkan prestasi Pembangunan Sarana dan 
olahraga Prasarana Olahraaa 

Pengembagan Sistem 
Pembinaan Olahraga Menuju 
Penini:ikatan Prestasi Alie! 
Peningkatan Kompetisi 
Penyelenaaaraan Olahraga 

Meningkatnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Kualitas Oerajat Kesehatan Dasar dan Ruiukan 
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Kesehatan Meningkatkan Peninakatan Kaoasitas SDMK 
Masyarakat pendukung Pelayanan Peningkatan Sarana Prasarana 

SPM Kesehatan 
Menurunkan angka Peningkatan Pelayanan 
prevalensi stunting Kesehatan Dasar untuk 

Penderita Stunlina 
Peninakatan Gizi Masvarakat 
Penvediaan Sarana Prasarana 
Peningkatan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Remaia 
Pramosi Percepatan Penurunan 
Stunlina 
Penajaman Verifikasi dan 
Validasi Data 

Meningkatkan PHBS Peningkatan Upaya Pramosi 
Kesehatan 
Peningkatan Kualitas Sanitasi di 
Linokunaan Rumah Tanooa 

Meningkatnya Meningkatkan Meningkatkan Peran Serta 
pemberdayaan partisipasi dan Perempuan dalam 
perempuan, pemberdayaan Pemerintahan, Masyarakat, dan 
per1indungan perempuan Keluaraa. 
perempuan dan Meningkatkan Pemberdayaan 
anak dan Peremouan dalam Lembaaa 
pengendalian laju Meningkatkan Penguatan Sistem Per1indungan 
pertumbuhan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 
penduduk ""remouan dan anak 
Meningkatnya Meningkatkan fasilitasi Peningkatan dan Penguatan 
pemberdayaan dan pemenuhan hak Lavanan Pemenuhan Hak Anak 
perempuan, anak Menyediakan Layanan Ramah 
per1indungan Anak 
perempuan dan 
anak dan 
pengendalian laju 
pertumbuhan 
penduduk 

Meningkatkan peran Peningkatan Fasilitasi, 
serta keluarga dalam Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, 
menekan angka lnformasi, Komunikasi Tentang 
kelahiran Keluaraa Berencana 

Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Sosialisasi dan 
Kehidupan ketaatan terhadap Patrali T ranlibmas 
Masyarakat yang Peraturan Daerah dan Peningkatan Pengawasan dan 
Harmonis PERKADA Peml<lakan Perda 
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Meningkatkan Peningkatan Pembinaan 
Pembina an Wawasan Kebangsaan dan 
Masyarakat T erhadap Nasionalisme 
Kesatuan Banosa 

Peningkatan Nilai Nilai Budaya 
Bangsa dan Pancasila Sebagai 
Filter Penaaruh Budava Asina 
Memaksimalkan Dialog Antar 
Kelomook Masvarakat 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan kualitas Penyusunan Laporan Kinerja 
Tata Kelola penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah 
Pemerintahan pemerinlahan penyelenggaraan Peningkatan Fasilitasi 
yang Akuntabel yang berkinerja pemerintahan Keriasama Daerah 
dan Bebas KKN linggidan Peningkatan Fasilitasi dan 

akuntabel Koordinasi Hukum 
Pengaturan T ala Laksana 
Peranakat Daerah 
Peningkatan Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi 
Peningkatan Pelaksanaan 
Kebijakan Perekonomian, dan 
Sumber Daya Alam 
Peningkatan Kualitas 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Meningkatkan fasilitasi Penataan Kebijakan dan 
pembahasan produk Peraturan Perundang 
hukum Undangan 

Meningkatkan kualitas Peningkatan sinergitas 
perencanaan daerah perencanaan ditingkat daerah 

denoan peranakat daerah 
Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan 
oembanaunan daerah 

Meningkatkan kualilas Pengembangan instrumen 
pengendalian dan pengendalian dan evaluasi 
evaluasi perencanaan 
oombanaunan daerah 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan dan Pemenuhan 
penyelenggaraan penyelenggaraan profesionalisme Kualitas/Kompetensi Sumber 
oemerintahan oemerintahan sumber daya aparatur Daya Aparatur 
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yang berkinerja yang berkinerja Meningkatkan Peningkatan Kualitas Penelitian 
tinggidan tinggidan penelitian dan dan Penaembanaan Daerah 
akuntabel akuntabel pengembangan serta Prioritas Penganggaran 

inovasi daerah Kelitbanaan 
Peningkatan lnovasi 
Pembanaunan Daerah 
Perjanjian Kerjasama dengan 
Pihak Ketiaa 

Meningkatkan kualitas Peningkatan Tata Kelola 
penyelenggaraan Kearsipan 
kearsipan 

Meningkatnya Mengoptimalkan Peningkatan Tata Kelola 
penyelenggaraan pengelolaan keuangan Keuangan Daerah 
pemerintahan daerah 
yang berkinerja Optimalisasi Optimalisasi Pengelolaan Asel-
tinggi dan pengelolaan aset-aset Asel Daerah 
akuntabel daerah Optimalisasi SumberSumber 

Pembiayaan dan Pendapatan 
Daerah 

Meningkatnya Meningkatkan peran Peningkatan Fungsi 
penyelenggaraan dan kualitas Pengawasan Penyelenggaraan 
pemerintahan pengawasan Pemerintahan 
yang berkinerja penyelenggaraan Optimalisasi Asistensi dan 
tinggidan pemerintahan Supervisi Penyelenggaraan 
akuntabel Pemerintahan 
Meningkatnya Memanfaatkan Peningkatan Pemanfaatan 
penyelenggaraan teknologi dan Teknologi lnformasi untuk 
pemerintahan informasi dalam Lavanan Publik 
yang berkinerja penyelenggaraan Peningkatan Pemenuhan 
tinggidan pemerintahan Sarana Prasarana lnformasi 
akuntabel dan Komunikasi 

Penyelenggaraan Satu Data 
Indonesia 
Peningkatan Pengamanan 
lnformasi 

Meningkatnya Meningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas Layanan 
penyelenggaraan layanan pemerintah Perizinan dan Non Perizinan 
pemerintahan Kepada masvarakat 
yang berkinerja Meningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas 
tinggidan pelayanan administrasi Pelayanan Adminsitrasi 
akuntabel kependudukan dan Kependudukan 

Pencatatan Sic ii 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
oenataan administrasi Bidana Pemerintahan, Sosial, 
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bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

n<>ndukuna 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam seliap bentuk 
oelavanan oublic 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
!ala kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

nAndukuna 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam seliap bentuk 
oelavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
tata kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

oendukunq 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam seliap bentuk 
oelavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
tata kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
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Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

oendukuna 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam seliap bentuk 
nAlavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
tata kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

OP.ndukuna 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam setiap bentuk 
nAlavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
tata kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerinlahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

ni,ndukuno 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam setiap bentuk 
nAlavanan oublik 
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Penempatan kapasitas Peningkatan Kapasitas Aparatur 
!ala kelola Kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Kapasitas 
pemberdayaan Kelompok Masyarakat 
masyarakat kelurahan Kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasvarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

oendukunq 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam setiap bentuk 
oolavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan Kapasitas Aparatur 
tata kelola Kelurahan 
pemeri ntah an 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Kapasitas 
pemberdayaan Kelompok Masyarakat 
masyarakat kelurahan Kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasyarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

oondukuna 
Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam setiap bentuk 
oolavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
!ala kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan Publik 
penataan administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, 
bidang pemerintahan, Pembangunan dan 
sosial, pembangunan Kemasyarakatan 
dan kemasyarakatan Peningkatan sarana prasarana 

pendukung 
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Peningkatan Fasilitasi 
kecamatan dalam setiap bentuk 
nAlavanan oublik 

Penempatan kapasitas Peningkatan kapasitas aparatur 
tata kelola kelurahan 
pemerintahan 
kelurahan 
Meningkatkan Peningkatan kapasitas 
pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan 
masvarakat kelurahan 

6.2 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan ini merupakan kondisi yang ingin dicapai pada seliap tahun pelaksanaan 

pembangunan. Pencapaian pembangunan tahunan merupakan tahapan pembangunan yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun sampai akhir periode RPD. Arah 

kebijakan memberikan pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di rencana kerja 

pemerintah daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu 

pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap 

dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan tahunan Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 digambarkan 

sebagaiberikut: 

Kebijakan Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 

Menstabilftaskan 
pertumbuhan 
ekonomi, 
Peningkatan 
pelayanan dasar 
dan kua/ftas 
berr/emokrasi 

-

'r'eningkatan 
pembangunan 
yang merata, 
inklusif dan 
berl<elanjutan. 
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mewujudkan tata ke/ola 
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1. Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 

Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Menstabi/itaskan 

Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan dasar dan Kualitas berdemokrasi. 

2. Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 

Pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan 

Pembangunan yang Merata, lnklusif dan Berkelanjutan. 

3. Kebijakan Tahun 2026 

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan 

Kualitas SOM dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Keio/a Pemerintahan 

Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Bebas KKN. 

6.3, Program Prioritas 

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPO (Rencana Pembangunan Daerah) 

merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang 

konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan 

dengan capaian sasaran pembangunan daerah. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPO Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 yang telah 

ditetapkan dan diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJP Kola Bengkulu 2007-2027, 

ditetapkan program prioritas pembangunan Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagai instrumen 

untuk melaksanakan RPO Kota Bengkulu. Program prioritas ini menjadi instrumen dalam penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahunan Kola Bengkulu. Secara 

lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kola Bengkulu 

Tahun 2024-2026 sebagai berikut 

Fokus pada Tahun 2024: 

1. Menjaga stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan 

2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 

4. Reformasi Birokrasi dalam Perwujudan Tata Kelola yang Baik 

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 
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6. Mewujugkan pelaksanaan Pemilu secara Demokralis 

Fokus pada Tahun 2025: 

1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 

2. Peningkatan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi baru berdasarkan fungsi Kewilayahan 

3. Pengembangan Sumber Daya Untuk mendukung terciplanya lnveslasi 

4. Pemanlapan Kualilas Sumber Daya manusia yang unggul dan berdaya saing 

5. Pemeralaan Kualilas Sarana dan Prasarana lnfraslruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

6. Percepalan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 

Focus pada Tahun 2026: 

1. Reformasi Birokrasi melalui pengualan inovasi dan penerapan Teknologi 

2. Pengualan Slabililas Wilayah unluk mewujudkan kehidupan masyarakal yang harmonis dan 

berbudaya 

3. Peningkalan kualilas SOM yang berdaya saing 

4. Peningkalan lnfraslruklur Wilayah dan Kelahanan Bencana 

5. Pengualan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan memperbaiki Keleslarian 

Lingkungan 

6. Peningkalan lapangan Kerja dan lnveslasi. 

Pada Tabel 6.2 dapal dilihal program pembangunan daerah yang disertakan pagu indikalif Kola 

Bengkulu per sasaran dan lujuan yang akan dicapai pemerinlah Kola Bengkulu pada Tahun 2024-

2026. 
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Tabel 1.2 
Program Pembangunan □11rah yang disertal Pagu lndlkatlf Kota Bangkulu Tahun 2024-2D26 

- .... .., ·--_.,.. --·· "" "" "" ...... T - T - T • -• • • l • t 1t 11 12 
U.JU PERT\JNBUH.lN EKONONI Indeks 3,47 ., . i.t,053,763,556 5,3- 5,5 2"4.70l.260,947 5,5- 5,7 2-1.m,941.706 

"' 

P11rMnlHI plll"tllmbutlll'I NktOI" ""'~ 70.338,330.~ 20,962,050.227 20.896,211(), 109 
pertllllan, tektiir perlkanan, Nktor 
parlwluta, 1ektor pard1g1n11111 dan 
tlklor lndultl'I tertladap PDRB: 
P"""'1IM ptningkatln k1l11uMha 
mini k1 uNha keclt Nila!~ 

Pemruae ~1131'1181'81\a penarllan 
, __ 

65 65 915,000,000 10 933,300,000 75 933,717.981 

PersenleJe pra&arat1a ysng dlgunakan ,~~ 80 " 2,125,000,000 " 2,167,500,000 .. 2,llie.470,722 
d""gan balk 
~ DagiilQ ,~ "' 240 250 r,w 

Perurllase Pen.run~ ket&r:11ao den jUITllah Pnoo 50 60 535.000,000 70 ~5.700,000 ~ ~5.9'-4,393 
keMi peri)'llot llewan mer-uta 

Pmentaae faaiitui pena"!lgulangao Pnoo " 87 495.000.0GO 90 504,900,000 95 505,126,121 
beru;al\8 

Pl!l'lentalt Jumlah rekomendasi uutia """ "" ,00 225,000,000 ,oo 229,500,000 ,00 229,602.782 
dHertllllum 

Persentase penir,gkatan kapasi\4$ pen~h , .. oo JO J5 &47.000,000 ., 659,940,000 45 660,235,556 

""-Produksl peokan81l taogkep Too 18.12 19,03 1.115.000.000 19,98 1,002,918,937 20.SS 824,81Ul9 

ProdukSi perikanan budidaya Too 6.00 6.JO 425,099.000 6.62 446.l53,950 6.95 468,671.648 

Peraenlas!! pro(!uk&i penkanan ylillg dIolah P!ll'1en 5 '° 60,000,000 " 6.1,000.000 20 66.150.000 

Cakupan Penmgkai..i Destioas. PMW!wta Pnoo NA 2 1,185,000,000 J 1.335,000,000 4 1,305,000,000 

Cakup,n PeJJngk.nan l(~an ,..., NA JO "470,000,000 JS 490,000,000 40 S60,000,000 
Wisa1awan 
Pers111111.11& pelaku uuha ~g ""'~ 35,97 35.97 39.9131,000 45,2 42,847.500 5J 44,132,925 
memp,,rol!m lzln ae1<Jal dengan keten!uiill 

PersenUi~ pertumbuhan omzll! pedagaog P11uen 3B.2 "·' 150,452,960 "·' 161199,600 40 166,035.588 
puarrakyllt 

KondlalKlnalflpadalllhil' 

... ___ 
parlodlllPO 

T -" 14 " 5,5-5,7 7J,Hi.S66,20S DINAS KETAHANNi PANGAN 
DAN PERTANIAN, OINAS 
PERIKAN.4.N,DISPEROAGRIN. 
DISPAR, 8AP£NDA. DIN,45 
KOPERASI. SETOA tBAGIAN 
PEREKONCNAN ) 

62,196,670,880 DINAS KETAHANAA PAN~ 
DAN PERTANIAN, DINAS 
PERIKANAN,DISPERDAGRIN, 
DISPAR. BAPENDA, OINAS 
KOPERASI. SETDA tBAGIAN 
PEREKONOMIAN ) 

75 2,782,017,981.00 DINAS KETAHANAN Pi\!fGAN 
DAN PeRTANIAN 

.. 6,460,970,722,00 OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

ruo OINAS KETA~NAN PANGAN 
DAN PE.RTANIAN 

~ 1,S26,64-4,39J.OO OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PEFUANIAN 

95 1,505,026,121.00 OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERT ANJAN 

,oo 61M .102.782.00 OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN .. 1,967,175.556.00 DINAS KETAHANAN PANIJAN 
OAN PERTANIAN 

20.98 2,!M2,73J,576.00 DINAS KEI..AUTAN DAN 
PERIKANAN 

6,95 1,340,124,598.00 OINAS KELAIJTAN DAN 
PERIKANAN 

" 169,150,000.00 OINAS KELAUTAN DAN 
PERIKAN.4.N 

• 3,825.000,000.00 OINAS PARI\YISATA 

40 1,520,000,000.00 OINAS PARl\l't,SATA 

5J 126,971,425.00 OINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN 

40 4TT.6811,146 00 OINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN 
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koperasl yang dlflllal kehhatannya 11111\Jk 
kDJ)eflllil deng11r1 'Mlaylh kB&rlggotaan 
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Cakupan Pengemlalan Pslak&ana1111 
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..... 
s.,m -- ''" ...... T .. 
' • 7 I 

""'" ' 10 413,718,200 

Juta usi NA 0,5 1,027.600,000 

,~., 25.7 19 190,7~.720 

,~., 0 10 m,4se,«o 

05 7 

2.5 ' , .. ~ 33 35 7,578,200 

, .. ~ NA 2.7 95,000,000 

-~ 5 11 5B8.350,000 

, .. ., 
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"' ... ... ...... Klffldlll Klnllja pada akhlr oPII ParJtnuung J,wab 

"" "" """"RPO 
T • .. T - T -' 11 11 " 13 14 15 
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c=- '1s 7.5 ...JJ-
3 

...,. 3.5 
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PERINDUSTPJAN 
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38.6% 631,798,200 41,41% 638,116,1&2 41,41% 1,88B,l2-4,362,00 DINAS KOPERASI, USAHA 
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75 405,000,000 100 30,000,000 100 &55,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
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100 235,000.000 100 310,000,000 100 745,000,000.00 OINAS PENANAMAN MODAL OAN 
PELA YANAN SA TU PINTU 
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Pengembangan Sv.mber Daya Parlwisata '""'~ 10 10 
Dan Ekonomi Kreri! C8T 

Perser1lase UKM Yang Baiizin Pnoo 1.09 221 
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Persl!lltase Jumlah pmg!1!1 1egar aul Per&en ao 85 
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Pmentase Koman Yang Mendapa!ken ''""' " 91 
P&nancanan Bencana 
Jumlah lembage Keseta!Jteraan Sosial Yang Persen 100 100 
DI Bina 
Tingkat Perigangguran T!llbuka ''"'" 

6,J◄ 6,2-6 

C Proaramdarl - Kondlll Kllltlja pad1 lkhlr OPDPllllrlQflffltJaWlb 

"" "~ "" ......... .. T • - T .. T •• 
' ' 11 11 12 " " 15 

3.715,433,012 15 3.741,210,720 20 3,778,651,597 20 11,235,295,129 OINAS PARIWISATA 

340,000,000 35 300.000,000 40 300,000,000 ,o 940,000,000.00 01NAS PARIMSATA 

290,000,000 15 300,000,000 20 300,000,000 20 890,00(),000.00 DINAS PARJWISATA 

1,355,460,000 35 1,362,169,200 ,., 1,375,790,11112 " 
4,093,420,0112.00 OINAS KOPERASI DAN UKM 

1.«8,630,412 3.71 1,477,60J,Q20 ,., 1,492,379,050 '·' 4,418,612,482.00 OINAS KOPERASI 0/11, UKM 

281,342.600 2,25 301,438,500 1,5 310,481.655 ,.s 893.262,755.00 OINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDlJSTRIAN 

4,laS,000,000 0,31 4,186.231,261 0,3& H38,264,161 0.36 13,079.495,422 DINA$ KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

3,315,000,000 17.39 3,159.578,70'. 15.89 3,598,264,161 15.89 10,072,842,86ti DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

350.000,000 15 357,000,000 ,0 357,159,884 
" 

1,064.159,864 OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

685,000,000 " 698,700.000 " 699,012.915 " 2,0S2,712,915 DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

85.000.000 ' 116.700,000 I 86,738,829 1 258,438,829.00 DINAS KET AHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

115,000,000 90 117,300,000 95 117,352,533 95 349,652,533.00 OINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN ?ERTANIAN 

925,000,000 51 854,878,7114 .. 1,l)iQ,000,000 .. 2,839,876.704.00 DlNASSOSIAL 

275,000,000 70 250,000,000 91 350.00D.000 91 B75.000,ll00.UO OINASSOSIAI.. 

SS0,000,000 " 570.000,000 95 648,000,000 95 l,798,000,000.00 DINAS SOSJAL 

300,000,000 100 225.000.0UO 100 280,000.000 100 805,000,000.00 OINAS SOSIAL 

940,000,000 ... , 1,026,552,557 5,13-5 1,rwo,000,000 5..S 3,006,552,557 DISNAKER 
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..... _..., ...... --AMIRPD T 

' ' ' 7 
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(RTKO) 
Perlan13se T ena;a Ke,ja 8811!er!mkat ,~.,, NA 0,011 
Kanpeleftsi 

Pl!fllentase Tenaga Kerja Yang Per5en 45,64 49,62 
!)tempetkan iOilllm Dan Luer Neglfi) 
Melw Mekamsme Layansn Al'ltar Ke!ja 
DalBm Wiley!!li KOia 
Pl!rllenlall: l(a111J$ Peradillihan Hubungan Persen 50 52 
nduslrial Yang Diselesaikan Oerigal1 
Pt,rjarjlan 8.-wna (PBl 
Ddrumen Ul)II, Mlrwllum KOOJ illMK) Dokllmen 1 1 

.... ...., 5.92 2,5-5,5 

NCIEKS PEMBANGUNAN lndekl 11,&4 .... 
IIIFRASTRUKTUR 
l!IDEKS KUALIT AS NFRASTRUKTUR '"'" " n 

Tingkat kemaotapan infra&truklur ,_ 
" " pe,m~kiman 

Tlngkat K9111anlapan jalan kctt ~ ., 
" 

Gedur,g pemetinlth ~ang lalk fungal ,_ 40 55 

Rulo tanaga opntorltsl<ni1i/anali1 yang ,.- " 
,00 

memitkl sertiliklt kcwnpeteMi 

Persentase klas kawasan permuklman rawan Persan 17 17 
banjir yang tertndungi oJeh infrastruktu' 
pengendalan banjir 
P!ll'Se!lta$e panjang jaringan irigasi kondisi H, 1038 \039 ... 
Pinsitase Jumlah rumah tangga yang ,- 61 65 
menda~n aksss tamadiip air minum 
m!llakli SPAM jarinqan parpipaan !Ian bukl'Jl 
·aringan ~rpnn ter1indungi \e'hadap 
rumah tangga di MU\lh Kola yang layak 

Persentase pemenu1t111 '- 12 13 
pruarana penat1ganan 
persampaha'I/TPS3R 

... - KOlklll lG ..... pada akhlr OPDPlnlllfflllllJIWllt 

"" "" - """'""" - T • - T - T ---.. 
a • 11 11 12 13 " " 100,000,000 0 186,652,557 0 200,000,000 0 486,552,557.00 DISNAKER 

200,000.000 0,022 200,000.000 0,026 200,000,000 0,026 600,000,000.00 DISNAl<ER 

200,000,0D0 55,42 200,0DO,OOO 60 200,000,000 60 600,llOD,000,00 OISNAKER 

440,000,000 55 440,000,000 56 440,000,000 56 1,320,000,000.00 DISNAKER 

'-- I--- '--1 1 ' 
0 '"" 0 2,2-4,6 0 2,2-48 0 

41 B,611,321,453 ?Q,3 428,090,925,550 ,.,, 436,2ti2,316,96J ,.,. 1,282.9134,564,076 DPUPKP, DPTR, DLH, BP80 

388,734,195,032 79 409,2n.423,226 " 416,135,245,116 " 1,226,142,&&3,376 OINAS PEKERJAAN UMUM, 
PERtJMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

000.00.000 " 4,&17,000,000 " 
4,612,070,000 " 9,619,070,000.00 OINAS PEJ<ERJAAN UMUM, 

PERU MAHAN DAN KAWASAN 
PERMUK!MAN 

49,530,000,000 " 49,840.200,000 " 
49,845,402,000 " 149,215,602,00D.OO DINAS PEKERJAAN UMUM, 

PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

152,330.000,000 65 152,330,000,000 75 152,330,000,000 75 456,990,000,000.00 OINAS PEKERJAAN UMUN, 
PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

476,000,000 ,oo 465,620,000 100 491,191.200 100 1.452,711,200.00 OINAS PEKERJAAN UMW, 
PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

. 1.000,000,000 " 1,020,000,000 1Q 1,040,400,000 19 3.060,400,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, 
PERUMAHAN OA.N KAWASAN 

~ ~ 
PERMUKIMAN 

1039 1039 1039 OtNAS PEKERJAM LNUM, 
PERUMAHAN DAN KAWASA.N 
f'ERMUKIMAN 

5,610,000,000 ., 5,671.200,000 70 5,699,556.000 70 16,980,756,000,00 OINAS PEKERJAAN UMUM, 
PEAUM>.HAN Oil.N KAWASAN 
PERMUKJMAN 

320,000,000 " 326,400,000 16 :m,212,003 16 973,672,603.00 OINAS PEKERJAAN UMUM, 
PERUMAHAN DI\N KAWASAN 
PERM\JKIMAN 
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1 ' ' ' • 7 I ' 11 11 " 13 ,. 
" 11 ~m Pangelolaan Dan Cakupa,, P~gembangan SI&1em Dralnase ""'"' 49.4 51.7 ·U00,000,000 542 4,82ij,500,000 511137 4,846,107,500 56.67 14,414,607,500.DO OINAS PEKERJAAN UMUM, 

Pengembangan Salem Orrlnase Unglrungan PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

" Progrem Pengllkha~ Clan P!lfM'lla&e Jumlah rumah lan!IQil yang ,.,., 80 " 5,100,000,000 83 5,151,000,000 .. 5,202,510,000 .. 15,453,510,000.00 OINAS PEKERJAAN UMUM, 
Pangembslgan Sistem Afr memperoleh layanai pengolahan air Umbah PERUMAHAN DAN KAWASAN 
u,.~ dom8'tlk YSfl!l ley&k PERMI.JKIMAN 
Prvgr,,m P~ru;~ar, Ca 1, J' • -\Jl L-~k,1r,1c, 1i~re•1 ,!l,!)dr, 0,,11~~"" 1)1n1,~sy1 P~,,·" ,,: ,,t hCT.'111''1 .;,,, ,''j 1~; -_If:' '.l'J< ,,,.? "44 'l' 1 !'. A'3 I.!< 14., 4'!.:~·::c.~~; ''-CJO IJINAS Pl::KERCII.M, .)',"· •M 
D~•• c,ng~~nsar:n,a can l"ql'ur.a;m Pf:R\JMAfl,'.t'. CAN r<:A\',',\;iiiN 

PtRMcJKIM,'N 
14 Program Panyalanggiraan Cakupan perenG11naan, pemanfaatan, ,.,., 55 ~ 2,225,000,000 " 2,240,540.000 13 2,2-47,310,700 7J 6,712,850,700.00 OINAS PEKERJAAN LNLM, 

Pwtai,n RU#!II pengswasan dan pengl!fldlian penatsan PERUMAHAN DAN KAWASAN 
NMg PERMUl<IMAN ,. Menngkalflya Kuailas Kri~ Rasio keln;aran Lal! Lirrtaa Rasia 0.31 0.37 ~332,960,250 0.375 5,699,829.'55 0.38 5,886,932,750 "' 16,919,722,455 DINAS PERHUBUNGAN 

Lau Lintas dan Angkutan jalan 

1 Program Pen~w-un lall RelioKmek111'1ta1KdM<ola ..,,,., 0.7-4 0.75 5,262,960,250 0.1a 5,549,8:19,455 0.80 5,836,932,750 0,80 16,769,722,455.00 DINAS PERHUBUKGAN 
Lint.I Dan A.....,,~ll\ Jal .. 

2 Progrsm Pq81Q3Bl'l Plllayaran P1111enta1e Terpelhanw1ya kai;at dengan ·- 100 100 50,000,000 100 50,000.000 100 S0.000.000 100 150,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 
ki;r,chi baik 

" M1111ln;kalnye Kulllltas Sarane Persenlale penyekr!ggsaan dtn penl:llaan P.,M 60 " -4.2-49,587,266 70 -4,108,055,W 75 U03,G50,446 75 12,553,692.859 Oisperkimtarl 
Pra68r&lla Publlk NMg 

1 P!'ogram Pengembalgan P811yediaati da, rehabilitasi rumah korban ,_ NA 0.833 1,616,221,266 0.625 1,502,443,-466 0.555 1,631,115,638 0.555 4.839,780,370.00 Oisperkirmai 
Pwnitian bencana 

N 

i 
2 Program Kawoan Perm.Jiiman Persenla&e Kawasen pemiukiman kumuh p-,M 50 55 790,000,000 60 792,828,255 85 &J0,00(1,000 65 2,382,82E,265.00 ~~ 

diDllwall 10 ha yang _, 
' Pl'qramPGl\l!l18hari0ar, Persimas~ rumah layak huN p_,M 50 55 550,000.000 60 561,000,00D 65 570,000,000 65 1,681,000,000.00 -Kawasan Pl!!!'fflukrnari Kumuh 

• Pro~ PIJllhgkatan Prasllf8l\l, Perumllhan )'Mg ilJdah dllengkapl PSU , .. ., NA "' 715,000.000 0.263 729,300,000 0.2S5 740,680,000 0165 2,1M,lll!O,OOO.OO 01sperldmt~ 
Saran, Dan Utlllta1 Umum (Pr1111r.na, Sll!llna dan lltittu Umum) 
(Paul 

5 Program Pe"911'1JAn Hak~llk Legdtaa penatagunaan lan8h (tanah , .. ., NA 0,33 210,933,00!l O,ll 180,151,660 ,,,. 189,159.2,43 "·" 580,243,903.00 Chtfler,cimtarl 
818&1ans'l P8!11da, l1mat, SG, tanah llflll, tanah Wlll'ga ,.,, 

dikonsoldBSlkan) 

' Pn:igram Pengal(Mllll lltn lokasi Jumlah !Zin LDlwl yang dike~ p.,., NA 0,33 135,781,000 Oll 100,000,aoo '·" 100,000,000 '·" 335,781,000.00 Oisperkimlan 

7 Pro;ram PengslaaM Tanah Persi!llllllse panyelfiaian Ma&alah Ta,,ah , .. ., NA 0.33 90,800,000 0,33 30,333,756 '·" 37,316,532 '·" 15&,◄50,288.00 OispM<imla'I ,- ,~ .. 
8 ProoramPen ISflTanah Pen:ert11eP UlljSnTsnah PnM NA 0,33 1 ◄0.852,000 0,33 120,000,000 '·" 134,779,033 0.3~ 395,631,033.00 ., Meningkatnya Un;kunoari Hidop NDEKB KUALITA8 LNGKUNGAN HIIUP ...... 61,15 .. ., 15,389,231.946 .... 15,185,498,040 .... 1-4,51l0,51l6,S36 ..,, -45,135.316,922 OINAS LINGKUNGNt HIDUP 

1"•- Berkiillitas 
1 Program Pengernlallan Panenl!Jen Kelas Air di SUngal Beflgkulll , ... ,.o 4.0 1,257,23MOS lD 1,330,599,905 " 1,393,9111,8116 3.0 3,991,799,716.00 DINAS UNGKUNGAN HIDUP 

Pancemaran Dan/Atau ·-· Keruslkan Ungkun{llll Hidup Meks Standi,t Pencemaran Udani (ISPUi l5P\J 95.0 96.0 .... .,., '"96:o DINAS UNGKUNGAN HlDUP 
di Kata B"""kull 

2 ProSrsn Pengeldaan PrOl)Ol'&i 1lltupa, lah111 tefhadlp Uls WMyah ... ., 40 40.1 2.491,793,000 40.12 2,616,382,650 40.13 2,7-40,972.300 -40.13 7,849,1-47,950.00 DINAS UNGKUNOAN HIDUP 
Keanekaragaman Haya1i (Kllhllli) .... ...., 

::;;> 
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T ... 111/Sauran Program 
PlfMlllgllnM Daerah 

' Program Penghargaan 
Ungkung111 Hldup Untuk 
Maayarakal 
Program Plir9'1Ci!11aan 
Ungkungan Hid~ 

Program 1-trrQendalli,n Bahan 
BerbahayaDan Beracun (BJ) 
Dan Limbdl Ballan Barbwy11 
Dan BeraW'l (Umbah B3i 
Proijfam Pembina an O!ll 
Plll'lgawa1a0 T ttmsdilp IZin 
Ungkung:an Dan lzin 
Perlindungan DB1 Pengalolaer, 
Utlgkungan Hioop (Ppl!l) 

Prollfilm P1mar,ganan Pengaduan 
Limk.un"••~!dup 
Program Pen9etdB11n 
P«sampahan 
Menurunnia Risiko Bf!flGa!la 
Program Penanggulangan 
Bont.111111 

Pro~rllffl Pencagah8n 
PanangglRllgan PenyeiamabWI 
Kebakari11 Dan PenyelarnlW! 
NooKebslcnn 
M.nlngkllnya 81NnW Daya 
ll,nusl1 bllrku<dltu dan 
Bird.ya Bllng 
Meningkatrlya Kualitas 
Pondid~illl 

Program P9nQelaallfl P1111didikan 

Program Pengembangan 
Ku~ktAt1111 

Program Pendidik Den Tenaga 
Pondidik 

kldltllorKttjl 

' Capllian Pengl,ill'gaan Liogkungan Hid\Jfl 
Tfflgkat Nasional 

PersenlaSIJ dokumen perencanaoo 
lngk\Jf19111 
hidup 
Calup,m pentaatan pengelolaan imbah B3 

Cakupa,l peoQawaaan terhadap pelal<.sa1111an 
ijin fingkvngan 

Cakupan Penyelesalan Pengaduan 
1 '-kungan Hi(!up 
Persentase JUll'llah wnpoo yang tartengani 

t«JEKS RISl(Q BEN CANA 
PenentaH WlU'ilil negara yang 
m!lfflperolet1 layani.i ir!ICffllae1 rawan ,.,_ 
Pl!l'Sentase wal'Qll negsra yang 
memperolefl layanen pencegahen d!VI 
keSlap&iagaan tefhadap ,_, 
Penenta1e pelayanen per,yelamat!ll'I den 
evakuaslk(riian k~n 

INDEKS PfNSAN!iUNAN MANUSIA 

Rata-rala lama Hkolah 

har8!)11'1 lama sekolah 

Plll'Sentase per,capatllll SPM wana dan 
prawana p.,ndidJkan 

pet5Mla5a p.,nC!ll)aian SPM pendiliikan 
11~.......,.; kuallas pendidikan\ 
pcrsentlule ,i1wa PKBM yang kiln 

PersentaH guru bllrurtifikat 

-..... -- "" ....... T -• I , I 

"''"' 
1 1 237,554,600 

Pfflen 50 75 224,195,000 

Pffi~ 50 70 W.470,000 

Parsen 75 60 452,S17,850 

P-,M 100 100 29,651.200 

PnM 56 60 10,557,512,291 

lndlk1 120 110 4 487,994.475 ,.,~ 65 75 3,627,894.475 

P8111en 65 75 

Pefllen 61 87 860,000,000 

indlkl ..... 80.14 147.847,052,248 

""" 
11.1)8 11,09 68,750,355,632 

""" 16,03 16.04 

P~M " 30 67,265,300,000 

PmM 70 75 

P=M 100 ,00 75,000,000 

P~M 86 87 150,000,000 

"' ..... ........ Kondltl K11111ja,ad1 akhir OPD P11111111gung Jawab 

"" - ...... APO , __ - T - T ·-
I 11 11 " " " 15 
1 249,432,J30 1 261,310,060 1 7-4!,296,13110.00 OINAS UNGKUNGAN HIDUP 

n 235,404,750 60 246,61.t,500 " 706,214,250.00 OINAS LfjGKUNGAN HIDUP 

75 29,BBl,500 90 31,317,000 00 89,660,500.00 OINAS UNGKUNGAN HIDUP 

80 475,45f.l,743 65 498,099,635 65 1,426,376,228.00 OINAS LINGl<UNGAN HIDUP 

100 31,133,760 100 32,616,320 100 133,401,260.00 OINAS LINGKUNGAN HIOUP 

61.5 10.217,192,402 62.7 9,355,695,315 61.7 30,230,400,008.00 OINAS UNGKUNGAN HIDUP 

110 3,632,00(,31:M 100 3.5&1,484,900 100 11,6e6,Jas.naoo BPBO, DPKO 
85 2.662,004,394 95 2,636,464.909 

" 
6,926,383,778.00 BADAN PENANGGULM'GAN 

BENCANA DAERAH 

~ ~ ~ 

85 95 05 SADAN PENANGGUL,6JojGAN 
BENCANA DAERAH 

61 970,000,000 90 930,000,000 00 2,760,000,000.00 °'"""' 

..... 151,767,377,556 111.74 151,91!6,031,071 B0.74 451,600,460,875 OIKBUD 

11.1 71,068.430,139 11.11 71,207,468,904 11.11 211,026,254,675 DIKBUD 

16,05 15.06 
I--

16.06 DIKBUD 

,o 69,610,74'.,657 50 69,6112,55&,334 SJ 206,558,602,991 DIKBUD 

~ 
,__ ,__ 

78 80 " DIKBUD 

100 75,0D0,000 100 75,000,000 100 225,000,000.00 DIKBUD 

.,, 150,000,000 87.5 175,000.000 67.5 475.000,000.00 DIKBUD 
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TujuanJ&mran Progm, 
l'efflbmgunan Durall 

' Program Pemblnaan 
P!!l"P\!s!akaan 

Program Pele518rtan Oan 
Pengelolaan Cagar Buds.ya 
Program Pflngembarlgan 
Knenian Tradisiona( 
Pro(jl'sm Pqembengan 
KewdaV8!!1 
Pro1lfam Pllfllbinaan $8:ir!Wl 
Manif1Gkatnye PrMteil Olatraga 
dan Peran serta Pemud11 dllam 
P11tnbangunan 
Program Parigemt,angan 
Kapasilas KepramU11 
Program Per111emblogan 
KepHltlls Daya Saillg 
Kepemudaan 

Program Pengemba11g1111 
Kapasltu Daya &Ing 
Kllaa'lraga<111 
Memngkstnya Ku~tas Dera1at 
Ki,i;ehetan Masvarakat 

Pro,,am Pemenuhan Upaya 
KB&ehaian Perorang.:in Dilfl 

Upay~ Ketiehalan Masyerakat 

'"""' Sediaan 
Farrnasi, Ala\ Kesehatan Dan 
Makanan Mill(Jrrn1n 
Prog,am PIW'lir'lgkatar, Kap.sitas 
Sumber Daya Kesah.ltan 

"'•= Pemberdsyiian 
Mu~arakat 
Bidang Kesehatan 

Kortdl1I ._,,..., ...... KillfQIPadl ....... T .. 
' • • ' peftt!nlllH perpulraka:ln yang mandapal p.,M 29 60 

pembln1an 

survey kl!ll)Ua&a11 masyarakat tarhad.lp NHailKM " 70 
layanin perp.1slakaan 
persentase eagar budsys ~rig ell les\afikarl Parsen " 69 

Persam;isa kM.enian tradisionaf lokal yang JuITTah 6 6 
dibina 
Perser,ta,;e pengambangan budaye lokal Jutnah • ' vana CltMna 
Pernnraae 5.,;!Wah lokal dibina JuITTati 2 2 
Perserilllse Pemucja yang BerJ1restasi PmM " 35 

Persei,tase organisasi pramuka yang aklif PmM " 90 

Persentase Pemuda yang .:Wblna berprettaal Pe11en 18.05 20 

Pers811tase 1>9ngembangan ¼apasilas daya Po,M 100 100 
&<1ing kepemudaan 
Jumlllh prestasl 011!1hr119a MedSi 126 150 

ANGKAHARAPAH HllUP Tahun 70.21 70, 

Penn,ntase P6menuhan Upaya Keallhatan ,_ 100 100 
Masyarakal dan Upaya Ketehatoo 
Perofangan T erpe1'tl.ltl 

Cekupan upaya kesehatan masyarekat dan ,- 57.75 100 
upaya kesehatan pet'IJrangan IGIJ)Mllhi 

PersB11tasa Sadiaan F.irmaai, Alat Kasehatan P.-,M 100 100 
dan Makanan Minuman Memiliki b:in 

Persentase Mu\\J SOM Kesehatan P~M 75 76 
Mll'lingkat 

Cakupan Pelaksanaan Promotrf Tingkat Kata Persen 60 65 

Kio "' dan Ker..loka PendeMlln Kordll Klnttil pad;, akhlr 0PD PananglUftl Jawab 

"" '"' "" ...... .,., - T • .. Taraet .. T .. 
I I 10 11 " 13 " 15 

480,055,632 " 447,685,482 " 431,910,570 "' 1,359,651,684.00 PERPUS 

~ ~ 7o PERPUS 

100,000,000 90 100,000,000 95 110,000,000 95 310,000,000.00 OIKBUO 

2'50,000.000 6 250 000.000 6 2&8.000,000 6 783,000,000.00 OIKBUO 

250,000,000 ' 255.000,000 ' 255,000.000 ' 760,000,000.00 OIKBUD 

180,000,000 2 180.000,000 2 190.000,000 2 550 000,000.00 OIKBUD 
4,358,153,635 45 4.438,153,635 55 4,416,353,635 55 13,212,660,905 OISPORA 

350,000,000 90 400.000,000 100 448,200.000 100 1,198,200,000.00 OISPORA 

770,000,000 20 755,000,000 25 715,000,000 25 2,240,000,000,00 OISPORA 

SSB,153,635 100 688.153,635 100 688-1~.635 100 2.064,-460,905,00 KES8ANGPOL 

2.~0,000,000 150 2,595,000,DOO 150 2,565,000,000 150 7,710,000,000.00 OISPORA 

74.738.~.961 70.4 76,260,793,782 70.5 76,$62,208,532 70.5 227,361,545,295.00 01NKES, RSHO 

1,668,546,99{l 100 1,961,974,349 100 2,060,073,066 100 5,8Q0,594A14.00 RSHO 

70,076,424.003 71,452,510,749 11.455,6~9.m 212.Q66,6~.S01.00 OINKES 

Stj6,6S5,025 100 700,129,045 100 700,160,292 100 2,0B6,964,382.00 ~NJ<ES 

82,523,300 77 64,141,404 " 84,145,159 " 250,fl09,Sti3.00 □INKES 

2,022,363,654 70 2.062.036,235 75 2,062,130,266 75 6,146,552,155,00 DINKES 
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Menln9k"1ya Sumbtr Daya 
1111111111 lltrkualltu dan ........... 
Mer.'nvk8'1Yfl Pi!lmb8rday98n 
e>.1Plllliroung1111Begi 
Pererrp .. 11r1 Dan Anak 
PrOl,Olll Pengarustamun 
Getid« Dir, Pamberdayaan 
P!lfM1PU¥1 

Program Pemberdayun 
Ll!lll'lbaga Kernnyankatan, 
Lerrt.iaga A.dat Osi Mfiynkat 

"""'""" Proi,8m Penn1gk1!an Kualila1 -· 
Program Mmlnllll'MI Pememah 

"""'°"' PROGIW! PERiJNDUNGAN 
PEREMPJAN 
PROGRAM PERUNOUNGM,j 
KHUSUSmAK 
Meni~)'9 Pemberdayaan 
Den Pllllindungan Bagi 
PerempuM 0111'1 Anllll 119,'l 

P81'1Qend.1~n Laju P91'1umWR¥1 ,...,.. 
Prop,,PengelolaanSiltem ---~ Pemenuhlr!H.-.: Anlk 

~ Pembinaan Klluarga 
BerencanaOO) 
Program Pembenilly.., Dan 
Prilgkalln Keluarg1 Se;lllln 

'"'' F'rt9am l'engendaf,ati Penduduk 

llllnlngkanya &umblr DIJ• 
1111111111 lllrkUalltu dlll .....,. .... , 

Men119(atnya Kll'lldupln 
M11ynkat Yang H.wmcn'1 

Progral'II Peningka.lM 
Kelerl1rarnan DN1 ketertiban 
Umom 

...... __ ..., ----- T 

' • I T 
t«IEKS PEMBANGUNAN GENDER IIPGJ ..... 9'.77 95.77 

KEKS PBIIIERDAYAAN GtEHDEft (IOG) indeks 77.17 n.11 

Pi,nentese P«an;kat daelitl y■ng "'""' 40% 00 
melakunakan PPRG 

P"1ll1AI ~ lembag, 
"""" 

42 '·' kernayflkl!M'I, lllrnblllil8 9dl1 a 
ffla&I/Slkallui.m adat 

Pe1un111e lembaoa penyeda lly1111111 bagl ""'"' so so 
kekl~a y.-ig mendapalkan pemblnaan dan 
ponguatan k...____UI 

Pers«'QM IQ'nln/111'111 kebwllnldeu ""'"' " 
40 

Rasiokekerasen lerhadaJ,l perempuan dan ,~., '° so 
Tl'PO 
Rasio Anak Yr,g MemerU:an Pllrlind\ln~an Pm~ 0.00031 ,0.0003 

khulru1 Anek 
P\11l!tl&i'illan Kata La)'Jk Allak '"""' Pratama Ma<lya 

Plll"5entase~--.yar,111n6'11i11ci .,..., 
" 60 

dna---c1erill'lalt 
Prew4ase k9bl]aken tllnlarrg p1111lngklten .,.., 068 1.18 
kualtM e,111( ,..,M11 dlw«arl 
Cakupen aklap!Or KB Ak1lf ... "370 -
PinentRe Kallarga Sejahta'I ('KS) - 30 40 

PerMrtase TFR ,.,.., 2.2 " 
NOE KS RASA PMAN ..... NA 70 

pwtl!llltlSe masyarakat yq mendlpet ,...., 100, 100% 
IIYlflil'l akilal tart,:-~ peneg.ka! 
NlklJ'ntemadlp~PerdlCWl , .... 
~~: Parda dali Pskada yang , .. ., 85% .,., 
Pertfflse penanQllnal'I 1J111911Ullll ,~., 50 55 
lu!lentramen darl ket8l1iban 1.111um 
Plll'Slll'llale ... ... ,_ 65 65 

~ ... - Koncllll0nlljlpad1lkhlt 0PD Pallngpn11 Jlwlb - - -RPO - T • - T .. T •• 
I ' 11 " " 13 " 15 

11.m,739.!25 95!7 11,668,19~,&(6 95.97 11,sas,sgun '"' l,4,503,634,1143 DP3AP21<8 

8,094,826,550 77Jl 8,01,252,73.2 ,,., 8,501,754,458 77.17 25,080,!ll.7•0.00 DPlAP2K8 

620,000,000 65 860,C00,000 75 652,359.110 75 2,532.359,110.00 CP3AP2KB 

-4&5,000,000 5 -4111.364,91).t 7 506,364.904 7 1.4S2,72U08.00 DP3AP><B 

50,000,000 10 75,000,000 80 75,000.000 ., l00,000,000.00 DP3AP2KB 

50,000,000 53 55,000,000 " 
76,000,000 " 

180,000,000.00 DP3AP2KB 

350,000,000 " 
350,000,000 75 350,000,000 75 1.050,000,000.00 llPlAP2K8 

250,000,000 ,0,tl002 295,000,000 ,0,0002 275,1-'2,616 '·""' 820.142.616.00 OP3AP2KB 

' 7 7 
l.054,913.275 """ 3.183,943.914 -· J, 183,!MJ,91,4 Nind)'9 9.,422,&01,103 OP3AP2K8 

134.16-'.340 " 
139.1&4.3'0 75 139.164.340 75 412,-'9"3.0:?0.00 DP3AP2KB 

265.000,000 ,,, 305(00000 1.35 305,000,000 us B75.00D,000.00 OP3AP2KB 

2,2:,5,7,43,935 ,..,, 2,319.TI9,S7-' 37500 2,319,779,574 37500 6,875,308,083.00 OP3AP2K8 

150,000,000 " 1SO,OOO,OOD 50 150,000,000 "' -450.000,000.00 llPlAP2K8 

27ll,000,000 2.1 270,00CI.OOO 2.1 270.000,000 2.1 810,000.000,00 DP""2KB 

3,~.189,600 70 3.488,270,-'55 70 3,4",525,280 70 10,A61,91l5,335 SATPct, KEseANG?Ct. 

3,540,189,600 "" MSS,n0,455 100'/o 3,-433,525,280 100% 10,.(61,985.335 SATPOL 

- - -90~¼ ,.. '" 
1.365,949,000 60 1.242.000,000 " 

1,132.COO,OOO 65 J,73U49,000.00 SATPOL 

- 61 61 _,!_ SA71'a. - ~ 
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2 Proi,am Penlngkttan Perail 
Pll'III Pi:,lk Din lllfflbiga 
P.-ddkan Me1a1i Pendidbn 
Pcill:0.,~Etilai 
Sertt &.Idly, Polllk 

Prapn Pengum, ldeok>gi 
Pancetila Dan Karaklir ·---4 Program Pemberdayaan D11 
p--·-··n oma, 
Propn Pemlmaan 0.. ,__...,., ....... 
EktrlO!ni.Solial Dai Budal'a 
Pro{p'am PeniffQkatan 
K-•padun Nasional 0.. 
P91'1f19k81M K~la6 Dan 
FMillllti Pananganan Kontik .... 

5 ._.,iblnYI Tata"--
Panlwi ....... Yag Allurublt .., ........ 

" Merif9alliya P~lllengga,wl 
Pemelintahan Yang Bt,i<inllja 
nnw Den Akuntabel 

1 ~P~angUruun 
P1111ffltah,1t1 Daer,h Kall.Koll 

2 PJovsn Pemeri~ 0111 
KIIMlj.fUraanRlkyat 

_..., 
' PlrNnlle T1nclak L .... Pellnggar.i Pll"da 

"'" ,,_ 
Pa11u1,•lllll•e Pl!!llknnNfl Pen!ngkatan Parsi 
Partal Pol!lk din Llll'Tlbaga Pendfdlkan 
M~ Penddlkan Pollik Olf1 
Pengnbangan E9ka Sena Bodaya Polltlk 

PernntMe Pengl.l8tarl ldeoogi Pancasiii 
dill PMgllll~ KataktWKaia,gsaan 

Cakup&fl J)llmbinaa-1 OITllH 

~ pokja dalam upaya pernbjnaan dan 
~~an1111ak~11:wnl.sosiiil ... ....,. 
Peneruse peningkatarl kewasp&du, 
J'lllticNl..ui~lcvlflal dlW, 

'8sitllsi per-,a,ganankPlflk &alial 

NDEKB AEFORMASI EIROKRAII 

Mlai Evakin Pa,~aan Pemsrtah 
Daet,ti (EPf'O) 

NIIIIII Aluliabel Klnerj1 ln1ta1$1 Peme1follhg 
(AKF) 
PS1nll1&!)91'.-.canatWI den p~ 
~~ ~ DHrah yang tlektit, 
~.~aklNbal 
capaiill Nitsi Nuitabitln 
Klrwja~stansiP8fflel'ir'otah 
(AKFI 
Pinerwe pitangllal daefllh yang m~ki 
htembllgaan tepat lqei dan lflpal UIUl'an 

Penertaae KQ"ledl81n data pen<h1kun,i 
dlJkLmefl LPPO i.m N-1 dalam rer,gka 
evat.JIIIP~ri~ai 
o.llliiEPPO) 
Plll19'UM RanClllpl Perda Yfrril 
di~oniusi 
Pen111,,tase KeajU dan Faailtasi Kegialirl 
K1111!1jilhlara111 R,kyat yang dilindaldlnjuli 

--_ .... 
_,... T 

• • T ,..., 70 75 

.... M ., ., 

,_ ., 90 

,..., ., 
" ,..., 80 60 

- " " 

OOEKI cc cc 

... 2,75 ,.o 

... B B 

, .. ~ '" 90 

""" 75 75 

""" 100 100 

, .. ~ 
" " 

...., 63 65 

.... ~ 100 100 

:i'"' - Kondlll ICintrlll ,-d1 lld1lr 0PD .... 1111111111.J8Wllb 

"" "" --.. T .. T - T -• • 11 tt " " " " 80 60 ., 
"""-

1,318,7!15,100 ., 1.318.755,100 " 1.318.755,100 " J.956,286,300.00 KESBANGJ:lct 

98,900,300 90 98,900,300 80 100,000.000 " 297,800,600.00 l<ES8ANGPOl 

69,527,000 " 69,527,000 

" 102,520,800 " 2-41,574,800.00 KES8ANGPOI. 

2&1.982.800 80 2e1,9fJ2,800 60 2&5,2-48,380 ., 789,214.,!IBO.OO KESBN<ll/'a. 

425,075,400 90 497,105.255 "' 515,000,000 ., 1,437,180,655.00 l<ES8N<GPOl 

71,807.859,205 B 73,007,919,.cae B 73,059.200,302 B 217,874,978,993 llmua , .... out Our.Ii 

13J,n3,656,l50 31 132,610.0Sll,763 3.2 133,0A6,159,l52 ,, 395.666,079.651 SEKRETARIAT DAERAH 

~ - ... BB .. 
53,4TT,36B.J79 " ~.813,946,702 100 ~ 893,936,803 100 162,%5,251,884,0fl SEKREiARIAT DAERAH-

BAGIAN PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN ..,... ....... >-;;- SEKRETAAIAT OAERAH -
BAGIAN ORGAMSASI 

- ~ 100 '""100 SEKRET/\RIAT OAERAH. 
BAGIAN ORGAMSASI 

4,2811,96'4,690 " 4,332,864.lJfi " 4,354.528,658 " 12,9TT.35UM.OO SEKRETAruATDAERAH-
BAGIAN TATA PEt.lERMAHAN 

.__ 
""To"" ',, 

" SEKRETARIATOAERAH-- - BAGIAN HUKUN 
100 100 ~ SEKRfTARIAT CAERAH-

BAGIAN KESEJAfiTERMN 
RAKYAT 
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' Program Perllkmomian Dan ,....,..., 

Program D.Jkungan Plllakserla8n 
Tuga1 Can Fi,igsi DPRD 

Program Admo'lillrll91 \Jrl1i.n 
sekretariaOPROKabM.olll 

Progr;im Perencanaan. 
P~an Dan Evat.lil• 
p~-- Oae'ah 

Prog,-n KOM11ne11 Dan 
Smkl'OIIISMi Per1!11GB1lllll'I 
Psnbangtr11111 Daerat, 

mmngkn\)'11 Penyeli,ng~all'I 
P11111erintanan YallG Bfflon•~• 
nnggi 0811 Akun1tbel 

PRO GRAN KEPEGAW~ 
DAERAH 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANIJSIA 

Menlngkatnya Penyelenggll'lll'I 
P11111erlntslan Yang Betmerja 
Tlnggi Dan Akuntabel 

Program l'eneitian 0.. ,........,,,.,., 

........... 
' ~! kajian Kribijalurl Penkonomiall 

Dleflh yang <IClnds ~ 

Rulolllal ~aywigdlllk!Jktnmlllalul 
p!l'lgldun oer,g&n Me!Dda Tender 

R11ta-r11ta.perwtl!M k~1ay.nen 
tll!ladlp pelakaanaan tugu clan fung11 

anggote DPROd.iemMlgsi~. 
~ d!lfl pernbentukan perdt 

Raia-ml perwntase ~an~ 
leffladap pelakaal9an t.lgll din fungal 
ar,ggota DPRO dalam tung&I pen!Ji,IWl!Sliln, 
~gganggwan dan ~bentukan perda 

Pln81UUlcfl89Uallll subelansi evaluall 
kebjakan~~ 
Oil.ah lahun!lfl (RKPOJ 
PIIWllal8 idallJ' sasaran RenS1!11 
Pnngkid D!terah yar,g mencapai '""""' 
Pflf&flf'ltaie kHNIJll8" wb kegltlbln ~a 
PO dang111 Rensta PO l:ldM11 pemenntaheo 
d811~unanlTIIBIU&ie 

Pi!n!IIUMI k- IIAI ~ Re!1a 
PO dengsi Renita PO biding ~ 

""""' ~ kuaua'.an II.lb kegiatan Re!1a 
PO ~ Renlla PO bid1111g lnlraatrultlur 
denke'Mleyah,n 
Mekl Prolffln1l1me ASH 

PlllrlelUMI Pengtlien Kllbl.ll\Nl1 FG'III~ 
ASN , .. i ASN 
P!lflfl!llae Aparalu" Yang T fflh LIJ~ D!klal 
Pim ,()klat Fungtlonal 0911 TeknlB Sa&uai 
~arat Jallatan 
lideb hOVNI O..rah 

Persll'UH hasil i-,eltilm dan 
Plflgembangan yang eeauai dengan Road 
MapSDa 

·----...,.. T -• I 1 I ,.,., 100 100 2.413,131,072 

,n., so 50 

,_ 100 100 19,150,16-U!>B 

- 100 100 46,920,86"1,621 

,_ 80 60 2,165,561,965 

,.,., 
" 60 

Pno, 100 100 1.592,805,951 

,_ 100 100 

'""' 100 100 

,..., 50 " 1,881,897,307 

,.,., 60 62 1,270,000,000 

, ... , 55 57 
PnM 75 " 611,897,307 

·- 59,37 59,57 1.575.000,000 

Pn~ NA 15 925,000,000 

~ - Kondl!IGN!p,pada .... DPD Pwlll'lffUIII JIWlb 

"" --T - T .. ' .. 
• 11 11 11 " " t5 

100 2,437,262,383 100 2,«9,MB,695 100 7,299,M2,150.00 SEKRETARIAT OAfRAH• 
BAGIAN PEREKONOMIAN 

- >,;-52 >,;-
PEMBANGUNAN DAN SOA 
SEKRETARIAT DAERAH-
8AGIAN PENGADAAN BAAANG 
OANJASA 

100 19,823,352.003 100 19,892,026,798 100 58,8155,543,659.00 SEKRET ARIA T OPRD 

100 47.Sall,0911,065 100 47 SM,347,m 100 142,074,310,457.00 SEKRETARIAT DPRD 

02 2,206873,204 83 2,230,961,936 " 
6.605,397,1()5.00 SADAN PERENCANMN 

PEMBANGIJNAN OAERAH ,,,.... - -83 " 
100 t ,624,662,070 100 1,640,903,691 100 058,376.712.00 BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN OAERAH 

~ ~ >--roo 100 

~ 

~ -100 100 

" 2,000,000.000 65 2,02!i,000,000 " 5,906,897,307 BAOAN KEPEGAWAIAN OAH 
PfNGEMBANGAN SUMBEROAYA .,,,.,., 

65 1,275,000,000 67 1.300,000,000 67 l,MS.000.000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMSANGAN SUMBEROAVA 

" 60 60 MANUSIA 

" 
725.000,000 " 725,000,000 ., 2,001,897,307.00 SADAN KEPEGAWAIAN CAN 

PENGEM8ANGAN SUMBEROAYA 

"'"""' 59,75 1,618,500,000 59.90 1,652,935,000 511,90 4,1146,435.000 B.'DAN PERENCANAAN 
PEMBMGI..NAN DAERAH 

JO 9'43,500.000 " 
~.935,000 ., 2,821,435,000.00 BAOAN PERENCANAAN 

PE'-IBANGUNAN OAERAH 
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Program Pengel<Wm Alsip 

Progn,m Parlnd\r,gan ~ 
p........,,.,,.an Arilp 

Meringkalnya Per,y~ 
Pernemtallen v,ng Berkinerja 
T ,nggi Dan AAun1abel 

Program PangelQlaan Kllllsng,n , ... , 

Program PenQl!daarl Bar3IIQ 
MlfikD.terah 

Program Pangelolaan 
Parmpatan Daerah 
men~ye Penyelenggwa~ 
Pem.mt.-111.1'1 Yang Ser1<1n111Ja 
finggiO..AAurlabel 

Program Panyi,lengg.araan 
Pll!'IV'lllaNI! 

Program Perurno,an Kab11ikan 
~0.,Asilllelllj 

MeningkmtiyaP&n)'~ 
Pemmahan Yi!rlg Betkineria 
f~i Dan ,.~ ... 
Prcvam lntoonasi Dai 
~!Nik 

Program AplkHI lnl(rmdka 

·-.... 
' Tingkal kltlllleo'.ian ¥5ip ~ bahari 

~ltll klnerjl, all! lllktl yang 11h ~i.i 

plll'l.anggungj&\Wban oailimal 
Tlr,gkat klttlnda.-i dan keutuhan nip 

Opinl \.lpofan Kwsipn 

Penetap1n APBD tepa: wllktu 

Penyamp,ai;m raperda partangg.ingawaben 
APBDt- waktu 
Persentase Redaasi I Serapar, Balanja 
AP80 hJhadap Ang~aran Belanja 
APBD 
Pininase akurasi data~ !TIM,; 
daerali Tatu, ~, 
P&rSa,tae Fleabui PAD 

N1le1 Rita-Rats Capaidn KW\81]& Mcrntot~ 
Cenire fa( Pr!ivlll'llloo (r.tCP) l<?K 

Peneruu1e panngkWI kel881an perangqt 
dllerai ~ pera1tlflll yang 
b"'1aku 

P1nlr"ilase Pera11~at Oaarah yang 
dilakukan pendamping111 dan alli&lensl 
Ul'IJSM 1)81118!intah daerah 
hdeks 81.,,. Ptinltlnt.htn a.tial1 
Ellimlnlll !SPel!:) 

Persmtase maayarallat yang mer,jadi 
sascran i,enyllbaran infonna&I publik, 
mqltfflJ1 kebjakan dan pro!Tam ~orilils 
pememtah dan pernmllti danh Kola 

Tlllgkat Kemalalg-1 All)ek T~ 
klloonall 11ai1 Komulllkali SP8E 
Persefllue Peraflgkat Danh (PO) ~g 
tarhubu11g dengan akus internet Y¥18 
oisadl.ikan aleh Dina& 
Kominlo 

...... ..... -·-...... T • 
' I ' ,~~ " 51 

-M 0 10 ... , .. WTP WTP 

,,.. Tapet Waktu ,.,.. 
w ... Wn ,..,, T~t w..iu ,.,,. 
w, .. w""' 
p..., " " 
p..., '·' " 
PnM 7',22 79 

.,. 75 75 

,_ 100 100 

PnM 25 ,Ol) 

..... ,.. '·' 

Pm~ 75 75 

~ I ,2 

P-,M 100 IOO 

... - Kondlllklnlip,-dllkhlr 0PD hnangeunt JllWlb - "" "" --.. , ... .. T "' T .. 
I ' 11 " 12 " " 15 

600,000,000 53 625,000,000 ,. 650,000,000 ,. 1.175,000,000.00 otNAS PERPUSTAKMN DAN 
KEARSPAN 

50,000,000 " 50,000,000 15 50,000,000 15 160,000,000.DO DINAS PERPUSTN<AAN DAN 
KEAASIP/\N 

15,026,143.371 ""' U,975,805 748 WTP 15.0838.22,0BS Wl1' 45.085.771,204 BAOAN PENGELClAAN 
KEUANGAN. PENOAPATAN 
D.AN ASET DAER.6Ji 

6..823,764,978 ,.,.. s,1160.240_.m , ... 7,029,8-42,680 , ... 20,813,647,935.00 BAOAN PENGEl.OLAAN 
w..,,, w.., W,kru KELIANGAN, ?EHJAPATAN , ... ~ 

hpal DANASETDAERAH 
'''" w ... w .... W,kru r;., 100 100 

2,164,570,835 ,.. 2,:352,651,506 1.54 2,376,178,021 ',. 6,893.500.~.00 BADAN PENGELClAAN 
KEU»IGAN PENOAPATAN 
DAN .&.SET DAE~ 

6.037.701558 " 5,662,013,965 .. 5,677,801,384 .. 17,378,422,907.00 BAPfNOA 

2.24-4,825.210 77 2.207,()3(.000 8D 1,741.743,CMS 80 6,193,602,255 INSPEKTORAT DAERAH 

1,313.245,210 100 1,234,9&4,000 100 1,069,693.~5 100 3,617,822,255.00 INSPEKTORAT DAE RAH 

931,580.000 100 972.050 000 100 67105!1.000 "" 2,575,580.000.00 INSPEKTORATDAERAH 

10,793,008,331 ,, 11,005,868,497 1 11.111n1,1153 2 32,910 604,011.00 DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFcmtA TIKA 

.(,675 523.348 80 4,973,033.81S 85 5,022,764,153 85 14,871,321,316.00 DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

U85,7S5,963 ,, s,oas,m,103 ,.5 5,\36,325,814 ,.5 15,2U7,S52.900.00 OINAS KCMUNl«SI DAN 

'"7oo ~ '""Too 
INFORMATIKA 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
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Pamblngunlll DMrah 

' Program P1111)'91anggaraan 
Stabtik Sekloral 

Program Penyelenggarasn 
Persarnlian Urituk PangamaMn 
lnformasi 

Meflingm'lya Peny!Woggaraan 
Pemllrinll!han Yang Barkinerja 
nngg1 Dan Akuntabel 

Program Pelayanl!lll Pern1naman 

"""" 
Program Penglllaaan Dal& Dsn 
Slstem lnfom,asi Penal\!lfflan . .,. 
P~rem Parrdaftaran Pendoouk 

Program P11ncata1a11 Sipil 

Program P1111gel~an 
lrionnasi Administra~i 
Knp!lnlludukan 
Program P111"19eldaan Profll 
Knpsnduduksn 

Program Pen~elenwar.w1n 
Pemerintahan Dan Pelay1111an 
Puijik 
Program P«nberdayaari 
Ma1yaraka1 D~sa Dan Kfjurahan 

Program Koordinaal Ketentraman 
D.in Kelartiban Umum 

Program Pen~elenggaraan 
llrunn Pemer1ntshan llmum 
PruQram Panyalenggaraan 
Pamsintahan Dan Pelar,ii,an 
Pvblik 
Program Pemberdayaan 
Masyarakill Desa Dan Kfjurahan 

__ ..,. 

' Pernntaae P«angkat Oaerah IPO) yarig 

menggunakan drla 11tat!stlk dalam 
men)'l.l1tm perenc;inaan dan l!llaluatii 
pembangunan daerali 
Tingkat keamaMn i!'lfcrmasi pem,inlah 

~dells Kepuasan Matyarakat (l<M) 

Cakuperl pelayanan peiiztnan dan informasi 

Cakllpen Aj)lkasl SIM dSl!em Layanan 
P~lnilfl dan Noo Peiijlnan 

Cal<lipeii Kepemllkan DokUm!!l"I Pendaflaran 
P!IOOud!Jk 

Cakupan Keper111lkan Dolrurnen Pencatatan 
&fit 
Peraentase Dokumll!'l Penyajian Data 
KependudukM Skala Kola 

Persentase Pem&n!Ntan Prolll 
Kependudukan Qkoh Lamb!lgo Peng11,ms/ 
MHvarakat 

Cakupan PlfflYellnggarari pllf'!'lerintahan dan 
palayanan pub~ 

Cakupan Pemberdayaan K!ll)OOa Masyar.ik:Jt. 

Calrupan Koi7dlnatl KDlentraman dan 
Kmrliban 

Cakupan Slalllltas Penyelenggaraw, 
Pemerintahan llmum 
ca!tupan penyalenggaran pemarinta~an dan 
pelayanan publk 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 

.... ., ..... _ .... 
"" AdRPD T • 

' ' 7 8 
P11111en 70 75 475,000,000 

·~~ 50 80 456}211.000 

·- 83.55 e.4.17 43.743,882,293 

-~ 100 100 190,000,000 

... 00 ,oo 100 25,000,000 

... 00 76.79 96.00 1,125,000,000 

·- "·" 99.5 550,000,000 

, .. ~ 100 100 1,250,000,000 

... ~ 100 100 75,000,000 

Per1en " " 2,350,180,600 

Peraen " 85 1,i60.000,000 

Pe111en " 85 272,550,000 

,~., 
" 85 30,493,450 

Persen 85 85 2,042,313,545 

Persen 85 85 2,150,000,000 

"' 
..,_ Pendanaan Kondltl Klnlljl pad1 akhlr OPD Pfflangpg Jnnib 

"" '"'°"RPO 
T • • Tarfttl: • T .. 
' 11 11 " " 

,. 
" 75 4&4,500,000 80 489,345,llOO " 1,448,1145,000.00 OINAS K~UNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

70 462,663,579 80 463,292.216 " 1,382,884-795.00 OINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATJKA 

85.00 44,819,211,241 85.83 45,121,907,989 85.83 133.585,001,523 OINAS PENANAMAN MODAL 
OAN PElAYANAN TEflPAOU 
SATU PINTU. 
DINA$ KEPENDUOUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

,oo 200,000,000 100 235.000,000 100 625,000,000,00 DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPA.OU 
SATIJ PINTU 

100 25,000,000 100 26,000,000 100 75,000,000.00 OINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PlNTU 

89.33 925,000,00 0 !12.67 925,000,000 92.67 2,975,000,000.00 CINAS KEPENO\JDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

99.63 550.000,000 99.75 600,000,000 99.75 1,700,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

100 1.320,000,000 100 1,395.000,000 100 3.965,000,000.00 DlNAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATPJll SIPIL 

100 75,000,000 100 75,000,000 100 225,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPll 

" 2,605,784,000 87 2,765,764,000 87 7,721,748,600.00 KECAMAT AN SUNGA! SE RUT 

86 1,295,000,000 87 1,365,000,000 87 3,820,000,000.00 KECAMAT AN SUNGA! SE RUT 

86 320,000,000 87 350,000,000 87 S42,550,000.00 KECAMA TAN SUNGA! SERUT 

86 39,866,396 87 44,045,112 87 114,426,960.00 KECAMAT AN SUNGAI SERUT 

" 
2.083,159,616 87 2,103,991,414 " 6,229,464,775.00 KECMIATAN RATU AGUNG 

" 
2,193,000,000 87 2,214,930,000 87 6,557,930,0D0.00 KECAMATAN RATU AGUNG 
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TUjlMlnlSlllf'lll Program 
Ptmblng1111111Durah 

2 
Program Kaordinasl Kelerl!rnman 
Dan Ketllltlbs,, Umum 

Program PenyelenggarE1S11 
UMan Pl:l'fl«!nlaltan Umum 
Program Penyelenggaraan 
P11111erirrtahan Dan Pelara,,an 
F'ulllik 
Pfogram Pemberoayaan 
Masyarakal Desa Dan KelUtahan 

Program Ko..-dinaai Ketentraman 
Dan Kelerllban Umum 

~ Penyelenggaraan 
UruHn Pemerintahen Umum 
Program Penytilenggaraan 
P91'11arintahan Dan Pelay..nan 
Pu~k 
Program Pemberdayaan 
Mas~arakal Desa Dan Kalurahan 

Program Karlnasi Ketentraman 
0911 Ketertillan Umum 

Program Pen~ggaraan 
Uru1,1n Pemeririlallan Umum 
Program Pen~engg~raan 
Pamerinlohan O;in Plllayanan 

"'" Program Pemberdaysan 
Maayarakat DNa Dan Ktfurahan 

Program Kaordinaai Ketei'Jlraman 
Dan Ketertiban Llmum 

Program Peny~enggaraan 
Urusan Pemer1"1ahsn Umum 
Program P(lnyelflnl!;.vaan 
Pamerintahan Dan Pelayanan 
Pu~k 
Program Pembllfdayaan 
Masyarakal Dt!Sa Dan Ki!ilur~han 

Pro"'am Koordina!i Keternraman 
Dan K8tertiban Umum 

Pro,ram Pen)'elenggaraan 
UruunPemHrirltahan Umum 

.-idlkltorKttj1 

3 
cakupan KoonJiMali Ketootraman dan ----
CakuP3n Stablltali PanY9lenggaraan 
Pam~ntahim Umum 
Cakupan 1)8flYtlen~garan plJ'!lerintahan dan 
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BAB VII 
KERANGKAPENDANAANPEMBANGUNAN 

DANPROGRAMPERANGKATDAERAH 

lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah untuk memenuhi layanan Perangkat 

Daerah dalam melaksanakan unJSan Pemerintahan Daerah dimuat dalam Bab VII. Selain itu, bab ini juga 

memuat target program dan pagu indikalif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam 

bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia 

mengacu pada bab Ill RPO ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil 

keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada bagian 

berikut. 

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 

Pelaksanaan pembangunan daerah lidak ter1epas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan 

saat ini. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana 

diuraikan pada bab Ill, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada 

perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada label 7.1. 

Tabel 7.1. 
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

Kota Bengkulu 

Kode Kapasitas Riil / Belanja 
Proyeksi 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
-1- -2· -3- -4- -5-

KAPASITAS RIil KEUANGAN 
5 BELANJA DAERAH Rp 1.315.439.144.402,18 Rp 1.334.534.383.888,80 Rp 1.339.739.937.799,09 
5 1 BELANJA OPERASI Rp 1.043.873.955.748,63 Rp 1.052.844.720.207,27 Rp 1.053.103.329.003,56 
5 1 0 Belanja Pegawai Rp 632.839.066.858,23 Rp 639.167.457.526,81 Rp 639.230.741.433,50 
5 1 0 Belanja Barang dan Jasa Rp 376.995.020.313,38 Rp 379.240.910.068,59 Rp 380.110.901.362,44 

5 1 0 Belanja Sunga - - -

5 1 O Belanja Hbah Rp 32.637.734.850,00 Rp 32.964.112.198,50 Rp 32.285.940.459,93 

5 1 0 Belanja Bantuan Sosial Rp 1.402.133.727,02 Rp 1.472.240.413,37 Rp 1.475.745.747,69 

5 2 BELANJA MODAL Rp 270.252.688.653,55 Rp 280.311.538.681,53 Rp 285.255.202.545,53 

5 2 0 Belanja Modal Tanah Rp -
5 2 O Belanja Modal Peralatan dan Rp 51.417.052.723,27 Rp 51.931.223.250,50 Rp 54.013.613.885,80 

2 Mesin 
5 2 O Belanja Modal Gedung dan Rp 60.431.631.173,69 Rp 61.035.947.485,43 Rp 63.583.428.54 7,96 

5 2 O Belanja Modal Jalan, Janngan, Rp 122.905.758.239,70 Rp 128.586.156.498,36 Rp 128.884.749.365,97 
4 dan lrinasi 

5 2 0 Belanja Modal Asel T etap Rp 35.498.246.516,89 Rp 38.758.211.447,24 Rp 38.773.410.745,80 
5 Lainnva 

5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp 1.312.500.000,00 Rp 1.378.125.000,00 Rp 1.381.406.250,00 

5 3 0 Belanja Ttdak Terduga Rp 1.312.500.000,00 Rp 1.378.125.000,00 Rp 1.381.406.250,00 
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Pada label 7.1. terlihat proyeksi belanja daerah tahun 2024 adalah sebesar 

Rp1.315.439.144.402,18, yang terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja 

Tidak Terduga. Dari proyeksi belanja daerah tersebut, belanja operasi memiliki porsi paling 

banyak, sebesar 79,36% (dengan belanja pegawai mencapai 48, 11 % dan belanja barang jasa 

sebesar 28,66% dari belanja daerah), belanja modal sebesar 20,54%, dan belanja lidak terduga 

sebesar 0, 1 %. 

Proyeksi belanja daerah tersebut meningkat 1,45% pada tahun 2025 menjadi 

Rp1 .334.534.383.888,80, Dari proyeksi belanja daerah tersebut, belanja operasi sebesar 

78,89%, belanja modal sebesar 21 %, belanja lidak terduga sebesar 0,47%, dan belanja transfer 

sebesar 0,03%. 

Pada tahun 2026 proyeksi belanja daerah meningkat sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, menjadi Rp1 .339.739.937.799,09, dengan 78,61% belanja operasi, 21,29% belanja 

modal, dan 0, 1 % belanja lidak terduga. 

Dari proyeksi belanja 2024-2026 tersebut terlihat bahwa proporsi Belanja Pegawai menurun 

seiling tahun, yaitu 48,11% pada 2024, 47,89% pada tahun 2025, dan tahun 2026 menjadi 

47,71%. 

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber 

pendanaan yang bersumber dari APBD Kola Bengkulu, meskipun pada dasarnya ketercapaian 

target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kata 

Bengkulu, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun 

pendanaan lainnya. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan 

pendanaan program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi 

acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. 

7.2. lndikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan 

Berdasarkan proyeksi pendanaan di alas, pada label 7.2. ditampilkan indikasi rencana program 

prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2024 

hingga tahun 2026. 

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Casar 

1. Pendidikan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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a. Program Pengelolaan Pendidikan 

Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendidikan Sekolah 

Dasar, Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan 

Kesetaraan. Program ini dioperasionalisasikan dalam bentuk pembangunan unit 

sekolah baru, perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana ulilitas sekolah, 

penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan 

sekolah, perlengkapan siswa, mebel sekolah ala! peraga siswa, pengembangan karir 

pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pengelolaa dana BOS, 

pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, baik di tingkat pendidikan dasar, 

menengah pertama, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan program ini 

diharapkan dapat meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD, persentasae sekolah 

SD dan SMP yang terakreditasi serta beberapa indikator lain yang merupakan standar 

pelayanan minimum dalam urusan pendidikan. 

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Program ini diarahkan untuk melakukan pemerataan dari segi kuantitas maupun 

kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan 

pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalisasikan dengan melakukan 

pemetaan dan perhitungan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan baik di 

satuan pendidikan dasar, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Program ini 

dilakukan untuk meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi. 

2. Kesehatan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Program ini diarahkan untuk memenuhi kualitas layanan kesehatan dasar bagi 

masyarakat. Layanan tersebut difokuskan pada layanan rumah sakil dan puskesmas 

sesuai standar. Cakupan layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan ibu hamil, 

pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, penanganan 

penyakit menular dan lidak menular, pencegahan stunting dan balita kurang gizi, 

penanganan Covid-19, jaminan kesehatan warga miskin, peningkatan kesehatan 

lingkungan serta memberikan layanan screening kesehatan kepada warga negara usia 

pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia. 

b. Program Peningkatan Kapasitas SOM Tenaga Kesehatan 
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Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi SOM kesehatan 

melalui berbagai kegiatan baik berupa pendidikan non formal bersertifikasi maupun 

dalam upaya pemenuhan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan sebagainya. 

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kesehatan baik kesehatan personal maupun lingkungan sekitar. Upaya yang akan 

dilakukan yaitu membentuk desa siaga aklif mandiri dan menerapkan Germas pada 

masing-masing desa. 

d. Program Sediaan Farmasi, Ala! Kesehatan dan Makanan Minuman 

Program ini diarahkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar 

sud ah lolos uji sesuai standar kesehatan. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu 

memaslikan sarana produksi IRTP memenuhi standar dan 

syarat perijinan, Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene 

sanitasi, serta fasilitasi pelayanan kefarmasian memenuhi standardan syarat perijinan. 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

f. Program Pengembangan Permukiman 

g. Program Penyelenggaraan Jalan 

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Perumahan 

b. Program Kawasan Permukiman 

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
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b. Program Penanggulangan Bencana 

c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakaran 

6. Sosial 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemberdayaan Sosial 

b. Program Rehabilitasi Sosial 

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

d. Program Penanganan Bencana 

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

b. Program Penempatan Tenaga Kerja 

c. Program Hubungan Industrial 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

b. Program Perlindungan Perempuan 

c. Program Perlindungan Khusus Anak 

3. Pangan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian 

Pangan 

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

4. Pertanahan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan lzin Lokasi 

b. Program Pengelolaan Tanah Kosong 

c. Program Penatagunaan Tanah 

d. Program Pengurusan Hak-hak alas tanah 

- 309-



5. Lingkungan Hidup 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap lzin Lingkungan dan lzin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

h. Program Pengelolaan Persampahan 

i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat. 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pendaftaran Penduduk 

b. Program Pencatatan Sipil 

c. Program Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan 

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ada!, dan Masyarakat 

Hukum Ada! 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengendalian Penduduk 

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

9. Perhubungan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

b. Program Pengelolaan Pelayaran 
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10. Komunikasi dan lnformatika 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program lnformasi dan Komunikasi Publik 

b. Program Aplikasi lnformatika 

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan lzin Usaha Simpan Pinjam 

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

d. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi 

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 

g. Program Pengembangan UMKM 

12. Penanaman Modal 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Penanaman Modal 

b. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal 

c. Program Promosi Penanaman Modal 

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem lnformasi Penanaman Modal 

13. Kepemudaan dan Olahraga 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

14. Statistik 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

15. Persandian 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan lnformasi 

16. Kebudayaan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Kebudayaan 
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b. Program Pengembangan Kesenian Trad is ion al 

c. Program Pembinaan Sejarah 

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 

17. Perpustakaan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pembinaan Perpustakaan 

18. Kearsipan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Arsip 

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

1. Kelautan dan Perikanan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

2. Pariwisata 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

b. Program Pemasaran Pariwisata 

c. Program Pengembangan Ekonomi Krealif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan lntelektual 

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

3. Pertanian 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

e. Program Perizinan Usaha Pertanian 

f. Program Penyuluhan Pertanian 

4. Perdagangan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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a. Program Perizinan dan Pendaflaran Perusahaan 

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

d. Program Pengembangan Ekspor 

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

5. Perindustrian 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan dan Pembangunan lndustri 

b. Program Pengendalian lzin Usaha lndustri Kabupaten/Kota 

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

1. Sekretariat Daerah 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Administrasi Umum 

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

c. Program Perekonomian dan Pembangunan 

2. Sekretariat DPRD 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota 

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Perencanaan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

2. Keuangan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3. Kepegawaian 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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a. Program Kepegawaian Daerah 

4. Pendidikan dan Pelatihan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

5. Penelilian dan Pengembangan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penelilian dan Pengembangan Daerah 

7.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan 

1. I nspektorat Dae rah 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan lindak lanjut hasil pemeriksaan ekstemal 

dan internal, sehingga mampu meningkatkan capaian opini BPK ke WTP. Dalam 

rangka mewadahi fungsi kontrol masyarakat, program ini juga memiliki target kinerja 

berupa persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuli. Beberapa kerangka 

kegiatan teknis berupa pengawasan kinerja pemerintah daerah, review laporan kinerja 

dan keuangan, monitoring dan evaluasi TLHP, pengawasan desa dan pengawasan 

untuk tujuan tertentu. 

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

Program ini diarahkan untuk menopang kinerja outcome berupa maturitas SPIP dan 

WBK/WBBM. lndikator kinerja di dalam program ini berupa capaian nilai MCP, indeks 

manajemen resiko, dan kapabilitas APIP. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan 

terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta 

pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. 

7.2.7. Unsur Kewilayahan 

1. Kecamatan 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. 

Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun 

pelayanan sarana dan prasarana um um, dengan orientasi has ii berupa meningkatnya 

indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan 

dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, 

yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator 

kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi 

masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. 

lndikator kinerja didalam program ini juga terkait lindak lanjut hasil koordinasi 

pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan 

masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa 

atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan 

fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di 

wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan 

wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan 

intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan. 

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai intermediary antara pemerintah daerah 

dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas 

desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara 

pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan 

berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa. 

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum 

1. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan tersebut 

dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang 

ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan sejarah kebangsaan. Program ini dilaksanakan 
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untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila 

dan wawasan kebangsaan. 

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi polilik. Kegiatan 

tersebut dioperasionalisasikan dengan menerapkan kebijakan dibidang pendidikan 

polilik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai polilik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, serta pemantauan situasi polilik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri. 

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan 

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. 

Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan 

kerjasama pada bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Program ini 

dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap 

pembinaan ormas. 

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, dan Budaya 

e. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial 

program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan tersebut 

dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah, serta melaksanakan forum 

koordinasi antar pimpinan daerah lingkat kabupaten. program ini dilaksanakan untuk 

menekan angka potensi konflik sosial. 
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fC'r t-,;'',, G7'\ 

75% 80% 80% 

3,627,894,475 1'~% 2,662,004,394 9S' 2,636.484,909 :i:-,· 8,926,383,778 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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1 05 04 

1 08 

1 06 02 

1 06 04 

1 06 05 

1 06 06 

2 

2 07 

2 07 02 

2 07 03 

2 07 04 

Bld1119UM1n-

-~ Prlorilll -. .... 
·JI. 

Program P9ncegahan, 
Penanggulangan, Penyelamatan 
Kebakaran, dan Penyelamatan Non 
Kebakaran 

URUSAN PEMERIHTAHAN 
BIDANG SOSIAL 
Program Pemberdayaan sosial 

Program RehablMtasi Soslal 

Program Perilndungan dan 
Jaminan Sosial 

Program Penanganan Bencana 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YA.NG TIDAK 
BERKAITAN OENGAN 
PELA YANAN DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BllANG TENAGA KERJA 
Program Perencanaan Tenaga 
Kerja 
Program Pelatihan Karja dan 
Produktivitas Tenaga K81'ja 
Program Penempatan Tenaga 
Kerja 

Kondlol 
1111_, K1n1111 Protnom Klno,jl-

1 ....... ,1 RPD(Tahun -19211 
• 3- + -5-

Petsenl;i$r WCH~J rll()-''~ \'<,~g 

merrpe•·oleh layara11 j;H~ceq~h.j'l 
t·i:/: 75·--,, 

4ar keslapsug;:;cir \,:irf"-JGJc 

/Jf!rl."'7.-1 

PE1rsen1Jse peLiyJ:1cir1 W!', 17 
reryelan:a:,:1n ,:-.2, r:vahu.c1s, ~crh,tr, 

l\ebJKJ'~r 

Jumlah Lembl:lga Kesejahteraan 100% 100¾ 
Sosial yang dibina 
Jumlah PPKS yang terpenuhi 29% 41% 
kebutuhan dasamya 
Jumlah Kellarga Yang 41% 52% 
Mendapatkan Perlindungan dan 
Jaminan Sosfal 
P~r,e'11;;,,t" ,·vT2n y~1,· 8il'·· 111 

rnerd:10~'.\...:1~, ~~r,,!I-J--'';,,•1 r J·,,m;; 

Dc;l\u,,1~r Re,1,;;J~-, Tei:~~J ,(c,,jJ 100% 100% 
Dacr:11) (1{:KDi 

!--l>;r;e1t2se re11aga '\er J 0 11 '·, 0.022% 
E:ler,.i>,t,r;~at K;:n1petr-,ns1 

Ptrse1t~se Tu;..i\,J k1crp yary 45.64% 49.62% 
r'rll!l!i o~t~~I' i-1'll~p; ·1:it: i1,,ir 

ncge··1 melJl'.JI rr·e~ll''1t,n',;, 1,_ ,.-,,1.:,n 

,11.r:,J; K1:tjJ ,J,!;e;r·; w-L,:,.J'i '\r-:J 

Tlhuft- Talwn2025 T1l11M1ffll KaodllJKkllljl JNld• okhlr Perangkat 
- '-•-RPO -Rp - Rp "'1)11 Rp - Rp -111•"1 --5- .7 . -8- .g. -10- -11· ·12• -1:1-

p~oh !l5"i, ')'i'', 

860,000,000 ?_7 -i, 970,000,000 9G 930.000,000 90'/e 2,760,000,000 Dines Pemadam 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 

2,080,000,000 1,899,878,704 2,33'°00,000 6,317,878,704 

300,000,000 100% 225,000,000 100% 280.000,000 100% 805.000,000 

925,000,000 52% 854,878,704 64% 1,060,000,000 64% 2.839.878,704 Dinas Sosial 

275,000,000 70% 250,000,000 91% 350.000,000 91% 875.000,000 

580,000,000 !.:·/. 570,000,000 '.<5" 648,000,000 ,.,, 1,798,000,000 

53,978,539,.81 54,949,389,319 54,812,629,880 163,690,538,681 

9'0,000,000 1,028,652,557 1,040,000,000 3,006,852,557 

100,000,000 186,652,557 200,000,000 486,652,557 Oinas 
KetenagaKerjaan 

200,000,000 0.026% 200,000.000 0.026% 200.000,000 0.026% 600,000,000 

200,000,000 55.42% 200,000.000 60% 200.000,000 60% 600.000,000 
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2 07 05 Program Hubungan Industrial 

URUSAN PEMERINTAHAN 

2 08 
BIDANG PENBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

2 08 02 Program Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan 

2 08 03 Program Perlndungan Perempuan 

2 08 04 Program Penlngkatan Kualitas 
Keluarga 

' 08 
05 Program Pengelolaan Sistem Data 

Gender dan lvlak 

2 06 06 Program Pemenuhan Hak Anak 
(PHA) 

2 08 07 Program Perlindungan Khusus 
Mak 

2 09 
URUSAN PENERINTAHAN 
BIOANGPANGAN 

' 09 02 Program Pengelolaan Sumbar 
Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan 
dan Kemandirian Pangan 

2 09 03 Program Penil1gkatan Diversifikasi 
dan Ketahanan Pangan Masyarekat 

' 09 
04 Program Pena11garian Kerawanen 

Pangan 

-_ICIM,jl.....,... IClneljl "-I 
I~). IU'I> (t:1""'1° Wpl . 2121 

. . •. -a- ' · .. '+ ¼ 
Persentase PP.rLsa'1a,;iJ7 yang 50% 52% 
'nenerap\.:Jn taw kelokJ ke,.:;i \-'d'l[I 
1?.y:;h 1pP,'PK8 LKS f.i1pa1,( 
~lrL.~U• SkJla ',Jf.idh car, tvc:111.ar 

pe~erta 3PJS Kete~agchar,adnJ 

Peraentase Psrangkal daerah yang 40% 60% 
melaksanakan PPRG 

Raslo kekerasan terhsdap 40% 60% 
perampuan dan F'PO 
Persentase lembaga penyedia 50% 60% 
tayanan bagi kaklarga yang 
mendapatkan pamDinaan den 
panguatan kelembagaan 

Parsentase perangkat daarah yang 45% 60% 
memlfiki data gender anak 
Persentase kebijakan tentang 0.68% 1.18% 
panlngl<atan kualtas anak yang 
dlsahkan 

Rasio anak yang memer~kan 0.00031 0,0003 
per,ndl.Jngan khusus anak 

Perse'l!dSe ILm7bU'l\l Pangc1P y2ng 20% 20% 
::ierfurig$i den,Jnn ba;-; 

f:'erse'ltdse ~eter~eJ;c,an pJnqcm R9'1, 90~-, 

(Tei,;ej1ar:ya cacangan beras dcm 
c1t<1u :agur:g ses1,;a1 ~ebUuh2.1;; 

Perse11lase D~sa Rer.tar RoNan 4.::'i'"i: .!% 

P:,ngar1 

T-1111'· T-JG21 T-2121 KOMllll!ln•flUII- --~ ... RPD Qul.i, 

Ap - Ap -- .Ap ..... . !Ip, 
......_. -.8, .7, .8, -8- -10-. '. -11 • '12' •13-

440,000,000 55% 440,000,000 56% 440,000,000 56% 1,320,000,000 

1,769,164,3'10 2,02,, 164,340 1,996,666,066 ~789,994,746 

820,000,000 65% 860,000,000 75% 852,359, 1, 0 751\ 2,532,359,110 DP3AP2KB 

350,000,000 65% 350,000,000 75¾ 350,000,000 75% 1,050,000,000 

50,000,000 70% 75,000,000 80% 75,000,000 60% 200,000,000 

134,164,340 65% 139,164,340 75% 139,164,340 75% 412,493,020 

265,000,000 1.28% 305,000,000 1.35% 305,000,000 1.35% 875,000,000 

150,000,000 0.00028 295,000,000 0.00027 276,142,616 0,00065 720,142,616 

1,235,000,000 1,259,700,000 1,280,264,161 3,754,984,161 

350,000,000 25% 357,000,000 30% 357,159,884 30% 1,084,159,884 Dinas Ketahanen 
Pangan dan 
Pertanlan 

685,000,000 92% 698,700,000 83\'o 699,012,915 ()'.J.L", 2,062.712,915 

85,000,000 L'.;, 86,700,000 1;, 86,738,829 1"::. 258.438,829 
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SidangU111N11-
Kodo ''""'"--
~ 

-1- -2-
09 05 Program Pengawasan Keamanan 

Pangar, 

10 
URUSAN PEMERINT AHAN 
BIDANG PERTANAHAN 

10 02 Program Pengelolean Jzin Lokasi 

10 06 Program Pengelolaan Tallah 
Koso~ 

10 10 Program Penatagunaan Tanah 

10 12 Program Pengurusan Hak-hal< atas 
tanah 

11 
URUSAN PEMERJNTAHAN 
BIDANG UNGKUNGAN HIDUP 

11 02 Program Perencanaan Lingkungan 
Hldup 

11 03 Program Pengendalian 
Pencemaran danlatau Kerusakan 
lingkungan Hidup 

11 04 Program Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 

11 05 Program Pengendalian Bahan 
Berbahaya dan Beracun (83) dan 
Lirnbati 8ahan Berllahaya dan 
Beracun (limbah 83) 

11 06 Program Pemblnaan dan 
Pengawasan terhadap lzin 
lingkungan dan 12:in Perlindungan 
dan Pengelolaan LingktJngan Hidup 
PPLH• 

11 09 Program Penghargaan lingkungan 
Hidup untllk Masyarakat 

Kondlol 
lndlkatot Klneoja ......... Klnllja AWII ,_,, RPO{Tahun -28211 

-3- -4- .5-
Per,sent,1se _1.1mla'l rang~r1 seqar 8\J°'., 8~'., 
osal lu•nbun;;,1 J'd'1J :,mJ·1 

CikO'l~Llfll'il 

Jt.mlan i7Ir LG~c"1 yJ·1~ c'.:~clu2rky1 0% 0.33% 

P'<rCl'"]\,3',f' Ol':'1y't'if'~.11i).(, Mil\al,:;(, 0% 0.33% 
f JflJ'1 l'\0S'YI] 

Pflr5en\ase r1~",:;:JgJr:Aan lafl3li 0% [).33% 

Lr:g:11:ic>,; ~(;1,at,gJ!lil,H: :Jndl- NA 0.33% 
it.'r:ah f-~p.rj;i 1a·c,rI SC, to<11al: 

1fl0 :-i lar?~ Wi1!(p 1ar~ 

11ko~scil•C;,s kan, 

P~tbef\l,;SC J.A,l fr'!;'] ~-e1,;t1•,dr,1,,, 100% 100% 
i1rgJ..,1~g1r 

h1GuJ 

Penc>:)tL~I r'.f'!?.~; Ai "I S,.1r1~a1 4 4 
Bung~Jl1_, 

lrcp~~ SL,rid(J! Penr;1;rn:,r'.1: .,d.hJ 95 9ti 
{1Si1L'1 Ci Kata 8an~•.ul~ 

Plf;[JJ•-~l (L\dP'll' 13.'IJ'l '.t»f1JC'.c[) 40% 40.1% 
lu~ .. v,;l;;ya11 k~.5elu•uh~(' 

Ci:ikupan µc"ntci~tJn L·e<'getolc1;;n 50% 70% 
lm:bY1["J:l 

C.1k,;oai1 pe•1Jowas~r '.e•riJd?.JJ 75% 60¾ 
o~l,1f·s11·;iJn 1 "lwck·ir•J.i"l 

GJp;i•;JI' e\i 1',lr· ,r,_:Nr• l'nq,t,r;qJ'I 1 1 
H1d-Jp T1n0~c1\ i'fas;Ti~i 

Tlhunffl' Tahun 2025 Tlhomlffl 
Kandlsf Klnllja pada llmlr """"gkal 

-- •-•-RPO Dafflh 

Rp - Rp - Rp - Rp 
Ptnanuuna 
J-

-6- -7, -8- -8- -10- •11- •12- -13-

115,000,000 9(,1'.', 117,300,000 9(,''.. 117,352,533 95% 349,652,533 

578,36Ci,OOO 430,485,416 461,254,808 1,470,18',224 

135,781,000 0.33% 100,000,000 0.33% 100,000,000 0,33% 335,781,000 
Oines Perumahan, 

Kawasan 
90,800,000 0.33% 30,333,756 0.33% 37,316,532 0.33% Permukiman, dan 

158,450,288 Pertanahan 

14(),852,000 0.33% 120,000,000 0.34% 134,779,033 D.34% 
395,631,033 

210,933,000 0.33% 160,151,660 0.33% 169,159,243 0.33% 580,243,903 

15,381)31,946 15,115,498,IM0 14,560,586,935 45,135,316,921 

224,195,000 100% 235,404,750 100% 246,614,500 100% 706,214,250 Oines Lingkungan 
Hidup 

1,267,238,005 ' 1,330,599,905 .i 1,393,961,806 ' 3,991,799,716 

~~. 9G 96% 

2,491,793,000 40.12% 2,816,382,650 40.13% 2,740,972,300 40.13% 7,849,147,950 

28,470,000 75% 29,693,500 90% 31,317,000 90% 69,660,500 

452,817,850 60% 475,458,743 85% 498.099,635 85% 1,426,376,228 

237,554,600 1 249,432,330 ' 261,310,060 2 748,296,990 
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2 11 10 Program Penanganan Pengaduan 
Lingkungan Hldup 

2 11 11 Program Pengetolaan 
Persampahan 

URUSAN PEMERINTAHAN 

2 12 
BIDANG ADMINISTRAS1 
KEPENOUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

2 12 02 Program Pendaltaran Penduduk 

2 12 OJ Program Pencatatan Slpil 

2 12 04 Program Pengelolean lnformasi 
Administrasi Kepandudukan 

2 12 05 Program Pengelolaan Profil 
Kepencludukan 

URUSAN PEMERINTAHAN 
2 13 BllANG PENBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DES.A. 
2 13 04 Program Administrasl 

Pemeriltahan Dess 

2 13 05 Program Pemberdayaan Lambaga 
Kemasyarakatan, lembaga Adat, 
dan Masyarakat Hukum Adat 

URUSAN PEMERINTAHAN 

2 14 
IIIOANG P£NGENDALIAN 
P£NDUDUK DAN KELUAROA 
BERENCANA 

2 14 02 Program Pengendallan Penduduk 

2 1-4 03 Program Pembinaan Keklarga 
'""' 

2 14 04 Program Pemberdayaan dan 
P8flingkatan Keluarga Sejahtera 
(KS) 

--_Klnoljl......, Klnllja-,_,, RPD(T .. un 
11211 

-3- + 
C 1hupc1r 2e•1vc,le,~ ~·1 ~f~ Ja·'.L.•~ 100% 
. .,r,/,r:~a(..., :•.[ 

f:~rcc-•,:c~!? ~-'1k;Y J"'l[,i"~ ·,,,, (, 58% 
t~r·, •.J;,n 

Cakupan Kepemilkan Dolcumen 76.79% 
Pendaftaran Penduduk 

Cakupan Kepemilkan Dokumen 98.63% 
Pencatatan Sipil 

Persenatase Dokumen Penyajlan 100% 
Data KependLJdukan Skala Kota 

Persentase Pemanfaatan Praf~ 100% 
Kependudukan oleh Lembaga 
Panggunaittasyarakat 

Persantase administrasi 26% 
~eklrahanlde&a 
Persentaae pemberdayaan lembaga 4.2% 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat hukum adat 

Persentase TFR 2.2 

Cakupan akseptor KB Mbf 36370 

Peraentase Keluarga Sejahtera 30 
(KS) 

T-m4 T-- Tlll•2112t -Kln,ljll .... - --_,_.,_ -....._, ...... Rp ...... Rp ...... Rp ...... Rp J-
-5- .. .7 . .g. .g. •10- -11- ·12- -13-

100% 29,651,200 100% 31,133,760 100°/4 32,616,320 11JO% 93,401,280 

60% 10,657,512,291 61.5% 10,217,192,402 62.7% 9,355,695,315 62.7% 30,230,400,008 

3,000,000,000 2,870,000,000 2,995,000,DD0 8,865,000,000 

86 1,125,000,000 89.33% 925,000.000 92.67% 925,000,000 92.67¾ 2,975,000,000 Dinas 
Kapendudukan 

99.5% 550,000,000 99.633/o 550,000,000 99.75% 600,000,000 99.75¾ 1,700,000,000 dan Pancatatan 
~pd 

100¾ 1,250,000,000 100% 1,320,000,000 100% 1,395,000,000 100% 3,965,000.000 

100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 225,000,000 

515,000,000 538,364,904 581,36',904 1,832,729,8D8 

40% 50,000,000 53% 55,000,000 67% 75,000,000 67% 180,000,000 DP3AP2KB 

4.6% 465,000,000 5% 481,364.904 7% 506,364,804 7% 1,452,729,808 

2,155,748,935 2,731,779,574 2,739,m,m ~13~308,083 

2.2 270,000,000 2,1 270,000,000 2,1 270,000,000 2,1 810,000,000 DPJAP2KB 

36650 2,235,748,935 36900 2,319,nB,574 37500 2,319,779,574 37500 6,875,308,083 

40 150,000,000 ,s 150,000,000 50 150,000,000 50 450,000,000 
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15 

15 02 

15 03 

16 

16 02 

16 03 

17 

17 02 

17 03 

lllcl,noUru.., Ptffl-_,,,__ 
-.-

-2-

URU&AN PEMERINT AHAN 
BIDANG PERHUBUNGAN 

Program Penyelenggaraan Lall 
Lilias dar, Aogkutan Jalan (LLAJ) 

Program Pengelolaan Pelayaran 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANO KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
Program lnformasi dan Komunikasi 
Pl,blk 

Program Aplikasi lnformatika 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BllANG KOPERASI, USAHA 
KECIL, DAN MENENGAH 

Program Pelayanan tzin Usaha 
Simpan Plnjam 

Program Pengewasan dan 
Pemerlksaan Koperast 

-lnd--ia ....... -ia-
(-) DD IT- -2121) 

-3- -+ .5-

Raslo konekt!Vltas Kola 0.74 0.75 

Persentase terpelharanya kapal 100% 100% 
dengan kondisi baik 

Persenlase masyarakal yang 75% 75% 
menjadi sasaran penyebaran 
informasi pubfik. mengetahlJ 
kebijakan dan program prioritas 
pemerintati dan pemerintah daerah 
Kota 

Tingkat Kematangan Aspek 1% 1.2% 
Telmologt lnformasi dan 
Komunikasi SPBE 

Persentase Perangk8t Daerah 100% 100% 
(PD) yang lerhubung dengan 
skses internet yang disediakal'l oleh 
Oltias 
Kominfo 

Persentase rekomendasi r,~ ;' •• 

penerbilan izln usaha simpan 
pinjam yang diterbilkan untuk 
koperasl dengan wilayah 
keanggotaan dawn daerah Kota 

Persentase pengawasan dan ,. 
pemeriksaan yang dilakukan untuk 
koperasl dengen wilayah 
keanggotaan dalam daerah Kola 

, __ 
T-lffl Tuun21H Kcnllll lQnlljo,.. - ----- -Rp - Rp - "' - Rp 

,_ -+ .7. + .. ·10- ·11- •12- -13-

5,332,H0,250 5,699,829,'55 5,819.132,750 1~111,122,m 

5,282,960,250 0.78 5,649,829.455 o.e 5,836,932,750 o.e 16,769,722,455 Oines 
Pertiubungan 

50,000,000 100% 50,000,000 100¾ 50.000,000 100% 150,000,000 

9,861,279,331 10,058,504,918 10,159,089,1167 30,078,874,215 

4,875,523,348 80% 4,973,033,815 85% 5,022,764,153 B5% 14,871,321,316 Oines Komunikasi 
dan lnformatlka 

4,985,755,983 1.3% 5,085,471,103 1.5¾ 5,136,325,814 1.5% 15,207,552,899 

100% 100% 100% 

"866,850,412 4,780,187,420 4,B07,78i,294 14,234,827,127 Dinas Koperati 
dan UMKM 

95,000,000 .1 ~ ;,, 9B,9-00.000 ~ :? 97.869,000 .:c 289,769,000 

598,350,000 '2'",_ 610,317,000 !,!' 616.420,170 ".j·,, 1,825,087,170 
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2 17 04 Program Penilaian Kesehatan 
KSPI\JSP Kopera&i 

2 17 05 Program Pendid1kan dan Pelatihan 
Koperasi 

2 17 06 Program Pemberdayaan dan 
Perlindungen Koperasi 

, -;- ::i1og'i>1T F'wr1h-'r1J;i,•;i,1~ u~:il·a 

\le1er1!,'c11 U~•\1 l<.,:ul Llc1r U,;0hc1 
\l,kro ,JUf-(1.,'• 

F C' ...,1,;9•arr Pe~s•;f'·t,_wu,1•1 1J\!r'r,1 

2 18 
URUSAN PEMERINT AHAN 
BIDANG PENANAMAN MODAL 

04 Program Pelayanan Penanaman 
Modo 

2 18 02 Program Pengembangan lkim 
Penanaman Modal 

2 18 03 Program Promosi Penanaman 
Modal 

2 18 05 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

2 18 06 Program Peogelolaan Data dan 
Slstem lnformasl Penanaman 
Mod• 

URUSAN PEMERINTAHAN 
2 19 BRJANG KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

2 19 02 Program Pengembangan Kapaslta& 
Daya Salng Kapemudaan 

Kondlll -~.....- Killlljl-
1-, RJID(l".,,n 

:mn 
-3- -+ 

Persentaae usaha s1mpan pinjam ' 
oleh koperasi )'8119 dinllai 
kesehatannya unl\Jk kOperasi 
dengan wilayah keanggotaan dalam 

Persentase koperasi yang ] l ,·".-

mengikuti pelatihan untuk k.operasi 
dengan wilayah keanggolaan dalam 
daerah 

Persentase koperaSi dalam akses )~ ~, 

pasar. akses pembiayaan, 
standarisasi, dan kemitraan 

F~rsw1l,FP L:K'-i ,1;1c [J,-,, .11 1 '-~ -

~~r.,~,;1,,~t· 'Jt--.\1 ur·c,,cr i,1,,c 'J . .2!." 
~-,,-r 'l,YJ. 01·:~~·r ,__; 

Cakupan petayanan perizinan dan 100% 

mnna• 
Capaian klnerja Pl!l'lgembangan 30% 
1kim Peflanamari Modal 
Parsentase penlngkatan lnvesta~ 48% 

Cakupan Pengendaian 100% 
Pelaksarlaan Penanaman Modal 

Cakupan Apikasi SIM dalam 100% 
Layanan Peri!inan dan Non Perl~nan 

F:•r,cr.1J$e P0rr1\..,1d /Ul"\J 18.5% 
rt:1p•b1S~i 

Pw-sAr!~',€ P<,•J,i.'•~rdr·c~•l 100% 
K !:'cFb> :JJ·,, S,o•'lJ 1,-p,:''",' ,: ,1Y 

: c-rr~-' .r-

T-•- T-- T-2121 
K-KINlljl,...._ .......... 

-- -·'N'O -....... 11111 - Rp - Rp - Rp - Rp --5- .. -7- .. -9- -10- -11- -12- -1:1-

1 7' • 170,000,000 173,400,000 f,:{, 175,134,000 ,i' 518,534,000 

jr,l', 619,410,000 38.6% 631,7Sll,200 41.41% 638,116,182 41.41% 1,889,324,382 

' '. ,, 400,000,000 42.7% 408,000,000 45% 412,080,000 45% 1,220,080,000 

..-, ' !,'. , !• -, i"ii 1- '~ 7 1 ·.;;2 1f9 211! -U'• 1,:{':J 7'1(, ll'!:' ~ "j" J 1 7 l 4:•i,' !} 

1 6-1 ',J.!3.638.-112 1 7 1 ; ?~ 6:2 :,:1J .:f',. ; Jf,~ F'" ::::, -':. 1 -1'. B t:: 4g J 

835,000,000 1,085,00G,000 980,000,000 2,880,000,000 

100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 235.000,000 100% 625,000,000 Dinas Penanaman 
Modal den 

50% 220,000,000 75% 405,000,000 100% 30,000,000 100% 655,000,000 Pelayanan 
Terpadu Satu 

58% 200,000,000 68% 200,000,000 78% 380.000,000 78% 780,000,000 PinttJ 

100% 200,000,000 100% 235,000,000 100% 310,000,000 100% 745,000,000 

100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100¾ 75,000,000 

4,358,153,835 4,431,153,835 4,416,353,635 13,212,680,905 

20¾ 770.000,000 20% 755.000.000 25% 715,000,000 25% 2,240.000,000 Dinas Pemuda 
dan Olahraga 

100% 688,153,635 100% 688,153,635 100% 688,153,635 100% 2.064,460,905 
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2 19 03 Program Pengemtiangan Kapasitas 
Daya Saing Keolahragaan 

2 19 O< Program Pengembangan Kapasttas 
Kepramukaan 

2 20 URUSAN PEMERINT AHAN 
BIOANG STATISTIK 

2 20 02 Program Penyelenggaraan Stalistik 
Sektoral 

2 21 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIOANG PERSANDIAN 

2 21 02 Program Penyelenggaraan 
Persandian unltlk Pengamanan 
lnfonnasl 

2 22 02 
URUSAN PEMERINT AHAN 
BllANG KEBUDAYAAN 

2 22 03 Program Pengembangan 
Kebudayaan 

2 22 0, Program PerigernO!.l(lgan Kesen1an 
Tradislonal 

2 22 05 Program Pen'tlinaan Sejarah 

2 22 06 Program Pelestarian dan 
Pengelolaan Cagar Budaya 

2 23 URUSAN PEMERINT AHAN 
BIOANG PERPUS7AKAAN 

2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan 

2 24 URUSANPEMERINTAHAN 
BIDANG KEARSIPAN 

-Indicator IClne,jl "'"9rom Klnooja-, ........ , RPD{rllllun _, 
-3- + 

Jumlah pretlasi olahraga 128 Meda• 

Parsenla&& organisasi pramuka 80% 
yang aktif 

Persentase Perangkat Daerati yang 70% 
menggunakan data statislik dalam 
manyusun perencanaan den 
evallasi pembangunan daerah 

Ttngkat keamanan 1nformas1 50% 
pemerintah 

Persenlase pengembangan budaya IC" 

lokal yang dl~na 

Persentase kesenian tradisional 1,f 

lokal yang di bina 
Persentase Seiarah lokal yang 1:::1· 

dilina 

persentase cagar budaya yang di ~: 

lestarikan 

persentase perpustakaan yang 29% 
mendapat pembinaan 

~u,,,_., h.pUd di 1' ,1,,H(.if . .1! ·,_ 

i~1f·Jj.J!, l~jd'U- U~l\,o:,Mc1,1r 

Tlhu•- T-ffll T1t111112828 Kondlol Klnooja pada- -glcll 
-'-RPD -- Rp - Rp - Rp - Rp Pwllnll-

J,..b 
-5- -5- -1- -5- 4- ·10- -11- ·12- -13-
150 2,550,()00,000 100 Medali 2,595,000.000 150 Medafi 2,565,000,000 150 Medal 7,710,000,000 

Medali 

60% 350,000,000 90% 400,000.000 100% 448,200,000 100% 1,198,200,000 

475,000,000 48',SGO,OOO 489,345,000 1,"48,US,OOD 

75% 475,000,000 75% 494,500.000 80% 489,345,000 60% 1,448,945,000 Oinas Komunikasi 
dan lnfonnatika 

456,729,000 462,863,579 461,292,216 1,382,BU,795 

60¾ 456,729,000 70% 462,863,579 80¾ 463,292,216 80% 1,382,884,795 Dmas KomunikaSj 
dan lnformatika 

780,000,000 785,000,0DO 843,000,000 2,408,000,000 

' 250,000,000 :., . 255,000,000 1(J1; 255,000,000 • _,l, . 760,000,000 Dinas Pendid1kan 
dan Kebudayaan 

·, .. , 250,000,000 250,000,000 1,_1,, 288,000,000 '.1>1, ,, 788,000,000 

'')ll 180,000,000 ' 180,000,000 ' 190.000,000 550,000,000 

Ft, 100,000,000 C 100,000,000 '-JS, 110,000,000 "'~ 310,000,000 

480,055,632 447,685,482 431,910,570 1,359,651,684 

60¾ 460,055,632 78% 447,685,482 863/o 431,910,570 86¾ 1,359,651,684 Dinas Kea~an 
dan Perpustakaan 

"'"' Hi ~r,,, 

150,000,000 675,000,000 700,000,000 1,975,000,000 
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2 24 02 Program Pengelolaari Arsip 

2 24 03 Program Petllndungan dan 
Penyelamatan Arsip 

3 
URUSAN PEMERINTAHAN 
PILIHAN 

3 25 URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

3 25 03 
Program Pengelotaan Perikanan 
Tanakap 

3 25 04 
Program Pengelolaan Perikanan 
Bud1daya 

3 25 06 
Program Pengolahan dan 
Pemasaran H.isil Perikanan 

3 26 
URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PARIWISATA 

3 26 02 Program PenITTgkatan Daya Tarlk 
Destinasi Partwisata 

3 26 03 Program Pemasaran Pariwisata 

J 26 n4 Prog•.:m, Peni;.tr,b,irg.1~ E~onJ•ni 

KreJ!1f ,T1t:l::ilu1 Petnd~1aJtcir• dan 
Perlinc,Jr;c::m rluk K,:kSfW!: 

lr:dcklu.1I 

j 2b L5 Progr:,m P("1~err:O,'lll(]d'l S\..rt:0-3' 

Daya P~r"'' S<J .; 1Jc11· E:l<on, rr 

Kredllf 

3 27 URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PERTANIAN 

3 27 02 Program Penyedlaan dan 
Pengembangan Sarans Pertanian 

3 27 03 Program Penyediaan dan 
Pengembangan Prasarana 
Pertanlan 

Kandlll -·~~ .... Klnllfl-
Tlhanm, 

l_,,,Ol RPD(T.,,un _, - Rp 

.3,. ..;. .i;. -6-
Persentase tingkat ketersediaan 33% 52% 600,000,000 
arsip sebagai bahan akuntabiltas 
kinafja, aJat bukli yang sah dar, 
pertanggungjawaban nasional 

Tingkal keberadaan dan keuruhan 0% 10% 50,000,000 
arsip 

11,316,047,120 

1,600,099,000 

Fic-C,l~SI pwk,1'1J'1 1.:<rr,•ka1 • 11 11 t:::r 19,03 ton 1,115,000,000 

P:cc\iks! µ~r K(lnTl buc<!d<l(' EitJe, 6,3 ton 425,099,000 

Pefsen1a:;e pr'.:Cuksi pir1kan"!r: .-. 1[i'/, 60,000,000 y,_,rg J,•_,1,,r 

2,285,000,000 

Cakupan Penlngkatan Destinasi NA i .:, 1,185,000,000 
Pariwisata 
Cakupan Peningkatan Kunjungan NA .10', 470,000,000 
Wisatawan 
Cikllp~r P,11,1~mh3'l(Flf' Ek )r1(1•'i, Jc·:: 31/1", w: ;JOO.Ceo 

Kre<!U rr C!dlJ· Fe1T,CH11;n!ar, c2.n 

Pr.1l-nJ•1r1,:J'l >-1..,k f<,;-,kdyVm 

lr\dekt•val 

Prcngerni:Y1~,1n Suniber DiltC: 1u' 1iJ·· !91.: 'Jl.10,CL:J 
Pc1ri"s\·,~~t:; ,j;m :Ckun:,rr·, f(reJ,1'. 

JU".dJ'l CBTi 

.t,9'2,000,000 

Parsentase Ketersediaan sarana 65% 65% 915,000,000 
pertanian 

Persentase prasarana yang 80% 82% 2,125,000,000 
digunakan dengan baik 

Prcdu%>i Daqwc 236 li," 240 l.011 

KandlallClnllflpada- Pftngklt Tlhan2ffl Tlhun2121 
N ... RPO -,. __ , - Rp - Rp - Rp -.7. -8, .g. •10- ,11. ·12- -13-

53% 625,000,000 54% 650,000,000 54% 1,875,000,000 Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan 

13% 50,000,000 15% 50.000,000 15% 100,000,ooo 

11,620,652,087 11,589,849,217 34,52~548,424 

1,512,272,887 1,359,636,287 4,472,01)8.17-' 

19,96 ton 1,002,918,937 20,98 ton 824,814,639 20,98 ton 2,942,733,576 
Dinc1s Kelautan 
den Perikanan 

6,62 ton 446,353,950 6,95 ton 468,671,648 6,95 ton 1,340,124,598 

1~'"/4, 63,000,000 ?G·: 66,150,000 20% 11-19.1 SC.UULl 

2,425,000,000 2,465.000,000 7,175,000,000 

' 1,335,000,000 .\\ 1,305,000,000 4% 3,825,000,000 Dines Parlwisata 

3'.;;(, 490,000,000 ~c '· 560,000,000 40¾ 1,520,000,000 

3~',,, 3r:lQ_('G0.000 4C'•, :100.GOL.;l8J 40\·, B40,000,00D 

: S·;,, : 1,JO.Ci.:G 'JOU i'C" :!V.i.iJU[; C:)0 !()'\ 890,000,000 

5,040,840,000 5,043,097,555 15,025,937,555 

i'.''j. 933,300,000 :''i 933,717,ll81 75% 2,782,017,981 Dines Ketahanan 
Pangan dan 
P11rtanian 

c'\ 1/, 2,167,500,000 ~j-,, 2,168,470,722 84% 6,460,970,722 

25'.: :en 260 ton 260 ton 
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30 02 

30 03 
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30 05 
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30 07 

31 

31 02 

Bld"'(IUn11111-llhan 
din""'-Pit-

Pelnbangunan 

. •2-
Program Pengendatian Kesehatan 
Hewan den Kesehatan Masyarakal 
Veteriner 

Program Pengendalian den 
Penanggulangan Bancana 
Pertanian 

Program Perizinan Usaha 
Pertanian 

Program Penyuluhan Pertanian 

URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PERDAGANGAN 
Program Perizinan dan Pendaftaran 
Perusahaan 

Program Peningkatan Sarana 
Dlstribusi Perdagangan 
Program S!abilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Panting 

Program Pengembangan Ekspor 

Program Slandardisasl dan 
Perlindungan Konsumen 

Program Penggunaan dan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 

URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PERJNDUSTRIAN 
Program Perencanaan dan 
Pemban91.man lndustri 

lldllltor Kinerjl Program 
<-•m•l 

-3. 
Persen1r.se Penur,mc:111 kqcd<11' 
dar 1u1nl;i[ fiJS1JS tlCf!'/dkit '1ewa·, 

·n~rJia" 

r~ffc"1i,"½e fc1s1!1l-1!', 

s:tru l(]T."I.,:,~"'' bt''ICd', 

F1~r,~·11; ;;1; 1urnld , c·turr-:,;"Cc:il 

u~nr ~ r-er\i\!7:clll y~'q ,,11wr,,t~;;1: 

P,-r~er,l~~p f)~ni1·;k,llCW l\.11,,1c,1 1,1·-

r,er yJ!ur o,,n L ~:J,1 

Persentase pelaku usaha yang 
mempetoleh izlfl sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase pert\lmbuhan omzet 
ptdagang pasar rakyal 
Per&enla&e koefislen variasi harga 
antar waktu (stablitas bah an 
pokok antar waktu) 

Nilai ekspor 

Persentase /capaian alat ukur, 
lakar. tlmbang, dan 
perlengkapannya (UTTP) bertanda 
tera sah 

Cakupan promosi penggunaan dan 
pemasaran dalam negeri 

r err-cntd~•: penc.~riA,;>.1'. s.1sc1r;:;n 

,:·•~l'il.',l!lc:~'1j'I !r(;',J·;H ·1:11•.,:,ii' .. ~ 

ll;f\Jll,'ll irc1~Jl·'.i' r,e111L-,1ri~•jf,,1I 

,1:~u~t•· lcild''l RIF'lt·I )-J'lj 

:5i.e: m~Jn 1J1brn P: Pt,< 

Psrlu:111';1;!,a•1 lrr:usm 

Per!u,•1t,1_1hJ·1 lrc0str1 Krtc.it1f 

Kondlll Tlhun ffl,I 
l<lnorja AWi! 
RPO(Tat,un ...... Rp 2ffll 

-+ -5- -5-
SL\:, fiO\ 535,000,000 

8~'/ ll7'- 495,000,000 

1[)( l !1Jt) 225,000,000 

j( :,/-,'' 647,000,000 

2,103,903,480 

35.97% 35.97% 39,991,000 

38.2% 38.2% 150,452,960 

9.0% 10.0% 413,718,200 

NA US$ 0,5 1,027,600,000 
juta 

25,70% 29% 190,798,720 

2% 2% 281,342,600 

385,044,640 

0% 1(J'', 377,466,440 

6.50% 7V 

2.50% 2 s:·, 

Tthun 2025 Tlllun211H Kondllll Klntlj< pm lkiw Pfflngkal 
- •·•·RPO Doollh ..,. . Rp - Rp target Rp 

Ptn"'(lgung 
J-

.7. -8- .g. -10- -11· ·12- ·13-
'?:)'; 545,700,000 80':- 545,944,393 80% 1,626,644,393 

r;·,% qc,o,_ 'JS•~, 1,505.o26, 121 

504,900,000 505,126,121 

!J'1' 229,500.000 10(;' 229,602,782 100% 684,102,782 

4 659,940,000 4~ 660,235.556 4"J'' 1,967,175,556 

2,244,182,300 2,311,807,769 6,659,893,549 

45.2% 42,847,500 53% 44,132,925 53% 126,971,425 Oines 
Perdagangan dan 

Perindustrian 

38.2% 161,199.600 40% 166.035,588 40¾ 477,6&8, 14B 

11.0% 433,269,500 12.0% 446.567,585 12% 1,293,555,265 

USS0,7 1,101,000,000 US$1 juta 1,134,030,000 US$1 juta 3,262,630,000 

juta 
33% 204,427,200 37% 210,560,016 37¾ 605,785,936 

2.25% 301,436,500 2.5% 310,481,655 2.5% 893,262,755 

398,356,900 410,307,607 1,193,709,147 

/3, 388,356,900 h·= 400,007,607 25¾ 1,165,830,947 Oines 
Perdagangan dan 

Perindustrian 

7.5"1, 7 5', 7 s·, 
J :'')(, _1 ~ \' ·; 5 .,,. 
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3 31 03 Program Pengenda~an lzin Usaha 
lndustrl Kabupaten/Kota 

4 UNSUR PENDIIKUNG URUSAN 
PEMERINT AHAN 

4 01 SEKRl:TARIAT DAERAH 

4 81 Ul Prograrr, Pen1Jn1ang U1\J:,:i~ 

Perncrir-:ahar. CaerJt· 

,(J tJJoa te.1/K Jta,Proqr ,,J~' 

Adn11r,isl1 a3, Urnurr, 

Nama program disesuaikan 

4 01 02 Program Pemerlntahan dan 
Kesejahtereen Rakyat 

• 01 03 Program Perekonomlan den 
Pembangunen 

4 02 SEKRETARIAT DPRD 

ICallilol 
_lllno!ja.....,.. ICillllj&Aw 

f......,•l -rr-
an11 """" •3- . + •. -l> 

Persentase jumlah hasil 33% 35% 
pemantauan den pengawasan 
dBr1gan jumlah lzin Usaha lndustri 
(IUI) Kecll dan lndustri Menengah 
yang dikeklerkan olah lnstansl 
ter1<ai! 

PersentGse- oerencan;;an dan 9G'f· ~o:,, 
pensel::ilsari ke1...an~a,1 Sek' etanat 
D;:ierc.1<1 yar:g efohl!f efis1en, 1cir 

,1hrt~?:iel 

Capaiar Nliai I\Kunli!bilita•; 
K.1flerJll lrslans1 Pernenrnah 75': ?t,J:, 

IAKIPJ 

Persc,ntase oerangkJI ~~erah yang 

me1rlli~, lieiembc1gJ:iri '.epat lungs. 10('~ 100'10 

dafl :epa·. u~uran 

Persentase Ketersediaan data 95% 95¾ 
pendukung dokumen LPPD tahun N 
1 dalam rangka evaluasl 
Penyelenggaraan Pememtahan 
Daorah(EPPD) 

Persentase Rancangan Perda yang 
63% 65% dll1armonlsasi 

P81lentase Kebijakan dan Fasilltasi 
Keglatan Kesejahteraan Rakyat 100% 100% 
yang diUndaktanjub 
Persentase kajian Kebijakan 100% 100% 
P8<8konomian Daerah yang 
dmndakonjul 

Rc1s10 11lai belanJ2 Jd:1g d1IJ~u~.;1r 
rnelah pengci~a;;r dtngan Vt/1,Jde 50% 50% 
Ter,de' 

-!Qolljlpoda- -... T-- T-flffl t-• . -. ,....,....,. 
Rp 

"""" 
Rp 

"""" 
·llj, ..... Rp -.e- ;7. ,8, -1- . ·10- .11. ·12- ·13-. . 

7,578,200 37% 10,000,000 40% 10,300,000 40% 27,878,200 

128,251.'93,620 128,778,523,490 129,174,288,725 384,202,305,835 

60,180 .... M,1-41 61,384,073,"22 61,697,914,157 183.282,451,719 
51477.368.379 95% 54_5a94uo2 100', 54 893 93f,,R'.1:l 100 '(, i62 985.251.885 SekretJr·JI 

Oaerah 

CC'1, 85-,-, S5',., 

1:.JIJ''o 100°, 100\ 

4,289,964,690 95% 4,332,864,337 95% 4,354,528,659 95% 12,977,357,685 

88% 70% 70% 

100% 100% 100% 

2,413,131,072 100% 2,437,262,383 100% 2,449.448,695 100¾ 7,299,842,149 

52% 53% 53°/4 

66,071,029,479 67,392,-450,1118 67.'7~374,569 200,939,854,116 
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Bid11111U..__ 
danl'nlgram-_,_ 

-2-
Proy,,n-, Pf'11ur1a~q Urus~~ 

::ie1nerint<1f1c1ri Dc1erJt: 
-<ab,:pale·1%,l,'l'P•·ogra1r 
Arn~11•11s:,,1s, Umu1•1 Sok",:tc;, 1 !'. 

'.:PRO ,(an,1p~ttr•1ik;'.'I"-

Program Dukungen Pelaksariaan 
Tugas dan Fungsi DPRD 

UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

PERENCANAAN 

Pro11ram Perencanaan, 
PengendaUan, dan Evaklasl 
Pembangunan Oaerah 

Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

KEUANGAN 
Program Pengelolaar, Keuangan 
Oaerah 

Kondlol 
11d-rlllne,ja""91'1111 Kln,rja-

1-.... , RPD(Tlllun 
11111 -.3- -4- .5-

Ferserit~se Ke1t,!per1,hJfl l.c!:f2r,,J.1 

1errad~r; Pe~l'~s.:wa'1 Tu~1s ~ar IUIJ'', '.OrJ·'', 

FL1r·gs ')PRO 

Rata..rata Persentase keterpenuhan 
layanan terhadap pelaksanean 
tugas dan fung&i anggota OPRD 

100% 100% 
dalam fungsi pengawasan, 
panganggaran den pembentukan 
Perda 

Perse11tase kesesuaian substansi 80% 80% 
evaUasi kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah tahunan 
Persentase indikator sasaran 
Renstre Perangkal Daerah yang 80% 80% 
--- -- '. _, 

Persentase keseS1Jaian sub kegiatan 100% 100% 
Renja PD dengan Rensta PD bidang 
pamerintahan dan pambangunan 
menus/a 

Persentase kesesueian sub kegiatan 
Renja. PO dengan Rensta PD bidang 100% 100% 
perekonomian dan SDA 

Parsentase kesesuaian &Ub kegiatan 100% 100% 
Renja PO dengan Rensta PD bidang 
infrastruktur den kewileyahan 

Penet~rJ.sr· AP3L1 \'c[;Jt -.~Jl(!'v fopJl ',,·Hk'.J l"Ppi;l\ 

W:-ikt:" 
Per1)'J~1p21Jr1 ,,,per·ja frpJI \;\;;;f·J r.~p:.>i 

r:'-lr::111:1;r-1r·');a11•;,t1dn .A.0B0 1fp.•J! \,\'.,t(, 

Wi'lls\J 

Tlhun- T-lffl TMun2128 KCMldltl Klnlljt pm tkhlr P4rangliat 
. -· •-·'RPO Durall ...... _, 

Rp ..... Rp - Rp - Rp --6- .7. .g. .g. -10- -11· ·12- -13-

46,920,864,621 Fi'J'., 47,569,098,065 lt)I_I'.-, 47,584,347,771 100% 142,074,310,457 

19,150,164,856 100% 19,823,352,003 100% 19,892,026,798 100% 56,865,543,659 Sekretariat DPRD 

21,591~01,593 21,752,841,023 21,933,627,712 65,277,877,328 

3,758,367,916 3,833,535,274 3,871,870,627 11,463,773,817 

2,165,561,965 82% 2,208,873,204 83% 2,230,961,936 83% 6,605,397,106 Badan 
Perencanaan 
PembangunanDa 
erah 

82% 83% 83% 

1,592,805,951 100% 1,624,662,070 100o/J 1,640,908,691 100% 4,858,376.712 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

15,026,143,370 14,975,80~748 15,083,822,085 ,s,oas, 111,203 

Tapat Tepe! Tepat Waktu Baden 

Waktu Wa"" Pa~"fflolaan 
Tepat Tepat Tapat Waktu 
Wakto Waktu 
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03 Program Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

04 Program Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

KEPEGAWAlAN 

02 Program Kepegawalan Daerah 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

02 Program Pengembangan Sumber 
Daya Manu~a 

Pel!EUTIAN PAIi 
PENGEMBANGAII 

02 Program Peneijtian dan 
Pengembangan Daerah 

UNSUR PENGAWASAN URUSAN 
PEMERINTAHAN 

INSP£KTORAT DAERAH 
02 Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

03 
Program Perumusan Kebijakan, 
Pendampingan, dan Asistensi 

UNSUR KEWILAYAHAN 

Kllndlal 
.. d ....... Klno,jl"'"9- Klnlljl-

, ........ 1 RPO(fllwn 
21211 "'1111 

·3- .j. -5-
Fc;rce,1\~sr Rc-ah~~~ ·s,::1·~1v1r, ')1"· Sfi\, 

B~IJ'i:a APB!: ierr,11Jaµ /,rh.J(]&J11 

Bela:;,,1 
PBO 

Fer,.,r,t,c.~,, ·'•(U,O\ ·~.:, lJ,-\f~r'r, 1:,' 1,-F., 

rn1!iK dc,~rd, T;;"'u'l 

11-1 

1=,.irs:ir,1;,,;;e Rhk;J,: PAD 74 22"!, !':h, 

P,~r,--.e:i!;;s~ r:i.,~(v,1n kebllturJr' (,(,C, ii}'; 

brrras1 /I.SN 

Pe'.J k-Jrr:r,er.,srs: ts~ iiS'·· 57'-

P~rSP.iltctSfJ r>;_;,t,~.i Sbl.~1l''•11 ~a-"1~ 75% 80% 
;c:lah Ub; C: kl0tp;rn j:.<i;;T 

furgs,ral,d,klP.t re~'k, yari;; 

1Wff'lnUh ~/ff'' ,,Jf11(i•~'•.0'1~ Gc'1 

~1.,a:if.~C!SI 

Persenta&e hasil peneltian dan NA 1:J·., 

pengembangan yang sesuai dengan 
Road Map SIDa 

Fe1,;e,1tdhl! o,,rnrg,:,Jwn k~l,1c:;an 100% 100% 
~'P.L,1rl,JKat ddetah twtnOtlr, 

or,rJlcJ!',il ·1::irig 

berliHJ 

~erse•1t::rse Per~n~k-3'. D1er3f' 
·.-ang jil.~ku~Jn !-Je':j.3rr:rn·1g3n d3~ 100% 100% 
asisle!"1si u111,.,ir Pernennt,1t1 Deierai 

Tallun-
. 

T-ffll TllllunaoM Kondill Kln11ja,ad1 - Perln(lklt - ....;..;.. -,..._ 
Rp wit! Rp targot Rp "'1111 Rp --5- .7. .g. .g. •10- ·11· -1:Z. -1:;. 

6,823,764,978 100% 6,0so,2.fo,2n 100% 7,029,842,680 100% 20,813,847,934 

2,164,670,835 , ~,.-,, 2,352,651,506 1.54':', 2,376,178,021 , ·\4: J 6,893,500,362 

6,037,707,556 8!.'•/:, 5,662,913.965 89 5,677,801,384 891/o 17,378,422,907 Badan 
Pendapatan 
Daerah 

1,270,000,000 1,275,000,000 1,300,000,000 3,845,000,000 

1,270,000,000 65% 1,275,000,000 67% 1,300,000,000 67% 3,845,000,000 Sadan 
Kepegawaian dan 

58% 60¾ 60% PengemDBngan 

611,897,307 725,000,000 72~000,000 2,061,897,307 

611,897,307 85% 725,000,000 90% 725.000,000 90% 2,061.897,307 Sadan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
SumberDaya 
Manusia 

925,000,000 943,500,000 952,935,000 2,821,435,000 

925,000,000 30% 943,500,000 45% 952,935,000 45% 2.821,435,000 Sadan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

2,244,825,210 2,207,034,000 1,741,743,045 8,193,602,255 

2,244,B25,210 2,207,034,000 1,741,743,045 6,193,602,255 

1,313,245,210 100% 1,234,984,000 100% 1,069,693,045 100% 3,617,922,255 lnspektoral 

931,560,000 100% 972,050,000 100% 672,050,000 100% 2,575,680,000 

40,528,882,293 41,723,311,241 41,888,907,989 124,121, 101,522 
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KECAMATAN 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Oasa dan Kelurahan 

Program Koardinasi Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerlntahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
Pemerlntahan dan Pelayanan 
Publik 

Program Pemberdayaan 
Masyaraka! Desa dan Kelurahan 

Program Koordinasi Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerifltahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
Pemerifltahan dan Pelayanan 
Publik 

Program Pemb8rd.iyaan 
Masyarakat Desa dan Kalurahan 

Program KoordinasJ Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerlntahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Oesa dan Kelurahan 

Kondlal 
~d-r~l'nlgram lfmo!jaA .... 

(oU1come) RPO (Tahon 
28211 

·3- -1-

Persentase Kecamatan yang 85% 
berkinerja prima 

persentase kegletan pemberdayaan 85% 
masyarakat yang dilaksanakan 

persentase ketentraman dan 85% 
ketertiban umum yang dilaksanakan 

persentase urusan pemeriotahan 85% 
umum 

Persentase Kecamatan yang 
85% 

berkinerja prima 

parsentasa kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan 

85% 

persenta&e ketentraman den 
ketertiban umum yang dilaksanakan 

85% 

persentase urusan pemerintahan 
85% 

umum 

Pereentase Kecamatan yang 
85% 

berkinerja prima 

peraantase kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan 

BS¾ 

persanlase ketentraman dan 
ketertiban umum yang dllaksanakan 85% 

pereentase urusan pemerintahan 
85% umum 

Persentase Kecamatan yang 
85% berkine~a prime 

persentase kegiatan pernberdayaan 
masyarakat yang dilaksanak811 

85% 

T-2024 Tahun21125 Tlhun2t28 Kandlll Klnoija pm - Pnngklt 
.... ""dtRPb -- Rp ...... Rp - Rp - Rp 

,._ .. , --6- -8, .7. -8, • 9- •ID- .ff • -12- .fj. 

,o,s2a,aa2,2113 41,723,311,2"1 41,868,907,989 124,121, 1D1,522 
85% 2,400,525,000 86% 2,424,520,500 87% 2,426,367,537 87% 7,251,413,037 Kecamatan 

KafTIJ)ung metayu 

85% 1,140,000,000 86% 1,180,000,000 87% 1,180,000,000 87% 3,500,000,000 

65% 212,550,000 86% 212,550,000 87% 212,550,000 87% 637,650,000 

85% 30,000,000 86% 30,000,000 87% 30,000,000 87% 90,000,000 

6,864,530,946 Kecamatan Muara 
85% 2,265,010,346 86% 2,286,510,300 87% 2,313,010,300 87% Bangkahulu 

3,626,650,000 
85% 1,182,500,000 86% 1,206,150,000 87% 1,238,000,000 67% 

1,205,387,290 
85¾ 374,492,189 86% 411,880,535 87% 419,014,566 87% 

85% 18,000,000 86% 18,360,000 87% 19,500,000 67% 
55,860,000 

6,630,390,000 Kecamalan 
85% 2,092,106,000 BB¾ 2,215,784,000 87% 2,322,500,000 67% Singaran Pati 

9,B70,000,000 
85% 3,070,000,000 86% 3,350,000,000 87% 3,450,000,000 87% 

1,496,000,000 

85% 588,000,000 86% 593,000,000 B7% 315,000,000 87% 

85% 120,500,000 86% 126,500,000 87% 129,000,000 87% 
378,000,000 

7,721,748,600 Kecamatan 

BS% 2,350,180,600 86% 2,605,764,000 87% 2,765,784,000 67% Sungai Serut 

3,820,000,000 
BS% 1,160,000,000 86% 1,295,000,000 B7% 1,365,000,000 67% 
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7 01 04 
Program Koordltia51 Ketentraman 
dan Ketertlbarl Umum 

7 01 05 
Program PenYl)lenggaraan Urusan 
Pemeriltahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
7 01 02 Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

7 01 03 
Program Pemberdeyaan 
Masyarakal Desa den Kelurahan 

7 01 04 
Program Koordinasi Ketentraman 
dan Ketertlbarl Umum 

7 01 05 
Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemel'l'lta~n Umum 

Program Pen~ggaraan 
7 01 02 Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik 
7 01 03 Program Pemberdayaan 

Masyarakat Ona Oan Kdurahan 

7 01 04 Program KOOfd.id Ketentraman 
dan Ketertibai Umum 

7 01 05 Program Pen)'llenggaraan Urusan 
Pemeriitahan Umum 

7 01 02 Program Pen~ggaraan 
Pemerintah!WI dan Pelayanan 
Publik 

7 01 03 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Oaaa dan Keklrahan 

7 01 04 Program Koordlnasi Kelentraman 
dan Ketertiban Umum 

7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

7 01 02 Program Pan~ggaraan 
Pemerilitahan dan Pelayanan 
Publlk 

-In-~ ...... ---t-.i RPO~ 
., ' ' fllll ---3- ... -i;. 

persentase ketentraman den 
ketertiban umum yang dllaksanakan 85% 85% 

peraentase uruaan pemerintahan 
85% 85% umum 

Persentase Program 85% 85% 
Penyelen9garaan Pemerintahan den 
Pelayanar, Publl< 

Persentase Program Pemberdayaan 
85% 85% 

Masyarakat Oesa den Ke~rshan 

Parsentase Program Koordlnasl 
85% 85% 

Ketentraman dan Ketertl>an Umum 

Persentase Program 85% 85% 
Penyelenggaraan Uru&an 
Pemerintahan Umum 

Persentase Penyelen119araan 85% 85¾ 
Pernerintahan Dan Pelayanan Publl 
Yang Oilaksanekan 
Persentase Keglatan 85% 85¾ 
Pamben:layaan Masyarakat Yang 
Dlleksanakan T erpenuhi 

Persentase Koordlnasi Katentraman 85% 85¾ 
dan Ketartlban Umum T erpenuhl 

Persentase Penyelan119araan 85% 85¾ 
Urusan Pemertitahan Urnum 
Terpenuhl 

Persentase Program 85% 85¾ 
Panyelenggaraan Pemermahan dan 
Pe•yanan Publk 
Persentase Program Pemberdayaan 85% 85¾ 
Masyarakat Desa dan Kek.lrehan 
Persentase Program Koordinasi 85% 85¾ 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Parsentase Program 85% 85% 
Penyelenggarallfl Urusan 
Penentase Program 85% 85¾ 
Penyelenggaraan Pememtahan dan 
Pelayanar, Publk 

T-- T-.1121 Tlhw212t -~-- ......... 
_.._RPO ---"' -- "' -- "' -- "' • --i;. .7. ... ... ·10- ·11· ·12- ·11-

942,550,000 
272,550,000 86% 320,000.000 87% 350,000,000 87% 

30,493,450 86% 38,988,398 87% 44,045,112 87% 
113,526,960 

9,426,643,100 Kacamalan Teluk 
3,090,500,000 86% 3,152,310,000 863/o 3,183,833,100 86\1 Segara 

7.823,763,000 
2,565,000,000 86% 2,616,300.000 86¾ 2,642,463,000 86% 

1,485,081,376 
486,880,000 86% 496,617,600 86% so1,583,ns 8611 

106,757,000 
35.000,000 86% 35,700,000 86% 36,057,000 86% 

11,574,661,155 "'"'""""' 3,982,049,197 86% 3,769,189,734 86% 3,82M22,224 86¾ Selebar 

9CNl,000,OO0 945,000,000 630,750,000 2,475,750,000 
86% 86% 86¾ 

60,000,000 63,000,000 64,000,000 187,000,000 
86% 86% 86% 

90,000,000 94,500,000 96,000,000 280,500,000 
88% 86% 86% 

2,056,983,876 86% 2,228,521,476 87% 2.482.423,476 87% 6,767,928,828 K8C81T1atan 
Gadlng Cempaka 

1,440,000,000 88% 1,275,000,000 87% 945,000,000 87¾ 3,660,000,000 

212,550,000 86% 212,550.000 87% 212,550,000 87% 637,650,000 

30,000,000 86% 30,000,000 87¾ 30,000,000 87% 90,000,000 

2,042,313,545 88% 2,083,159,816 87¾ 2,103,991,414 87"/4 6,229,464,775 Kecamatan Raw 
Agung 
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01 02 
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01 05 

..... Uruaen Pcaalalilaa ...,,....._ 
,._,man 

.:z. 
Program Pemberdayaan 
Masyaraka! Dasa dan Kelurahan 

Program Koordirlall Ketentraman 
dan KetertJban Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintah dan Palayanan Pubik 

Program Pembardayaan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Program Koordinasi Ketentraman 
dan Ketef'liball Umum 

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintanan Umum 

UNSUR PEMERIITAHAN UMUM 

KESATIJAN BANOSA DAN 
POUTIK 
Program Penguatan ldeologi 
Pancailla dan Karakler 
Kebangsaan 

Program PeningkatBrl Peran Partai 
Poibk dan Lembaga Pendidikan 
melalui Pendidican Poltlk den 
Pengembangan Etika serta Budaya 
Polltik 

Program Pernberdayaan dan 
Pangawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, dan Budaye 

Kaodlll 
-lllnlljl.....- KlnlljaAwll 

1-,1 Rl'D(T.,un 
21211 --3- + -6-

Persentase Program Pemberdayaan 85% 85% 
Ma&yarakat 0esa dan Kek.lrahan 

PerieniaM Program Koordinasi 85% 85% 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Persentase Program 85% 85% 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persenla&e Kecamatan yang 85% 85% 
berkinerja pnma 

pera&nlase kegiatan pemberdayaan 85% 85¾ 
masyarakat yang dilakSanakar, 

persentase ketentraman dan 85% 85% 
ketertiban umum yang dilaksanakan 

persenlase urusan pemerintahan 85% 85% 
umum 

Persentaee Penguatan 1deologi 90% 90% 
Pancaslla dan Pengembangan 
Karakter Kabangsaan 
fler,e"t"st P:,..,.f,·· i,r 90% 90¾ 
Fer·.1~•-ii:.1·1 F''.FI .'-1r-.11 Prl.11r (',l'I 

'· er03JC'. P.-n 11<Jlkm \,lelc'IU, 

f-,c!rd cJ,kdn rJ\lMlf t1 J•l 

Ferg~·nt-J'l}W: -',i <:1:r'.J 3~-CJ.J 

F,.11·-: 

C,.;•,J!;'.1'- L)C'"L"' - ,, n J, 90% 90% 

CJf-ur,:1r 001<~ ~.ila•11 ,.lpay~ 80% 80% 
Pcr-1t, ~,nr ,:!J'I ~cnr•rrJx ;, . .-
Ke:,Jr:"l'ldf i=~,:r'.'' '.~r: ·1/1 

~L•~dy3 

Tohun212' T-2121 T-2121 Kandlol Klm,jo .... - Perlnglcat ....... ..;;..., -Rp - Rp - 1111 
........... - Rp --6- .7. .g. -&- ·111· .11. -1:Z. ·1:1-

2,150,000,000 86% 2,193,000,000 87% 2,214,930,000 87% 6,557,930,000 

240,000,000 86% 24-4,800.000 87% 247.248,000 871/o 732,048,000 

70,412,710 86% 71,820,964 87% 72,539,174 87% 214.m,84s 

1,845,285,380 86% 2,029,813,918 873/o 1,881,945.310 87% 5,757,04-4,608 Kecamatan Ratu 
Samban 

1,470,000,000 86% 1,511,000,000 87% 1,720,000,000 87% 4,701,000,000 

380,000,000 86% 279,000,000 87% 310.400.000 87'1, 969,400,000 

240,000,000 
75,000,000 86% 75,000,000 87% 90,000,000 87% 

2,174,240,600 2,246,270,455 2,301,525,280 s,m,036,335 

2,174,240,600 2,246,270,455 2,301,525,280 6,722,036,335 

98,900,300 90% 98,900,300 90% 100.000,000 90% 297,800,600 Badan Kesal\Jan 
Bangsa dan Poitik 

1,318,755,100 90% 1,318,755,100 90¾ 1,318.755.100 90'/4 3,956,265,300 

69,527,000 91% 89,527,000 92% 102.520,800 92% 241,574,800 

261,982,800 80% 261,982,800 80¾ 265,249,380 80°/4 789,214,980 
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06 Program Peningkatan 
Kewaapadaan Nasional dan 
Peningkatan Kuaitss dan Fasiitasi 
Penanganan Konff1k So9ial 

Koadhil 
--ia ........ ICIM,jo-,_,, Rl'IJ(rllltin 

21211 ...... 
-3- 4 -6-

~·c:r~i:,1:?~f, Pc:~1r·~•1I:," 90% 90¾ 
- ',.,~I i·~d.<'' •,~', ~·: i I' 

'.'' '.'j••_;:y..: •i;', 1·,· 

• ! r·t·r<·'I.,,-,,-

T-lffl T-.ffll T-2121 Kondlol"-11 ...... -
_...., 

_,_.:!I'll -Rp ..... Rp ...... Rp 111911 
...._ 

Rp -... .7. ... -&- ·10- -11· -•~ -13-
425,075,400 90% 497,105,255 90% 515.000,000 90¾ 1,437,180,655 

1,315,439,144,402 1,334,534,383,888 1,339,739,937,799 3,999,713,'66,089 
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BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah cepat tepat dan akurat jika terlebih 

dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama. Penetapan indikator kinerja 

merupakan syarat mutlak untuk menetapkan kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran/ potret organisasi dimasa kini maupun yang akan 

datang. 

Guna melihat capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Pemenntah Daerah Kota Bengkulu maka perlu adanya penetapan indikator kinerja. lndikator kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

ini berupa lndikator Kinerja Makro Daerah, lndikator Kinerja Utama Daerah (sasaran daerah) dan 

lndikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah). 

lndikator Kinerja Makro Daerah bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaran 

pemerintahan daerah secara umum. lndikator Kinerja Makro Kola Bengkulu tahun 2024-2026 sebagai 

berikut: 

label 8.1 
lndikator Kinerja Makro Kola Bengkulu Tahun 2024- 2026 

Aspeklllrusan/lndlkator Taraat Kine ·a . 
Kondisi Kondisi No. Klnerja Pembangunan Satuan Awai 2024 2025 2026 Akhir Daerah . 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Laju Pertumbuhan Persen 5,69 5,70-5,75 5,76-5,80 5,81 - 5,90 5,81 -5,90 Ekonomi 

2 lnflasi Persen 5,92 5,50 4,00 3,70 3,70 

3 RasioGini Angka 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 

4 Angka Kemiskinan Angka 15,73 15, 25 15,00 14,76 14,76 

5 
Tingkat Pengangguran 

Persen 6,13 5,95 5,87 5,73 5,73 Terbuka 

6 
lndeks Pembangunan 

lndeks 80,99 81,25 81,35 81,40 81,40 
Manusia /IPM\ 
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Tabel 8.2 
Penetapan lndikator Kinerja Utama Daerah Kola Bengkulu Tahun 2024-2026 

~•ptl!IIJ~lkatqr •·~11 .·~ . -~~'. ,. • · •. ••·. . , • • , . ···• .. . . .. . o..m ··•··· . ..· , .... r'1"'::t::-~ Ke~n;;' 

1 I Lalu Pertumbuhan Ekonomi 
2 llnlasi 
3 llndeks Gini 

Persenlase pertumbuhan seklor pertanian, seklor 
4 lperikanan, seklor pariwisata, seklor perdagangan dan 

seklor induslri terhadap PDRB 
5 ICapaian Jaringan Kola Krealif 
6 IAngka Kemiskinan 
7 llndeks Pemban.9.unan lnfraslruktur 
8 ITingkal Pengangguran Terbuka 
9 I lndeks Kualilas lnfrastruklur 
10 IRasio Kelancaran Lalulinlas 
11 I Persenlase Kesesuaian Pemanfaalan ruang 
12 I lndeks Kualilas Lingkungan Hidup 
13 llndeks Risiko Bencana 
14 llndeks Pembangunan Manusia .(IPM) 
15 I Rala-rala lama sekolah 
16 I Hara pan Lama sekolah 
17 I Persenlase Pemuda yang Berpreslasi 
18 IAngka Harapan Hidup 
19 llndeks Pembangunan Gender (IPG) 
20 llndeks Pemberdayaan Gender (IDG) 
21 IPenghargaan Kola Layak Anak (KLA) 
22 llndeks Rasa Aman 

Persen 
Persen 
An.9.ka 

Persen 

Persen 
Persen 
lndeks 
Persen 
lndeks 
Rasio 

Persen 
An.9.ka 
lndeks 
lndeks 
Tahun 
Tahun 
Persen 
Tahun 
lndeks 
lndeks 

Kalegori 
lndeks 

3,47 5,1-5,25 
5,92 5,50 
0,37 0,36 

54,23 56,7 

NA 10 
15,73 15,25 
65,64 66,6 
6, 13 5,95 
75 77 

0,31 0,37 

61,95 62,82 
120 120 

80,99 81,25 
11,08 11,09 
16,03 16,04 

35 35 
70,21 70,3 
95,77 95,77 
77,67 77,87 

e.ratama madya 
NA 70 

' :~'- -,, 

5,3-5,5 5,5- 5.JU,5-5,7 I IKU PEMDA 
4,00 3,70 L_ 3,70 I IKU PEMDA 
0,35 0,34 I 0,34 I IKU PEMDA 

69,64 80,52 80,52 IKU PEMDA 

15 20 20 IKU PEMDA 
15,00 14,76 14,76 IKU PEMDA 
70,3 76,36 76,36 IKU PEMDA 
5,87 5,73 5,73 IKU PEMDA 
79 81 81 IKU PEMDA 

0,375 0,38 0,38 IKU PEMDA 

62,85 62,93 62,93 IKU PEMDA 
110 100 100 IKU PEMDA 

81,35 80,40 80,40 IKU PEMDA 
11, 1 11, 11 11, 11 IKU PEMDA 

16,05 16,06 16,06 IKU PEMDA 
45 55 55 IKU PEMDA 

70,4 70,5 70,5 IKU PEMDA 
95,87 95,97 95,97 IKU PEMDA 
77,87 77,87 77,87 IKU PEMDA 
madya nindya nindya IKU PEMDA 

70 70 70 IKU PEMDA 
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Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan 
23 Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Persen 100 100 100 100 100 IKU PEMDA 

Pelanggaran Parda dan Perkada 

24 Persentase Perda dan Perkada vang diteaakkan Persen 85 85 90 95 95 IKU PEMDA 

25 
Persentase Konflik ldeologi, Polilik, Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

Persen 75 75 80 85 85 IKU PEMDA 

26 lndeks Reformasi Birokrasi lndeks cc cc B B B IKU PEMDA 

27 
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Angka 2,75 
(EPPD) 

3,0 3, 1 3,2 3,2 IKU PEMDA 

28 Nilai Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) Nilai BB BB BB BB BB IKU PEMDA 

29 lndeks Profesionalitas ASN Angka 50 60 62 65 65 IKU PEMDA 

30 lndeks lnovasi Daerah lndeks 59,37 59,57 59,75 59,90 59,90 IKU PEMDA 

31 Ooini Laooran Keuanaan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP IKU PEMDA 

32 
Nilai Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention Nilai 75 75 77 80 80 IKU PEMDA 
(MCP) KPK 

33 
lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lndeks 1.6 1.8 1.9 2 2 IKU PEMDA 
(SPBE) 

34 lndeks Kepuasan Masvarakat /IKM) lndeks 83,55 84,17 85 85,83 85,83 IKU PEMDA 

w-.. 
? .. 



Tabel 8.3 

Penetapan lndikator Kine~a Daerah lerhadap Capaian Kine~a Penyelenggaraan Urusan Kola Bengkulu 

No Aspek/Urusan/lndikator Klnelja 
Satuan KONDISI Target Kinelja KONDISI Keteranga 

PERAHGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Pembangunan Daarah AWAI. 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA lndeks 80,54 80,54 80,64 80,74 80,74 TUJUAN Ol<BUD, OINAS ARDA, DISPORA, KESEHATAN, 
RSHD 

Raia rala lama sekolah Tahun 11,08 11,09 11, 1 11, 11 11, 11 
IKU 

DINAS PENDIDIKAN KEBUOA YAAN 
PEMDA 

harapan lama sekolah Tahun 16,03 16,04 16,05 16,06 16,06 
IKU 

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAY~ 
PEMDA 

Angka parti~pasi dalam pendidikan PAUD Persen 40,8 41, 1 42,5 43,6 43,6 IKUPD OINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 

Angka partisipa~ dalam pendidikan SD/SMP Persen 98,6 98,7 99,5 98,7 98,7 IKUPD DINAS PENOIDIKAN KEBUDAYAAN 

Persentase partisipasi dalam pendidikan 
Persen 1,52 1,51 1,52 1,49 1,49 IKUPD DINAS PENDIOIKAN KEBUDA Y~ kesetaraan 

persenlase pemuslaka yang berkunjung ke 
Persen 0, 1 0,1 0, 1 0,1 0, 1 IKUPD DINAS KEARSIPAN DAN PERPUST AKAAN perpuslakaan 

Persentase seni budaya, benda, situs dan 
Persen 73 76 80 89 89 IKUPD DINAS KEARSlPAN DAN PERPUSTAKAAN kawasan cagar budaya yang dilestankan 

Persenlase Pemuda yang Berprestasi Persen 35 35 45 55 55 
IKU 

DINAS PEMUDA DAN OI.AHRAGA 
PEMDA 

Persentase Organisasi Kepemuda yang Dibina Persen NA 10 20 30 30 IKUPD DINA$ PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Peningkatan Prestasi Olahraga penngkat NA 10 14 20 20 IKUPD DNAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

ANGKA HARAPAN HIDUP Tahun 70,21 70,3 70,4 70,5 70,5 
IKU 

DINKES, RSHD 
PEMDA 

Angka kematian ibu Per-100.000 
98,02 50 49 48 48 IKUPD KH DINKES 

Angka kemalian bayi Per-100.000 
3,3 3,2 3,1 3 3 IKUPD KH DlNKES 

~ 
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Tabel 8.3 
Penetapan lndikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kola Bengkulu 

No 
Aspek/UrusanAndlkator Klnerja Saluan KOND1SI Target Klnerja KONDISI Keteranga 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWNJ 
Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA lndeks 80,54 80,54 80,64 80,74 80,74 TUJUAN DIKSUD, DINAS ARDA, DISPORA, KESEHATAN, 
RSHD 

Rata rata lama sekolah Tahun 11,08 11,09 11, 1 11, 11 11, 11 
IKU 

PEMDA 
DINAS PENOfDIKAN KEBUDAYAAN 

harapan lama sekolah Tahun 16,03 16,04 16,05 16,06 16,06 
IKU 

PEMDA 
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 

Angka partisipasi dalam pendidikan PAUD Persen 40,8 41, 1 42,5 43,6 43,6 IKUPD DINAS PENOIOIKAN KEBUDAYMN 

Angka partisipasi dalam pendidikan SD/SMP Persen 98,6 98,7 99,5 98,7 98,7 IKUPD DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 

Persentase partisipasi dalam pendidikan 
Persen 1,52 1,51 1,52 1,49 1,49 IKUPD DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 

kesetaraan 

persentase pemustaka yang berkunjung ke 
Persen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 IKUPD DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

perpustakaan 
Persentase seni budaya, benda, situs dan 

Persen 73 76 80 89 89 IKUPD DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

Persentase Pemuda yang Berprestasi Persen 35 35 45 55 55 
IKU 

PEMDA 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Persentase Organisasi Kepemuda yang Dibina Persen NA 10 20 30 30 IKUPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Peningkatan Prestasi Olahraga peringkat NA 10 14 20 20 IKUPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

ANGKA HARAPAN HIDUP Tahun 70,21 70,3 70,4 70,5 70,5 
IKU 

PEMDA 
DINKES, RSHD 

Angka kematian ibu 
Per-100.000 

98,02 50 49 48 48 IKUPD 
KH 

DINKES 

Angka kematian bayi 
Per-100.000 

3,3 3,2 3,1 3 3 IKUPD 
KH 

DINKES 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja Saluan 

KONDISI Target Klnerja KONDISI Kateranga PERANOKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 
Pambangunan Daarah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prevalensi Stunting Persen 0,74 0,60 0,50 0,49 0,49 IKUPD DINKES 

Prevalensi kesakitan dan kematian akibat 
Persen 30 29,8 29,6 29,4 29,4 IKUPD DINKES 

penyakil menular, tidak menular dan KLB 

Cakupan Puskesmas Terakreditasi Persen 100 100 100 100 100 IKUPD DINKES 

Akreditasi Rumah sakit peringkat madya paripuma panpuma Paripuma paripurna IKUPD RSHD 

lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) indeks 85,19 86 87 88 88 IKUPD RSHD 

cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup Persen 40 45 55 60 60 IKUPD DINKES 
bersi dan sehat 

DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) indeks 95,77 95,77 95,87 95,97 95,97 TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALlAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) indeks 77,67 77,87 77,87 77,87 77,87 
PEMDA 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENOUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Persentase Sumbangan Perempuan dalam 
DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase 29.55 30 31 32 32 IKUPD PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
pendapatan kerja PENDUDUK DAN 

Persentase Keterlibatan Perempuan di 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase 28.13 28.4 28.6 29 29 IKUPD PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
Parlemen PENDUOUK DAN 

Persentase Ketertibatan Perempuan dalam 
DINAS PEMBER□AY MN PEREMPUAN DAN 

Persentase 21.15 21.25 22 23 23 IKUPD PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
Pengambilan Keputusan PENDUDUK DAN 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Predikat anugrah parahita ekapraya predikat NA Pratama Pratama Pratama Pratama IKUPD PERLINOUNGAN ANAK. PENGENDAUAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Cakupan perempuan dan anak kortian 
DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

kekerasan yang mendapatkan penanganan persen 100 100 100 100 100 IKUPD PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDAUAN 
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
pelayanan terpadu 

IKU DINAS PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN 

Penghargaan Kota Layak Anak kategory pratama madya Madya nindya nindya 
PEMDA 

PERLINOUNGAN ANAK, PENGENDAUAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Persentase kasus kortian kekerasan anak yang 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persen 100 100 100 100 100 IKUPD PERLINOUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
mendapatkan layanan pendampingan PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

~ 
• 



No 
Aspek/Urusannndlkator Klnetja Saluan 

KONDISI Target Klnerja KONDISI Kateranga 
PERANOKAT DAERAH PENANGOIJNG JAWM!, 

Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase Kecamatan Layak Anak Persen 33 55 66 75 75 IKUPD PERLINDUNGAN ANAi<, PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase peserta KB aktif persen 64,81 80 82 84 84 IKUPD PERUNDUNGAN ANAK, PENGENOALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

INDEKS RASA AMAN indeks NA 70 70 70 70 TUJUAN SATPOL dan KESSANGPOL 

Persentase Masyarakat Yang Mendapat 
Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan 

100 100 100 100 100 
IKU 

Hukum T ert,adap Pelanggaran Perda dan 
persen 

PEMDA 
SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

Perkada 

Persentase perda dan perkada yang ditegakan 85 85 90 95 95 
IKU 

persen 
PEMDA 

SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

Persentase Penindakkan Pelanggaran PERDA 
persen 100 100 

dan PERKADA 
100 100 100 IKUPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Persentase Konflik ldeologi, Politik, Ekonomi, 
Person 75 75 80 85 85 

IKU 
Sosial dan Budaya PEMDA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 

Persentase Masyarakat Yang Paham terfladap 
persen 70 75 80 85 85 IKUPD BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

jumlah kejadian konflik sosial diwilayah yang 
persen 80 90 

dikondisikan 
90 90 90 IKUPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, 

LAJU PERTUMBUHAN EKDNOMI lndeks 3,47 5,1 -5.25 5.3- 5.5 5.5- 5.7 5.5 - 5.7 TUJUAN DINAS PERIKANAN. DISPERDAGRIN, DISPAR, 
BAPENDA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN 

PEREKONOMIAN 1 

Persentase pertumbuhan sektor pertanian, 
sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor 

Peisen 54,23 56,7 69,64 80,52 80,52 
IKU DINA$ KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, 

perdagangan dan sektor industri terfladap PEMDA DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN. DISPAR 

PDRB 

Pertumbuhan produksi sektor pertanian Persen 0 0,25 0,3 3,5 3,5 IKUPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Pertumbuhan produksi sektor perikanan Peisen 5 10 15 20 20 IKUPD DINAS PERIKANAN 

Peisentase Kunjungan Wisatawan Persen NA 5 7 10 10 IKUPD DINAS PARIWISATA 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja 

Saluan 
KONOISI Target Klnerja KONDJSJ Keteranga PERAIIGKATDAERAHPENANGGUNGJAWAB 

Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persenlaselama Tinggal Wisalawan Persen NA 3,5 4,0 4,5 4,5 IKUPD DINAS PARIWISATA 

Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB Rupiah (Miliar) 21,17 21,43 21,65 21,93 21,93 IKUPD DINAS PEROAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan IKM/UKM Angka 82 85 87 92 92 IKUPD DINA$ PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRlAN 

Pertumbuhan industn kreatif Persen 2,5 2,8 3 3,5 3,8 IKUPD DINAS PEROAGANGAN DAN PERINDUSTRJAN 

IKU DINAS PARIWISATADINAS KOPERASIDAN 

Capaian Jaringan Kola Kreatif Persen NA 10 15 20 20 
PEMDA 

USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS 
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Jumlah parameter Kota Kreatif yang dipenuhi 
jumlah NA 10 

parameter 
20 30 30 IKUPD DINAS PARIWISATA 

Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Persen 0,22 1,3 2,1 3 3 IKUPD 
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 
Angka 85,5 85,7 

(PPH) 
86 86,5 86,5 IKUPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Pertumbuhan produksi sektor pertanian Persen 0 0,25 0,3 3,5 3,5 IKUPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Pertumbuhan produksi sektor perikanan Persen 5 10 15 20 20 IKUPD DlNAS PERIKANAN 

Persentase Kunjungan Wisatawan Persen NA 5 7 10 10 IKUPD OINAS PARlWISATA 

Persenlaselama Tinggal Wisalawan Persen NA 3,5 4,0 4,5 4,5 IKUPD DINAS PARIWISATA 

Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB Rupiah (Miliar) 21,17 21,43 21,65 21,93 21,93 IKUPD DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan IKM/UKM Angka 82 85 87 92 92 IKUPD DINAS PEROAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan industri kreatif Persen 2,5 2,8 3 3,5 3,8 IKUPD DINAS PEROAGANGAN DAN PERINOUSTRIAN 

Persentase peningkalan koperasi yang 
Persen 27 29,5 32 34 34 IKUPD 

DINA$ KOPERASl DAN USAHA KECIL DAN 

berl<ualrtas MENENGAH 

Nilai Realisasi lnveslasi 
Rupiah 

1,5 1,8 2 2,3 2,3 IKUPD 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

(Tnliun) TERPADU SATU PINTU 

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, 

INDEKSGINI Angka 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 TUJUAN 
DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR, 
BAPENOA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN 

PEREKONOMIAN • 

? . 



No 
Aspek/Uruun/lndlkator Kln81ja 

Saluan KONDISI Targtl Klnelja KONDISI Keteranga 
PEIWIOKAT DAERAH PENANGGUNG JAWN!. Pembangunan Daerah AWA1. 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DISNAKER, DINAS KOPERASI DAN UMK, DINA$ 

PARIWISATA, DINAS PERIKANAN, OKP DAN 

Angka Kemisktnan 17,89 17,89 17,39 16,89 16,89 
IKU PERTANIAN, DINSOS, DINAS PENDIDIKAN DAN persen 

PEMDA KEBUDAYMN, DINAS KESEHATAN, DINAS 
PERDAGANGAN DAN PERINOUSTRIAN, DINAS 

,:,,-,c-,A, ni PR PERKIM dan OLH 

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 
Angka 85,5 85,7 86 86,5 86,5 IKUPD DlNAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

(PPH) 

Pertumbuhan produksi sektor pertanian Per.;en 0 0,25 0,3 3,5 3,5 IKUPD DINA$ KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Pertumbuhan produksi sektor perikanan Per.;en 5 10 15 20 20 IKUPD DINAS PERIKANAN 

Per.;entase Kunjungan Wisatawan Per.;en NA 5 7 10 10 IKUPD DINAS PARIWISATA 

Per.;entaselama Tinggal Wisatawan Persen NA 3,5 4,0 4,5 4,5 IKUPD DINAS PARIWISATA 

Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB Rupiah (Miliar) 21,17 21,43 21,65 21,93 21,93 IKUPD DINA$ PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan IKMI\JKM Angka 82 85 87 92 92 IKUPD DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan industri kreatif Per.;en 2,5 2,8 3 3,5 3,8 IKU PD DINAS PERDAGANGIAN DAN PERINDUSTRIAN 

Per.;entase peningkatan koperasi yang 
Per.;en 27 29,5 32 34 34 IKUPD DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

berkualitas MENENGAH 

Nilai Realisasi lnvestasi 
Rupiah 

1,5 1,8 2 2,3 2,3 IKUPD 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

(Triliun) TERPADU SATU PINTU 

Per.;entase PPKS Mandiri Per.;en 5,2 5,27 5,3 5,4 5,4 
IKU 

PEMDA 
DINAS SOSIAL 

Rasio PPKS terhadap jumlah penduduk Per.;en 0,177 0,174 0,171 0,168 0,168 
IKU 

PEMDA DINAS SOSIAL 

PPKS yang dilayani dan ditangani Per.;en 88 91 93 95 95 IKUPD OINAS SOSIAL 

Tingkat Pengangguran T ertluka Persen 6,34 6,2-6 6-5,8 5,8-5 5,8-5 IKU 
DINA$ TENAGA KERJA 

PEMDA 
Per.;entase Sera pan Tenaga Kerja Per.;en 3,97 4,1 4,5 4,72 4,72 IKUPD DINAS TENAGA KERJA 

II Aspek Pelayanan Umum 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Kin•~• Saluan 

KONDISI Target Kln~a KONDISI Keteranga PERANOKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 
Pambangunan Daarah AWAL 2024 2025 2028 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DE NGAN PELA YANAN DASAR 

1 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PENDIDIKAN 
Persentase pencapaian SPM sarana dan 

Persen 
prasarana pendidikan 

24 30 40 50 50 OINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 

Persentase pencapaian SPM pendidikan Persen 70 75 
(kategort kualitas pendidikan) 

78 80 80 DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYMN 

Persentase siswa PKBM yang lulus Persen 100 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN KEBUOAYAAN 

Persentase guru bersertifikat Persen 86 87 87,5 87,5 87,5 OINAS PENDIOIKAN KEBUOAYAAN 

2 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KESEHATAN 

Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan 
Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Persen 100 100 100 100 100 RSHD 

Terpenuhi 

Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan 
Persen 100 100 

dan Makanan Minuman Memiliki lzin 
100 100 100 DINKES 

Persentase Mutu SOM Kesehatan Meningkat Persen 75 76 77 78 85 DINKES 

Cakupan Pelaksanaan Promotif Tingkat Kola Persen 60 65 70 75 80 DINKES 

3 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PEKERJAAN UMUM DAN PENAT AAN RUANG 

Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman Persen 85 86 87 88 88 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

Tingkat kemantapan jalan kota Persen 85 86 87 88 88 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN 

RUANG 

"::;> 
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No 
Aspek/Uruaannndlkator Klnerja Saluan KONDISI Target Klne,ja KONDISI Kete111nga 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAW/IS 
Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gedung pemerintah yang laik fungsi Person 40 55 65 0,75 0,75 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

Rasia tenaga operator/teknisi/analis yang 
Persen 99 100 100 100 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

memiliki sertifikat kompetensi RUANG 

Persentase luas kawasan permukiman rawan 
OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

banjir yang tenindungi oteh infrastruktur Person 17 17 18 19 19 RUANG 
pengendalian banjir 

Persontase panjang jaringan irigasi kondisi 
Ha 1039 1039 1039 1039 1039 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

baik RUANG 

Persontase jumlah rumah tangga yang 
mendapalkan akses terhadap air minum melalui 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan Persen 61 65 67 70 70 
RUANG 

perpipaan tenindungi terhadap rumah tangga di 
seluruh Kola yang layak 

Persentase pemenuhan prasarana 
Person 12 13 14 16 16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

penanganan persampahan/TPS3R RUANG 

Cakupan Pengembangan Sistem Drainase 
Persen 49,4 51,7 54,2 56,67 56,67 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

Lingkungan RUANG 

Persontase jumlah rumah tangga yang 
OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN memperoleh layanan pengolahan air limbah Persen 80 82 83 86 86 

RUANG 
domestik yang layak 

Cakupan perencanaan penataan bangunan 
Person 60 66 70 74,4 74,4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

dan lingkungan RUANG 

Cakupan perencanaan, pemanfaatan, 
Person 55 64 73 73 73 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
pengawasan dan pengendalian penataan ruang RUANG 

4 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

~ 

? 
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No 
Aspek/Urusannndikator Klnerja Saluan KONDISI Target Klnerja KONDISI Keterenga 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 
Pambangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 
Persen NA 0,833 0,625 0,555 0,555 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

bencana PERMUKIMAN DAN PERT ANAHAN 

Persentase Kawasan penrukiman kumuh 
Persen 50 55 60 65 65 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

dibawah 10 ha yang ditangani PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

Persentase rumah layak huni Persen 50 55 60 65 65 
DINA$ PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 
Persen NA 0,260 0,263 0,265 0,265 

DINA$ PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
5 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

SERT A PERLINDUNGAN MASYARAKA T 

Persentase penanganan gangguan 
Persen 50 55 60 65 65 SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

ketentraman dan ketertiban umum 

Persentase pos kamling aktif Persen 65 65 66 67 68 SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda 
Persen 70 75 

dan Perkada 
80 80 80 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Persenlase Pelaksanaan Peningkatan Peran 
Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Persen 100 100 
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika 

100 100 100 SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Serta Budaya Politik 

Persentase Penguatan ldeologi Pancasila Dan 
Persen 65 90 90 90 90 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Pengembangan Karakter Kebangsaan 

Pesentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan 
Persen 80 90 91 92 92 SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Pengawasan Organisasi kemasyaraktan 

Persentase Pelaksaan Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Persen 80 88 89 90 90 SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Budaya dan Agama 

Persentase Pemantapan Kewaspadaan 
Persen 70 100 100 100 100 SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Nasional dan Penanganan Komplik Sosial 

~ • 



No 
Aspek/Urusannndlkator Kine~• Saluan 

KONDISI Target Kin~ KONDISI Kateranga PERANOl<AT 0AERAH PENANGOUNG JAW/,B 
Pembangunan D11rah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persenlase warga negara yang memperoleh 
layanan infonnasi rawan bencana 

Persen 65 75 85 95 95 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Persentase warga negara yang memperoleh 
layanan pencegahan dan kesiapslagaan Persen 65 75 85 95 95 BADANPENANGGULANGANBENCANAOAERAH 

terhadap bencana 

Persentase pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran 

Persen 87 87 87 90 90 
DINAS PEMADAN KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Persen 29 41 52 64 64 DINAS SOSIAL 
Dasamya 
Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Persen 
Pertindungan dan Jaminan Sosial 

41 52 70 91 91 DINAS SOSIAL 

Persenlase korban yang Mendapatl<an 
Penanganan Bencana 

Person 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL 

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang di Persen 100 100 100 100 100 DINA$ SOSIAL 
Bina 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
B TIDAK BERKAIT AN DENG AN PELA YANAN 

DASAR 

1 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 
KERJA 
0okumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Dokumen NA 1 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA 
(RTKD) 
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 
Kompelensi 

Persen 13,76 14 15 17 17 DINAS TENAGA KERJA 

~ 
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No Aspek/Uruunnndlkator Kin•~• 
Saluan KONOISI Target Kin~• KONDISI Ketoranga 

PERANOKAT DAERAH PENAHGGUNG JAWN! Pombangunan Daorah AWA1. 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 
(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Persen 45,64 49,62 55,42 60 60 DINAS TENAGA KERJA 
layanan Antar Kerja dalam wilayah Kola 

Persentase kasus perselisihan hubungan 
industrial yang dt selesaikan dengan perjanjian Persen 50 52 55 56 56 DINA$ TENAGA KERJA 
bersama (PB) 

Dokumen Upah Minimum Kola (UMK) Ookumen 1 1 1 1 1 DINAS TENAGA KERJA 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
2 PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Persentase Perangkat daerah yang DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
Persen 40% 60 65 75 75 PERUNOUNGAN ANAK, PENGENDALIAN melaksanakan PPRG 

PENOUOUK DAN KELUARGA BERENCANA 
Persentase pemberdayaan lembaga DINA$ PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN 
kemasyarakatan, lembaga adat dan Persen 4,2 4,6 5 7 7 PERUNDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN 
masyarakat hukum adat PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Persentase lembaga penyedia layanan bagi OINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
keluarga yang mendapatkan pembinaan dan Persen 50 60 70 80 80 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENOAUAN 
penguatan kelembagaan PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
Persentase administrasi kelurahan/desa Persen 26 40 53 67 67 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUOUK DAN KELUARGA BERENCANA 
DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase OPD yang telah respons~ gender Persen 40 60 65 75 75 PERLINDI.JNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Rasio anak yang memenukan penindungan DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

khusus anak Persen 0,00031 0,00030 0,00028 0,00027 0,00027 PERLINDUNGAN ANAi<. PENGENOALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Persentase perangkat daerah yang memiliki DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
Persen 45 60 65 75 75 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN data gender anak 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Presentase kebijakan tentang peningkatan OlNAS PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN 

kualitas anak yang disahkan Persen 0,00031 0,00030 0,00028 0,00027 0,00027 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
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Aspek/Uru11nnndlkator Klnerja KONDISI Target Klnarja KONDISI Ketaranga PERANGKATDAERAHPENANGGUNGJAWAB No Pembangunan Daerah 
Saluan 

AWAI. 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

Persentase infrastruktur Pangan yang Persen NA 20 
berfungsi dengan baik 

25 30 30 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Persentase ketersediaan pangan 
(T ersedianya cadangan beras dan a tau Persen 89 90 92 93 95 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

jagung sesuai kebutuhan I 

Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Persen 4,5 4 2 1 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Persentase jumlah pangan segar asal 
Persen 80 85 

tumbuhan yang aman dikonsumsi 
90 95 95 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

4 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERTANAHAN 

Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, 
0,33 0,34 0,34 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
tanah SG, tanah desa, tanah warga yang Persen NA 0,33 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
dikonsolidasikan) 

DINA$ PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
Jumlah lzin Lokasi yang dikeluarkan Persen NA 0,33 0,33 0,34 0,34 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

Persentase penyelesaian Masalah Tanah 0,34 0,34 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
Persen NA 0,33 0,33 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Kosong 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
Persentase Penatagunaan T anah Persen NA 0,33 0,33 0,34 0,34 PERMUKIMAN DAN PERT ANAHAN 

5 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
LINGKUNGAN HIDUP 
Penentuan Kelas Air di Sungai Bengkulu Kelas sungai 4,0 4,0 3,0 3,0 3 DINAS LINGKUNGAN HlDUP 

lndeks Standart Pencemaran Udara (ISPU) di ISPU 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Kola Bengkulu 

Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah Persen 40 40,1 40,12 40,13 40,13 DINA$ LINGKUNGAN HIDUP 
keseluruhan 
Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup 

Angka 
Tingkat Nasional 

1 1 1 2 2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

.ss>-
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No 
Aspek/Urusanllndlkator Klnarja 

Saluan KONOISI Target Klnarja KDNDISI Kateranga PERANGKATDAERAHPENANGGUNGJAWAB 
Pembangunan Oaarah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase dokumen perencanaan lingkungan 
Persen 50 75 77 80 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

hidup 
Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 Persen 50 70 75 90 100 DINAS LINGKUNGAN HIOUP 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Persen 75 80 80 85 85 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

ijin lingkungan 

Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan 
Persen 100 100 100 100 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Hidup 

Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 58 60 61,5 62,7 65 DINAS LINGKUNGAN HIOUP 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran 
Persen 76,79 86,00 89,33 92,67 92,67 DINAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Penduduk 

Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan 
Persen 98,63 99,5 99,63 99,75 99,75 DINAS KEPENOUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Sipil 

Persentase Dokumen Penyajian Data 
Persen 100 100 100 100 100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Kependudukan Skala Kola 

Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan 
Persen 100 100 100 100 100 DINAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat 

7 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
8 PENGENDAUAN PENDUDUK DAN 

KELUARGABERENCANA 
DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Cakupan akseptor KB Aktif Nilai 36370 36650 36900 37500 37500 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase Keluarga Sejahtera (KS) Persen 30 40 45 50 50 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENOUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

'> 



No 
Aspek/Unisannndlkator Klnerja Saluan 

K0N0ISI Target Klnerja K0N0ISI Keteranga 
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWMJ 

Pembangunan 0aerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Persentase TFR Persen 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENOALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

9 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERHUBUNGAN 
Rasia Konektivitas Kota Angka 0,74 0,75 0,78 0,80 0,80 DINAS PERHUBUNGAN 

Persentase T erpeliharanya kapal dengan Persen 
kondisi baik 

100 100 100 100 100 DINAS PERHUBUNGAN 

10 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran 
penyebaran informasi publik, mengetahui Persen 75 75 
kebijakan dan program prioritas pemerintah 

80 85 85 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

dan pemerintah daerah Kota 

Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Persen 1 1,2 1,3 1,5 1,5 DINA$ KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
lnformasi dan Komunikasi SPBE 

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang 
terhubung dengan akses internet yang Persen 100 100 100 100 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

disediakan oleh Dinas Kominfo 

11 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH 

Persentase rekomendasi penerbitan izin 
usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk Persen 0 2,7 4,4 5,5 5,5 

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam MENENGAH 

daerah Kota 

Persentase pengawasan dan pemeriksaan 
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

yang dilakukan untuk koperasi dengan Persen 5 11 12 14 14 MENENGAH 
wilayah keanggotaan dalam daerah Kota 

-,;» ' 
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No Aspek/Urusannndlkator Klnelja 
Saluan 

KONDISI Target Klnelja KONDISI Keteranga 
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWMJ 

Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persenlase usaha simpan pinjam oleh 
kopera~ yang dinilai kesehalannya untuk 

Persen 1 3,7 5,5 6 6 
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

kopera~ dengan wilayah keanggolaan dalam MENENGAH 

daerah Kola 

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan 
DINA$ KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN untuk koperasi dengan wilayah keanggolaan Persen 33,6 36,1 38,6 41,41 41,41 

MENENGAH 
dalam daerah Kola 

Persenlase koperasi dalam akses pasar, 
DINA$ KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN akses pembiayaan, standarisasi, dan Persen 37,7% 40,25 42,7% 45% 45% MENENGAH 

kemitraan 

Persenlase UMKM yang berizin Persen 1,09 2,21 3,50 4,3 4,3 
DINA$ KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

Persentase UMKM binaan yang meningkat 
Persen 0,22 1,64 3,71 4,6 4,6 

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
omsetnya MENENGAH 

12 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PENANAMAN MODAL 

Capaian kinerja Pengembangan iklim 
Persen 30 50 75 100 100 

DINA$ PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
Penanaman Modal TERPADU SATU PINTU 

Persentase peningkatan investasi Persen 48 58 68 78 78 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

Cakupan Pengendalian Pelaksanaan 
Persen 100 100 100 100 100 

DINA$ PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
Penanaman Modal TERPADU SATU PINTU 

Cakupan pelayanan perizinan dan informasi Persen 100 100 100 100 100 OINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPAOU SATU PINTU 

Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan 
Persen 100 100 100 100 100 

DINA$ PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

dan Non Perijinan TERPADU SATU PINTU 

13 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Persenlase organisasi pramuka yang aktif Persen 80 80 90 100 100 DINA$ PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Persentase Pemuda yang berpreslasi Persen 18,05 20 20 25 25 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Jumlah prestasi olahraga Medali 128 150 150 150 150 DINA$ PEMUDA DAN OLAHRAGA 

".:;> 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja Saluan 

KONOISI Target Klnerja KONDISI Keteranga 
Pembangunan Daerah AWAL AKHIR 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 
2024 2025 2026 n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
STATISTIK 

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang 
menggunakan data statistik dalam menyusun Persen NA 70 
perencanaan dan evaluasi pembangunan 

80 90 90 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATtKA 

daerah 

15 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERSANDIAN 
Tingkat keamanan infonmasi pemerintah Persen 50 60 70 80 80% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

16 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KEBUDAYAAN 
persentase cagar budaya yang di lestarikan Persen 81 89 90 95 100 DINAS PENOIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Persentase kesenian tradisional lokal yang di Jurnlah 
bina 

6 6 6 6 6 DINAS PENDIOIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Persentase pengambangan budaya lokal yang 
Jumlah 

dibina 
4 4 4 4 4 DINAS PENOlDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Persentase Sejarah lokal yang dibina Jumlah 2 2 2 2 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUOAYAAN 

17 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERPUSTAKAAN 
persentase perpustakaan yang mendapat 

Persen 29 60 
pembinaan 

78 86 86 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

survey kepuasan rnasyarakat terhadap layanan 
Nilai IKM 

perpustakaan 
62 70 75 80 80 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

18 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KEARSIPAN 

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Persen 33 52 53 54 54 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

pertanggungjawaban nasional 

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Persen NA 10 13 15 15 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

~ 
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No Aspek/Urusannndikator Klnerja 
Saluan 

KONDISI Target Klnerja KONDISI Keteranga 
PEAANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAS 

Pembangunan Daerah AWAI. 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Produksi penkanan tangkap Ton 18,12 19,03 19,98 20,98 20,98 OINAS PERIKANAN 

Produksi perikanan budidaya Ton 6,00 6,30 6,62 6,95 6,95 DINA$ PERIKANAN 

Persentase produksi penkanan yang diolah Persen 5 10 15 20 20 DINAS PERIKANAN 

2 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PARIWISATA 
Cakupan Peningkalan Destinasi Parlwisata Persen NA 2 3 4 4 DINAS PARIWISATA 

Cakupan Peningkalan Kunjungan Wisatawan Persen NA 30 35 40 40 DJNAS PARIWISATA 

Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif 
melalui Pemanfaalan dan Perlindungan Hak Persen NA 30 35 40 40 DINAS PARIWISATA 

Kekayaan lntelektual 

Pengembangan Sumber Daya Parlwisala dan 
Jumlah CBT NA 10 15 20 20 OINAS PARIWISATA 

Ekonomi Kreatif 

3 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERTANIAN 

Persentase Ketersediaan sarana pertanian Persen 65 65 70 75 80 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Ketersediaan sarana petemakan Persen 60 70 75 78 80 DINA$ KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Persentase prasarana yang digunakan 
Persen 80 82 83 84 85 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

dengan baik 

Persentase Penurunan kejadian dan jumlah 
Persen 50 60 70 80 80 DINA$ KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

kasus penyakit hewan menular 
Produksi Daging Ton 236 240 250 260 260 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Persentase fasilitasi penanggulangan 
Person 85 87 90 95 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

bencana 

Persentase jumlah rekomendasi usaha 
Persen 100 100 100 100 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

pertanian yang diterbilkan 

~ 



No 
Aspek/Uruunnndlkator Klnerja 

Saluan KONOISI Target Klnerja KONOISI Katerang■ 
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWMJ 

Pemb■ngunan Oaerah AWAL 2024 2025 2028 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase peningkatan kapasitas penyuluh 
Persen 30 35 40 45 60 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN dan petani 

4 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KEHUTANAN 

5 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI 
DAN SUMBER DAYA MINERAL 

6 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERDAGANGAN 

Persentase pelaku usaha yang memperoleh 
Persen 35,97 35,97 45,2 53 53 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN izin sesuai dengan ketentuan 

Persentase pertumbuhan omzet pedagang 
Persen 38,2 38,2 38,2 40 40 DINA$ PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN pasar rakyat 

Persentase koefisien variasi harga antar 
Persen 9 10 11 12 12 DINA$ PERDAGANGAN DAN PERINOUSTRIAN 

waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) 
Nilai ekspor juta US$ NA 0,5 0,7 1 1 DINA$ PEROAGANGAN DAN PERlNOUSTRIAN 

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, 
dan pertengkapannya (UTTP) bertanda tera Persen 25,7 29 33 37 37 DINAS PEROAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

sah yang bertaku 

Cakupan promosi penggunaan dan 
Persen 2 2 2,25 2,5 2,5 DlNAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN pemasaran dalam negeri 

7 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERINDUSTRIAN 

Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan industri termasuk tunman 

Persen 0 10 20 25 25 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
indikator pembangunan industri dalam RIPIN 
yang ditetapkan dalam RPIK 

Persentase jumlah ha~I pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah lzin Usaha 

Persen 33 35 37 40 40 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
lndustri (IUI) Kecil dan lndustri Menengah 
yang dikeluarkan oleh instansi terkait 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Kin•~• Saluan 

KONDISI Target Kln~a KONDISI Kotoranga 
PERANOKAT OAERAH PENANGOUNG JAWAB 

Pombangunan Daorah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
TRANSMIGRASI 

D 
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 
PE MERI NT AHAN 

1 SEKRETARIAT DAERAH 

Persentase perencanaan dan pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN 
keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, Persen NA 90 95 100 100 PERENCANAAN DAN KEUANGAN 
efisien, dan akuntabel 

Capaian Nilai Akuntabilitas Kine~• lnstansi Persen 
Pemerintah (AKIP) 

NA 75 80 85 90 SEKRET ARIAT DAE RAH • BAGIAN ORGANISASI 

Persentase perangkat daerah yang memiliki Persen 
kelembagaan tepat fungsi den tepat ukuran 

NA 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN ORGANISASI 

Persentase Ketersediaan data pendukung 
dokuman LPPD tahun N-1 dalam rangka Persen 95 96 
evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

97 98 98 
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN 

Daerah (EPPD) 

Persentase Rancangan Perda yang Persen 
diharmonisasl 

63 65 68 70 70 SEKRETARIAT OAERAH- BAGIAN HUKUM 

Persentase Kebijakan dan Fasilita~ Kegiatan Persen NA 100 
Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 

100 100 100 
SEKRET ARIA T DAE RAH • BAGIAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Persentase kajian Kebijakan Perekonomian 
Persen 

Daerah yang ditindak lanjuti 
100 100 100 100 100 

SEKRET ARIAT DAE RAH - BAGIAN 
PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SOA 

Rasio nilai belanja yang dilakukan melatui Person NA 50 
pengadaan dengan Metode Tender 

52 53 53 
SEKRET ARIAT DAE RAH • BAGIAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 

2 SEKRETARIAT DEWAN 

~ 



No 
Aspek/Uru11nnndlkator Klnerja 

Saluan KONDISI Target Klnarja KONDISI Keterang • 
Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

PBWICIKAT DAERAH PENANGGUNG JAWN!. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata-rata persentase keterpenuhan layanan 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

Persen 100 100 100 100 100 
anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, 

SEKRETARIAT DPRO 

pengganggaran dan pembentukan perda 

Rata-rata persentase keterpenuhan layanan 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

Persen 100 100 100 100 anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, 
100 SEKRETARIAT DPRD 

pengganggaran dan pembentukan perda 

E 
UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

1 PERENCANAAN 

Persentase kesesuaian substansi evaluasi 
kebijakan perencanaan pembangunan daerah Persen NA 80 82 83 83 BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

tahunan (RKPD) 
DAERAH 

Persentase indikator sasaran Renstra 
Persen BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Perangkat Daerah yang mencapai target NA 80 82 83 83 
DAERAH 

Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD 
dengan Rensta PD bidang pemenntahan dan Persen NA 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

pembangunan manusia 
DAERAH 

Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD 
dengan Rensta PD bidang perekonomian dan Persen Na 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

SDA 
DAERAH 

Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD 
dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan Persen Na 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

kewilayahan 
DAERAH 

Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD 
100 100 100 dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan Persen 100 

100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

kewilayahan 
Persen Persen Persen Persen DAERAH 

2 KEUANGAN 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja Saluan 

KONDISI Target Klnerja KONDISI Keteranga PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWNJ 
Pombangunan Daerah AWA1. 2024 2025 2028 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penetapan APBD tepat waktu Tepat Waktu 
Tepat Tepat Tepat Tapat Tepat BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. 

Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Panyarnpaian raparda partanggungjawaban Tepat Waktu 
Tapat Tepat Tapat Tepat Tepat BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. 

APBD tepat waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Persentase Raalisasi / Serapan Belanja 
Persen 91 96 100 100 100 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. 

APBD terhadap Anggaran Belanja APBD PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Persentase akurasi data barang rnilik daerah 
Persen 1,3 1,4 1,5 1,54 1,6 

BAOAN PENGELOLAAN KEUANGAN. 

Tahun n-1 PENDAPAT AN DAN ASET DAE RAH 

Persentase Realisasi PAD Persen 74,22 79 84 89 89 BADAN PENOAPATAN DAERAH 

3 KEPEGAWAIAN 

Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Persen 60 62 65 67 67 
SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA MANUSIA 

Peta Kornpetensi ASN Persen 55 57 58 60 60 
SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA MANUSIA 

4 PENOIDIKAN DAN PELATIHAN 

Persentase Aparatur yang T elah lulus Diklat SADAN KEPEGAWA1AN DAN PENGEMBANGAN 
PIM ,Diklat fungsional dan teknis Sesuai Syarat Persen 75 80 85 90 90 SUMBERDAYA MANUSIA 
Jabatan 

5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Persentase hasil penelitian dan pengernbangan 
Persen NA 15 30 45 45 

SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

yang sasuai dengan Road Map SIDa DAERAH 

F 
UNSUR PENGAWASAN URUSAN 
PEMERINTAHAN 
INSPEKTORA T DAE RAH 

Persentase peningkatan ketaatan perangkat 
Persen 100 100 

daerah terhadap peraturan yang berlaku 
100 100 100 INSPEKTORAT DAERAH 

~ 



Aspek/Urusannndlkator Klnerja KONDISI Target Klnerja KONDISI Keteranga 
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB No Pembangunan Daerah 

Saluan 
AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase PD yang Dilakukan Pendampingan 
Persen 25 100 

dan Asislensi Urusan Pemerintahan Daerah 
100 100 100 INSPEKTORA T DAERAH 

G UNSUR KEWILA YAHAN 
KECAMATAN 

1 KECAMATAN SUNGA! SERUT 
Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan 

Persen 85 85 
pelayanan publik 

86 87 87 KECAMATAN SUNGA! SERUT 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN SUNGAI SERUT 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Ketertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN SUNGAI SERUT 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Persen 
Pemerintahan Umum 

100 100 100 100 100 KECAMATAN SUNGA[ SERUT 

2 KECAMATAN RATU AGUNG 
Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan Persen 85 85 
pelayanan publik 

86 87 87 KECAMATAN RATU AGUNG 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN RATU AGUNG 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Ketertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN RATU AGUNG 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Persen 
Pemerintahan Umum 

100 100 100 100 100 KECAMATAN RATU AGUNG 

3 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan Persen 
pelayanan publik 

85 85 86 87 87 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Kelertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

~ 
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No Aspek/Urusan/lndlkator Klnerja 
Saluan KONDISI Target Klnerja KONDISI Keteranga 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAW/IIJ 
Pembangunan Daarah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan 
Person 100 100 100 100 100 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

Pemerintahan Umum 

4 KECAMATAN SELEBAR 

Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan 
Persen 85 85 86 87 87 KECAMATAN SELEBAR 

pelayanan publik 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN SELEBAR 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN SELEBAR 

KetertJban 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN SELEBAR 

Pemerintahan Umum 

5 KECAMATAN MUARA BANGKAHULU 

Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan 
Persen 85 85 86 87 87 KECAMATAN MUARA BANGKAHULU 

pelayanan publik 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 14 15 16 17 17 KECAMATAN MUARA BANGKAHULU 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN MUARA BANGKAHULU 

KetertJban 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN MUARA BANGKAHULU 

Pemerinlahan Umum 

6 KECAMATAN GADING CEMPAKA 
Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan 

Persen 85 85 86 87 87 KECAMATAN GADING CEMPAKA 
pelayanan publik 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN GADING CEMPAKA 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN GADING CEMPAKA 

KetertJban 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan 
Persen 100 100 100 100 100 KECAMATAN GADING CEMPAKA 

Pemerintahan Umum 

7 KECAMAT AN RA TU SAM BAN 
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Aspek/Urusannndikator Klnarja KONOISI Target Klnerja KONDISI Kataranga PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWl>S No Pembangunan Oaerah 
Saluan 

AWAI. 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan 
Persen 85 85 

pelayanan publik 
86 87 87 KECAMATAN RATU SAMBAN 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN RATU SAMBAN 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Ketertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN RATU SAMBAN 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan 
Persen 

Pemerintahan Umum 
100 100 100 100 100 KECAMATAN RATU SAMBAN 

8 KECAMATAN SINGARAN PATI 
Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan Persen 85 85 
pelayanan publik 

86 87 87 KECAMATAN SINGARAN PATI 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 46 47 48 48 KECAMATAN SINGARAN PATI 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Ketertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN SINGARAN PATI 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Persen 
Pemerintahan Umum 

100 100 100 100 100 KECAMATAN SINGARAN PATI 

9 KECAMATAN TELUK SEGARA 
Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan Persen 95 95 
pelayanan publik 

94 92 92 KECAMATAN TELUK SEGARA 

Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 45 45 47 48 48 KECAMATAN TELUK SEGARA 

Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Persen 
Ketertiban 

100 100 100 100 100 KECAMATAN TELUK SEGARA 

Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Persen 
Pemerintahan Umum 

100 100 100 100 100 KECAMATAN TELUK SEGARA 

G UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 
KESA TUAN BANGSA DAN POLITIK 

~ 
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No Aspek/Urusannndlkator Klnerja 
Saluan KONDISI Target Klnerja KONDISI Keteranga PERANGKATDAERAHPENANGGUNGJAWAB 

Pembangunan Daarah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran 
Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Persen 80 80 81 82 82 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

Persentase Penguatan ldeologi Pancasila dan 
Persen 60 90 90 90 90 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 

Pengembangan Karakter Kebangsaan 

Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan 
Persen 80 90 91 92 92 BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK 

Pengawasan Organisasi kemasyarakatan 

Persentase Pelaksaan Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Persen 80 90 91 92 92 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Budaya dan Agama 

Persentase Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional, Kualitas dan fasilitasi penanganan Persen 80 90 91 92 92 SADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 

konflik sosial 

Ill Aspek Daya Saing 
lndeks Reformasi Birokrasl INDEKS cc cc B B B TUJUAN Semua Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Nilai 2,75 3,0 3, 1 3,2 3,2 IKU 

SEKRETARIAT OAERAH 
Oaerah (EPPD) PEMDA 
Nilai Akuntabillas Kinerja lnslansi Pemerintah 

Nilai BB BB BB BB BB 
IKU 

SEKRETARIAT DAERAH 
(AKIP) PEMDA 
Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP 

Nilai 11.41 12.41 12.91 12.91 12.91 IKUPD SEKRETARIAT DAERAH 
Daerah 

Persenlase Perikatan Kerjasama yang 
Persen 55 60 65 75 75 IKUPD SEKRETARIA TDAERAH 

ditindaklanjuti 

Persentase rancangan perda dan perkada yang 
Persen 63 65 68 70 70 IKUPD SEKRETARIAT DAERAH diharmonisasi 

Persentase perangkat daerah yang melaporkan 
Persen 100 100 100 100 100 IKUPD SEKRETARIAT DAERAH 

capaian IKK LPPD secara tepat waktu 

-:.,-
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No Aspek/Uruaannndlkator Kine~• Satuan KONDISI Target Klne~a KONDISI Keteranga 
PERANOKAT DAERAH PENANGOONG JAWMJ 

Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2028 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase perangkat daerah yang memiliki 
Nilai NA B B B BB IKUPD SEKRETARIAT DAERAH 

nilai IKM minimal B 

Persentase kebijakan yang ditindaklanjU1i Persen 100 100 100 100 100 IKUPD SEKRETARIA T DAE RAH 

Rata-rala pencapaian program Sekretariat 
Persen NA 75 80 85 85 IKUPD SEKRETARIAT DAERAH 

Daerah 

Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Persen 61, 11 50 55 60 55 IKUPD SEKRETARIATDPRD 

Nilai Perencanaan Kinerja Nilai 23.53 24.53 24.93 24.93 24.93 IKUPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Nilai Pengukuran Kinerja Nilai 14.48 15.48 15.98 17.48 17.48 IKUPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Nilai pencapaian kinerja Nilai 13.21 13.91 14.41 16.41 16.41 IKUPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
OAERAH 

Tingkal keselarasan program RKPD dengan Persen NA 100 100 100 100 IKUPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
RPD DAERAH 

Persentase indikalor sasaran RPD yang 
Persen 63 70 75 80 80 IKUPD 

BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
mencapai Target DAERAH 

Persentase Jumlah ASN yang Kompeten F'ersen 60 60 60 60 60 IKUPD SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMSANGAN 
SUMBEROAYA MANUSIA 

lndeks lnovasi Daerah INDEKS 59,37 59,57 59,75 59,90 59,90 
IKU SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

PEMDA DAERAH 

Persenlase hasil penelitian dan pengembangan 
Persen NA 20 40 60 60 IKUPD SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

yang dimanfaatkan DAERAH 

Cakupan PD yang mempunyai tata kelola 
Persen 2,56 38,46 64,10 100 100 IKUPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

kearsipan dengan baik 

Opini Laporan Keuangan Predikal WTP WTP WTP WTP WTP 
IKU BADAN PENGELOlAAN KEUANGAN, 

PEMDA PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Persentase PAD temadap pendapatan daerah Persen 15,32 19,06 19,06 19,06 19,06 IKUPD BPKAD,BAPENOA 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja Saluan 

KONDISI T argot Klnarja KONDISI Keteranga 
PERANGKAT OAERAH PENANGCIUNG JAWNJ 

Pembangunan Daerah AWAI. 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Temuan•2 Temuan•2 Temuan•2 Temuan•1 Temuan•1 
2; 2; o· 8· 8; 
Rekomend Rekomend Rekomend Rekomend Rekomend 

Berkurangnya Catalan Hasil Pemenksaan Temuan dan asi•64; asi=64; asi•60; asi•58; asi•58; 
IKUPD 

BADAN PENGELOL.AAN KEUANGAN, 

BPK alas LKPD tahun n-1 Rekomendasi persemest persemest persemest persemest persemest PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

er 1 •11 er 1 •11 er 1 •10 er 1 •8 er 1 •8 
Rekomend Rekomend Rekomend Rekomend Rekomend 
asi asi asi asi asi 

Nilai Raia-Raia Capaian Kinerja Monitoring 
Nilai 75 75 77 80 80 

IKU 
INSPEKTORAT OAERAH 

Centre for Prevention (MCP) KPK PEMDA 

Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP 
Nilai 7.61 7.91 

daerah 
8.41 8.41 8.41 IKUPD INSPEKTORATDAERAH 

Persenlase Penyelesaian Tindak Lanjut 
Pengawasan BPK, lnspektorat Provinsi dan Persen 85 85 90 90 90 IKUPD INSPEKTORAT DAERAH 

lnspektorat Daerah Kola 

Tingkat Kapabililas Aparat Pengawasan Intern 
Level 3 3 

Pemerinlah (APIP) 
3 3 3 IKUPD INSPEKTORAT DAERAH 

lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis INDEKS 1.6 1.8 1.9 2 2 
IKU DINA$ KOMUNIKASI DAN lNFORMATIKA 

Elektronik (SPBE) PEMDA 

Index kualilas layanan informasi publik NILAI NA 80 85 90 90 IKUPD OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Nilai lndeks Pembangunan TIK NILAI NA 50 75 90 90 IKUPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Nilai Talakelola Sistem Pemerinlahan 
Persen 1,0 1,2 

Berbasis Elektronik (SPBE) 
1.3 1.5 1.5 IKUPD OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, 

lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) INDEKS 83,55 84,17 85 85,83 85,83 
IKU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

PEMDA TERPAOU SATU PINTU. DINAS KEPENDUOUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL, RSHO 

IKM Kinerja PTSP Nilai 84,0 84,50 85 85,50 85,50 IKUPD 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

IKM RSHD lndeks 85,19 86 87,00 88,00 88,00 IKUPD RSHD 

":;> 
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No Aspek/UrusanAndlkator Klnerja 
Saluan KONDISI Target Klnerja KONDISI Ktteranga 

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWNJ Pembangunan Daerah AWAL 2024 2025 2026 AKHIR n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IKM Kinerja DUKCAPIL Nilai 81,46 82 83 84 84 IKUPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen 
Persen 82,16 89,25 91,88 94,50 94,50 IKUPD DINAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Administrasi Kependudukan 

Persentase Perangkat Daerah yang telah 
memanfaatkan data Kependudukan 

Persen 32,26 48,39 64,52 100 100 IKUPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama (Hak Akses 
Data) 

Peraentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN SUNGAI SERUT 

waktu 

Peraentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN RATU AGUNG 

waktu 

Persentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN KAMPUNG MELAYU 

waktu 

Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN SELEBAR 

waktu 

Persentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMAT AN MU ARA BANGKAHULU 

waktu 

Persentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN GADING CEMPI\KA 

waktu 

Persentase Pelayanan di bidang pemenntahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN RATU SAMBAN 
waktu 

~ 
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No 
Aspek/Urusannndlkator Klnerja Saluan 

KONOISI Target Klnerja KONDISI Ketaranga PBWIGKAT DAERAH PENANGGUNG JAW>B 
Pembangunan Oaerah AWAL 2024 2025 2028 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN SINGARAN PATl 

wak1u 

Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat Persen 100 100 100 100 100 IKUPD KECAMATAN TELUK SEGARA 

wak1u 

INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDEKS 65,64 66,6 70,3 76,36 76,36 TUJUAN 
DPUPR, DPRKPP, DLH, BPBD, DINA$ 

PERHUBUNGAN 

INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR Persen 75 77 79 81 81 
IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

PEMDA RUANG DAN DINAS PERHUBUNGAN 

Tingkal Kemantapan Jalan Persen 85 86 87 88 88 IKUPD 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

Persentase angka kecelakaan lalu lintas Persen 0,799 0,599 0,399 0,199 0,199 IKUPD DINA$ PERHUBUNGAN 

Rasia bangunan gedung yang laik fungsi Persen 14 21 28 34 34 IKUPD 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

Persentase luas daarah irigasi kewenangan Persen 85 88 90 95 95 IKUPD 
DINA$ PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

Kola yang dilayani oleh jaringan irigasi RUANG 

Persentase Panjang Jaringan lrigasi Kondisi 
Ha 1039 1039 1039 1039 1039 IKUPD 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

Baik RUANG 

Penduduk berakses air minum layak Persen 61 65 67 70 70 IKUPD 
DINA$ PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 

Penduduk beraksas sanitasi yang layak Persen 80 82 83 86 86 IKUPD 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG 
~ 

Persentase Penanganan kawasan kumuh Persen 50 55 60 65 65 IKUPD 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN PERT ANAHAN 

Kesesuaian pemanfataan ruang Persen 80 75,07 75,1 75,2 75,2 
IKU 

PEMDA 
DPUPR, OPRKPP 

Persentase Panyalenggaraan den Penataan Persen 60 65 70 75 75 IKU PD 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN 

Ruang RUANG 

Capaian penyelenggaraan pelayanan 
Parsen NA 0,33 0,33 0,34 0,34 IKUPD 

DINA$ PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

pertanahan PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

~ 
' / 



No 
Aspek/Urusanilndlkator Klnerja Saluan KONDISI Target Klnarja KONDISI Kateranga 

PERANGKAT DAEIWt PENANGGUNG JAWNl 
Pambangunan Daarah AWA1. 2024 2025 2026 AKHIR n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Angka 61,95 62,82 62,85 62,93 62,93 
IKU 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PEMDA 

lndeks Kualitas Air (IKA) Angka 50,44 50,54 50,57 50,64 50,64 IKUPD OINAS UNGKUNGAN HIOUP ' lndeks Kualitas Udara (IKU) Angka 88,03 88,13 88,23 88,33 88,33 IKUPD DINA$ UNGKUNGAN HIOUP 

lndeks Kualitas Lahan (IKL) An9ka 35,45 37,07 37,07 37,07 37,07 IKUPD OJNAS LINGKUNGAN HIOUP 

Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Persen 48,21 50 55 60 60 IKUPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Capaian pengelolaan sampah Persen 65 67 69,5 70 70 IKUPD DINA$ LINGKUNGAN HIOUP 

INDEKS RISIKO BENCANA lndeks 120 120 110 100 100 
IKU 

BPBD, DPKP 
PEMDA 

Persentase Penanganan Bencana Persen 48 50 65 78 78 IKUPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Persentase Penanganan Kebakaran dan 
Persen 95 95 95 95 95 IKUPD 

OINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 

Penyelamatan PENYELAMATAN 

~ 





BABIX 

PENUTUP 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Kola Sengkulu 

merupakan dokumen perencanaan pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Kota Sengkulu tahun 2019-2023 yang akan berakhir seiring dengan masa jabatan 

walikota saat ini. 

Dokumen RPD ini diperlukan selain sebagai guideline bagi PJ. Kepala Daerah mendalang 

juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) lahun 2024-

2026. Memperhatikan kondisi tersebut , Kola Sengkulu melalui Sappeda Kola Sengkulu perlu 

menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman umum perencanaan pembangunan 

jangka menengah 

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam 

dokumen RPD, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra 

PD) yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, & kegiatan sesuai dengan tugas & 

fungsi masing-masing PD untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja 

(Renja) PD setiap tahunnya. 

9.1. Kaidah Pelaksanaan 

Dalarrrpelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 adapun beberapa hal yang 

perl~' menjadi perhalikan yaitu sebagai berikut : 

1) Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan 

Rencana Strategis 2024-2026 dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap 

tahunnya. 

2) Sadan/ Dinas /Unit Saluan Kerja di lingkungan Pemerinlah Kola Sengkulu wajib menyusun 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program, kegialan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Sadan/ Dinas/ Unit Saluan Kerja masing-masing. 

3) Sadan/ Dinas/ Unit Saluan Kerja di lingkungan Pemerintah Kola Sengkulu harus 

memastikan konsistensi antara dokumen RPD dengan Rencana Strategis Sadan/ Dinas/ 

Unit Saluan Kerja. 



4) Bappeda melaksanakan pemantauan, pengendalian & evaluasi yang didasari dari 

pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil RKPD setiap tahun. 

5) Keselarasan dan kesesuaian antara dokumen perencanaan serta dokumen penganggaran 

dijadikan sebagai bahan dalam menentukan tingkat keberhasilan Pemerintah Kola 

Bengkulu. 

9.2. Pedoman Transisi 

Rencana Pembangunan Daerah disusun untuk 2024-2026 ini selanjutnya diturunkan dalam 

renstra PD bisa menjadi pedoman bagi pejabat Walikota selama masa transisi. RPD ini juga bisa 

dijadikan referensi dalam pembuatan RPJMD saat terpilihnya Walikota & Wakil Walikota Bengkulu 

yang baru. 

Rencana Pembangunan Daerah Kola Bengkulu tahun 2024-2026 merupakan pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Periode transisi juga digunakan dalam menyelesaikan 

isu-isu strategis yang belum diselesaikan serta menyelesaikan permasalahan regulasi aturan yang 

belum disesuaikan pada masa RPJMD sebelumnya. 

WALIKOTA BENGKULU 

H.HEL 


